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A,

FRESIDEN REPLRLIK [INDWONESIA,

hehwa negara menjamin hak seliup warga nogara untul
mewujudlan kehidupan vang Daik, schat, scrta scjahtera
lahir dan bLalir: demi tercapainya tujuan nasiona] dalam
mebiodung) scgcnap bangsa  [ndomesia dan sclurah
Llumpak carah lndonesia untik memajukan
kesejahleraan urmum sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dassr Negara  Republik  [Indonesio
‘Faliun 15345

hahwa pembangunan kesehatan MmusyaIaxat
memnerlukan upaya kesehetan, sumber dayva keschatan,
tlan pengclclaan kesebatan untul meninghkatkan deraiat
kesehalan masyarakal. YATLE sctinggl dngginye
berdasarkan  prinsip kesc’ahtersan,  pomeraraan,
nondisleriminatil, pariisipatif, dan berkelanjutan dalam
rangka pemrnbangunan sumber dava  manasia vang
berkualilas  dan  produktd, mengurangt kesenjanpan,
e enperkust oelayanan kezehatan bertmuty,
meningkatkan ketahanan kcschatan, MEer: JAInin
kebidupan vang sehal, serla memajukan kesejahteraan
selurah warga negers dun daya saing bangse bagi
pencapaian fy'van pembangunar nasional;

bahwa permesalahan dan gangpuan kesehatan pada
masvaraxal  akan menurankan  produktivitas dan
memmbulkan kerugian bagi negara schingpa diperlukan

lranslormas kesenatan unluk torcapainya peningkatan
derajat kesebatan masyaraat;

d. bahwa ...
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bahwa pembangunan Kesehalun masvarakat scmaldn
baik dan lerbuka schingga menciprakan kemarxlirian dan
mendorong, perkembangan industri kesehatan nasional
pada tingkat regional dan  global serta mendorong
prningkatan pelayonan kesehatan vang aman, bermulu,
dan 1erjangkau bagl masyarakar unfuk meningkatkan
kualitas hidup masvarakal;

bahiwa untuk mennpkstkan kapasitazs dan ketahanan
kesshatan diperiukan penyesudian berbagail kebijakan
untuk penguatan sistem Kesehalan secars inlegratil dan
holistik  dalam 1 {satn) undang-undang  secura
kvomprehoensil;

batbiwa berdasarkan pertimbangan selagalmana
dimalksid dalarm haral a, huraf b, huruf ©, huruf d, dan
heruf ¢, perlo membentule Undang-Undang  eentang
KEesehaoloan;

Pasal 20, DPasal 21, Pasal 28 avat (1], dan Pasal 24

avel

(4] Undang-Undang Dasar Negara Repuhblik Indonesia

Talnin 1945

Drenpan Perselujuan Berssona

DEWAN PERWAKILAN FEAKYAT REPUBLIK INTMNKESLA

dan
PRESIDEN REPLUBLIK [NIMINTSIA

MEMUTUSKAN:

LINTIANL-LINDANCG TENTANG KESEHATAN.

BEAB T
KETENTUAN UMM

Pa=al 1

Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

1.

Eeschatan adalnh kcadaan sehat seseorang, bailk secara
fisike, jiwa, maapun sosial dan bukan schadar lerbebas
dari penyakit untuk memungkinkanoya hidup produkril.

2. Upayn . ..
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Upaya  Kesehatwn  adalabh =egala bentak kegtalan
danfatanl seranphkaian keglatan yang dilakukan secars
terpadu dan berkesinambunpan untuk memelibara dan
meninpkatkan derajat  Kesehatan  masvarakal  dalam
bentuk promoil, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatit aleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah,
dan fatan masyarakat,

Pelavanan Kesehatan adaluh segala bentuk kegiotan
dan fatau serangkaian kegialan pelayanan venyg diberikan
secars langsung kepada persecrangan atall masvarakal
untuk memelihars dan meningkatkan derajat Kesehatan
tnasvarakal dalam benluk promotf, proveofif, kuratif,
rehabilitacif, dan/atan paliadif,

Sumber Daya Kkesehatan adalah scpals sesuatu vang
diperlukan untuk menyeleneggarakan Upays Kesehalan
yany dilakukan olch DPemerintah Pusac, Pemerintah
Daerah, dan/alau masvarakat.

Ssumbet Dayva Manusia Keschatan adalah seseorang yvang
bekevja secara akll di bidang Keschatsn, bak yang
memiliki pendidilzan formal Keschalan maupun ldalk,
yang untuk jcnis terfentu memerlakan kKewenangan
dalam melakukan Upaya Keschatan,

Tenapsa Medis adalah seUap orang yong mengabdikan diri
dalam bidang Kesehatan serta memilili sikap profosional,
pengetahuan, dan Keterampilan melalud  pendidiksn
profesi kedokreran atan kedokferan pigi vang
memerlukan  kewcnangan  untuk  melnkukan Upaya
Kesehalan,

Tenaga Keschatan adalah setiap orang vang mengabdikan
dirl dalarn bidang  RKesclwtan  serta memiliki sikap
profesional,  pengetabuan, dan keterampilan melaiud
pendidikan inpgl yang untuk jcnis tortenea memerlukan
kewenangan untuk melaltukan Upaya Kesehalar,

Fasilites Pelavanan kesehalan adalah letnpal dan/dtau
alat vang digunakan untuk menyelenggarakan Pelavanan
Keschalan kepada perscorangan ataupun masvarakat
dengan  pendekatan  promolif,  prevenul,  kuoratif,
rehabilitatif, danjatau  paliatit vang  dilakukan  oleh
Pemerintah DPuasat,  Pemerintah Deeraly, danfatag
MABYATHRAL,

9, Pusat. ..
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Pusat Ecschatan Masyarakat vang selunjutnya dischut
Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Keschalan tingkat
pertatna yang menyclenggarakan dan mengoordinasikan
Pelayvanan Keschatan  promotif,  preventif,  kuratif,
rehiabalitallf, danjfatau paliatif dengan menpulamakan
promatif dan prevenll di wilayvah kerjanva.

Fumah Salkit adalah Fasiliras Pelayanan Keschatan vang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan
secata paripurna melalud Pelavanan Kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehatilitalil, duan/atau paliatif dengan
menyediakan pelavanan rawat inap, Tewar jalan, dan
Grawat Darurat.

Perbekalan Kesehatan adalah  semua bahan  dan
peralatan wang  dipetlukan untuk menvelenggarakan
Upaya Kesclhiatan,

Sediaan Farmasi adalah Obal, Bahan Obat, Obat Bahan
Alam, ftermasiik baban Obat Bahan Alam, kosmetik,
suplemen kesehatan, dan obal koasi,

Alat  Kesehalan  adulah  instruomen, aparatus, mesin,
peralatan, implan, respen dan kalibrator 0o vicee,
perangkat lunak, serla malerial atau scijcnismya yang
digunakan pada manmisia untuk lujuan moedis dan Gdak
meneapal kerja utama melahyn proses  [armakolog,
imunolom, arAaun meotabolisme.

Perbekalan RKeschatsn Rumab Tangen yvang selanjuilrya
disingkeal PKRT adalab alat, bahan, dan/atan campiran
hahann wntuk pomeliharaan  dan perawatan  vany
berdamnpak pada Keschatan mamisin vang dinijukan
parla penggunaan di rumah tangega dan fasilitas umrn.

Obat adalah bahan, paduan baharn, lermasuk produk
Inolegl, wyang digunakan wvnoal mempengaruhl o alag
menyelidiki sisiem Osiolog atau kcadasn patolagi dalam
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyvembuhan,
pemulibhan, peningkatan  Kesehalan, dan konlmasepsi
unLluk manusia,

Bahan Obat adalah bahan yang herkhasiar atan tidak
berlthasial vang dipunakan dalam pengolahan  (hat
dengan standar dan Toutu sebagai bahan fammasi.

17, Obat. .,
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COhat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau
produk yvang berasal dari sumber daya alam borupa
mambuban, hewan, jazad renil, mitteral, atau bahan lain
dari sumber daya alam, atau campuran dar bahan
tersebur yang lelah digunsksn scoara fumin tenurun,
atan sudeh dibukcikan berkhasiar, aman, dan bernniig,
digunakan untule pemeliharaan Kesehatlan, peningkatan
Kesehalan, pencegahan penvakit, pengobualan, dan/atau
pemulihan Kesehalan berdasarkan pembukcoian secars
empins dan/atay iliniah,

Tcknologi Kesehatan adalah scgala bentuk alat, produl,
danfatan metode vang dingukan unluk membanto
tnenegakkan disgnosis, poncegahan, dan pepanganan
prrmasalahean Kesehatan manusia,

Sistermn Informasi Kesehalan  adaluh sistcm yang
mengnteprasikan  berbagai tahapan pemrosessn,
pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperluian
untulk meningEkalian ciektivitas dan efisierns
penyvelenggaraan Kesehatan serla menparahkan tindakan
dlau  keputusan ¥ang  hergina  dalam  mendukung
prinbangunan Keschatan,

Sislem  Informost Kesehatan MNasional asdalab Sistem
Informasi Keschatan yvang dikclola oieh kementerian yang
mehyelenggarakan  wrusdan  pemenntahan di bidang
keschatan yang mengintegrasikan dun mensiandardisasi
seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung
pembangunan Kesehatan,

Telckesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan
Keschatan, termasulk Kesehatan masyarakal, laysanan
Informast Keschatan, dan lavanan mandid, melalud
telekomuniliast dan teknotopi komunikasi digital.

Telemedisin adalal pemberian dan  fasilitasi lavanan
klinizs melalui telekomunilkasi dan teknologi kemunikasi
digital,

Pasien adalah sctinp orang vang mempersleh Pelayanan
Kesehatan  dat  Tenaga  Medis  dan/atau Tenaga
Ecschatan,

Gawal Darurat adalab keadaan klinis Pasien vang
membuluhkan  tindakan medis denfataun psikologis
sEgera  puha penyelamalan nyawa dan pencegahan
kedisabilitasan.

250 Konsil ...
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Lonsil adalah lembuags vang melaksanakan mipas secars
ndependen dalam rangks meningkatkan mulu praktik
dan kompelensi teknis keprofesian Tenapa Medis dan
Tenaga Keschatan serta memberikan pelindungan dan
kepastian huloum kepada muasvarakat.

kalegium adalah kampulan ahli dari setiap disiplin ilmu
Kesehalan yang mengampll cabang disiplin ilmu terselur
vang menjalankan tugas dan fungsi sccara independen
dan merapakan alat kelengkapan Konsil.

Fegistrast adalal pencatatan resmi Tenaga Medis dan
Tenaga  Kesehatan  wang  lelah  memiliki | sertifikat
kompetensi dan/atau serlifilest profesi.

Surat Tenda Eegistrasl yvang sefanjutnys dizsingkat STR
adalah buktl tertulis vang diberikan kopada ‘lenaga
Medis dan Tenaga Kesehalan yang telah diregistrasi.

Sural Tain Prakiok vang selanjutnya disinglat SIP adadah
bukll lertulis vang diberikan kepada Tenags Medis dan
Tenaga Keschatan sebagal pembernian kewensngan unibuk
menjalankan praktik,

Wabah Penyakit Mcnular vang  selanjulnya  dischot
Wabuh adalah meningkarnya Eejadian Luar  Biosa
penyakit menular yang ditsndai dengan jumlab kasus
dan/atau Kemalian meningkat dan menvebar secara
cepar dalamm skala luas.

Ecwaspadaan  Wabah  adalah  scrangkaian kegiatan
sebagal sikap  langpap  menghadapi kemungkinan
rerjadinys Wabah,

Kejadizm Luor Biasa wang selanjuinya disingkat KLB
adalah meningkatnva kejadian, kesakitan, kematian,
dan/atan kedisabililusan akibat ponyakit dan masalah
Keschatan yang bermakna secara cpidemiologis di suatu
dacrah pada kuran wakiu terienlu.

Pinfil Masuk Nepura wvang selanjutoya disebul Pinta
Masuk adalah tempat masulk dan keluatnya alal anghuat,
vrang, danfatau harang dari dan ke lusr negeri, baik
berbentuk pelabulian, bundar udara, maupan pos lintas
batas negarsa,

34. Petugas . ..
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Petiigas Katanlina Keschatan adalabh Tenaga Medis atau
Tenaga keschalan  yang mermilikl kompetensi dan
kewernangan dalam urusan karantina Kesehatan antuk
tnelakukysan pengawasen dan tindakan petenggnilangan
penvakil danfatau lnlaor risiko penvebab penvakil alas
alal anghut, vrang, barang, danfatau lingkuangan,

Daecrah Termangkit adalah daerah vang secara
cpideminlogis terdapat penvebaran penyakit dan/atau
faktor nisiko penyakit yang Derpolensi menimbulkan
Waball.

Dolumen Karantina Kesehalun adalah surat keterangan
Kesehatan vang dimiliki setiap alar angkut, orang, dan
barang wang memenubi persvaratan, baik nasional
mAaupln intemasionsal,

Gctiap Orang adalah orang persecrangan, lermasuk
korporasi.

Pemerintah Pusal adelah Presiden Republik Indonesia
yeng anemegany kekudsaoan pemenntzhan Nogara
Repullik  Indonesis sebapaimena  dimaksud  dalam
Undang-Undang Dassr  Negara  FEepublik  Indoncsis
Tahun 1943,

Menlerl adalalh menlen yang menyclenggarakan unisan
pemerintahan di bidang keschatan,

Pemermtah Dacrah adalah kepala daerabh sebagai unsur
penvclenggara  pemerintrhan daerah vang memimpin
pelaksanaan urisan pemerintahan yang  menjedi
kewenangan daerah aonam.

Pemerifitah Desa adalah kepals desa atou yvang disebuot
dengan nama lsan dibanlu perangkat deso sebaga unsur
petiyvelengeEars pemennlahan dosa.

Pamal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas;

a.
b.
.
el

perikomanusiaan;
keseimbanean,
manlaal;

ltmimh;

Pelnerataan,

f. etika ...
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erika dan profesionalitas;

pelindunegan dan kesclamatan:
penghormatan terhadap hal dan kewajiban;
keadilan;

nondiskriminatif;

pertunbangan moral dan nilui-nilai agama,
parLisipatil;

kepenlingan umuin,

keterpadosn;

kesadarsan hukum:

kedawlatan ncegara;

kelestarian lingkungan hidap,

kearifan budaya; dan

keternban dan kepastian hukum.

Pazal 32

Penyelenggaraan Kezehatan berlujuan;

H.
b

mecningkatkan perilaing hidup sehar;

meningkatkan aksaes dan muiu Pelayanan Kesehatan dan
Suinber Daya Keschotan,

meningkatkan pengelolaan sutnber daya manusia vang
efeletif dan efisien;

memeanighi - kebwtuhan  masvarakat aken Pelayvanan
Kezehatan:

meningkatkan ketahanan Kesehatsn dalam menghadapi
KLE atau Wahai;

menpamin - ketersediman  pendanaan Kesehatan  yang
berkesinambungan duan berkeadilan serta dikelala secars
transparan, efeltif, dan elisien;

mewujudkan pengembanpan dan pemanfastan Teknologi
Keschatan vang borlelanjuran; dan

memberikan pelindungan dan kepastian hukum  bagi
Pasicn, Sumber Dava Manusia Kescharan, dan
mazvarakat.

BABIT . ..
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Bagian Kezatu

Hal:

Pazal 4

Scliap Orang berhale:

d.
Ta.

k.

hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;

mcndapatkan  informasi  dan edukast  tentang
Keschalan yang seimbang dan bertanpgung jawab,

rendapatican Pelavanan  Kesehalan  yang aman,
bermmutd, dun tegangkau agar dapat mewuwjudkan
derajat Kesehatan vang selinggi-tingginya,

mendapatkan perawatan Keschatan scsuai dengan
standar Peclavanan Kesehatarn;

mendapatkan alkses atas Sumber Daya Keschalan,

menentukan  sendifl Pelayanan  Keschatan  yang
diperlukan bBagr  dirinya secara  mandiri dan
berlarnpsung jawab;

mendapatkan lingkungan vang sehat bagl pencapaisn
derajal Kesehalan;

menerima  atalu menclak  scbagian  atau  seluruh
lindakan pertolongan vang akan diberikan kepadanya
setelah menerima dan memahami informas
mengenal lindakan lersebut sceara lenglap;

mempernleh kerahasizean  data  dan informasi
Keschatan pribadinya;

imemperoleh  informasi fenteng data Kesehsalzn
dirinya, termasuk lindakan dan pengobatan vang
tclah ataupun yang akan diterimanya dar Tenasa
Medis dan/atan Tenaga Kesehatan; dan

mendapatkan pelindungan dard risike Kesehatan.

Huk secara mandivi sebagaimansa dimakisud pada ayat (1)
huraf | dikecualikan untuk Pelavanan Kesehatan yang
diperlukan dalam keadaan Gawat Dururat dan/atau
penanggulangan KLB atau Walbah,

(3 ek ..



S No (RT010 A

[3)

{4

]

FRESITEM
REPLBLIK INDONESIA

1101 -

Hak sebagaimena dimaksud pada ayat (1) hornaf b didak
bBetlaku pada:

a,

cl.

seseorang vang penvakitnyas dapat secarn cepat
tnenular kepads masvarakat secara lebih luas;

penanggulangan KLE atau Wabah;

socscorang vang fidak sadarkan did atauw dalam
keqdaan Gawat Darurat: dan

SCEUDTANE VAng mongalami gangguan jfwa beral yang
diatiggap udak cakap dalam membuat kepunisan dan
tidalt memiiki pendamping serta dalam keadaan
kedamaratar,

Bcrahasiaan data dan  informasi Kesehatan  pribadi
sebagaimans  dimaksud pada avat (1) hurat @ tlidak
berlaku dalam hat:

a.

pemenuhan  permintaan  apdaral penegak  hukum
dalam rangks penegakan hukum;

penangeulangan KLB, Wabah, atau bencana;

kepentingan  pendidilean den penelitian secara
rerbatas;

upayva pelindungan  werhadap bahaya ancaman
keselamatan  orang  lain secara  individual  ataa

masyarakat;

kecpontingan pemelbaraan Kesehatan, pengobalan,
penyvembuban, dan perawatan Masien:

permintaan Pagien sendiri;

kepentingan  administrasif, pembayaran  asuransi,
artall jarminan pembiayaan keschatan, dan fatau

kepentingan  lain  yang  diatur  dalam  peoraturan
prrundang-undangan.

Hazak scbagaimana dimeksud pada ayat (1] dilaksanakan
seslad dengan ketentusn peraturan perundang-
undangar.

Bagian . ..
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Bagian Kedua

Kewajban

Pasal =
Belap Orang berkewajiban:

a. mewdjudkan, mempertahankan, dan meninglatkan
derajal  Keschatan  masvarakal  wvang  sotinpgi-
tingginya;

b, mmenjaga dan meningkatkan derajal Keschatan bagl
orang lain yang menjadi langsung jawabnya;

¢. menghommari  hall orang  lain dalam upays
metnperoleh ingkungan yang sehat;

d.  menerapkan perilaku hidup schat dan menghormati
hak Keschatan orang laing

£.  memaluhl keglalan penanpgulangan KB atay
Wabah; dan

f. mengiloati program jaminan kesehatan dalam sistem
Jaminan snsial nasional,

Pelak=anaan keowajlban sebagaimena  dimaksud  pada
ayat (1] huraf a melipuii

d. Upayva Kesehatan perseorangan;
Ir.  UWUpays Kesehalan masyarakat; dan
c.  pembangunan berwawasan Kesehalan,

Kewnjiban mengikotr program jaminan kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayvat  [l) huraf
thlaksanakan sesual  dengan ketenmlan peratidran
perundang undangan.

BAE III

TANGCUNG JAWAR PEMERINTAN PLUSAT NAN PEMERINTAH DAERAH

5K No 187011 A

(1)

Pasal &

Femernintaly Pasat dan Pemerintah Daerah bertangaing
jawalb  merencanakan, megpatur, menyelengparalkan,
membing, dan  mengawasl  ponyclenggaraann Dpaya
Keschatan vang bermuty, emen, efisien, merata, dan
terjangkai aleh masyarakat,

(4] Tanggming ...
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{2} Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanaksan  sesuai dengan kEeleniluan  peraluran
perundang-tndangan.

Pasal 7

(1] Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerab berlahesung
jawab meningkatkan dan  mengembangkan Upava
kesehalan dalam rangka meningkatlan akses dan mulu
Pelayanan Kesehatlan,

(2] Penmmgkatan dan  pengembangan Upaya  Kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada  syat  [1)  dilakukan
berdasarkan ponclittan dan penghkajian,

(3] Penelittan dan pengkajian scbapaimana dimakszud pada
aval (2] dilaksanakan seswal dengan kelenillan peraluran
perundang-undarnpan.

Prazal &

Petnetinlah Pusal dan Pemerintah Daerab bertangpang jawals
menvelenggarakan kegialan kewaspadaan KLB atau Wabah,
penanggidanzan ELE atau Wabhah, dan pasca-KLE  arau
Wabalh.

Pauwul 9

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah bertanggung jawab
atas kelersediaan lingkungan vang sehat bagl masyvarakat.

Pazal 10

(1} Pemerintah Pusart dan Pemerintahh Daerah berlanzpung
jawab atas ketersédiaan Sumber Dava Keschatan vang
adil dan merats bagl schuuh masyarakat.

2y Untuk menjamin kelersedisan Sumber Dayva kKesehatan

gebazaimana dimaksud pada avat [1), Pemeriniah Pusal
dan/atau Permerititah Drterah sesLal dengan
kewenangannya dapat  memberikan insentil  fislal

dan/atau inzencf nonhskal hepdasarkan  ketenluan
peraturan periandang-undangsn.

Pasal 11, ..
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Pasal 11

Femerintah Pusat dan Pemenntah Daerah bertangpung jawahb
alas ketersedinan dsan akses terthadsap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan,

Pasal 12

Pemerintah Pusat dan Pemerintabh Daerah bertangeung jawab
terhadap:

A, pengatilran, pembinaan, pengawasan, serla peningkatan
nutu dan  kompetensi Tenagas Medis dan  Tenaga
Keschatan;

b. peoroncansan, pengadaan, scrta pendayvagunean Tonaga
Medis dan Tenapa Keschatan scsual denpen kebutuban
rmasyarakat dan  wilayahnya herdasarkan  ketentuan
peraluran perundang-undangsn;

o,  kescjahtersan Tenags Medis dan Tenaga Keschatan; dan

d.  prhndungan kepsads Pasicn dan Sumber Dayva Manusia
Kesehalan,

Pasal 13

Pemerintah Dacrah bortanggung jawsb terhadap perencanaan,
pemenubian, pendavagunasn, dan kesgjaphiteraan enaga
pendulaang  amal penanjang kesehatan  sesual dengan
kebutuhan masyerakat dan wiloyohnya.

Pazal 14

Pemernntahh Pasat dan Pemenntah Dacrah berlanggung jawab
memberdavakan  dan  mendorong  partisipasi  masyarakat
dalamn penyelenggaraan Upava Kesehatan,

Pa=sal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tangpung jawabnya
dapat menctapkan kebijakan dacrah dan wanh metigacu pada
norme, slandar, prosedur, dan kriteria pemhbangunan
Kesehartan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16, ., .
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BPasal 16

Dalam  ranvka mendukung pelaksanaan pembinaan,
pengawasan, sertq peningkeatan muin dan kompetensi Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan selmpaimans dirmaksud dalam
Fasal 12 hurud &, Pemeonntah Puzat dibanta oleh Konsil
dan/atea Kaleginim,

BAB IV
PENYELLRNGGARAAN KEEEHATAN

Faszal 17
{1} Penyelenpgaraan Keschatan terdini atas:
a4, Upsaya Kcschatan;
b, Sumber Dava Keschatan, dan
¢, pengelolaan Keschatan.

{2} Upava Keschatan scbagaimana dimaksug pade avat (1)
hurat a dityjukan unluk mewujudkan derajat Keschatan
vang setinggi-tingeinva bapl masyarakat dalam bentuk
Upaya Keschatan persecrangan dan Upaya Kesehsian
Fra Sy arakat,

12} Sutnber Dayda Kesehalan schagsimana dimaksud pada
avat {1} hurul b dimanlfaatkan unluk mendukung
penyclenpearaan Upeya Kesehatan.

(4} Pengelolaan Kesehatan sehagaimana dimmaksud  pada
ayat (1) hurul ¢ dilakukan terhadap Upeye Kesehatan
dan Suwmnber Daya Keschatan,

Pasal 18

{1} UWUpava Keschalan perseorangan schagaimana dimaksud
dalam Pa=al 17 ayat {Z) merupakan Upayve Kesehatan
vanp bersilal promoti, preovenbf, kuratf, rchabilitabf,
danfarau  paliatit  yang berdampak  hanys  kepada
individu.

{2} Upaya Keschatan masyaraksr sebagaimana dimaksuod
dalam Pasal 17 aval [2) merupakan Upaya keschalan
vang bersifat promaonif, peeventif, loaratit, rehalalitatd,
dan fatan paliatif yang berdampak poda masyarakart.

Pasal 19, , .,
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Pasal 14

Pemerinlah Pusat dan Pemerintah Daersh bertanggung
jawab terbadep penyelenggaraan  Upayva  Kesehatan
perseurangan dan Upava Kesehatan masvarakat.

dalam menyelengrarabkan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], Pemerintah Pusat melakukan:

A
Ta.

c
d.

h D

PoIcncanaan strategis nasional;

penetapan kebljakan nasional,

koordinasi program nasional,

pengelolaan sistem rujukan Pelavanan Kesehatan;
penetapan slandar Melavanan Kesehatan,

penyelenggarasan registrasi dan akreditasi Fasilitas
Felayraman Keschatan,

pernelilan dan pengembangan Kesehatan;

perigelolaan dan pendistribusian Sumber  Dava
Kesehatan, dan

pencrbitan perizinan berusaha Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesusi  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam menyvelenggarskan tangpung jawab sebagaimana
timaksud pada zoeat [1), Pemerintah Daerah melakukan:

.

penetagan kelbijakan dacrah dengan berpedoman
pida kebijakan nasianal;

perencanaan, pongelolaan, pemantauan, supervisi,
dan evaluasi program;

pengelolaan sistem rijukan Pelayanan Heschatan
lingkat dacrah;

penclitian dan pengembangan Kesehalan,

pengelolasn dan pendisfribusian Sumhber  Dava
Kesehaotan: dan

penerbilan porisintan borusaha Fasilitas Pelavanan
heschatan  sesuai dengan  keleniuan  peraluran
perindang-undanygan,

Pasal 20 . ..



5K No LE7016 A

FRESICEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16

Pagal 20

Sumber  [xava Keschatan scbapsimans dimaksud  dalam
Pasal 17 avat (3] melipafi:

d.

I T - R T

(1}

{2}

(3}

{1}

Fasilitas Pelayvanan Kesehalarn;
Sumber Daya Manusis Keschatan;
Perbelialan Keschatan;

Fistem Informasi heschatan;
Teknalogl Keschatan;

pendanasn Keschatan; dan
sumber daya lain yvang diperlukan,

Pasal 21

Fengelolaan Keseholun schapaimana dimaksud dalam
FPasal 17 avat [4) diselenggarakan oleh Perneriniah Pusal,
Femerintah Daerah, dan Pemerintah  Desa  yang
dilakukan sccara torpadu dan maling mendulung guna
tnenjatiun lercapminya derajat HKeschatan yang sctinggi-
tingginya.

FPengelolaan Kesehulan sebagaimana dimaksod pada
ayat (1) dilakukan secara herjenjang di pusar dan daerah
dalam suatu sistem keschatan nasional.

Eetlenluan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kesehatan
sebagarmang  dunsksud pada svat (2] dialur dengan
Peraturan Presiden.

ERAT Y
UFAYTA KEEEITATAN

Bagian Kesatu

1Tmum

Fasal 22
Penyelengparasn Lpaya heschatan mehputi:

A, Keschatan ibu, bsya dan anak, roemaja, dewsss, dan
laniut usia;

b, Kesshartan . . .
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Kesehatan penvandang disabilitas;
Kasehatan reprodulbsi;

keluarga berenceansa;

gizi;

Keschalan gig dan mudut;

Kesehatan penglihalan dan pendengaran,
Kesehatan ywa

penangpalangan peryakil menular
penanggilangsn penyakit Lidak menular,

Kesehatan kehiarga:
Kesehalan scholah;
Kesehatan kerja;
Kesehalan alahirags,
Kesehatan lingkungan:
Kesehalan malra;
Ecschatan bencana:

pelayanan darah,

darn

transplantasi cregan danfatau jaringan tubah, terapi
herbasis sel dan/atan sel punca, serta bedah plastik

relounsirukst flan esteldsn;

pengamanan dan penggunaan Scdiaan Farmasi, Alat

Kesehatan, dan PKET;
pengamanan makanan dan minuman,

pengamanan zat adilktif;

prlavanan kedokleran unlgk kepentingan hukum;

Pelayanan Kesehatan tradisional, dan

Upaya Keschatan lalnnya,

{2} Upava Keschatan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) horal x ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pembangunan  bidang
Kesehatan.

SK Mo 187017 A

Pasal 23 . ..
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Paszal 23
Penvelenggaraan Upaya Keschatan dilaksanakan secara
bertangguing jawab, ATMAT, bormtu, merata,

nondiskriminatif, dan berkeadilarn.

Pcnyelenggaraan Upava Keseharan haris metnperhalilean
[ungst sosial, melal soslal budaya, maral, dan efika.

Pasal 24

Penivelengearaan Upaya Keschatan dilaksanakan sesuai
dengan standar Pelayvanan Kesehatan,

Ketentlan mengena slandar  Pelsgsmnan Keschatan
schagaimana dimelmuad pada avat (1) diatar dengan
Peraturan Pemerintah.

Fasal 213

Fenvelenggarant Upava Kesehatan  dalatn bentuk
Prlavanan Keschatan dapat memanfaatkan tekoolagi
inlurmast dan komunikasi,

Pemanlaalan leknologl  mmformasi dan komanikasi
sebagairena dimaksud pada avat (1) dapat dilaksanakan
melalul Telekesehatan dan Telemedisin vang terintegrasi
derpan Sigiem Infommeast Keschalan Nasional.

Telekeseharan sebagamrnana  dimaksad pada aval (2]
terdirl atas pemberian pelayanan klinig dan pelayanan
nonklinis.

Pemberian pelavanan klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat [3] dilakukan melalul Telemedisin.

Fetentuan lebih lanjut mengenal penyelenggarman Upava
Keschatan vang memanfaatkan tebnologi informasi dan
Euomumikas] dislor dengan Peraluran Permoerintiah,

Pasal 26

Upayan Kesehatsn dalam bentuk pelayanan diselenpesrakan
melalus;

A,
L,

Pelayanan Kesehatan primer; dan
Pelavanan Kesehatan lanjutan.

Pasal 27 _ _.
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Pagal 27

Pelayanan Kesehatan primer dan  Pelayanan  Eesehalan
larjulan diselengearakan berdazarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerinitali Pusal dengan memperhatikan
masikan dan Pemenntah Dacrah danfatau masyarakat.

Pasgal 28

(1} Pemerintah Puasat dan Pemerinmaby  Daerah wajib
menyvediakan akses Pelayanan Kesehalan primer dun
Pelayanan HKeschatan lanjutan di sclaruh wilayah
Indanesia.

(2} Kewajiban =ebagaimana  dimaksud pada  avat  [1)
ditamakan dengan mengoplimalkan peran Pemnerntah
Dracrah.

[3) Prowvediasn akses DPelayanan Kcoschistan primer dan
Pelavanan Kesehatan lanjutan sebagsimana dimalksud
pada aval (1] dapal melibatkan masyaralat.

(4] Penvediaan akses Pelayanan  Kesehalun primer  dan
Pclavanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud

fada myal (1) mencakup masyarakal rentan dan bersifatl
inklusif nondiskriminatif.

(5] Penvediaan akses Pelayanan  Kesehatan primer dan
Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada aval {11 dilakukan melalu;

a. pembangiinan  sarana  dan prasarana Fasilitas
Pelayunan Kesehatlan limgkat perlama dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat lanjur,

b. pemenuhan  lebutuhan sumber daya manusia,
Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan, dan

¢, pemingksalan kemampuan  dan cakupan  laysanan
Fasilitas Pelavanan Kesehatan.

Pasal 29

{1} M™asvarakal dapal berpactisipasi aotak pembengunan
Fasilitas Polayvanan HKeschalan tnghal perlama dan
Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingkat lanjut.

(2] Pembangunan . ..
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Pembanguinan Fasililus Pelayunan Keschatan  tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehetan tingloat Tanju
sebagnimanys, dimaksud  pada avat {11 lermssuk
pernenuhan sumber daye manusia, SATATIA, Prasdarard,
dan Alat Keschatan.

Pembatiglutian  Fusilitas Polayanan kesshatan  tinglat
periama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tinglat lanjure
scbagaimana  dimaksud pada  avat {1} harus
mcmpcrtimbangkan kebutuhan Pelavanan Keschalan di
daerah terpencil, perbatasan, dan kepulavan, termasulk
untuk kebutuhan wahana pendidilan.

Pemenntah Pusat dan/atau Pemerintaln Daerah dapal
membantu pementthan sumber dava manusia antuk
pembangunan Wasilitas Peluyunan Kesehatan  tingkat
pertama dan Fasililas Pelayanan Kesehatan tingkast lanjut
i daerall sebagaimana dimadksud pada avat {3).

Bapian Kedua

Prlayanan Keschatan Primer

Paxal 30

Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, dan Pemerniah Desa
bBerfangging jawal alas penyelenggaraan dan pembinaan
Pelayanan Kesehatan primer.

(1]

(2]

(3]

Pazsal 31

Pelayanan Keoschatan primer menvelenggarakan Upara
Keschatan  persecrangan dan Upayva  Kesehatan
masyarakat.

Pelavanan Kesehatan primer sehagaimana dimaksad
pada avat (1] mermipakan Pelayanan Kesehatan vang
terdelat dengan masyvarakal sebagal konlak perlama
Pelayanan Reschalan,

Pelavanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksnd

pada ayat (1] diselenggarakan secara lerintegrasi dengan

TujLan:

2. pemenuhan kebutuhan Keschatan dalam sctiap fase
kehidupan;

k. perbakan ...
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b, pérbaikan delerminan Kesehatan atav faktor vang
mempengaruhi  Kesehalan  yany lexdin atas
determinan sosial,  ckonmmi, komersial, dan
linglungan, dar

¢,  menguatan Keschatan persecrangan, keluarga, dan
masyarakat.

Pelayanan  Kesehatan primer secara terinlegrasi
sehagaimans dirnaksud pada ayat (3} meliputl pelaganan
promolif, proventf, kuratif, rehabilitatif, den/etaa paliatit
untuk setiap fnse ketudupan.

Pelayanan preventil sebagaimans dirnaksud pada aval (4)
dilakukan urituk peneocgahan penyakit termasuk skrining
dan surveilans.

Pelayanan  Keschatan primer sebagaimana  dimaksad
pada aval [3) secard stralepls memprientaskan Peisyranan
Keschatan  utamafescnsial  yvang ditujukan bagi
persearangan, kKellarga, dan masyvaraka) berdasarkan
[aklor nsio,

Perbalkan  delermmunan Kesehalan dtau [mklor  vang
mempengaruhi Keschatan scbagaimana dimaksud pada
avat (3] humal b omelibatkan pihak  terkall melalud
penvusunan kebijakan dan tindakan lintas seltor.

Pengualan  Keschalan  perscorangsm,  kolusarga, dan
masyvarakeot sebageimana dimalksud pada eyat (3 hamaf ¢
Deriijuan uniuk menpoplirnalkan sltalus Kesehalan dan
menguatkan peran mercka scbagai mitra pombangunan
Kesehatlan dan pemben asuhsan onluk din sendin dan
untuk arang lain.

Peoguatan Keschatan  porseorangan,  keluarga, dan
masvarakat sebagaimana  dimaksud pada  avat  [B)
memberikan layonan yang borpusat pada porscorangan,
berfoloas pada keluarga, dan  berorientasi pada
masyarakatr yang sesual dengan latar belakang sosial
Prcdayw,

Panal 32

Pelavanan Kesehatan primer diselengparakan melalui
Sudall sistem jejanne Pelavanuan Kesehatan vang saling
berkonrdinasi dan hekerja sama.

(2] Puskesmas . ..
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Puskesmas mengoardingsikan sistem jojaring Pelayanan
Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Sislem jejaring  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana
dimakeud pada ayat (1} dirancang untuk menjangkan
sclunah masyarakat melalul;

a.  struklur jejanng berbasis wilayah adminiscratif,
b.  stmakiur jejaring boerbasis satoan pendidilean;

o, sorukiuar jejaring berbasis tempat kerja;

e, struktur jejaring sistem rujukan; dan

€. attuklur jcjarng lintas sektar,

Struktur  jejuring  berbasis wilavah administoasif
sebagaimana  dimakaud  pada ayat [(3) horof e
memastiban  lersedianya Pelayanan  Kegehatan wntuk
selurubh masyarakat  dengan menjamin tersedianyn
Pelaranan Kesehataon hingea  tingkat  desa/ kelurahan
yang molipati:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan {ingksl pertama dan
Fasilitas Pelayanan Keschalan penunjang, baik milik
Pemerinileh  Pusat, DPomerintah Daerab, maupun
masyarakat,

b unit FPrlayanan Eesehatan 53] tingleat
desa/kelurahan: dan

¢, Upaya Keschatan bersumber days mausyarakat,
di dalam wilswyuh kerja Puskeamas.

Unit Pelavanan Kesehalan di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana  dimeksud  pada ayat (4) hurof b
mengordinasikan urusan Kesehatan di desaskelurshan,
tertnasuk  pemberian Pelavanan Keschatan  dan
partisipasi masvarakat,

Unit Pelayanan Kcschatan di tingkal dess/kelurahan
stbagaimana  dimaksud  pada  ayat (5] minimal
dilaksanakan ¢leh kader Hesehaton yeng ditueasi oleh
flesafkKelurahan dan Tenage Kesehalun,

Struktur  jejaring berbasis sat1IAN perdidilkan
sebagalmana dimaksud pada aval [3) huruf b menecalup
semus satuan pendidikan di dalam wilayvah Kerja sualu
Fuskesmas,

(B Strukiur. ..
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Strulmar jejaring berbasis tempar kerja sebagaimana
dimaksud pada ayal {3} huruf ¢ mencakup semua tempat
kenyu di dalam wilayah kerja suatu Puskcsmas.

Struktur jejaring sistemn rujukan scbagaimana dimalsud
pada ayat (3] burif d dilakukan melalui rujukan secara
verlikal, horizontal, dan rujuk balik,

Siraklur Jejarmg lintas sekior sebapnimana dimaksud
pada aval (3] huruf ¢ mencalolp jejaring pemerintah di
ungkat kecamatan, dess/kcluraban, dusun, rikun
wargd, mukun tetenggn, dan jejaring mitra Kesehatan
Lntulkl tnenpdatasi detcrminan Kesehatan,

Felavanan Kewehatan primer dicdukung eleh
keterhuibungan dats pada  sistem  jejaringnya vang
terintograsi dengan Bistem Informasi Keschatan Nasional.

Fasal 23

Penyelenggaraan Pelavanan Keschatan primer diduioing
olch laboratorium Kesebialan,

Laboratorium Kesehalan scbhagaimans dimaksud pade
aval [1)y mchputi Jaboratorian medis,  laberatorium
Kesehalan masvarakat, dan labaratorium lainmya vang
ditetapkan oleh Menleri,

Laboratorium  Kesehalan masyarakat scbapaimana
dirnaksud pada avat (2] ditata secars berjenjang,

Peinerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah berlsngpuang
Jawab menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium
Kezehatan masyvarakal,

Ketentuan lehih lanjul mengenai laboratoriom Kesehartan
diatur dengan Peraniran Pemerintah,

I*asal 34

Pemerintah Pusat, Pemerinlah Doaerah, dan Pemerintah
Desa ertaneggung jawab terhadap kemanelirian dalam
Upava kKesehalan.

Dalam rangha kemandinan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1], Pomerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, dan
Pemerititahh  Desa mendorong terbentuknwve Upava
Kcachatan bersumber dava masyuarakal.

Pa=al 35 ...
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Pasal 35

Upava  Kesehatan  bersumber  dava masyarakat
meripakan wahana pemberdayasn masyvarakat bidang
Kecschatan  yeng  dibentuk  atas dasar  kebutuhan
masyarakal, dikelola elch, dari, untul, dan bersama
masyarakat, serta dapatl dilsililasl olch Pemerintah
Pusat, Pemernlah Dacrah, danfatan Pemetintabh Dhesa
dengan mmelibatkan selktor lain vang werkait.

Upayd Keschatan bersumber daya masyarakal dapat
berupa pos pelayanan Lerpadu.

Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada
avat [2) dapar menyelengearakan pelavanan sosial dasar,
rermaguk di bidang Kesehatan.

Pos pelayanan terpadua scbagaimana dimaksud  pada
aval [2) dilaksanakan oleh kader dan/atan masyarakat.

Dalatn rangka prlayanan sosial dasar bidang Kesehatan
di pos pelayoanan terpaciy, dilakukan pembinaan tcknis
dan peningkatan kemampuan kader oleh unit Kesehatan
di desafkeluraban dan Puskesmas.

Idalam penvelengrarssan pelayanan sosiol desar bidang
Keschatan di pos pelavanan terpadu, Pernerintah Pusat,
Pemerintah Taerah, alau Pemerintalhh Deosa memberikan
insenlif kepads kader.

Pemeriniah Pusal, Pemerintah Daerah, dan Pemerititah
Desa  bertanggung  jawab  atas  penyelenggarasn  pos
pelavanan terpadu.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjul mengenal Polayanan Keschatan primer
diglur dengan Peraturan Pemerintah.

(13

Bagian Ketiga
Felavanan Kesehalan Lanjutan

Pasal 37

Pelayanan Keschartan lanjutan memipakan  pelayvanan
spcsialis danfatau subspesialis vang mengedepankan
pelayanan  kuratdf, rehabilitatif, dan  paliatif tanpa
mmengabatkan promoeotif dan preventif.

(2] Pclayanan . . .
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Pelavanan Kesehatan lanjulan sebagaimans dimalksud
tada aval [l] disclenggarakan aleh Tenaga Medis dan
Tenaga  Kesehatan  sesual dengan  kompetensi  dan
kewenangsn puda Fasilitas Pelayanan Kesehatan tinglar
lanjuat,

Pelayanan Kesehalan lanjutan sebagaimana dimalksud
pada avat (1) diclanai nleh penerima Pelayanan Keschatan
atayl  melahll  penjaininan Keschatan dalam sistemn
Jjeminan sosial nasional dan fatay asuransi Komersal,

Pazgl 35

Dalam pengembangan Pelayanan Kesehalan lanjutan,
Permerintah Pusgatl, Pemerintah Dracrah, dan masyvarakat
dapat mengembangkan pusat pelavanan unggulan
nasinnal yang berstandar intemasional.

Pengembangan pusat pelayanan unggulan nasional
Sebazaimans dimaksud pada ayat [1) berfujuan uantuak
meomcnuhi o kebutohan Pelavanan Kesehalan dan
menghadapi persaingsn regional dan global,

Pa=al 39

Pelaranan Kesehatan primer dan Pelayanan Keschatan
lanjutann  scbagaimana dimaksud  dalam Pasal 26
diselenggarakan  secara berkesinambungsn  melalud
fslemn rujukan Pelayaran Keschatan persecrangan.

SBistemn rajukan  Pelaysman  Keschatan  porscoranpan
scbagaimana  dimabksvud pada avar (1] dilakukan
berdasarkan Eelbutuhan medis Pasien den kemampuan
pelayanan pada schap Fasilitas Pelayvanan Kesehatan,

S18ermn rujukan Pelaysnan  Keschatan perscorangan

mencakup rmyukan secara vertikal, horizontal, dan rajuk
balik.

Sistem rujukan  Pelayanan Keschatan  poerscorangsn
didubung dengan teknalogi informast dan komanikasi
vang terinteprast dempan Sislem [niormasi Keschatan
MNasional,

Teknolegi  informasi dan kornunikasi  sehapaimeanas
dimalesud pada ayat {4) memuat data dan informasi
mutakhir mengenai  kemampuan pelayanan  setiap
Masilitas Pelavanan Keseholan yang lergabung dulam
sistem rujukan sceara terinteprasi.

() Sclain. ..
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Selain memuat data dan informasi mutakhir mengenal
kemampusn  pelavanan  setiep  Fasilitas Pelayanan
Keschatan  schagaimana  dimaksud pada  ayat (5,
pemanfaatan  teknolopgi  informasi  dan  komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat [4) dilakukan terbadap
proscs transfcr data dan informasi medis Pasien yang
diperlukan untuk proses mijukan,

Ketentuan lebih  lanjul mengenail  sistem rujukan
Pelavanan Kesehatan perscorsnpan  distur dengan
Petaluran Menleri

Baglan Kecmpat

Kcschatan [bu, Bavi dan Anak, Remaja, Dewssa, dan Lanjut Usis

3K No JBTHI6 A

(1)

[2)

[3)

(4]

Parapral 1
Eeschatan Thu

Pa=al 40

Upaya Kesehatan ibu dilujukan uniuk melahirtkan danak
vang sehat, cerdas, dan berkualitas serla menurunkan
atgha kemalian ibu,

Upaya Kesehatan il sebwmpaimana dimaksad  pada
ayvat (1) dilakukan pada masa sebelum hamil, masa
keharmilan, persalinan, dan pascapersalinan,

Setiap ibu  berhalt memperaleh  akaes ke  [Fasilitas
Pelavanan Xesehatan dan Pelavansn Keschulan vang
gesilal denpan slandar, aman, bermutu, dan rerjangkan,

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacerah bertangpuang
Jawab menycdiakan Pelavanan Keschatan ibu yang scsual
dengan standar, aman, bermahy, dan terjangkan.

Upava Kesehalan b menjadi  anggung jawab dan
kewajiban Dersame bag keludrpa, masvurdloal,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusal.

Krtentuan lebih lanjut mengenal Upaya Keschatan tba
diafur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragral 2. ..
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Paragral 2
Keasshatan Bayi dan Anak

Pasal 41

U'paya Keschatann bayl dan anak ditujukan unmuk
renjaga bayl dan anak lumboh dan berkcmbang dengan
schat, cerdas, dan berkalitas serla menurunksn angka
kesakitun, kematban, dan kedizabilitasan bayi dan anak,

Upaya Keschatan bayi dan anal dilakukan sejal masih
dalatm kandungan, dilahirkan, sctelah dilaliitkasn, sampai
sebelum berusip 18 [delapan belas) tahuarn.

Upaya Kesehatan bayi dan anak sebagaimnsnd dimoksud
pada ayat [2) termesuk skrining bavi barma lahir dan
skrining keschatan lainnyva.

Pemeriniah Pusat, Pemerintah Daerah, keluargn, dan
masyarakol berlangeung jawab atas pemyolenggarasn
Upava Xesehatan bayl dan anak vang sesuad dengan
standar, aman, bermuty, dan terjangkan.

IPasal 42

Settap bayl berbak memperoleh air susu ibu eksklusil
sclak dilahirkan samoal vsia & [enam) bulan, kecuali atas
1ndiksasi medis,

Pemberian air susu ibu dilanjothkan sampal dengan usis
2 idun) tehun disertal pemberian makanan pendamping.

Helama  pemberian  air susu  ibw, pihak  keliargs,
Pemerintali Pusat, Pemerintah Daersh, dan masvarakat
wiih  mendukung b bwmyl secara penub dengan
penyediaan waknl dan fasilitas Khusus.

Peovediaan (asilitas khusus sehagaimmana dimaksaud pada
avat (3] diadakan dy tempat kerja dan tempat/fasilitas
WITILAITL,

Pusal 43

Pemenntah Pusal dan Pemenmah Dastabh bertanggang
Jawak tnenetaplkan kebijokan dan  melakukan
pengewasan dalam rangka menjamin hak bayl unluk
mendapatkan air susuy iba ekskhasif,

2 Eeteneuan . ..
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Ketentuan lebih Ianjut mengenasi air susu ibu eksklosif
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diatir dengan
Peraluran Pemerintoh.

Pasal 44

Pemerintah Pusat dan Pemerinltah Dacrah bertangpung
jawab unluk memberikan imunisast lengkap kepada
setlap bavi dan anak.

scaap bawvl dan anak bDethuk memperoleh imunisasi
untuk memberkan pelindungan darl penyakit vang dapat
diccgah dengan imunisasi,

Pihak keluarga, Pemerintanh Pusal, Pemeriniah Dacrah,
dan masyarakal harus mendukong wnuonisasi kepada
Layl dan anak.

Ketennlan lebih lanput mengenal pemberian imuanisasi
dam jenis imunisast diatur dengan Peranuran Mentlerl

Pasal 45

Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Daerah harus monjamin
setiap  ansk  yang dilahirkan  mendapatkan  Pelayvanan
Kcschatan scsuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh,
dan berkembang secara oplimal.

(1]

(2]

(1]

Pasal 46

Sctiap bawi dan anak berhalt terindungi dan terhindar
dari segala hentuk diskriminasi dan tindak kekerasan
yvan dapat mengganggu Kesehatan bayi dan anak,

Femerintah Pusal dan Pemerintah Daerah berleewajiban
menjamin tersclenggaranya pelindungan bayi dan anak
scbagaimana dimaksud pada avat [1) dan menyediakan
Pelavanan Kesehalan sesual dengan kebutuhan.

Pasal 47

Pernerinlah Pusat menctapkan standar dan fataa kriteria
Kesehatan bayi dan anak,

(2] Btandar . . .
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sStandar danfaran kriteria sebagaimans dimaksed pada
avat [1) diselenggarakan scsual dengan  pertimbangan
mordl, mnilai  sosial  budaya, dan  didasarkan  pada
ketennian peraluran perundang undangan.

Pasal 43

Pernerintah Pusal dan Pemerintah Laerah bertangeung
Jawab  menycdiakan  tempat dan sarana  lain yﬂng
diperlukan untuk bermuam anak yvang memungkinkan
anak lumbuh dan berkembang secara opumal serta
mammi hersosialisas] secdara schat.

Tempat bermain dan sarana  lain yang  diperlukan
sebagaimmana dimaksud pada ayat (1) dilengkapl sarana
pclindungan  terhadap risike Keschatan agar  tidak
membshayakan Keschatan anak.

Pasal 4%

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upava Kesehatan bayl dan
anak diatur dengan Peratiaran Pemerintah.

(E]

(]

(3]

(<]

Paragral 3

Hesehalan Rernajs

Pasal 50

Upaya Keschatan remaja dinjukan untuk
mempersiapkan  remaja menjadi orang dewasa  vang
aehat, cerdas, berkualitas, dan produleil,

Unaya Keschatan remaja dilakukan pada measa usia
TEITIA]HE,

Setiap remaja herhak tmemperoleh akses ke Fasilitas
Pelayvanan Keschatan dan Pelavanan Kesehatan vang
sesudl dengan standar, aman, hermulu, dan lerungl,

Dpava Kesehalan remaja scbagaimana dimalsad pada
ayat (1], tcrmasuk  =krining  Kesehatan, Kesehatan
refreodikst remags, dan Keschatan jiwa remaja.

(2] Pemermtah . ..
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Pemerintah Pusat, Pomerintah Daerah, hkeluarps, dan
masyarakat bertanggung jawab ataz penyelengearaan
Lpaya Kesehatan remaja vang scsuail dengan standar,
aman, bermutn, dan terjanghkall,

ketenluan  letih lanjut  mengenai Upava  Kesceholan
remaja diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 4
Kesehatan Dewasa

Pasal 51

Upava Kezehatan dewass dilujukan untuk menjaga agar
geseOrang letap hidup schat dan produlktif.

Betiap orang dewasa berhak memperoleh akzes ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelavanan Kesehalan
vang seslal denean swandar, aman, benmutu, dan
terjanglan.

Pelayahan HReschatan scbagaimana  dimaksud pada
ayat [2) tormasuk Pelavanan Kesshatan reproduksi dan
slerining berkala unluk deteksi dini pengyaldt.

Pemerintah Puszat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
tnasyarakal berlangeung jawab atas penvelenggaraan
Upayva Kcschatan dewasa vang sesual dengan standar,
aman, Lernminl, dan lerjangkau,

Eelentuan  lebih  lanjut  mengenai Upara Kesehatan
dewasa diatur dengan Peraturan Pemenntah,

Parapraf 5

Kesehatlan Lanjul Usia

Fasal 52

Upaya Kesehalan lanpul wsia ditujukan untuk menjaga
apar letap hidup schat, berkualitas, dan produktit sesual
dengan martabat Kemamlsigan,

Upaya Keschalan lamjut usia dilskukan scjak scscorang
berasia 60 [cham pulub) tahun artau usia lain yang
ditetaplan SEE11a1 dengan kelenlnan perallran
perundang-undangan,

[3) Betigp. ..
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Beliap orang lanjuar usia berhak memperaleh alses ke
Fasilitas Pelayanan Keschatan dan Pelavanan Kesehatlan
vang sesuAal denpsan slandar, aman, bermmilua, dan
terjangka,

Pemenntah Pusat, Pemerintah Dacrah, keluarga, dan
masyarakal bertangeung jawab atas penvelengparsan
LIpaya Keschalan  lanjur usia vang  sesual  denpgan
standar, aman, bermuny, dan lerjangkan.

Kerentuan lebih lunjut mengenai Upaya kesehstan lanjut
usia diatur dengasn Perataran Permerintah,

EBaxian Kelima

Kesehatan Penvandang Lisabilitas

I*2zal 33

Upava Kesehalun penyvandang  disahilitas ditgjukan
unlik menjaga agar penyandatg disabilitas Letap hidup
sehat, produltif, dan bermattabal,

Upava Kesehalan penyandang  disabilitas  dilakukan
sEparngang usia penyandang dizabilitas.

Setiap penvandang disabilitus berhak memperoleh akses
atas Fasililas Prelayanan Kesehatan dan Pelayanan
Kesehaldan yang scsuai dengan standar, aman, bermulu,
dan leangkau.

Femerintah Pusat, Pemeriolah Dacrah, keluargs, dan
masyAarakal beérlangzsung jawab  untuk menjamin
penyvandang  dizabilitas mempunyai hak yang  sama
sebigdl warga nogara.

Upaya Kesehatan penvandang dizabililas scbapaimanas
dimaksud pada aval 11] dilakukan clch Pemerintah Masat,
Pemerintah Daerad, danfatau masyaralkat

Ketentuan  lebib  tanjut mengenal Upava Kesehalan
penvandang  disalbilitas  distur rengan Peraturan
Pemerintah.

Bapglan . . .
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Ragian Kecnam

Kesehatan Reoproduksi

Pumal 54

Upava Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjags
dan memngkalkan sistemn, funasi, dan proses reproduksi
pacla laki-lakl dan perempuan,

Upava Kesehatan reproduksl scbagaimana dimaksud
pada ayal [1) coeliputi:

4. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan,
dan pascapersalinan;

b, pengdaturan kehamilan, pelavanan konlrasepsi, dan
Krechatan selesual; dan

. Kesehalan sistem reproduksi.

Pasal 52

Hetiap Orang berhak:

.

mcnjalani kehidupan reproduksl dan scksual vang =ehat,
aman, serta bebas dan diskriminasi, paksaan Jdanfatan
kekerasan dengan menghormati nilai luhur vane tidak
tnerendahksn martabat manisia sesuai denpan norma
agaima;

metnperoleh informast, edukast, dan kanseling mengenal
Kesehatan  reproduksi wvang  benar  dan dapat
dipertanggungjawalkan; dan

menetimay pelavanan dan perulihan Kesehatan akibed
tindak pidana kekerasan sclisual.

Pasal 36

Pemerintalh Pusal, Pumerintah Daerah, dan masvarakat
bertangesung Jjawasb atss poenyvelengoaraan Upaye kesehalan
reproduksl vang scsuai dengan standar, aman, bermmaid, dan
lerjangkan.

Paszal 27 ...
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Pasal 57

(1] Sctiap Pelavanan Keschatan reprodulsi, termasuk
reproduksi dengan bantuan dilaloukan secara aman dan
bermutu  dengan  memperhatikan  aspck  vang  khas,
khususnya reproduksi perempian.,

(2] Pelaksanadn [Pelayanan keschatan reprodukesi
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilakukan dengan
bdak bertentangean dengsan nilai agama dan kerenoian
peratiuran perundang-undangal,

Pasal 58
Beproduksi dengan bantuan hanva dapat dilakuakan olch
pasangan suami-1s5ln yang sah dengan ketentian:

a.  hasil pembuahan spenmna dan avium dari suami-istri yang
bersangkuran ditanamksn dalam rahim istri dari mana
ovum berasal;

b.  dilakukan oleh Tenuga Medis yang mempunyal keahlian
dan kewcnangan; dan

¢, dilalkukan pada Fasilites Pelayanan Eeschatan tertentu,

[fa=sal 54

Kelenluan lebih lanjut mengenai Upayva Keschalan reproduksi
sehagaimana  ditnaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pazal 58 diatir dengan Peraluiran Pemenintah.

Paxul &0

(1] Setiap Qrang dilarang melalukan abarsi, kecuali dengan
kriteria vang diperbolebksn sesual dengan ketentuan
dalam kitab undang-undang hukummn pidana.

[2) Prlakssnaan sborst dengan kriteria vang diperbolehkan
sebagaimany dimaksud pada ayat (1) hanva dapat
dilakukan:

d. oleh Tenags Medis dan dibantu Tenags Kesehalan
varg rnetilik kompetenst dan kewenangan;

. pada Fasililas Pelayanan Keschatan vang memenuhi
sverat vang ditetapkan oleh Menieri; dan

c. dengan. ..
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c.  dengan perseltljusan oerempuan hemil o wang
ersangkulan  dan  denpgan persetujuan  susdmi,
kecuall korban perkasazn,

Fasal &1

Pemerintahh Pusal, Pemcrntah  [Jaerab, dan masyvarakat
beriangeung jawab melindung dan mencegah perempuan dari
undakan abarsi vang tidak amsan serla bortentanpan dengan
kotcntuan peratiran perundang-undangan.

Fasal f2

ketentian  lebihh lanjut  mengenal  abarsi sebagaimans
dimaksud dulam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan
Feraturan Pemerintah.

Bagian Kenajuh

Kesehatan Keluarga Berencana

Pasal 63
{1} Upayva Kecsehatan kehliarga Derencana dilujuleomn untuk
mengatur kehamilan, membeniuk penerasi yvang schat,

cerdas, dan berkualilas, scrta menurunkan  angka
ketnaban 1bu dan bagn,

{2} Upava Kesehatan KkKeluarpga berencana scebagaimana
dimalksud pada avart (1} dilakukan pada usia subur.

{3} Belinp Orang berhak mempernleh akses ke pelavanan
kcluargs berencana.

{4} Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, duan measyarukat
bertanggang  jawab  alas  penyvelenggzaraan keluarga
berencand yang scsual dengan standar, amen, bermuotu,
dan terjangkau.

(9] Pelavanan  keluarga  berencana dilaksansksan  scsusl
dengan kerenilan peraluran perundang-undangan,

Bagian . . .
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Bagian Kedelapan

Caizi

Pazal f14

Upava pemenuban gisi dilujubkan untuk peningkatan
mulu g7 porscorangan dan masyarakal,

Peningkatan mutu gizi sehagaimanas  dimaksud pada
aval [1) dilakukan melalui:

A perbalkan pola konsumsl makanan yang beragaomn,
bergizi seiimbang, dan aman;

b, peningkalan skses dan muto pelavanan gizsl vang
sesllal dengan kermmjuan ilmu dan teknologi; dan

c.  peningkatan sialemn kewaspadsan dan peringatan
dint terhadap kerawanan pangan dun g,

Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daeraly berlangsung
Jawal  Lerhadap ketersedioan behan makanan  secuara
merata dan erangkan sesugl dengan kerentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Peinerinluah Dacrah bertanggung
Jjawab menjaga bahan makanan agar mernenuhl slandar
mn gl sesual dengan ketenfuan peraturan perandang-
undangat,

Penyediaan bahan makanan vang memcenuhi standar
mutt gizi dilakukan  secura lntas sclktor  dan
antarprovinsi, antarkabupaten, alag antarkols,

Pozal &5

Upaya pemecnuhan gizl dilakukan pada selurabh sikhas
kehadupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjat
usia.

Upaya poemenuhan gz scbagaimana  dimaksud pada
ayal [1] dilakukan dengan membenkan perhatian khusus
kepada:

a, ibu hamil dan ety usul;
b bayi dan balita; dan
. PEITEJE PETSIMTIULAETL,

{3) Dalam ...
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Dalam rangka upays pemenvhan gz sebapaimana
dimakswd puda ayat (1], Permerintah Pusal menelapkan
standar anphka kecukunan gisi dan slandar pelayanan
Izl

Pemearintah Pusat, Pemerintabh Daerah, dan masvaralar
berlanggung jawab atas pemenuthan pizi keluarga miskin
dan dalam situasi darural sesusi denpan ketentuan
peraturan perundang-ndangarn,

Pemerintah Pusal dem Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar
lenlang gizl kepada masvarakal.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerab, keluarga, dan
masyarakat melakukan upava bersamu untuk mencapai
status gzl vang badlk,

Pasal G

Upava perbaikan gia dilakokan melalui surreilang gizi,
pendidikan mel, tata laksana gizi, dan suplementasi o,

Burvocilans gizl sebagaimana dimaksod pads avat (1)
merupakan Kegiatan analisis sccara sistcmatis dan ters-
mengrls lerhadap masalah gizm dan indikator pembinaan
mxl agar dapat dilalukan responts dan penangspulangan
sccara cfelktif dan elisien terhadap musalah gizi

Petididikan gzl scbagoimana dimakmi] pada awval {1
dilakitkan melalul kamunikasi, inlommnasi, dan eduliasi
dalam rangka menerapkan perilaku g« scimbang.

Tara laksana gzl schagaimans dimaksud pada aval (1)
merupakan rangkaian tindakan vang bertajuan wniok
perhbaltkan atau pemulihan pads gagal amboh, berac
badan kurang, gizi kurang, gizi namk, sterting, gied
berlebih, dan defisiensi mikramitrien serld masalah gizd
alabat penyakit.

Suplementast @zl sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
ditujukean untuk memenuln kecukupan gizl masvarakar
dengan pnicnitas kcpada bavi dan balite, anak sekolah,
remaja porcopuan, ibu hamil, i nifas, i menvasai,
dan pckerja wanita.

Pawal 67 ...
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Pasal &7

{1} Dalam rangks keterpaduvan den akselerasi percepalan
pemcnubhan gz, Pemerinteh Pusal dan Pomerintah
Daersh herangpung jawab melakukan intervensi dalam
ranpgks femenuhan dan perbaikan gizi.

(2] Intorvensl  sebaghimana  dimaksud  pads avar (1)
dilakukan melalhi koordinasi, sinergl, dan sinkronisasi
antara  kementgrian/lembaga,  Pemerintah Daerals,
Pemerintab Desa, dan pemangku kepentingan.

Pasul 68

Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jaweah
meningkatkan pengetabnian dan kesadaran masvarakat aksn
pentingnya @il dan  pengaruhnve  torhadap peninglkatan
SLAMNLE gix

Pasal 69

Ketentuan tebih lanjul mengenai gied diatur Jdengan Peraturan
Pemnerintah,

Bagian Kesembilan
Keschatan Gigl dan Mulor

Puamal 7O

(1} Pelayvanan Kesehatan gigi dan muluc dilakukan unlok
themelbyara  dan memngkatlan dergjar Keschatan
M sy analkeat,

{2} T'vlayanan Kesehatan pigi den mulut sebagaimana
dimaksud pada  avat (1] dilakukan  dalam  hentuk
peniinghkatan Kesebatan gigl, pencegahan penyakil glei,
pengnhatan penvalil gigl, dan pernuwliban Eesehalan gigl.

(2} Pelayansan Keschatan gmgl dan mulut scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemermntah
Pusat, Pemerintal Daecrah, dan/atan masvarakat.

(4} Pelayanan . ..
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Felayanan  kesehalun  gigli dan muhit  sebaguimans
dimaksud pada ayar {1} dilaksanakan meladui  onit
Pelayanan Heschatan gigi dan mubat dangalan usaha
Keschatan sekolah.

Bagian Kesepuluh

Keschatan Penglihatan dan Pendengaran

Pasal 71

Upaya  Kesehatan  penglihatan  dan pendengaran
ditujukan  untuk  meningkatkan  derajat Eescharan
penglihatan dan  pendengaran masvarakal  seria
merarunkan angka disahbilitas,

Pemerintah Pusal, Pemerntal Dasrsh, dan masyvarakat
bertanggung  jawab  atas  penyelenpparasan Upava
Kesehialan penglihatan dan pendengaran pang sesuaal
fdengan standar, aman, bormute, dan terjangkai.

Upava Resehalan  penglihatan dan pendengaran
sebapaimana dimaksud pada avat (1] dapat dilalakan
mclalui pemberdayasan masvarakat.

Pasal 72

Upaya Keaehatan penglihatan  dan pendengaran
disclenggarakan secara terpadu, koemprehensif, cicktif,
efigien, dan berkelanjutan.

Nalam penyelengearaan Upava Kesehatan penglihatan
dan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat {19,
Pemenntah  Pusat  dan Pemerintah  Duerah dupat
mehetapkan  gangouan  penglihatan dan gaongpian
pendengaran Tertenill sebapsd prioritas nasional atan
dawerah,

Masal 73

Ecreentuan  debih langut wmengenai Upava  Kesehatlan
penglihalan dan  pendengaran  diatur dengan Peratiran
Petnerintah.

Dapian | ..
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Ragian Keschelas
Kesehiatan Jiwa

Pasal 74

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana  seocrang
individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual,
dan  sosial  schingga  individa  lersebul menyadari
kemampusn sendid, dapat mengatasi tekansn, dapat
bekerjn  secara produklil, dan mampu memberikan
kantribusi untuk komunitasnva,

Upava Kesehatan jivea diselenggarakan untuk:

a.  menjamin setiap urang dapat mencapal kualitas
hidup vang bhail, menikmatl kelbidupan kejiwaan
vang sehat, bebas dari ketakulan, tekanan, dan
Fangguan lain vang dapat mengsangma Keasshatab
Jiwa; dan

b. mecnjamin  =etiap arang dapal mengembanglkan

berbagal potonsi kecerdasan dan polensd psikologs
laitirva,

Pazal 75

Upaya  Keschatan jiwa  diberikan  secara  proakiil,
terinteprasi, komprehensif, dan  berkesinambungan
sepanjang sikhis kehidupsn meanusia bagi orang vang
bensikeo, orong dengan ganggaan jiwa, dan masyarakal.

Upava Keszehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
aval {1) lermasuk upayva pencegahan bunuh diri melaha
pencegahan  faklor risike  bunuh  did, pencegahan
rimbulnya pemikiran tentang menyvakili din sendin, dan
pencegahan perocobaan bunuh din.

Pusal 7o
Setiap Orang berhak mendapatkan:

A.  dhkses  Pelayanan  Kesehatsm jlwa yang  aman,
bermutu, dan terjpngkan: dan

b. intormasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.

(2] Setiap ...
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Sctiap Orang  dilarang  melakukan pemasungan,
penclantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain
uniuk melalukan pemasungan, penelanlaran, dan/atau
kekerasan terhadap orang vang herisiko atau orang
dengan  pangpudn jiwa, atau tindakan  lainnya veng
melanggar hak asasi orang vang berisiko dan ocrang
dengan garneguan jiws.

Qrang vang berlsiko dan orang dengan ganppuan jiws
mermjnlnyal hak vang sams scbagal warga hegara,

Pasal 77

Pemertntah Pusal dan Pemcorintah Daerah berlanggung
jawah:

a. menciptakan kondisi Keschatan jiwa vang setinggi-
lingginva dan menjamin kelersediaan, akscsibilitas,
muly, dan pemerataan Upayva Kesehalan jiws;

b, memben pelindungan dan menjamin Pelayvanan
Kesehalan jiwa bapl orang yang berisiko dan orang
dengan gangpuan jiwa bordasarkan pada bek asasi
manusia;

o, memberikan kesempatan kepada  orang yang
bensiko dan orang dengan gangpuan jiwa unluk
dapat memperoleh haknya scbagal warga negara
Indonesia;

d. mclalukan penanganan lerhadap orang dengan
gangguan jiwa vang telantar, menggelandang, dan
menganedam  keselamatan dinnya  danfatan orang
lair;

e, metivediakan Pasilitss Pelayonan Kesehatan dengan
Pelayanan Kesehalan jiwa, balk di tingkat portama
mzaupun tingkat laojuat di selurch wilayvah Indonesia,
termasuk lavanan uantuk Pasien oarkoliks,
psikatrapika, dan zat adikul ainnya;

f.  mecngombangkan Upava Kesehatan jiwa  berbasis
masydrakal schagal bapian dari Upaya Kesehatan
jiwa keseluruhan:

g.  melakukan pengawasan lerhadap fasilitas pelayanan
i luar sektor keschatan dan Upaya Kesehatan jiwa
herbasis masyaralkal; dan

h., mengalur. ..
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h.  mengatur dan menjamin ketersedisan sumber daya
manusia  di bidang  Kesehalun  Jiwa untuk
pemerataan ponyelensgarann Upayva Keselslan jiwa,

Upay: Ec=chatan jiwa dilaksanakan dengsn
tnenpedepankan peran keluarga dan masyvarakart,

Upaya EKeschatan jiora sebagaimana dimaksud  pada
avat [2] tlermmasuk upava rehabilitazl serhedap orang
dengan gangrLlan jiwa.

Pasal 7TH

Lpava HKesehatan jiwa dulam  bentuk Polayanan
Kvschatan dilak=sonakan oleh Tenaga Medis dan Tenapga
Eesehalan yang memalikl kompetensi dan kewenangan i
hidang Kesehatan jiwa, tenaga prolesivnal lainnva, dan
tenaga lan vang terlatih i bidang Kesehatan jiwa dengan
tetap menghormati hak asasi Pasien,

Upaya Keschatan jiwa dilaksanakan di  keluares,
masvarakat, dan fasiliftas pelavanan di bhiclang Kesehalan
jiwaA,

Pazal Yo
Fasililas pelayvanan di bidang Keschatan jiwa melipoti:
A. Fagilitas Pelayanan Keschatan; dan

l. Iasilitas pelavansn di lusar sckior Keschatan dan
fasilitas pelavanan herhasis masvarakal,

Fasilitas pelavanan  di hidang  Kesehalan  jiwa
schagaimana dimoksud pada avat [1] hars me@menthi
glardar sesual denpsn kelenluan poeraturan perundang-
U hANEAT,

Pasal Bi)

Fenatalaksanaan orang  denpgan  pangpusn jiwa vang
dilakukan sccara rawat Inap  hamis  mendapatkan
persclujusn tindakan sccora tortulis dan orang doengan
FRNZENIAN Jiwa Yang bersanghiilar,

Dalam hal orang dengan gangguen jiwa veng dienggap
bdal: cakap dalam membuat keputusan, porsciajuan
tindakan dapat dikerikat oleh:

a4,  siami. .,
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suatni aral istei;
b.  orang fua,

. anak atau sawdara kandung yang paling sedilot
berusia 15 [delapan belas) tahun;

d.  wali aten pengampml; atau

pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan
pcraturan perundang-undangan.

Dalam hal orang dengan gangeuan jiwa disanpeap lidak
cokup dan pihak yong memberikan persetiajuan tindakan
sehapaunansa dimaksud pada avat (2] ddak ada, tindakan
medis  vang  dieljukan  untuk mengatasi kondisi
kedaruratan dapart diberikan tanpa perseliyllan,

Penentuan  kecakapan orang  dengan  gangellno jiww
sebagaimans dimaksud pada ayat [2) dilakukan oleh
dokter apesialis  kedokleran jiwa atau dekler vang
memberikan leyvanan medis saal 111,

Orang dengan gangguan jiwa vang ftelah dilakukan
penyembuhsn berhas menentukan tindakan medis yang
akan dilakukannya,

Pazal 51

Untuk kepentingan penegakan hukum, sesenrang veang
didugsa orang dengan ganpsuan jiwe yang melakukan
tindak mdana haris  mendapatkan pemeriksaan
Keschatan jiwa.

Pemenksaan Keschatan jiwa sebagaimana dimaksud
pasda ayal [1) dilakukuan unluk;

4, menenluksn kemampuan BOQLOTATLT dalam
memperiangrungawabkan indak pidana vang telah
dilalukannya, dan /ate

b, menentukan kecalcapan hulkum scscorang untuk
rerjalani proses perddidar.

Paszal 852

Untuk kepentingarn  keperdataan, seseortang vang  dichiga
kehilangan kecakapan untuk melakuksn perbuatan hukum
hamis mendapatkan pemenksasn Keschatan jrwea.

Pasal 83 . ..
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Pazal 23

Pernenksaan  Kesehatan jiwa untuk  kepentingan  hulum
schagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal A2
dilakukan sesusi dengan pedoman pomeriksann Kesehatan
Jiwa.

Pa=zal 84

Untuk melaksanakan pekeraan tertentu atau menduchakd
jabatan tertentil, wajib dilakukan pemeriksaan Kesehatan
jiwra.

Pazal 85

Ketenluan lebih lanjirt mengenal Upaya Keschatan jiwa diatur
dengan Peraturan Pemorintah.

Bagian kedua Belas

Pcnanggulangan Penyakit Menular dan
Penanggulangan Penvakit Tidak Merilar

Paragral 1

Umum

Pasal ¥

(1] Pemennlah Pusat, Pomerintah Daerah, dan masyarakal
bertanggung jawab melakukan penangguilangan pervvakil
menelar dan penanggulangan penyakil Udak menular,

(2] Penoanggulangan penvakit meeilar dan pensneguldangan
penyakit ftidak mepular sebagaimana dimaksud pada
avat {1} dilakmkan  meladui Updyva  Kesehatan
persecrangan dan Upayva Kesehalan masyarakal yang,
dilaksanakan secara lerkourdinasi,  lerpadu,  dan
berkesinambungan,

Pasal 87 . _ .
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Pazal #7

Dalam hal kejadian penyakil moenolsar dan penyakdl ek
memlar tertentu menjadi pertnasalaban Kesehalsm
masyarakal, Pemennisah Pusal dan Pemennteh Decrah
menelapkian program penanegulanedan penyekil menular
dan penanggulatngan penvakil Udak menular wereeniu
sebagal prioritas nasional atau daecah,

Pemenniahh Daershl dalarn menelapkusn program
pefnanggalanegan penyvakit menular dan penanegulangan
penyvelic tidak menular terteni sebagai priaritas dasrah
sebapgaimana dimaksud padae avar (1] hams berpedoman
pada kriteria vang diterapkan aleh Pemerintah Pusat.

Program  penangpulangsan pervakil menualar cdan
penanegldangan peryakil  udak menalar lerienia
sehapaimana dimaksud pada ayal [1) haros didukung
dengan pengelelaan yvane melipull penslapan Aacgel dan
giraled] penanegilangan dan penyediaan sumber dava
yung tperlulodr,

Pasal £3

Pernenntah Pusat  dan  Pomerntah Daerah bersama
masyarakat serta pemangka kepentingan lerkait berlanggling
Jawab unluk melakukan komunikasi, micromnasi, dan edokasi
tcntang falktor nsike penyvakit menular dan perpealal udak
menular kepada masyarakat benisiko,

{1]

Paragral 2

Penanegukangan Penvakil Menular

Paxal 59

Pomerntahn Pusal, Pemerintah Daerah, dan masyarakar
berlanpeung jawal melakukan penanggulangan penyakit
menular meladul keglalan pencegahan, pengendalian, dan
pemberaniasan  penvakit menular serta  berlanggong
jawab terhadap akibat vang dittmbulkannya,

{2} Penanggnalaogan ...



SK No [8T045 A

PRESIDEN
REPLUELIK INMOOMNESIA

- 45 -

[2) Penanggulangan petvalil menular  scbhagaimana
dimaksud pada ayar (1) dilakukan untuk  melingungg
masvarakat dari tertularnya penyvakit untuk menurinkan
juinlah vang sakit, disabilitas, dan/faran meninggeal dunda
scrta mengurangi dampak sosial dan ckonomi akibat
penvakit menular,

(3} Dalam pelaksanaan kegialan pencegahan, pengendalian,
dan  pemberanlasan poenvakit menular sebagaimaiia
dimaksud pada ayat {1}, Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan yang berwenang dapat moimeriksa:

A, arang atan sekeloinpok orang yvang diduga tertular
penyakit  atav memilikd faktor  risiko  penvakit
rremiilar; anfatau

b.  tempat vang dicuripai berkembangnys vektor dan
sumber penyakit lain.

(4} Dalam tnelaksanakan kesiatan pencegaban,
pengendahan, dan pemberanfasan penvakit  menular
sehagaimana dimaksud pada ayal (1), Pemerintah Pusarc
dasn Pemerintah Daerah dapat melnkulan kerja sama
dengan negara lain sesual denpan kelenluan peraturan
perundang-undangan.

Pasal Y

Masvarakal, tenmasuk penderita penyvakit menular, wajih
melakukan pencegahan penyvebaran penyakit menular melalui
perdaku hidup bersith dan schat, pengendalian faktor risiko
Kegehatat, dan upayd pencegahan lamnya,

Pa=al 91

Penangeulanpan  ponvalat menolar  dilaksanalken secara
terkoordinas: dan terpadu dengan sektor kesehalan bewsar,
pertanian, linglkungan hidup, dan seklor lainmnya,

Pasal Q2

Kerentuan lebih lanjur mengenal penangeulangan penyakit
memilar sebagaimana dimaksud dalam Paszal 89 sampai
denpan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . ..



SK Mo 1ET046 A

(1

(2]

{1]

1]

|3}

FRES!IDENM
REPUBLIK INOOMESIA

- 4f -

Paragraf 3

Penungpulangan Penyalat Tidak Menular

Fasal 93

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakat
melakukan penanggulangan penyakit  tidak menular
mclalin keglatan  pencegaharn,  pengendalian,  dan
penanganan penyakit tidelk menular beserte okibat yeng
ditimbullanmra.

Penanggulangan penyakit {(rdak menular schapsamana
dimalksud pada avat {1} dilakukan untuk meningkatkan
penpctahuan, kesadaran, kemauan berpenlaku hidup
zehat, dan mencepah terjadinva penvakit tidak menular
hesertn akilat yang dinimbualkan untuak menurankan
jrnlaly yang  saki, disabililas, dan/alan meminegal
dunia, scorta untuk menguranpi dampak sosial dan
elonomi akibat penvakin tidak memalar,

Pasal B4

Penurpgulanpan . penyvakil  Udak menular didukung
dengan keglatan  surveilans  [aktor  nsiko, registn
penyalit, dan survelans kematian.

Kepialan sebapaimans dimaksad pacda aval (1) bertupaan
untiak mempercleh mfortnas vang esensial serta clapat
digunakan untuk pengambilan kepulusan dalam upaya
penanggulangsn penvakit tidak macnular.

Eegiatan sebagaimans dimakosud pada avatl [1) dilakulan
melalul kerja sama lintas scktor, pemangku kepentingan
terksit, dan masvarakat, =zerts denpan membentuk
jcjaring, baik nasional maupun internasicnal.

Pauwpl 95

Kctentuan lebin langut mengeonal penanggulangan penyvakit
tidale menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan
Pasal 949 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bapiarn . ..
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Bapian Eebga Belas

Keschatan Keluargs

Pasal 96
Upaya HKeschatan keluarga  ditujukan agar  tercipoa
inleraks dinamas yang positif antsrangpota keluargs vong
memunghkinkan  seliap angpotd kelusrpa mengalami
kesejahreraan fisil, jiwa, dan sasial vang opuimmnsal,

Keluarga sebagaimana dimalsad  pada avatr 1)
merupakan unit terkecil dalam masyarakat vang terdiri
Ak s

#, suami dan s

b, suarmni, 15401, dan anaknys;

e

avall dan anaknys; alau

e, 1hu dan sanaknva.

Updyd hesehalun keluosrys melipull aspek:

@ proses suslal dan emosional dalam keluarga;
b. kebiassan hidup schat dalam kelusoga;

.. sumber dava keluarga untuk lidop schat; dan
d. dukungan soslal eksternal untuk hidup schat,

Lpava Kesehatan kcluarga mengpunakan pendekatan
siklus  hidup vange pahne sedikil dilakukosn melalal
kegiatan:

a. pengasuhan positif;

.  pembiasaan hidup sehat dalam keluarga tormasulk
tenjaga kesehatan lingkungan nunah,

c. pemberioan Pelayanan Kesehatan dan kedoktoran
beeslusrEs;

d. pemaniaaran data dan informasi Kesehatan berbasis
kehiarga; dan

e.  kunjungan kcluarga.

Femerintah Pusat, Pemerintah Dacrah, Pocmenntah Dess,
dan masyarakat bertangEuny Jawats terhadap
penyelenggarasn Upava Kesehatan keluarga.

Ketentizan  lebih  lanjut mengenai Upaya Kesehatan
Ekelusrega diglur dengan Peraniiran Pemerintab,

Bagian . ..
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Bagian Keempal Belas
keasehatan Sekaolah

Pasal &7

Kesehatan sekoluh disclenggaralian untule meningkatkan
kemampuan hidup sehat bagl peseria didik, pendidik,
dan lenaga kependidikan dalam rangks  mewiliuiclkan
sumber dava manusia  yang  berkualitas serta
mewujudican linglkungan sekolah yang schat,

Kesehatan sekotah sebagaimans dimalsud pada ayat (1)
diselenggarakan pada saluan pendidikan {ormal dan
munformal  scsual dengan ketentilan  peraluran
perrrlang-undangsn,

Eesehalan sekolah dilaksanakan melaloi:
a,  pendidikan Keschatan,

br.  Pelayanan Keschatan; dan

<. pembinaan lingkongsn sckolah sehar.

Dhdam rangka  pelakssnaan Kesehatan  sekolah
sebagaimana dimnnksud pada ayat (3) dapat didukung
dengan sarana dan prasarana Kesehatan selalahb,

Keoschatan sekalah sebagaimans dimsksud pada aval [3)
dilabculean eclch satunan pendidikan berkolaboras dengan
Fasgilitas Pelayanan Kesehalan tingkat pertama.

Eerentuan lebih  lanjut mengensl Keschatan  sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sampal dengan
avat (5] diefur dengan Peratiuran Pernerinah.

Bagian Kelitna Belas
Kesehatan Kerja

Pasal 98

Pemerintah Pusat, Pemenntah Dacrah, pocmben kerja,
dan pengirnig atan pengelola tempat Kerja hertanpgpling
jawab melpksanakan Upava Kesehatan kerja  vang
lerinlegrast dengan sislem keselsmstan dan Kesehatan
kerja.

12] Upawa ., ..
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Upaya Kesehatan kerja sebapaimans dimaksud pada
avat {1} dilakukan unluk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, dan kemampuan perilaku hidup sehat seeta
mencegah  terjadinyas penvakit akilwl kerjn dan
kececlakaan korija.

Pa=sal 4%

Upayva kesehalan kerja ditwjukan untuk melindungi
pehbens dan orang lain yaug ada di tempart kerja agar
fudup sehal dan terbebas dan gangguan Kesehatan serta
pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan,

Upaya kesehatan Kerja scbapsimana dimaksud pada
aval [1] dilakdean di lempat kerja pada seltor formal dan
informal scrta pada Fasilitas Pelayvanan Kesehatan,

Upaya Reschaloan kena schagannana dimeaksud  pada
avat (1] dan ayac (2] berlaku juga untok pekerjaan di
lingkiungan matra.

Upaya Keschalan kena schapaimana dimaksud pada
aval (1] dan avar |2} disclenpparakan =sesual dengan
standar Kesehatan kerja,

Pemberi kerja dan penmarnas acau pengelola tempar kerja
wajilk menaali standar Keschalan kerja  sehapaimans
dimaksud pada ayal (4} dan menjamin lingkungan kerja
yaIlg sehal

Pemberi kerja dan pengiris ataw pengelola lempsl kega
wajilr bertangeune jawab alas keeclaksan kera yang
lerjad: di lingkungan kcrja dan penyakit akibat kerja
sesual dengan kKetentuan  peraturan perundang-
ungangan,

Pasal 100

Pemberi kerja wajilh menjamin Kesehatan pekerja melalui
upava pramotif, preventil, kuratif, rehabilitatif, dan
paliatil  serta wajib menanggung selurabh bhiaya
perelibaraan Kesehalan pekenjanva,

(2] Peketja ...
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(2]  Pehkerja dan Sctiap Orang yang berada di lingkungan
lempat kerja wajtb menciptakan dan menjaga lingkungan
tcmpat  kerjn  vang schal dan menaati  peraniran
Resehalan dan kesclamatan kerja yang berlaku di tempat
kerja.

() Pemberi kera wajib meonanggung biaya aas penvakit
akibal kerja, gangguan Kesehatan, dan cedera akibat
kerja vang diderita oleh pekerja sesual dengan ketentuan
peraturan perindang-undangan.

(4}  Pemeriotah Pusal dan Pomcrintah Dasrah memberikan
darongan dan bantuan untuk pelindungan pekerja.

Pasal 101

Fetentuan lebih lanjut mengenal Upsys Keschatan  kerja
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 98 sampal dengan
Fasal 100 dialur dengan Peraturan Pemerintah.,

Bagian Keenam Helos

Kesehatan Olahraga

Pa=al 102

(1] Upaya Kesehatun olahraga ditujukan niuk
mcrangkatkan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmani
masvarakat melalui akiivitas Osik, kaithan Gsik, dan/fatau
nlahragn.

[2) Perurgkalan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmanl
masyvarakat sebagaimana  dimaksud  pada oavat (L)
mciupakan upaya dasar delamn meninghkslkan prostasi
belajar, kerja, dan alahraga,

Pa=al 1013

Pemetinial Pusat dan Pemenntah Dacrah bertanggung jawab
menyelenegarakan Upava Kesehatan olahraga yong didukung
dengan penyvediaan sumber dayva vang dibutuhkarn.

Hagian . ..
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Bapglan Ketnjuh 3elas
Kesehatan Lingkungan

Pasal 104

Upaya Keschatan lingloungan ditujukan untuk mewujudkan
kualitas lingkunegan yang schat secara fisik, kimia, hiolog,
tan sosial jang memungkinkan Setiap Crang mencapad
decrajat Kesehatan yvang selinggi-tingginya.

(1)

(2]

(3

[4)

(1]

[2)

Pamal 103

Pemerintah Pusat, Pemerintsh Dacrah, dan masvarakar
menjamin ketersediaan lngkungan yang schat melalui
penyelengoaraan Kesehatan lingloingan.

Penvelenggaraan  Keschatan  lingkungan  aebagaimans
dimaksud pada  ayal (1) dilalukan melnhii upava
penyvehatan, pengamanan, dan pengendalisn.

Upaya penyehatan, penpamanan, dan  pengendalian
sebagaimona  dimaksid pada ayvar [2)  dilakssrakan
Uik memenula  standar  bako g Kesehatan
lingkungan  dan  persyaratan Keschatan pade media
linglkungan.

Kesehatan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayvat (1] diselenggaralan pada lngkungan permokinesn,
lempat kerja, tcmpat rckreasi, serfa rempat dan lasilitas
AT,

Pangl L0

Malam rangka penyelenpgaraan Keschatan linskunpan,
proses  pengelolaan limbah medis yang berass]l  dari
Fasilitaz  Pelavanan  Kesehatan  wajib  memenuhi
persvaratan relnis vange ditelapkan oleh Moenteri

Proses pengelolaan limbabh medis yang berasal dar
Fasilitaz Pelayanan Kesehatan sebagrimana dirmalesicd
pada qval (1] dapal dilakukan olch Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang memetahi  persvaralan teknis  dlad
bekerja sama dengan pihalk lain sesuai dengan kewenitan
prraturan peiundang-undangan.

Pasal 107 .
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Pasal 107

heleniuan  lebih  lanjut mengenai Kesehatan  lingkungan
Sebagaimans dimaksud dslam Pasal 104 sampai dengan
Prasal 106 diatur denpan Peraluran Pemeriniah,

{1]

1]

[3

[4)

(1]

(2]

Bagiat Kedelapan Belas
kesehatan Matra

Pasal 108

Kesehatan matra  sebagal bentuk  kKhusus  Upava
Kesehatan diselenggarakan unmak mewujudkan derajat
Keschatan yang  setinggi-tingginya  dalam lingkungan
matra yang scrba berubah di lingkungan darat, laafg, dan
wdlara,

Kesehalan malrs sebapmamans dimakesud pada ayat (1)
melipinti;

a. Kesshatan matra darar,
b. Hesehatan matra laut: dan
c. Kesshatan matra udarn.

Penvelenggaraan Kesehatan martra dilaksanakan sesuai
dengan standar dan persyarotarn.

Krtentuan lebibh lanjue mongenai Kesehatan madra diatur
dengan Perdturan Pernerinilat.

Bagian Kesembilan Belas

Kesehatan Beneana

Pasal 104G

Pemmerintah Pusat dan Pemerintah NDaerah bertangpuang
jawab atas keterscdiaan sumber daya, fasilitas, dan
pelaksandsn Pelayvanan Keschalan pada bencans secarn
mernyelurih dan berkesinaminingan.

Felayanan  Kesehaten pade  bencana sebagaimana
dimak=sud pada avat {1] meliputi:

a.  perencanaan Kesehatan prabencesns;

b, Pelavanan . ..
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b.  Pelavanan Kesehatan saal bencana; dan
. Pelayanan Keseharan pascaberncooa,

Pelavanan  HKeosehatan  seat  bencana  sebapaimana
dimaksud pada aval (2] huraf b bertujuen untuk
menyelamatkan nyvawa, mencegabh kedisabililasan, dan
memastikan Petavanan Keschalan cscnsiol totap berjalan
sesudl dengan standar pelayanan minimesl Pelayanan
Kesehatan.

Pelayvanan Keschatan pada  hencana  sebapaimana
dimalesud pada avar (2] melibalkan scluruh sumber daya
manusia vang terlatib, baik dari Pemerinlah Pusal,
Pemerintah Daerah, dan masyvarakal,

Fa=al 110

Dalam menvelenggaralian  Pelayonan  Kesehatan pada
tanggap darurat  bencana, Pemerinleh  Pusat  dan
Petnerintah Draerah dapst mencrima bantuan Sumber
Draya Heschatan dari luar negeri.

Buntuan  Sumber  Dava Kesehatan  sebagaimans
dimaksud pada s@pal (1) dapal berupa peondanaan
Kesehatan, um Gawat Dararat medis, bantuan {Jbar, Alat
Kesehatan, dan Perlekalan Kesehatlan lainnys,

Penenmaan  bantuan  sehagaimana dimaksud  pada
avar  [1)  dilakukan  secara terkeordinazs melahad
Pemermmtah Pusat.

Pasal 111

Dalam  keadaan derarat, setiap Fasilitas  Pelayanan
Kesehatlan, bailk Pemenntah Pusat, Pemerintah Dacrah,
maupun masyarakat wajib memberikan  Pelayanan
Kesehatan pada bhencana wntuk penyelarmatan nyawsa,
pencegdhan kedisablitasan lebih lanjut, dan kepentingan
terbaik begi Pasien.

Fasililas Pelayvanan Keschatan dalam  meomberikan
Pelavanan Kesehatan pada  hencana  sehagaitmana
diunaksud pada avel (1] dilarang menolak  Pasien
dan/atau meminta vang muka terlebih dahula.

Pasnl 112 ..
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Pasal 112

Pemerintah  Pusat  dan Pemennlah  Dacrsh menjamin
pelindungan hukum  bagi Setiap Orang dan  Fasililas
Pclavanan kKesehatan vang memberikan Pelayanan Kesehartan
pada bencana.

Pa=al 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggarann Pelayanan
Kesehalan pada beoeans distur deoopan Poraturan
Femetitital,

Bagian Kedua Puluhb

Pelaysanuan Dinah

Pazal 114

(1) Pelavanan darah memipakan Upava Keselhalan yang
memanfaatkan darah marmisia sebrgai bahan  dasar
dengan tujuan kemanusiaan, penvembuhan penvakit dan
pemulihan Kesechatan,  serta bdak  untok ljuan
koinersial.

2] Dwarah sebagmman:a dimaksod pada avat (1) dipervleh
dart donor darah sukarels vang sehatl, memenuhi kriteria
seleksi sebagal donor, dan atas persetujuan donor.

(3]  Darah yeng diperaleh dari donor dorah sebagaimana
dimuksud pada aval (2] harus dilakukan pemeriksasn
labotratorinm untuk menjaga muta dan keamanan darah,

Pasal 115

{1t Pelavanan darah  sehagaimana dimeksud  dalam
MPasal 114 avat {1} terdinn atas pengelolasn darah dan
pPelayanan Lransfust darah,

{2) TPengelelaan darah yebagaimans dimaksud pada ayat (1)
rreelipnati;

H, PETEONCATIRAN,
. pengerahan dan pelestarian donor dacad;

o penyeleksian donor darah,

d. pongambilan .,



(3]

(4]

Ko}

{1)

(]
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d. pecngambilan darah;

& pengyjian darah;

[ pengolahan darah;

o penvimpanan darah; dan
h. pendisinbusian darah,

Frasez pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada
aval {2} hural | dapat dilakuksan pemisahan menjadl scl
darah dan plasma.

Pelavanan cransiusi daralh sebapaimana dirmakosud pada
aval [1) melipu,

a. pETENcanaan;

by, penyvimpandan;

. pongujian pratransfusi;

d, pendistribasian darah; dan

¢,  tndakan medis ponberian darah kepada Pasion.

Pelavanan darah sephagaimana dimaksud pada asat {10
diduking  dengan  kebiakun  dan koordinasi vang
dilaksanakan clch Pemenntah Tusat untuk menjamin
ketersediaan, keamanan, ¢an mutu darah.

Pelayanan darsh dilakukan dengan menjaga keselamalan
darn Keschatan donor darah, penenoes darash, Toenaga
Medis, dan Tenaga Kesehatan yvang dilaksanakan scsuaal
dengan standar pelavanan ¢arah.

Pa=al 116

Pengelolaan darab sebagaimana dimaksod delem
Pasal 113 avat [2) dilakukan alel unic peogelela darah.

Unit pengelela  darah sebasaimans ditnasksaaud pada
ayat (1) dapat disclengparakan oleh Pemerintah Pusal,
Permerintalh  Daerabh, Fasilitas Peimyanan Keschalan,
dan /atan arganisasi kemenusioan yang tugas pokok dan
Iingsinya di bidang kepalangmerahan lodonesia scsual
dengan kelenluan peraluran perondang-undangan.

Pasal 117 . ..
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Pusul 117

Pemerintah Pusal menetapkan blava pengganti penpolabon
darah.

Paxal 118

(1] Pemerintah Pusat dan Peroperintah Dacrah  menjamin
pembilaysaan dalam penyvelenggaraan pelavanan darah,

(2] Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Daecraly bortanggung
Jawab atas penvelenggaraan pelavaonan darah vany amman,
mugdah  diakses, dan  sesual dengan  kebutuhan
masyarakat.

Pangl 11%

Carab manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa
pun.

Pasigl 120

(1] llasma dapat digutakan unluk lujusn penyembuhan
penvakit dzn pomulihan Kesebatan metalll pengelahan
dan praduksi,

[2)  Plasma  sebapaimana dinaksud pada ayat (1) dapeat
dikumpulkan tfard donoer untuk kcpontingan
memprodulks produk Obat derivat plasma,

(3] Donor sebagaimana dimaksud pada aval (2] dapat
thberikan komnpensasi.

(4] Pengumpulain plasma sebagaimana dimaksud  pada
avat (2] alas persclujuan donor.

[3) Plastna yvang diperoleh dari donor sebagaimana dimealsud
mada  ayal [Z) sebelum dilakukan  pengalahan dan
produkst hamus dilakukan  pemerksaan laborelonum
1Nk renjagd mulu dan keamanan.

[y Pelaksanaan penguinpulan  plasma schagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan dengan menjags
kesclamalan dan Kesehatan donor, Tenaga Medis, dan
Tenaga keachalarn,

{71 Iengumpulan plasma  sehagaimans  dimaksud  pada
ayat (2] dilakulkan oleh bank plasma,

(&) Bank ...
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i8) DBank plasma sebagaimans dimaksud pada avat (7)
diselenggarakan oleh Pemetinah  Pusal, Pomerintah
Dacrah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, lembagn
penelilian, danfatan organisasi kemanasigan tertenin
varp mendapatkan 1zm dari Pemeomiah Pusaf aran
Pemerintal Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 121

Pemerintah Pusat mengendalilan Biava pengolaban plasms
dan prodouk Obat derivat plasma.

frfa=al 122

Kelentuan lebih lanjut meonpenai pelavanan darah dianar
dengan Peratitan Pemerinitak.

Bapian Eedus Puluh Batu

Transplanbazl Crgan dan/stau Jarngan Tubuh, Terapi Herbasis Bel
danfatal Sel Punca, seria Bedah Plasuk Eekonstrulesi dan Estetika

Parapral 1

[Trriiarn

Paxal 123

Dalam rangka penyemlailhan  penyakit dan  pemulihan
Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atan
jaringan tubuh, torapl berbasis zel dan/atauv sel punca, serta
bedah plasuk rekonsiruks: dan estelika,

Parapraf 2
Transplantasi Organ dan/acal Jaringan Tubuh

Pagal 124

(1) Transplantasi organ danfatau jaringan tubuh dilakukan
untuk tuuan penvembohan penysakil dan pemulibhan
Kesehatan dan hanra aniak nujuan kemanuasinan.

{2} Transplantasi. ..

SK No 187057 A



SK No 17058 A

(2]

(3]

(1]

{2}

{3)

k)

{4

PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

-GA -

Transplantasi  organ  dan/stau jadngan tobuh
sehagaimana  dimaksud  pada  avat (1) merupaksan
tindakan pemindahan organ dan/atan jaritigan (ubuh
dari donor kepada resipien sesual dengan kebutahan
mexlis,

Organ dan/atau jaringan tibuh sehagaimana dimalksud
pada ayal  [1) dilarang  dikomersialkan atan
diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Praual 125

Donor pada transplantasi organ dan/alail jaringsn tubuh
terdiri atas:

a. donar hidup; dan
b,  donar mati,

Donor hidup  sebagaimans  dimaksud pada  avat 1)
huruf a memupakan  dotior  vung organ  dan/fatau
jaritigannya dismbil pada saat vang hersangkutan masih
hidup atas pergellyusn yang bersanghkutan.

Doner mati sebagaimana dimaksud pade avat (1) bural b
menipakan donor vang organ dan/atau  jaringannva
diambil pada sast yang bersangkutan telah dinyvatakan
matl olch Tenaga Medis pada Fasiliias  Pelaysanan
Kesehatan dan harus  atas  persetujuan keluarganyva
secarg teridlis.

Dalam hal denor muli scmasa  hidupnva telah
tenyatalan iritiya bersedia sebapal danor,
transplantasi organ dan/atau  jaringan fubuab dapal
dilalukan pada saual vang bersangkutan mati tanpa
persetijuan Keluiargativa,

Pasal 126

Scscorang  dinyatakan  mati zehagaimana dimalksad
dalarn Pasgal 125 ayal (3] apablla memenuhi:

a. knleria diapnosis kematian klinisf kenvensional atan
bBerhencinva fungsi sistem jantung sickulasi secara
pormanch; atau

b. kritcria diagnosis kematian mati batang otak/mati
olak.

(2] Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteria diagnosis
kematian diatur dengan Peralturan Pemerntah.

Fasal V27

Transplantasi organ danfalao jaringan tubuh  hanya
dapat dilakulan pada Fasilitas Pelavanan Keschatan aleh
Tenaga Medis wvang mempunyval  keahlian  dan
kowenangan.

Fasilitas Pelavanan Keschatan schagaimana dimalsud
pada ayat [13 harus memenuhi persvarsian vang
dhletapkan olch Menteri.

Paszal 128

Tramsplantasl argan danjfatau jaringan tubuh scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 haris mermnperhatikan;

=

L.

.

yrinsip keadilan:
priosip wlililus medis;

kecocvkan  organ danfatau jaringan  tubub dengsn
resipien yvang membutiuhkan;

urutan peiorilas berdasarkan kebutuhan medis resipien
dan/atan huhungan kelliares;

ketepatan wakty fransplaniuasi organ den/atau jaringan
Labruh;

karakteristik ocrean dan fatan jaringan tabast; dan
Keschatan donnr bagi donor hidug.

Pasal 1249

Transplantasi organ den/etan jaringan tubuh  dilakukan
melalui kegiatat;

a.
b.

cl.

pendaltaran calon donor dan cadon resipien,

pemeriksaan kelavalan calen denor dilihal dari sepl
tindakan, psikoloms, dan sosiovaridis;

pemeTikssaan kecocokan antara donor dan resiplen organ
dan falau janngun Lubuh; dan/atau

aperas lransplanlas] dan penatalaksansadn pascaoperasl
transplantasi aogan dan/atau jaringsn oubuh,

Pasal 130 . ..
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Pasal 130

etlap orang berhak menjadi vesipien Lransplantssi
orgarn dan fatau janngan tubuh,

Eesipien transplantasi argan dan/atan jaringan tubuh
sebagaimana dimaksad pada avar [1)  dilakukan
berdasarkan  pada  kedaruralan  medis  dan/atan
keberlangsungan hidup.

Penvtapan kedaruraran rnetlis dan/atau
keberlangsungan hidup schagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan secara  adil, transparan, dan
bertangpung jJawahb.

Pazal 131

Menterlt berwenang mengelola pelayanun  transplantasi
organ danfadlan jaringsn tubuh.

Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
fyal [1) dilakukan dengan:

a,

.

pembentubkan sistemn informasi transplantas) organ
danfatan jarnngan lubuh yang terintegrasi dengan
Sistemn Informasi Kesehalan Nasional;

sosializasi dan peningkatan peran serta masyaraoat
sebagal dunor organ dan/atau jaringan ubuab demi
kepentingat kermanusiaan d=mn pemulihon
Kesehatan:

pengelolasn data dangr dan resipien organ dan/atau
jarnngan tubuh, dan

pendidikan dan penelitian yang menuanjang Kegiatan
pelavansn  transplantasl organ danfatau jaringan
takly,

Malarn melaksanakan pengelolaan sebagmimang

el
k

imaksud pada ayat (1), Menteri hekerja sama dengan
crenlerianflernbaga terkait dan Pemerintabh Daerah.

Pasal 132

Pemerintah Puset dan Pemeriniah Daerah berlanggzung jawahb
melakzanakan peningkatan  upeye  transplantasi organ
dan/atau jarmgan tabuh.

Pa=sal 133 . ..



SK No 187081 A

FRESIDEM
REPLUALIK INLGONESIA

R/l

Pasal 133

(11  Pemermmiah Fusat, Pecmerintah Daerah, dan/atan regipien

dapal memberikan  penghargaan kepada denor
Lransplantss organ.

[2) DPenghargaan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dibcrikan kepada doner dan/atau ahli waris donor.

Pasal 134

kelenlusm lelib lanjut TN Ee ] penvelenpgaraan
transplatitasl organ danfatau Jaringan tububh sebhagaimana
dimaisud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 133 diatr
dengan Peraluran Pemerintah,

Paragraf 3

Teram Herbasis Sel dan/atau Sl Punca

Pa=sal 135

{1} Terapi berbasis sel dan/ataun sel punea dapal dilakubun
apabila terbukf keamanan dan kemantaatantyva,

{4} Terapi berbasis sel danfalau sel punva sebagaimans
dimaksud pada ayat {1} dilekukan unnak penyembnihan
penyakit dan pemuliban Kesehatan.

{3) Terapi berbwasis sel Jdanfatanl sel punea sebagsimans
dimaksud pada avar [1) dilarang uniuk ceproduks,

{4} Bel punca sebagaimana dimaksud pads ayal (1) Ldaic
bolel herasal dan sel paines embrmonik,

Paszal 134

Eelenluan lebih lanjul mengenal terapl berbasis scl dan/fatan
se]l punca sebogaimand dimaksud dalam Pasal 133 dislur
denpan Peraluran Pemerinlah,

Paragrald .. .
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Paragral 4

Bedah Flasuk Rckonstruksi dan Estetika

Paswal 137

Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat
dilakukan nleh Tenaga Medis yvang mempunval keahlian
dan kecwenangan.

Bedah plastik rekonsiriaksi dan estelika tidak boleh
bertentangan dengann norma yang  berlaku  dalam
masvarakar dan  tidak  dilgguksan untuk mengubah
identitas,

Kelentuan menpgenail syarat dan tata carva hedabh plastik
rckonstruksl dan estetika sebwgaimana dimaksad pada

avat [l] dan ayat (2] Jditetapkan JJengan Peraluran
Pemcnintah.

Bapian Kedua Puluh Dras

Pengamanan dan Pengpunasan Scdiaan Fanmasi, Alat Kesehatan, dan

SK Na [RTDRZ A

(1]

(2]

(3]

i)

Perbelsdan Kescharsn Fumah Tangga

Paual 138

Bcdinan Farmasi, Alat Kesehatan, dan FKRT haras aman,
berkhasiat/ bormanfaat, bermmaty, dan terjangkana serts
memenuhi  ketentvan  jaminan praduk halal o sesalad
dengan ketenruan peraturan perundang-undangsai,

Jelip  Crang  dilsrang mengadoakan, memproduks,
meryinpan, mempromosikan, dan/dlao mengedarkan

dJediaan TMarmas] vang lidak memenuhi standar dan fatau
persyaratan keamanan, khasialfkemaniaatan, dan mulu.

Setipp Orang dilarang  memproedaksn,  mmenyimpan,

OV INGHTLO STATY, mefigedarkat, dan f g
rnendisteilalgsian Alat Kesehatan vang Tidalk mememahit
slandar datfalan peErEvaralan keamanail,

khasiaf/kemaniaatan, dan oata,

Pengadaan, produks], penyvimpsanan, promosl, peredaran,
duan pelavanan Sedianan Parmasi den Alal Keschalan
harus memenuhi stardar dan persyaralan sesusl dengan
ketentuan peraturan perundasng-undangan.

(%) Produksi. ..
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Produks, promosl, dan peredaran PKRT haris memenithi
standar dan  persvaralan scsual dengan ketenruen
peraturan perundang-undangan,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah berkewajiban
mcmbina, mengatir, mengendalikan, dan mengawasi
produksi, pengadaan, penyimpanan,  pramosi,  dan
peredaran Sediann Farmasi, Alat Keschatan, dan I'RRT
sesual dengen kewenangannya.

Pa=sal 139

Setiap Orang wang memprodouksi,  mengadakan,
menyvimpan, mengedarkan, dan mengginakan Obat vang
mengandung narkotiks dan psikotropika wajib memeniahi
gtandar dan/atau persvaralan lerlentu.

Pengpninaan Obal  vang mengandung narkotka dan
paikatropilka hanya dapal dilabloukan berdasarkan resep
Tenaga Medis dan dilarang untuke disalahgunakan,

Produksi, pengadaarn, penyimpanan, peredaran, serla
petigeninaan Obal vang mengandung narlorika dan
psikorropika sehagaimana  dimaksaul  pads =orat (1)
dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peratuaran
perundang-undangan,

Pasal 140

Pengamanan Scdissan Farmasi, Alar Keschatan, dan PRRT
diselenggarakan uniuk melindung masyarakat dan bahaya
vang disebablkan oleh penggunaan Sedinsn Farmasi, Alal
Kesehatan, dan PERT wyang tidalk memenuhi persvaratan
kEcamanan, khasiarf kemanfaatan, dan muat.

[
(2}

[3]

Pra=ul 141

Penggunaan Obal dan Obal Bahan Alam harls dilakakan
secara rasional.

Pengounaan Alat kesehatan harus dilakukan secara tepat
4ITLA.

Penggunaan Obat, Ohat Dahan Alam, dan Alat Kesehatan
sebagaimana dimaksud pade avar (1] dan ayvat (2) harus
mcmperhatikan kesclamatan Masicn,

Pasal 142, ..
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Punal 142

Sediaan Farmasi berupa Olat dan Bahan Obal haros
rnermermaly standar dan persyaralan ammakope Indoncsla
dan/atau standar lamnya vang diakul.

Sediaan Farmasi vang berupa Obal Bahan Alam harus
tnermenula  slandar  dan/atau persyaratan,  beraps
[armmakope: herbal Indenesia danfatau standar lainnya
vang diakoai.

Sechagn Tarmas vang erupa suplemen kesehalan dan
abat kuast  haras memenuhl standar danfataa
persyaratan, boerupa fwmakope Indonesia, farmakope
herbal Indonesia, dan/atan standar lainnya vang diakoui,

Sedwan Farmasi vang berapa kosmetik harus memenuhi
sltandar dan/alau persvardlan, berupa keodeks kosmebk
Indoncsia danfatau standar lainnya vang diakul.

Cahan baku vane digundkan dalam Sedissn Farmas:
berups. Obat Buhan Alam, suplemen keschalan, obeal
kuasi, dan kosmetik =cdiaan tertentu berdasarkan kajian
rizsiko harus memenuhl standar dao/atau persyaratan
tan sebagai hbahan ol farmasi,

Alal Resehalan dan PEET harus memonobhe  standae
dan/atan persyaratan vang ditentulkan.
ketentuan  mengenal  slandar  dangfataun persyaratan

Aediaan Farmasl dan Alal Kescehatan ditelapkan olsh
Femenniah Posald,

HStandar dan/atan persyaratan untuk PRET dilakranakan
sesnal dengan ketentilan peraturan perundang-
U - TLEAT,

Paxkal 143

SBotlap thrang vang memproduksl dan/atan mengedarkan
Redioan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PERT haras
memenithi perizinan berusaha dar Pemcrintah Puosat
atald Pemerintah Daerab sesuai dengan kowonangannya
herdasarkan nnrma, stendar, prosedur, dan  kritcoa
sesudl  denpgan ketenluan peraturan perundang-
urdangan.,

[2) Beliap. ..
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Retiap Orang vang memproduks dan//atau mengedarkan
Sediaan Farmasi, Alal Kesehatan, dan PERT  vang telah
memperalen  pericingn berossha, yvanpe lerbuktl adak
memenahl persvaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan,
dan mutu dikenai zanksi administracif sesuaai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan i bidang
penzinan berusaha,

Perizinan berisaha sebagaimana dimaksad pada avat (1)
tidak Berlaku bagl usaha jqang gendong, usabha Jacma
racikan, dan fasihlas produks: CObat penggunaan khusus.,

Perizinan bemseha terlkait Hediaen  Farmasi, Alot
Kesehatan, dan PHERT sehagaimana dimaksud pada
avat {11 dan avat (3] dilaksanakan sesuai dengan
kelentuan peraluran perundang-undangan,

Pasal 144

Ketentuan  lebih  lanjur  mengenai pengamanan  Scdiaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan PERT diafnir dengan Peraturan
Pemernmtah,

(1]

{Z]

[3

(4]

Pasal 1435

Pralstik  kefarmasian  hamos  dilakukan oleh  tenaga
kelnrmasinn  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-andangan.

Praktik ketarmasian schagmmanas dimakaud pada ayal (1)
meliputi produksi,  tcromasuk peongendalian moutw,
pengacdaan, penvimpanen, pendistribusian, penelitian
dan pengembangan Bediaan Farmasi, serma pengelolaan
dan pelayanan kelarmasiai,

Dalam keondisi tertorntu, prakuk keldarmasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuksn
oleh Tennge Kesehatan lain secara terbatas selain tenags
ketarmasian.

Kewenluan mengen= prakilk kelarmasian  seDapaimnang
dimaksud pads ayat 1} dan aval (2] dislur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .
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Bagian Kedua Puluh Tiga

Pengatnanan Makanan dan Minuman

Pasal 146

(L} Scluap Orang vyang memproduksi, mensolah, serta
mendistribusilkan . mekanan dan mioaman wajib
memenuhi standar dan/fatau persyaralan  keamanan,
k], dan gl seswsd dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2] SHelain  lkewajilan  memenubi slandar dan/atau
persyaralan  sebagmimand dimsekesud pada ayat {1},
makanan  dan  minumen  vang  diproduksi,  dicolah,
didistnbusilkan, dan dikonsumsi haras memenuhi
ketentyan jaminan produk halel sesual denpan ketentuan
peratiran pemindang-undangan,

Pasal 147

(1] Seliap Orang vang memproduksi makanan dan minuman
dilarsngz membenkan wformasi atau pernyataan vang

tidak benar dan/atau menyesatkan pada  informasi
produl.

{2} Scliap Oruwng dilarang mempromostkan produk makanan
dan minaman yvang tidak sesual dengan intormasi
prodiil.

{3} Sctinp Urang vyeng molanpgar ketentuan  larangan
sebagaimara dimeksud pade ayat (1] dikenai sankai
administratif dan/atan pidana sesuai dengan ketentuann
peraturan perundang-nandangan,

Pra=al 148

Hemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggang jarahb
menganlr  dan mengavwasi  procduksi,  penpolahan,  dan
pendistribusian . makanan  dan  minoman sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 1446 dan Pazal 147,

Baglan . ..
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Bagian Kedua Pulul Empal

Penpamanan Zat Adilktif

Fasal 141

Produlsi, peredaran, dan  pengeunasn zat adilil
diarahkan aear ldak menggangou dan membahayakan
Keschatan  perscorangan, keluarga, masvarakat, dan
lingltungan.

Zat  adikul  sebagaimans  dimaksud pada  awat (1)
termasiik sermua produk tembakaw yang pengrunaannya
dapal menimbulkan kemugian bagl dirinva danfatan
masyarakat.

Produk lembakau scbhagaimana dimaksud pada avat ()
mcliputi:

A, rokok;

B,  ceorutu;

¢ rokok daun;

d. tcmbalan ins;

e, tembakau padat Jan cair; Jdan

[ haxl pengolahsn tembakao lainnya.

Produksi, peredaran, dan pengganaan praduk tembalkau
sebazaimana dimaksud pada ayat (3] hamus memenuhl
standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan
mempertimbanglan profil risiko Kesehatan.

Pasal 150

Setiap Orang vang memprocduksi, memasakkan ke dalam
witavah Negnra Kesaturn Republik Indanesia. dan/facau
mengedarkan  zat  adiktil, berupa produl tembakau
dan falau rokok elektronik sebagairmnana dimaksad dalam
Pasul 149 ayal [3) wajlh mencantumkan permgalan
Keschatan.

Peringntan Kesehaten sebogaimana  dimaksud  pada
aval [1) berbentuk nilisan disectai gambar.

Pazal 151 ...
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Pazal 151

Kawasan latnpa rakok lerdir] alas:

Fasilitas Pelayanan Kesehaten;
b, lempal proses belajdar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. lempal tbadah;
e. angkutan nmum,

tempat kerja; dan
E. tempat umum dan lempal lain yang ditelaplarn,

Pemerintah Daeralh wajils tneneapkan damn
mengimplementasikan  Kawasan  tanpa  rokok i
wilavalrya.

Pengelala, penvelenggara, atau penanggung jawab tcmpat
kerja, Lempal ummatn, dan lempat lainnya vang ditetapkan
schagamana dimaksud pada ageat (1] ol [dan baral g
wajib menyediakan terpat khusus untuk merokok.

Pazal 152

Ketentuan lehih lanjut mengenai pengamanan zat adikeif,
berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan
Pemernintah.

Ketentian lebih lanjurn mengenal pengamanan zat adikbf,

berupa  rokoek  elektronik, diatur denpan  Poraturan
Pemennlab.

Bapian Kedua Puluh Litna

Pelayanan Kedokteran untuk Repentingan Hukum

(1]

Pazgal 133

Penyvelenggnraan poclavanan kedokleran untuk
kepentingan hulkum ditujukan untuk memperoleh fakta
dan temuan vang dapat digunalkan sebapal dasar dalam
memberikan keterangan ahli

(2] Penvelenggaraan ...
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(2] Penyvelengearasan polayanan kedokteran untuk
kepentingan hukuim  sebasaimnans dimaksud pada
ayvart (1) dilakukan pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan
vang memenuht persvaratan.

(3] Permintaan dan  fata  care  pemberian pelavanan
kedokteran untuk  kepentmpgan  hukum  dilaksanakan
sesual  dengun kelentuan  peraturan perundang-
Lndangan.

Pasal 154

Seliap Orang berhak mendapaltksn pelayanan  kedokleran
untulk kepentingan kaim.

Pa=zal 155

Femerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berfanggung jawab
dalam  penyclenggaraan pelayanan kedokteran . untak
kepentingan hokolm,

Pasal 106

(1} Pelayanan kedokleran unluk kepentingan bukwn terdird
Hluy:

4. pelayvanan kedokleran lerhadap erang hidat,; dan
b, pelayvanan kedekleran lerhzedap otang mati.

(2] Dralam rangks melakuksan pelaovanan kedokleran unolk
kepentingan hukum  sehagaimana  dimaksud  pada
avat (1] dapat dilakukan bedabh msyatl forensik sesual
denpan kelenluan peraturan - pernandang-undangan,
pemeriksaan  laboratariam, danfatan autopst virtual
pascakematian.

i3] Polayanan kedokteran  unluk kependingan hulam
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayar (2]
dilalmikan aleh Tenaga Medis scsual dengan keahlian dan
kowcnanganny:.

Pamad 157

(1} Untuk kepenlingan penegakan bukim dan administratif
keperndudukat, setiap arang vang mat harus divpayakan
untul dilketahui sebab kemarnian dan wentitasnya,

(2] Dalam . . .
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(2] Dalam rangka upaya penentiuan  sebab  kematian
soscorang sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dapal
dilakukan audit kematian, lermasuk autopsi verbal,
bedah maval klinis, bedah mavat forensik, dan/atau
pomeoriksaan laburatorinm dan ALLopsl virkual
pascakematian.

[3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mavar forensik,
dan/atau perneriksaan laboratorium dan autopsi virtoal
pascakematian  sebugaimana dimaksud pada avat [2)
harus dilakukan dengan perselujuan kcluarga.

(4} Dalam rangka upayva penenluan identitas sebagaimuana
dimaksud pada awat (1] herus dilakukan  upava
lenlihkasy mayvat sesuni detigan slandar.

(2] Pelaksanaan upave  penenluan scbhab kematian
sebagaimana dimaksuad pada avar (1) dapal dipadukan
dengan penelitian, pendidikan dan pelatibian, termasuk
bedah mayat anatemis dan/ataun bedah mavat klinis,

Pasal 158

Tindakan bedah mayat oleh Tenaga Medis harus dilakukan
sesllal dengan nurma agama, norma sosial buddya, norma
kezsusilaan, dan etika prolesi

Pasal La%

Kctentuan lelih lanjul mengenai pelavanan kedoltteran untuk
kepentingan hukum dislur dengan Peraturan Pemerintah,

Bagian Kedoa Pulubh Enam
Pelayanan Keschalan Tradisional

Pasal 160

(1] Pelavanan Eeschatar tradisional berdasarkan pada cara
pengobarannya lerdin atas:

a. Pelavanan Kesehalan tradisional vang menggunakan
kcterampilang danfatau

b. I’clayanan Kesehatan iradizional vang mengeunakan
THITILIATL

{2} Prlayanan . ..
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Pelavanan Keschatan tradisional sebapaimansa dimaksad
pada ayar (1] dilakukan berdasarkan pada pengerabuan,
keahlian, danfatau nilai yang bersumber darvi kearifan
loabead,

Pelayanan Kesehatan tradisional sehagaimana dimalksud
macda ayal (L) diblna dan diawasi nleh Pemernntah Pusat
dan Pemeriniah Dacrah Agar tlapal
dipertanggungjawabkan manfaal dan keamanannya serta
tidal berlenlangan dengan norma sosial budaya,

Pa=al 161

Pelayanan Heschatan  tradisional  melipill pelaysanan
promatif,  preventil, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif.

Potayvanan Kesshartan tradizsional dapat dilakukan
tempat praktik mandiri, Puskesmas, Fasilitas Pelavanan
Keschatan  tradisional, Rumabh Saki, dan  Fasilitas
Pelavanan Keschatan lainnyva.

FPusal 1562

Pemerintah Pusal dan Pocmerintah Daerabh bertanggang jawab
atas ketersedinan Pelayvanan Keschatan oadisional.

(1)

(<)

Pasal 163

Masvarakat diberi kesempaian scloas-luasnya untuk
mengembangkan,  meningkatkan, dan  menggunakan
Pelayvurnan KHeschatan tradisional TAang dapel
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannva.

Petnerinlah Pusal dan Pemerintabh Daerab menganir dan
mengawasi Pelayanan Kesehsatan tradisional scbhagaimana
dimalsud pada ayat (1) dengan didasarkan  padla
keamanan, manlaat, dan pelindungan masvarakat.

Pasal 164

Ectentuan  lehih  lanjut  meneenai  Pelavanan  Keschatsn
tradisicnal diatur dengan Peratoran Pemerintah.

BABVI. ..
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RADR VI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatua

LIntim

Panual 165

Fasilitas Pelayanan Kesehulan memberikan Pelavanan
Keschatan berupa Peligranan Heschatan persecrangan
dan/atau Pelavanan Kesehatun muasyarakat.

Faaililas Pelavanan Keschatan melipati:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehalan Unpkal portama;
. Fasililas Pelayanan Keschatan tingkat lanjae, dan
¢.  Fasilitas Pelayanan Kesehalan penunjang.

Faszililas Pelayvanan Keschatan sehagaimans dimakesud
pada ayat (1} wajib membetikan Pelayanan Heschatan
kepada masvarakal sesusd dengan standar Pelavanan
Fesehatan.

fazsilitas Prolavanan Kesehatan sebapaimana dimaksud
pada ayat (1} dilaksanakan oleh Pemeriniah DPusat,
Pemerintah Daernh, dan masyaraloal,

seliap Fasihitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi
perizinan berusaha  dari Pemerintah Pusal alaw
Femenntah  Daerah sesual dengan  kewenanpannya
berdasarkan narma, standar, prosedur, dan krileria yang
ditetapkan oleh Pemernlah Puasat,

Pasal 166

Fasililas Pelavanan Keschatan berdasarkan benfuknya terdiri
Hlus:

.

ty.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan slalis, dan

Fasihlas Pelayanan Keschatan bergerak.

Pasal 167 . . .
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Pagal 167

Fasilitas  Pelayanan  Heschatan  tingket  pertama
menyelenggarakan Pelayanun Keschatan primer.

Fasilitas  Pelavanan  Keschatan — tingket  pertarma
sebagaimana dimaksud patla aval (1) dapat berapa:

a. Puskesmas:
b. klinik pratana; dan

¢, praktik  mandiri Tenaga Medis slau  Tenaga
Kesehalan,

Dalam menyelensgarakan Pelayanarn Keschatan
sebhagaamana dimaksud pada avat {1}, dapal dilskukan
integrasi pelayvanan antar-Fasilitas Pelavanan Kegsehatan,

ntegras Pelavanan Keosehatan primer ditgjukan unluk
mcnduling pelaksanaan program pemerintal, terutama
Felauyanan Kesehatan  datam  bentak  promotif  dan
preventif.

Pasal 168

[Masilitas  Pelayanan  Kesehatan  tingkat  lanjul
menyelenggaraikan Pelayvanan Kesehatan lanjuten yang
mcliputl  pelayanan spesialistik dan/atau  pelayanan
subspesialistik.

Fasilitas  Pelavanan — Keschatan — dnglat  lanjut
schagaimana dimalisud pada ayal (1] dapal borupa:

a. Rurmah Sakit:
b, Klinik utamas;

oo halal Kesehatan, dan
- praklk mandimm Tenagas  Medis  atau Tenaga
kKeseharan.
Pasal 165

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Uneksl pertama schagaimans
dimalksud dalam Pasal 167 dan Fasilitas Pelavanan Kesehaluan
tingkat lanjut sebagaimana dimalsad dalam Pasal 165 dalam
melaksanakan Polayanan Keschartan primer dan Pelayvanan
Kesehalan  lanjutan  didukung  olch  Fasilitas  Pelayvanan
Kegseharan penariang.

Pasal 170, ..
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Pasal 710

Faslitas Pelayanan Kesehalan penunjang sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 165  ayat (2]  huruf o
menyelenggarakan Pelayanan Kesehalan vang menunjang
Pelayunan Keschatan primer dan Pelayansn Keschatan
lanjutan.

Fasilitas Pelayanan Keschatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapul berdin sendiri atau dapat
betgabung dengan Fasilitas Pelayanan Keschulan tingkat
pertama dan Fasdilas  Pelayvonan  Kesehatan  tingkat
lanjut.

Pazal 171

Fetentuan lebib lanjur mengenai jenis dan penyvelenggaraan
Fasililas Pclayanan Kesehatan dialtur dengan  Peraturan
Petnerintah.

(1]

(2]

(3]

(]

(3]

Fa=sal 172

Fasiilas DPelavanan Keasehatan sebspsimana dimaksod
dalarn  Pasal 165  dapat  memberikan  pelayvanan
Telekegeharan dan Telemedisin.

Fasilitas Pelavanan Keschatan dapat zecara mandiri
menyelenggarakan pelavanan Telemedisin atau bekerja
samsy  denpsn ponyelenggara  sistemn  elekironik  yang
terdaftar sesuai denpan ketentuan peraturan perundatg-
undangan.

Pelayanan  Telemedisin vang  disclenggaralkan  aleh
Fasililus Pelayanan Kesehatan sebagaimuana dimaksud
pada ayal (1] meliputi Iayanan:

a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan

b.  antara  Fasililas  Pelayanan  Kesehatan  dan
masya rakat.

Pelayanan Telemedisin yuang diberikan olch  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimans dimaksud pada
avat (1] dilakukan ocleh Tenaga Medis alau Tenaga
Reschatan yang memiliki igin prakeik.

Ketentuan  lebibh lanjur mengenai  penyelengsaraan
pelayanan Telemedisin  diatur  dengan Peratlran
Pomcrintalh.

Pasal 173, ..
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Pusal 173
Fasilitas Pelayvunan Keschatan wajib:

a. memberitan  skses  vang fuas  bagi kebuluhan
prlayanan, pendidikarn, penelilian, dan
pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan,

b,  meonvelenggarakan  Pelaysnan  Keschatan  vang
bermutu dan mengutamakan keselamalan Pasicn;

. menyelenggarakan rekam medjs;

menginmksn laporan hasil pelayanan, pendidikan,
pcnelitian, dan penpembangan kepada Momerintah
Pusat dengan tembusan kepada Pemerindah Dacrah
mclalui Sistem [nformasi Keschalan;

¢. melakukan upava pemanfaatan hasil pelayvanan,
pendidilkan, penelitian, dan pengembangan di hidang
Kesehatan;

f.  menginlegrasikan pelavanan, pendidikan, penelitian,
dan pengembangan dalam sualu sistem  sebagai
Uupsaya mengatasi  permaesalaban Kesehatan  di
dasrah; dan

g. membuat standar proscdur opcrasional  dengan
mengacu pada standar Pelayanan Kesehalan,

Dalam kondisi KLB atau Wabah, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib  memberikban  Pelavanan  Kesehatan
sebapal upaya prnanggulangan seslai dengan kelenbudn
peraturan perundang-undangan,

Penvelerngears Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
mcmpekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
vanp tidak mermliki zn praktik sesuei dengan Ketenii=n
peraturan perundang-undangan,

Pazal 174

Fasilitas DPelayanan Kesehatan milik Pemetintah Pusal,
Pemerintah  Daerah, danfatau  masvarakar  wajib
memberikan Pelayanan Kesehatan hagi seseorang vany
berada  dalam  kondisi  Gawsal Darurat ontok
merdlahulukan  penyelamatan nysws dan pencegabian
kedisabilitasan.

[2) Dalam...
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Dalamn kondisi Gawat Dararat sehagaitana dimsdesoud
pada  ayal {1}, Fusilitus Telayvanan Kesehatan milik
l'emerintah Pusal, Pemerinlah  Dacrah, dan/fatau
magvarakat dilarang menalak Pasien dan/ulau meminta
uang rllks serta dilarang mendabulygkan segala unasan
administratif  sehinges  menycbabkan  tertundanva
Pelayanan Kesehatan.

Pasal 175

Seriap pimpinan Fasilitas Pelavanan Keschatan harus
memiliki - kampetensi  manajemen Keschatan  vang
dibutuhkan.

Ectentuan mengenai kompelensl manajemen Keschatan
yang dibutuhkan sebagaimena dimaksud pada ayal {13
dianar dengan Peralursn Pemerintah.

Pasal 174

Fasilitas Pelayvanan Kesehatan wajib menerapkan standar
keselamatan Pasien,

Standar keselamatan Pasien sebagmimana  dimaksud
pada ayat (1] dilaksanakan melalui identifikasi dan
pengelolaan risiken,  analisis dan pelaporan,  sera
pemeacahan masalah dalam mencegah dan menangarcd
kejadian vang membahayakan keselamatan Pasien.

Ketentuan lebih lanjul mengenai standar keselamatan
Pasicn sebagaimana dimaksud pada ayar {1} diatur
denpan Peraturan Monteri.

Pasal 177

Belap Fasilitus Pelayvanan Kesehatan harls menvimpan
rahasia Kesehatan prilradi Pasien,

Fasilitas  Pelayanan Keselhalan  dapat oecnolak
mengungkapkan scgoala informasi kepada publik vang
berkaitan dengan rahasia Keschaton pribadi Pasien,
keeuali bordasarkan ketentuan sebagaimsna dimaksud
dalamm Pasal 4 ayat (4],

Ferenluan lelnh  lanjut mengenail rahasia Kesehalan
pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintals.

Pasal 178 ., ..
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Pagal 178

seliap Fasilitas Pelayanan Keschatan wajib melalakan
peningkatan mulu Pelavansan Kesehatan secara internal
dan ehkstormal SCCATR tCris-meneris dan
berkéesinambungan.

Peninglkstan mutu Pelavanan Kesehatan secars internal
schagaimana dimmaksud pada avar [1) dilakukan melalui:

a. pengukuran dan pelaporan indikator mulug

b,  pelaporan ingiden kesslamalan Pasien; dan

¢, mmanajemen risiko.

Peningkatan mutu Melayvanan Kesehatan secara eksternal
scbagaimana dimalksud pada avac [1) dilakiakan melalud;
a. registrasi:

b, lisensi; dan

o, alrreditasl

Pelakzanaan regiatrasi, lisensi, dary akredilasi
sebagaimana  dimaksud pada ayal (3] dilaksanakan
dengan berorientasi pada pemenuhan standar mulu,

pembinaan dan peninglkatan kualilas  layansn, serta
proses yang cepat, terbiuka, dan akuntabe],

Alkreditas] Fasilitas Pelayanan Keschaban scbagaimana
dimaksud pada aval (2} hurol ¢ disclenggarakan olch
Menteri alaul lembaga penvelenggara akreditasi yang
ditetapkan oleh Menterd,

Ketentoiat  lebah lanjul mepgensi peningkatan  muoto
Pelavanan Kesehatan secara inlernal dan ekstemal
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] diatur dengan
Feratliran Pemenntah.

Pasal 175

Dalam rangka peningkatan akses dan mualu Pelayanan
keseharan, Fasgilitas  Pelavansn  HRescholun  dapet
mengembanglkan:

a. jejaring pengampuan Pelayanan Kesehsian;

b, kerjn sarma 2 {dua) atau lebilh Fasilitas Pelayanan
Kegehatan,

i

pursat unegulan; dan

d. Pelavansn Keschatan torpadu.

[2) Kelenlulan . ..
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Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengembangan
Pelayanan Hescholan sebagaimona  dimaksud  pada
ayat (1) diatur dengan Peraiuran Pomerintake.

Ragian Kedua

Puskesmas

Pazal 180

Puskcsmas mempunyai 1lgas menyelenpgarakan dan
mengoordinasikan  Pelayanan Kesshalan  promotif,
preventif, kuratf, rchabititatif, dan/atau paliatil dengan
mengulamakan  promotif dan preventif i wilayah
kerjanya.,

Dalam mclaksanalkan migas sebapaimana dimaksud pada
ayat {1), Puskesmas memiliki funesi penyvelengoarsan
Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanva.

Helain menyelengeurakan [ungsi scbhagaimana dimaksied
pada avat (2], Puskesmas berperan mewujudkan wilayah
kerjn yang sehat dengan roasyvanakal yang:

4.  lerpenlaku hidup schar,
L. mmdab mengalkeses Pelayanan Keschatan bormuat,
hidup dakam ingkungan sehat; dan

d. memilila derajat Kesehatan yang setinggi-lngsinva,
baik Individu,  kehiarga, kelompok, maupun
masyarskat.

Pazsal 181

Penyelenggaraan Pelavanan Keschalan primer  olzh
Puskesmas dilnkulkan melalui pengoordinasian Sumber
Draya Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas melakukan pembinaan terhadap  jojaring
Pelayvanan Kesehatan primer oi wilavah kerjanya,

Pasal 132, ..
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Poual 182

Penyelengparaan Puskesmas didukung olch sumber daya
manusia yang kempeten dan profesional berupa Tenaga
Mcdis, Tenaga Kesehatan, dan lerags perciukune alauw
penunjang keschatan.

Tenaga Mcdis dan Tenaga HKesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] termasuk Tonoaga Medis vang
memiliki kompetensi di bidang kedoklersn keluarsa dan
Tenaga Kesehatan yang memililti Kempetensi di bidange
Ecschatan komnunitas.

Pimpinan Puskesmas bherus memiliki kompetensi dalaom
mengoordinasikan Bumber Dava Kesehatan dan jejoaring
Pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas.

Pemerintahy Pusat dan Pemerintabh Daerah  moenjsmin
pemenuhan  jumlah, jenis, dan muma sumber daya
manusia di Puskesmas.

Fasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenal penyclenggaraan Puskcsmas
diatur dengan Peraturan Pemerinlah,

{1}

{2}

{3

[

Bapian Keliga
Fumah Sakit

Fasal 184

Rumah Bakit menvelenggarakan  fungs: Pelayanan
Kesehartan jpersearangan  dalam  bentuk  spesialistik
danfatan subspeslalistik.

Heclain Pelayvanan Kesehatan persecrangan dalam bentuk
apesialiatil dan falay subspesiabisil, Rumah Sakil cdapeal
mcmbenkan Pelavanan Kesehatan dasar.

Selain menyelengparakan Pelayanan Kesehatan
persearangan  sebapaimana  dimaksue pada ayat (1),

Humah Sakit dapat menvelenggarakan fangsi pendidikan
dan penelitian di ldang Kesehatan.

Betiap Rumah Sakit harus menyelenggaraokan tata kelola
Eumal Bakit dan tata kclela khimis yang baik.

Pazal 185 . ..
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Paszal 185

Eumah Sakil dapal diselenggaraksn olch Pemenntzah
Pu=at, Pemerintah 1xaerah, atau masyvarakat,

Fumsh Szalit yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daegrah dalam  memberikan
layanan Kesehatan dapat mencrapkan pola pengelolasn
kevangan  hadan  layanan i sesilad dengan
kereninan peraluran perundang-undangan.

Eumaih Sakit wang didivikan oleh masyarakat harus
berbenruk badan hukum yang keglatan usahanya hanya
bergerale di bidang Pelavanan Kesehatan.

FEumash Salit scbagaimana dimaksud pada avac (3)
dikecualikan bagi Bunah Sakit vanp disclenggarakan
olch badan hukum yvang bersifat nirlaba.

Pasul 186

Struktur crganisasi Rumah Sakit paling sedikic terdiri
atas unsur pimpinan, unsur pelayvandn medis, unsoar
keperawatarn, unsur penunjang medis dan noomedis,
unsr pelaksana administeatif, dan unsur eperasional.

Unsur pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada avar {1} dijalaat aleh:

a.  ‘Tenaga Medis;
b. Tenaga Keschatan; atan
¢, lerags prolesional,

vang memilikl kempetensi manajemen Bumah Salkil,

FPa=al 187

lumeh Hakit daepat ditetapkan menjadi Rumah Sakic
pendidikan,

Rurmah Hakit pendidikan sebagaimana dimaksad pada
aral (1] merupdkan Rumah Sakit yang mempunyal fungs
sehagai tempat pendidikan, penelitian, dan Peolayanan
Kesehatan  secara  lerpadu dualam Didang pendicdilean
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan
berkelanjulan secara mulliprolesi,

(3] Rumah ...
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Eumah Salat pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] bekerja sama dengan perglruan tinggn dalam
menvelengparakan  petcdidhkan program akademik,
prograam vokast, dan program profesi, termasuk program
sposialis/ subspesialis.

E.mah Sakil pendidikan dapal menyelenpgparakan
program spestalis/subspesialis scbagai  penyclenggara
ulama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan
perguruan tinggd,

Nalam  menyelenggarakan pendidikan  sebagaimana
dimakasid pada avat [3) dan ayal (4], Rumah Sakil
pendidikan harus memenuha persyaratan, standar, dan
akredilasi sesuag dengan perannya.

Petiyisinan  persvardalan  dan standar RBumah  Salot
pendidikan sebagmimana dimaksod  pada avat  {3)
dilakulean oleh Menteri dan menteri VANE
menyvelenggarakan  urusan  pemeriniahan 0 bidang
pendidikan denpgan melibatkan Kolegium,

Penctapan Rumabh  Sakit pondidikan dilakulkan oleh
Mentorl setelah memenuhi persvaratan,

Penvelenggaraan pendidilan pleh Fumah Saklil
pendidikan sebagaimana dimaksud  pada ayval (4
thlakukarn berdasarksn =n dan menterl yvang
menyolenggarakan  urusan  pomerintahan 4 bidang
pendidikan serelah memenuthi persyaratan den standar
Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksugd pada
awval (4],

Penvclenggoraan  akreditasi Rumah Sakit  pendidikan
dilaksanakan nleh Menteri  dan menteri vang
MEn yelenEEarakan ursEan pomenntahan di bidane
pendidikan  dengan  melibatkan  lembaga akreditasi
lerkait,

Dalam penyclenggaraan Eumah Bakit pendidikan dapat
dibentuk jejaring Rumah Hakit pendidiken.

Eetetilnan lebih langpal mengenal Bumabh Sakil
pendidikan daiur derpan Peraluran Pemerinlat,

Pazal 1|88 ..,
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Fasal 138

Fumah Sakil dalsan menyelenggarakan lungsi penclitian
dapar membeniuk pusdl penelitian guna ponpcmbangan
lavanan Kesehatan,

Pusat penelitian sebapgaimang diceksud pada ayat {15
harmis  menvelenggarnkan  penelitan unpmilan  dan
trunslasional,

Diadsmn  menyolenggarakan penelitian selagaimans
dimaksud  pada  ayal (2], PRumah Sakit dapat
melakzanakan pelayanan berbasis peneliliso.

Kumeh HBakit yanyg melaksanskan pelayanan  herbasis
penclitian scbagaimana dimaksud pada ayat [3) melala
inavass penelilan vang dikembangkan oleh Tenaga Medis
datifatau Tenaga Kesehalan haros diberi dukungan dan
kebebasan secara bertangpang jawab.

Fumah Sakit vang melaksanalkan fungs penelitian dapat
bekerja sama dengan institusi atau pbhak lain.

Pasal 189
Sctiap Bumah Salat memipunyai kewajiban,

a. mombcerikan  informasi yang benar  tentang
pelayansn Rumah Sakit kcpada masyarakat;

b, membenkan Pelaysnan Keschatan wang aman,
berrnulu, anludiskriminsif, dan  efcknf  dengan
mengutamakan kepentingan Pasien sesusi dengan
standar polavanan Rumab Sakit,

¢, memberikan pelayanan JGawart  [darurat kepada
Paslen sesual dengan kemampusn pelayananings;

g,  berperan kil dalamn membenokan Pelayansan
Kesehotan pada bencana sesuai dengan kemampian
el Ay HIENTIVE;

e, menvediakan  sarans. dan pelayanan bag@m
masvaraloat tidalt mamml atan misking

. melabsanakan lunpsi sosial amtara lain dengan
memberikan fasilitas pelavanan bagi Pasien tidek
mampl atau miskin, polayanan Gawat Dararat
lanpd uang muks, ambulans grars, pelayvanan bagl
korban hencana dan KLR, ata balktl sosinl bagl misi
kemanusiaan;

E- membuat . . .
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membual, melaksonakan, dan menjage  standar
muty Pelayvanan Kesehadan o Bumah Sakit scbagai
acuan dalam melayvani Pasien;

menyelengrarakan rekam medis;

menyediakan sarmna dan pPrasarans UINUM YAng
lawale, sntarm lamn sarana ihadah, tempat parkir,
CLIANE Tunegll, sarand untuk penyandang dizsabilitas,
wanita metyyielll, anak-anak, dan laojut usia;

melaksanakan sistem rmijukar;

menclak  RKelnginan Pasien  yang  berlentangan
dengan siandar profest dan elka serla kelenludn
poraturan perundang-undangan;

memberikan informasi vang henar, jelas, dan jujur
mengonal halk dan kewajiban Pasien,

menghermatl dan melindungi hak-halke Pasien;

medalosanakan ctika Bumah Sakit;

memiliki  sistem ponccpahan kceclakaan dan
penangilatgan bencans;

melaksanakan pragram  pernerinlah Al bidang
Keschatan, baik secara reginnal maizmin nasional;

membuat dafrar Tenaga Medis vang melakukan
prakiik kedaliteran atau kedokteran gigi dan Tenagsa
Keschalan lainnva;

menyusun dan melaksanakan peratiiran internal
Fumah Sakit;

melindunpl dan membenkan bantuan hukom bagi
semia penigas Bumab Sakil dalam melaksanakan
tupgas; dan

memberlakukan sclumal linglungan Rumah Bakit
sephagal kawasan lanpa okolk.,

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimansa dimaksud pada
ayat (1] dikenzl sanksi administratif seswai dengan
Ketennian peralurat perundanp-undangan,

Pasal 120

Futnah Sakil waph menerapkan Sislem Inlormmasi Keschalan
Bumah Sakit vang terinteprasd dengan  Sistemn Indermasi
Keschatan MNasional.

Pasal 191 ...
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Pasgul 191

Humah Salit mermpinvad haks

a,

b

(1]

(2]

tnenenitukan jumlah, jents, dan kualifikasi sumber daya
tanusia sesilal dengan Klasifikas] Fumah Sakit,

meneritiia imbalan jasa pelayanon serla menentoakan
remunerasi, inscnbf, dan penghargaon sesuai dengan
ketentuan peratlran perundanyg-undangan;

melakukan kerja  sama  dengan pihak  lain dalam
meongembanglkan pelayanan;

menerima  bantuan dari pihak lain sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-ancdangan;

mengpigat pihak yang mengakibathkan kerugian,
mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksansadoan
Pclavanan Keschatan, dan

mcmpromosikan layanan Kesehalan vang =ds di Rumah
Sakit scsual dengan kotenbuan peraturan peraondang-
undangat,

Pasa] 192

Rumak  Sakit 1idak beranpepane jawab sccara hukum
apahila Pasien danjfatau kelarganva menolak  alsn
menphentiikan pengobatan yvang  dapat herakibatr
kemarian Pasien setelah adunya penjelasan moedis yang
komprehensit.

Eiumab Balkit tidak dapal ditunou dalam melaksurnadoesn
tugas dalam menvelamatkan nyvawa manusia,

Fasal 143

Rumah Sakit beptangguang jawab secara hukom lerhadap
semua keruglan  yvang  ditimbulkan  atas  kelalalan yang
dilakukan gleh Sumber Davs Manusia Eescha:an Rumah
Salit.

(1]

Pasal 194

Penctapan besaran tanf Funah Sakit harus berdasarkan
pada pola tart nasional dan paga tarl rmaksimal

(4] Menleri...
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[2] Menterl menetapkan pala laril nasional berdasackan
komponen biava satuan pembiayaan dengarn
memperbhatikan kondisi regional.

[3) Gubcrnur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan
pala tarif nasional sebagsimana dimaksud pada avac [2)
yang berlaku untuk Rumah Bakit di oprosinsd  vang
bersangkucat.

Pa=zal 105

Penrlapatan Bumah Salal yang dikelola Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah diguinakan seluruhnya secars langsung
unfuk biaya operssional Rumaoh Sakit dan  tidak dapat
diyjadikan  scbagsl  pendapatan negara atal pendapalan
Pemerintah Daerah,

Pa=al 1G9%

Eetentuan lebah lanmjut mengenal penvelenggaraan Rumah
Sakit diatur dengan Peraniran Pemeriniah,

BAB VI
SUMBEE DAYA MANUEIA KESEHATAN

Bagian Kesar

FPenpelompokan Sumber Doga Manusia Kesehatan

Pasal 197
Sumber Daya Manusia Kesehatan terdivi atas:
a,  Tenaps Medis;
I, Tenaga Kesehatan; dan

c. tenaga pendulung atau penunjang kesehatan.

Pasal 194

{1} Tenags Modis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 197
huret a dikelompaklzan ke dalam:

a. dokter. ..
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4. dokter; dan
b,  dokter gigl.

Jenis Tenuspa Modis dokter sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a terdiri atas dokrer, dakler speaialis, dan
dakter subspesialis.

Jenis Tenaga Medis dokter gigl scbagaimsna dimalksud
pada avat (1] buruf b rerdit atas dokier gigl, dokler gig
gpresialis, dan dokler g1 subsposialis.

Pamal 1449

Tenaga Keschatan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pazal 197 huraf b dikelompokkan ke dadoaom:

7. tocnaga psikologi klinis,

Ir.  rtenags keperawalan,

c.  tenege kelddaoan,

d. tenega kofarmasian,

tcnaga koschatan masyvarakat;
Leriagd keschatan lingkunpan;

leraga 21,

= T

tenaga kelerapian lisik;

—_

tenaga keteknisian medis;

i Lenaga teknik biomedikas

k., tenaed kesehaltan tradisional; dan

. Tenaga Keseharan lain vang ditetapkan oleh Menierd,

Jenis Tenaga Keschatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga psikalogi klinis sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) huny a adalah psikolog klings,

Jenis Tenaga Kesehatan vang termasuk dalam kelompok
lendga keperseatan sebasaimana dimalesud pada ayat (1)
hurntf b terdiri artaz perswat vokasi, sers, dan ners
sprslalis,

Jenis Tepnaga kesehatan vang termasuk dalam kelompok
lenaga kebidanan sebapaimana dimaksud pada aval (1]
huruf ¢ terdivi atas bidan vokesi dan bidan profesi.

{3} Jeni=. ..
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Jenis Tenapa Kesehatan vang termasuk dalam kelompok
tenpga kelartnasian sebapairmana dimeksad pada geat (1)
huraf d terdir atas veoags vidkasi farmasi, apoteker, dan
apoteker spesialis,

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasul dalam kelompak
tenaga kesehatan masveralkat =zebagaimana dimaksuad
pada ayat (1) bhuraf c terdini atas tenaga keschatan
masyarakar, cpidonislog  keschatan,  tenags promosi
heschalan dan ilnu penlaku, pembimbing kesehaltan
kerja,  serta lenaps adminislratl dan kebijakan
kesehalan,

Jerds Tenaga Keschatan yang termissuk dalam kelompok
tenaga keschabnn lingkungan scbagaimana dimaksud
pacda. sval (1) hurd [oterdinn alas  tenaga sanitast
hngkungan dan entomolog keschatar,

Jenis Tenaga Keschatan yang termasuk dalam kelompok
Lenagd pzl sebagamans dimaksud pada ayal (1) burad g
terdiri atas nuacrisinnis dan dietiaien.

Jenis Tenaga Keaehalan yang lermasuk dalam kelompolk
tenaga  ketepapian fisik sebagaimana dimalksaud pada
ayat [1) bumif h o oterdirt atas  fisicterapis,  terapis
nlnipasinnal, terapis wicara, dan alpankhar.

Jeniz Tenaga Keseharan yang termasuk dalam Eelompok
tenaga Keteknisian medis sebagaimana dimaksiigd pada
avat [1] huaruf i terdirl atas perelam medis dan informasi
kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan
darab, optometris, eknisi gigi, penata anestesi, terapis
gtel dan mulut, serta audinlogis.

Jenis Tenaga kKeseharan yang termasuk dalam kelompok
tenaga teknik bicmedika sebagaimena dimaksud pada
aval (1] huruf j terdinl alas radograler, slekiromnedis,
tenapa teknolop laboratornim medik, fisikewan medik,
flan ortatik prostetilk.

Jenis Tenaga Kesehatan vang termasuk dalam kelompok
tenaga keschatan tradisional sebagmimana  dimaksud
pada ayat {1} huruf k tordind atas tenags kesehatan
tradisional  ramusan oatan Jamo,  lenapa Kesehatan
tradisional pengobat tradisional, dan lenaga kesehatan
tradisional nterkononental,

Pasal 200 _ . .
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Pasal 200

(1] Tenaga  pendoukuny alau penunjang keschatan
sebaparnang dirmaksud dalam Pasal 197 huruf ¢ bekena
padla Fasilitas Pelayanan Keschatan arau institust lain di
hidang keschalan,

(2] Kelentuwan lebih lanjut mengenal tenaga pendukung atau
penunjany,  keschatan  schagaimana  dimaksud  pada
aval (1] dialur denpan Peraluran Pemerinlah,

Pa=al 201

(1} lxalam memenuhi perkembangan 1lme pengetahuan dan
teknologi  di bidang  Kesehatan serta kebuwihan
Pelayanan Kesehatan, Menteri dapar menetapkan:

., jenis Tenaps Medis alaog jenis Troags Keschatan
barn dalam setiap kelomnpok schapsamearns dimaksad
dalarn Pusal E98 dan Pasal 199; dan

b.  kelompok Tenapa Moedis atan kclompok Teonaga
Eeschalan baru.

[2) Penetapan scbagaimana dunaksud pada ayat {1} harus
lerlebily dahulu dilakukan kajian bersama dengan Konsil
dan Eolegiumn dengan memperlimbangksn kebulohan
Pelayvanan Kesehalan di masyvarakal dan pemenuhan
kompelens Tenagsa Medis alaa Tensga Kesehatan,

Bapian Kedua

Perencanaan

Panal 2002

Pemenntahh Pusal dan Pemenntsh Daecrsh berkewsjiban
memenihi kebunahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
terlait  gumlah, jenis, kampetensi, dan  distribasi secara
merata untuk menjpmin keherlangsungan  pembangunan
Koschatan.

Pasal 203 _ .
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Pasal 203

Mernlen  menctapkan  kebijakan dan menyusun
percncanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan calam
memenuhi  kebutuhan  Tepnaga Medis  dan Tensga
Kesehatan secara nasional,

Menlen dalam mmenyusun porencanaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah
Laerah labupaten/kola, Pemerintah Dacrah  provinsi,
dan pihak lerkaal dengan beordasarkoan  ketorsediaan
Tenaga Medis dan Tenags Keseharan serta kebunahan
penyolenpparaan pembangunan dan Upava Kesehatan,

Parencanaan Tenaga Medis dan  Tenapgs Reschalan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan lerhadap
Tetaga Mediz dan Tenaga Eeschatan yvang melaksanakan
pekergaan keprolesian sesuol deongsn kompetensi dan
kewenunguannya yang boleerin pada Fasilitas Pelavanan
Ecschatan atau wunit kerja  milik Pemerintah  Pusarc,
Pemerintah 1daerah, atau masvarakal.

Porencansan  Tenaps  Medis dan Tenaga  Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada avatr {1} dilakukan dengan
memperhatikan kerja SATTLE dan SInergisme
antarpemangkll  kKepenlinepan  dengan memafzatkan
teknedogl  mbormast dan komunikasi vang terintcgrasi
dengan Sistemn Informas Keschatan MNasional.

Prsal 204

Pemerintah Pusat dan Poinernintahh Daerah dalam mernyuasun
perenecanasn locnagas  Yedis dan Tenagas kesehatan  harnas

memprrhatikan:

A, Jenis, kuablkasz, jumlab, pengadaan, dan distribust
Ternaed Medis dan Tenaes Keschatan;

b. pconyclenggaraan Upaya Kesehatan,

c.  Ketersedisan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

d. keusnpsn nepsta dtau dacrah;

e. kondisi demografis, gengrafis, dan sasial budeye; dan

viprdogi fjenis penvakil  dn dasrabh alaul kebutuhan
masyraralkat.

Pazal 205 . ..
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Pasal 205

Kebijakan perencenaan Tenaga Medis dan Tonaga Keschatan
vang ditetapkan olch Menten sceara nasional sebagairians
dimaksud dalam Pasal 203 aval [1) menjad pedoman bagi
gelinp  instlust pengpuana Tenaga  Medis  dan Tenaga
Kesehatan, beik Pemermtah TMasnt, Pemennleh  Daerah,
maupun masyarakal dalam pemenuhan dan pengelolasn
Tenaps Medis dan Tenaps kesehalan.

Pusal 200

Ketentuan lebih lanjut menpgenal perencansan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehalan diatur dengan Peratuean Pemerintah.

Bagian Keliza
Penpgadaan Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan

Prsgal 207

(1] Pengmadasn  Tenaea DMedis den Tenaga  Keschatan
dilakssnakan  sesuni dengan porencangsr dan
pendavegunasn Tenapa Medis dan Tenapa Kesehatan,

{2y Pengadaan  Tenaga  Mediz dan  Tenaga Kesehatan
dilalkukan melalui pendidikan tinpgel dengan
mermperhatikan:

o. ketersedisan dan persebaran insticusi pendidikan
darn/ataul program studl pendidikan Tenaga bMedis
dan Tenaga Kesehatan pada sctiap wilayab;

. keseimbangan antara kecbutuhan penyelenggaraan
Upava Keschutan danfatan dinamika kesempatan
keria di dalam dan b Tuar neger,

., keseimbangan antara kemampuan produks Tenaga

Medis dan Tonaga Kesehalan dan sumber days, yang
tersedia;

d.  perkembangan ilmu pengetahuan dan telknologi; dan
c.  proritas pembangunan dan Pelayanan Kesehatan.

(3) Pendidiken tinggi sebegaimana dimaksud pada avat (2)
diselenggarakan alch  Pemerintah  Pusat dan/atau
tnasvarakat =sesual dengan  Ketentuan  peratdran
perundang-undangan.

Pasal 205 ., .
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Pasal 208

Pembinazan pendidikan tinggl dalam pengadaan Tensga
Medis dan Tenaps keschatan sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 207 ayat (2] dilakulan oleh menteri vang
menyelenggatrakan  urusan  pemennlahan di bidang
prodidikan berkoordinast dengan Menteri.

kaoordinas: sebapaimana dimaksoad pada ayal (L) paling
scdikit mencakup:

. penylsaunan  slandar nasional pendidikan terkaic
Tenags Mcodis dan Tenaga Kesehatan;

b, pemenuhsan kebuluhsan Tenaga Medis dan Tonaga
Ke=zehatan: dan

. sumber daya manusia pendidik ‘Tenaga Mediz dan
Tenaga Kesehatarn.

Peryusunan standar nasional pendidikan sebagaimans
dimaksud pada avatl [2) horof 2 melibatkan Kolegium
setiap diziplin ilmu Kesehatan.

Slandar naswmal pendidikan  scbagaimana dimoaksud
pada avar (3] ditetapkan  oleh menteri vang
menyelenpparakan  urusan  pemerintahan di hidang
pendidikan.

Pasal 20%

Pendidikan profcs1 bidang kesehatan sebagal bagian darl
pendidilan tinggl diselenggarakan oleh pergarlan Ciigsi
d=smn bekerja sama dengan Fasiitas Pelayvanan Keschatan,
kementerian VAT menyelenggaralkan LIFLISE
pemenniahan di bidang pendidikan, dan kementenan
vang menvelengearalan urlsan pemerintahan 4i bidang
keschatan dengan melibatkan peran Kolegium sesoul
gengan Ketennlan peratiran perindang-undangan.

Sclain disclenggarakan oich PETELILIAL tingsl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan preolosl
dang Kesehatan unoak  program  spesialis dan
subsposlalis juga doapal disclengparakan oleh Eumab
Sakit pendidikan sebagai penvelenggara utama dan
bekeria satna dengan pergiimian tinggi, kementerian yang
menyvelengearakan  urusan  pernerintahan i Lidang
pendidikan, dan kemcnierian vang menyelenggarakan
arugan  pemerintahan di hidang  kesehatan  dengan
mclibatkan peran Koelegium.

Pazal 21601 . ..
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Pasal 214

Tenmaga Moedis harus memilikn koahbkas pendidikan
pahng rendah pendidikan profesi.

Tenued Keschalan mermaliki kaalihkasi petndidilcan paling
rendah diploma lips.

Pazal 211

Mahasiswa yang menyelesaikan  pendidikan  program
sarjana Tenaga Medis mendapatkan ijazab sesuai dengan
kelentuan peraluran perundang-undangan,

Mahasiswa wvang tclah  menyclesaikan peondidiksn
selwmgaimana dimaksud pada avat (1] hanya dapat
melakikan praktik setelah lahis pendidikan profesi dan
diben sertifikat profos.

Pasal 212

IMahasiswa vang menyelesaikan pendidikan Tenage
Keschatan  program  dipluma, program sarjdng,  ddn
program  sarjana terapan mendapatkan  jazah sosusd
Jenpen ketentuan peraturan perandang-undangai.

hMahasiswa vang telah menyelesailkan pendidiken Tenaga
Ecschatan program sarjana sehagaimana ditmaksud pada
ayat {1) hanya dapat mclakukan prakuk profest selelab
menvelesaikan pendidikan profesi dan diben seriilikat
prolesi,

Pazal 213

Dalam rangka menilal pencapaiat standar kompetensi
Tenaga Medis atau Tenaga Keschalan, mahasisws pada
pragram volasi dan program profesi, balk Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan harus menglkutl upn kompelens:
SUCHTR TIES5ITIE]

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizclenpoarakan oleh penyelenggara pendidikan bokerja
sama dengan Kolegium,

[3) Mahasiswa . ..
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{3) Mahasiswa wang menvelesaikan pendidikun program
vokasl sebagalmana dimakszud pada avar (1} vang halus
w1l kompetens: pada akhor masa pondidikan mempercleh
sertilikat kompetensi,

{4} Mahasiswa yang menvelesaikan pendidikan  program
profesi sebapaimana dimabsad pada ayal (L) yvang lulus
1ujl kemperensi pada akhir masa pendidikan memperoleh
scriifikat profesi dan sertifikat kompetensi.

Paxal 214

Lulusan program vokasi atau profesi diberi gelar oleh
peregurusn Ungg sctelash menyelesakan pendidikan.

Pasal 215

Lulusan  wjl komperensi  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasnl 213 ayat (3 dan ayal [ wagik diangkal sumpszh
profesinva oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan etika
profes.

Pamal 216

(1) Tenaga Mediz yvang telnh mengangkart sumpah profesi
sebaparnans dimaksud dalam Pasal 215 wajilb mengikoti
ogtam  internsip vang metrdpakan  penempatan wagib
semmentara pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingkat
poertama dan iingkat lanjut.

2] Program mtemesip schapmmana dimaksud pada avat (L)
bariLljuan unluk  pernsnlapar, pemabnran,  dan
pemandirian.

(3] Program internsip sehagaimana dimaksud pada avar (1)
dizelenggarakary secara nasional olehh Menton
berkoordinas: dengan menter vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pihak
torkait,

Pasal 217

(L] Tenagsn Medis yang telah  menyelesaiksn program
inlernsip dapal melanjukan pendidikan ke program
spesialis.

{2} Tenaga ...
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Tenaga Medis wang  tglah  menyelesaikan proeram
speslalis sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dapat
tnelanjulkan pendulikan ke program subspesialis.

Peserla  diklik  pada  progrsm spesialis/subsprslalis
sebagaimana  dimaksud pada ayal (1] dan ayat [2)
didayagunakan aleh Fasilitns Pelavanan Kesehatan dalam
pemberian Pelayanan Keschatan scbogal bagian proses
pendidikan,

Pasal 218

Tenaga Kesehalan dapal melanjutkan pendidiksn ko
pragram spesialis.

Peserta  didik pada  program spesialis sebagsameana
dimak=zud pade ayat (1] didayapinakan oleh Fasiliias
Pelayanan Kesehatan dealam pemberian Pelevenan
Keschatan scbagal baglan proses pendidikan.

Pasnual 219

Peserla didik yang membenkan Pelayansn Keschaton
sebagaimana dimaksud Jalam Pasal 217 aval {3) dan
Pasal 218 ayat (2] berhak:

a. momperolch bantuan bukum dalam hal terjaglinva
venskela  mecik sclama mengikutl | proscs
pendidilkan:

b, memmpetaleh wakiol istirabat;
e, mendapatkan  jaminan keschatan sesoal deongan
ketentilan peraturan perundang-atdangan,

d,  mendapat pelindunpan dar kekerasan fisik, mencal,
dan perandungan; dan

e. mendapat imbalan jasa pelavanan dar Fasilitas
Pelayvaran  Resebalan sesual dengan Pelayanan
Kezehatan vang dilakukan.

Peserta didik vang membenkan Pelayvansan hesechalan

stbhagaimanya dimakysud dalam Pasal 217 aval (3 dan

Pasal 2718 avar {2} berkewsjihan:

g, menjaga keselamartan Pasien;

b,  menghormall, melindungl, dan  memenuhi hak
Pazien:

C.  MCTIJHEZH . . .
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£, menjaga elika profcsl dan disiplin praktik Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan; dan

t,  merjapa clka Fasilitazs Pelavanan Kesehatan dan
mengikung wala lertilb vang berlaku di penvelenggara
pendidikan seita Fasihtas Pelayanan Kesehatlan,

Paxal 220

{11 Dalam rangka menilal pencapaian standar Kompetens
Tenuga Medis atau Tenaga Kesehatan
spesialis/aubspesialis, peserla didik  pada program
spcoelaliz/ subspesializ,  Baik  Tepaga  Medis maupun
Tenags Heschalan, harus mengikouti uji kamperensi
berstandar nasional,

{2} Standar kompelens sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dizsusun aleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menleri.

(3 Ul kKompelensl sebapaimnsma dimaksod pada ayat (1)
diselengrarakan oleh penvelenegpars pendidikan belerja
sama dengan Kolegnim.

{4) Teserta didik yvang menyelesailtan pendidiban program
spesialis/ subspesialis scbaganmona dimaksud  pada
avat (1] vang Tuhis il kompelensi pads akhir measa
pendidikan  memperolch sertitikat  kompetensi dan
sertilikal proles,

{3} =ertiikal  koempelenst  schagaimana  dimaksud  pada
avat [41] diterbitlkan aleh Kolegiiim.

{f Bertifilar profes] sebagaimans dimaksad pada ayat {4
diterbitkan oleh penvelenggara pendidikan,

Pasgal 221

Lulusan  program spesialis/subspesialis diberl welar
spesialisf subspesialis oleh penyelecnggara pendidikan sctclah
menyelesaikan pendidilan,

Pasal 2272

[T} Bumber dava manusia dalam pendidilan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan terdin atas:

a, pernudicdik dan  lensps kependidikan vang bukan
merapakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesahatan;

b.  Tenaga . ..
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b, Tenags Medis dan Tenapga Kesehatan;
¢ penelit dan/atau perekayass; dan
d. tenags lain sesuai dengan kebuanihan.

Tenaga Medis dan Tensaga Reschatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurof b merupakan tenege
pendidik etau bukan merapakan tenaga pendidik vang
dapat melakukan pendidikan, penelitian, pergabdian
kepada masvarakal, danfatau Pelayanan Keschatan,

Sumbcr daya manusia sehagaimane dimaksie pada
ayat (1] mendapatkan kesetaraon pengakuan  atas
pekerfaannya dalam proses pendidilan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dalam pengembangan karermoa,

Sumber dayan manusla scbagammana dimaksued pada
ayat (1) dapat ditugaskan unoak melaksanakan
pekerjaannya secara lleksibel  anlarpenyclengpara
pendidikan lingpl dan Fasihtas Pelayanan Keschatan,

HSumber deya manusia vang mendapatkan pemigasan
sehagaimana dimaksud  pada avatl (4 mendapatkan
pengakusn  alas  pekeraannys  dalam pengembangan
Lsmornya,

Pramal 223

Penvelenggara pendidikan tinggl dan Fasilitas Pelavanan
Kesehatan yang melaksanakan pendidikan Tenaga Medis
tgan Tenspa  Keschalan menvediakan  sarand dan
Prasarand sesusl dengosn standar nasional pendidikan
dan standar Pelayvanan Keschatan.

Barnpna dan prasarana sebagadmana  dimaksud pada
avat (1] digunakan secara Dersarma dan/alal berpantian,

Paszal 224

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah membenkan
dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan Tenaga
Medis dan Tenaga kesehatan yvang melipuri sumber dava
manusio, sarana dan prasarana, bantuan pendanaan
pendidikan, penelitian, dan dukungan lainnya.

(2] Banuan ., ..
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{2) Bantuan pendansan pendidikan sebapaimana dimaksad
psda  =mwvat (1) dibenkan =esnai dengan  kehijakan
perencandsn  Tenaga  Medis dan Tenaga  Keschatan
gehagamana dimaksid dalam Pasal 205,

{3} Tenmaga Medis dan Tensps Reschatan yang mencnma
bantuan pendanean pendidikan sebagaimana dirnaksad
pada ayat (1] wajib melaksanakan masa pengabdian pada
Fasililas Peluyanan Keschatan vang ditunjuk  setelah
menyelesaikan pendidikan.

{4) Tenaga Mediz dan Tenwapa Heschulan yang menerima
bantuan pendanaan  pendidikan  tidak mnelaksanakan
masa pengabdian sebagnimana dimeksud pada avar (1)
dikenal sanks: administratif berupa pencabutan 3TH.

Pasal 225

Tenaga  Medils  dan Tenags Keschatan  meningkatkan
kompetens]  secars berkelanjulan untuk mengembangkan
keprofesiannya.

Pamal 226

Kewentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Medis
dun  Tcnaga EKeschatan schoagoimana dimaksud  dalam
Pasal 207 sampad dengan Pasal 225 diatur dengan Peraturan
Petnerintah,

Bagian Keemmpat

Fendayragiinaan Tenags Meadis dam Tenaga Kesehalan

Paragraf 1

mum

Pasal 227
[1) IPendayagunaan Tonaga Mcedis dan Tenags Keschatan
dilaksanakan sesual dengan perencanssn dalam rangka
pememthan  Tenaga Medis dan  Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 2073,

{2} Pendayagunaan ...
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Pendayvagunaan Tenaga Medis dan Teosga Keschatan
thlakitkan oleh Pemerintah Posat, Pemerintah Daerah,
dan/aau magvarnkal zcsual dengan tugas dan fungsi
masing-masing  berdasarksn ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan
sebapaimana dimaksud pada avat (1) dilakuken dengan
mempetrhialikan aspek pomerataan,  pemandaatan,
damn fatzn poengembangan.

Pasaal 238

Pemerintah Daerah kabupalen/kola wajib  meomenuali
kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan untuk
Felayanan heschatan primer di Puskesmas dan Fasilitas
Pelavanan kesechalan tingkat pertama  lainnya  milik
Pemerintahh Daerah berdasarkan kelenluan  peraturan
perundang undangan.

Pemerintah  Pusat dapat  memberikan insendl  arau
disinseniil kepada Pemerintah Dacrah kabupaten/kota
dalam pemenuban kebuiuhan Tenaps Medis duan Tenaga
Ecschatan scbhagaimana dimaksud pada avat [1).

I*fa=sal 229

Pemerintah Daerah Gertangguing  jawab  melakukan
pemmenuhan Tenaga Medis dan Tohaga Kesehatan unfak
Felayanan Keschatan lanjutan pada Fasilitas Pelavanan
Kesehatan miliknya sesual dengan kelentuan peraluran
perundang undangan.

Pemerintah Pusat dapat memhberilzan  insentil  atall
disinsenl] kepads Pemerintaly Dacrah dalam pemerahan
ketnituhan  Tenaga  Medis  dan Tenaga Keschatan
scbhagaimana dimaksued pada avart {1).

Pazal 230

Ketenluan lebih laojut mengenal inscntif atsu  disinscntif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229 Jdianae
denpan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 . ..
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Paragral 2

Pendayapinaan Tenaga Medisg
dan Tenaga kesehartan i Dalaan Nepget

Pasal 231

Dalamn rangka perneralaan Pelayvanan Keschatan dan
pemenubhan kebutuihan Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat, Pomenntalh Pusat dan Pomerintah Daersh
bertangenite  jawab  melakukan penempatan Tenaga
Medis dan Tenaga Keseharan setelah melalii proses
zoloksl.

Penempatan Tenaga Medis dan lenaga Kesehatan aoleh
Pemerinlah Pusal atau Pommerintah Dacrah scbhagaimana
dimaksud pady ayal (1] dilaksanakan dengan cara;

. pengangkalan sebagsl aparalur sipl negara;
b, penugasan khusos; atau

€. pengangkdlan pegawal dengan eara lwn scsum
dengan Keleninan peraluran perundang-undanpan,

Selain penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan
dengan care sehagaimana dimaksud pada avar (2],
Pemerintah Pusat dapat menempatkan Tenoga Medis dan
Tenapa Kesehalan melalui penganplkatan sebapa snggola
Tentara MNasional Incdonesia ataun Kepolisian  Negara
KEepublik Tndonesia.

Penganglkatan schagal aparatur sipil ncpara scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a sertan penempatan
melahll pengangkatan sebapal anggota Tentara Nasional
Indenesia atau Kepolisian MNegara Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud pada ayvat (3] dilaksanakan
sesiual  dengan kelenluan peraluran perundane-
Ui arsar.

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalo]
penugasan khusus scbagaimans dimaksud pada ayal [2)
huruf b dilakukan scsua dengan pereticatiaan nasional
dlan dilakukan dleh Menteri atau gubernur/bupatifwali
kota dongan meomnperhatikan kebutuhan Pelayanan
Keschatan, kelersedizan  Tenaga  Medis dan Tenaga
Kesehatan, serta  memperhatikan  dscrah  lerunggal,
perbatasan, dar kepulavan,

o] kKetentuan . ..



SK No LET100 A

(€3]

FRESIDEN
REPLBALIK INDONESLA

1043

Ketentuan lebilh lanjul mengenai penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hural b diatuar
dengsn Peraluran Pemmerintah.

Pa=zal 232

Penempatan scbagaimana dimabksud dalam Pasal 231 dibuab
derpan Upaya retensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(1)

(<]

(1]

{24

[

Pazal 233

Dalam rangka pemerataan pelayanan medik spesialis,
Pemerintah  [usat, Rumah Sakit pendidikan, dan
penvelengeara pendidikan dapat mendayaglinakan
poacrta didik program pendidikan dokler
spesialis/ suhspesialis st dokrer EIgi
spesldlisf subspesialis.

Ketlentiaan lebih lanjut menpensl pendayaguanann paserta
didik program pencidikan dokter spesialisy/subspesialis
atan  dakter gigi  sposlalisfsubapesialis  sebagaimana
dimaksud pada avat (1] diatur dengan  Peralurdn
Pemerintah.

Puasal 234

Dalum rangka pemerataan Tocnaga Medis dan Tenaga
Keschatan  sesuwal denpan kebutuhan Pelayaonan
Keseharan, Pemerintah DPusal danfatay Pemermtah
Dacrah dapar memanfeatkan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan lulusan dari penyelenggara pondidikan yvang
diselenggarakan olch Pomneriniah Pusat atall masyarakal
untuk mengikud seleksi penempatan.

Tenaga Medis dan Tenags Keschacan yang telah lulhus
seleksi scbagaimuna dimalksud pada ayat (1) dilempatkan
pada Fasilitas Polavanan Keschalan milik Pemerintah
Pusal dan/atan Pemerintah Dacrah uniuk jangha waktu
tErtenty.

Pimpinan Fasilitas Pelavanan Keschaltan sebagaimana
dimeksud pada ayar [2) alau kepala daersh yang
membawshi  Fasilitas  Polaysnan  Kesehatan  terscbul
harus monperhatiban pemenuhan kebulubhan insentif,
jarminan keamanan, scria keselamatan kerja Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4] Keremtuan ...
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kelentuan lebih lanjur mengenai pencmpatan Teneoga
Modis dan Tenaps RKeschatan sebagaimana dimalksod
pada ayat (1) sampal denpan ayat {3) diatur dengan
Peraluran Pomernintah,

Pa=sal 235

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehulun yang diangkat oleh
Petnerinlah  Pusat atau Pemerinlah  Dacrah  dapat
dipindahtugaskan anlarprovinzi, antarkabupaten, atau
antarkota kerena alasan kebutuhan Fasilitas Pelayanan
Keschatan danjartay promosi sesusl dengan ketentian
petaturan perundang-undangan,

Tenaga Medis dan Tenaga Keschulan wvang bertugas di
daerah lertingpal, perbatasan, dan kepulansn  sorts
daerah bermasalah Keschatan atau doersh tidak dimirati
memperolch tunjangan atau insentil khusus, jaminan
keamanan, dukungan sarana  prasarana dan Alat
Kesehatan, kenulken pangkat  luer  hiasa, dan
pelindungan dalam  pelaksansan tugas sesual dengan
ketenluan peraturan perindang-undangsn.

Dalarn hel tegadi kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, Pemerinlsh Pusat atau Pemerintah Daerah
larus menvediakan Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan
pengeant  untuk  menjamin  keberlanjutsn Pelavanan
kesehalan pada Fasilitas Pelayansn  Keschatan yang
bersargkulan.

Ketenivan  leblh lanjut  mengenal  pemindahtugnsan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagainsna
dimaksud pada aval [Ll), Tenaga Medis dan Tenags
Kesehatan  yang  berfugas  di daersh  tordnggal,
perbatasat, dan kepulauan scrta daerab bermasalah
Keschatan  atau daerah tidals diminatl zebapaimana
dimaksud pada awvat (2], dan penyedisan Teonaga Medis
dati Tenaga Weschalan ponggant sebagaimana dimalosud
pada ayat (3] diator dengan Peraiuran Pemerintah.

Pazal 230

Dalamm  kondisi tertentu Pemerintah Pusal berwenang
tnengalur  pencmpatan lenagn Medis  dan Tenoga
Kesehatan lulusan penvelenggara pendidikan.

(2] Krtontman ...
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Ketenituan lebil lanjul meongenal pengaturan petlempstan
Tenaps Mediz dan Tenaga Kesehatan seboedimana
dimaksud pada ayat {1} diatur dengan  Peraturan
Pernerinital.

Pasal 237

Pemetinlah Pusat dan/atau Pemerintgh Daerah dapat
tnenetapkan pola lkatan dinas bagi calon Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan untuk memenuhi kepentingan
pembangunan Keseharan.

Jelain  pola.  fkstan  dinas  vang diselenggarakan
Femenntah  Pusat  danfatau Pemernntah  Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), badan usaha atauo
tnasyAarakatl dapal menctapkan pola ikatan dinas dalam
ratigks memenuhi kepentingan Pelayanan Kesehalan,

Pelaksanaan pola ikalan dinas olch badan usaha arau
masyarakal sebapsaimana dimaksod pada avat [2) diitkuri
dengan penempalan calon Tenagn Medis dan Tenaga
Kesehatan pada dacrah terpencil, ertinggal, perbatasan,
dan kepulauan scris daerah hermasalah Kesehatan atau
daerah tidak diminati dalam mendoakung pemeoerataan
Tenaga Medis dan Tenaps Keschalsn.

Ectenluan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bag
calon Tenaga Medis dan Tenags Kesehalan sebapaimsana
dimaksud pada avat {1} samnpai dengan avat (3) diator
fdengan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 3

Pendavagimaan Tenags Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan Kejadian
Luar Biasy, Wabah, dan Dariret Bencana

SK No i87L02 A

(L]

Pounal 238

Pemermtah Pusat membentuak fenaga cadangan
Keschatan untuk meningkatlan kapasias Sumber Dava
Manusia  Kesehatan  ¢an  mendukung kelshanan
Kezehatan,

(2] Tenaga ...
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Tenapga cadanpgan Kesehatan sebagaimans dimaksud
pada  ayat {1 lerdin  atas Tonags  Medis, Tenaga
Kesehalan, dan non-Tenaga Kesehatan vang dipersiaplkan
untuk dimabilisasi pada penangsulangan KLB, Wabah,
dan darural bencana.

Tenags  cadangan  kesehatan  berupa  non-Tenags
Kesehatan sebagaimana dimeaksud pada avat (2] berasal
dari non-Tenaga Kesehetan yvang lelah mendapatkan
polatihan terkait dengan penanggulangan KLB, Wabah,
dan darural bencana,

Tetapa cadangan  Keschatan scbagaimana  dimalksud
pada ayat (2] dilakukan pengelolaan melalui:

a. pendaftaran dan kredensial dengan memanfaatlzan
teknolagl informasi yang erinleprasi dengan Sistem
Inlormast Keschatan Masional;

b, pembinaan dan  peningkatan  kapasitas  lenaga
cadangsn Keschalan; dan

¢, pelaksansan mobilisasi

Pazal 239

Eetenluan lebih lanjut mengenal pendavagunaan  tenaga
cadangan Resehalan unluk penanggulangan KLB, Wahah, dan
darurat bencana sebegnimana dimaksud dalam Pasal 238
dialur dengan Peraturan Pemerintah.

Parapraf 4

FPernidayazunaan Tenaps Medis dan Tenaga Kesehatan

{1}

(2}

Watga Negara Idonesia ke Luar Negen

Pasal 240

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenmags Keschatan
warga negara indonesia Ke luar negeri dapatl dilakukan
dengan  mempertimbangkan  keseimbangan antars
kelnituhan  Tenapa Medis dan Tonaga Keschatan di
Indnnesia serta peluang kerja bopl Tenaga Medis dan
Tenags Heschatan wargn nopgara lndonesia di luar negeri.

Eclenluan lelnh lanjut meongenai pendayvagunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia ke
baar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . ..
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[aragraf 5

Pendayapunaan Tenags Medis dan Tenaga Kesehalan
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

{1}

]

(3

(4]

(7]

(&)

Paszal 241

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehnatan wRrga nepars
Indomesia hlusan luar nepern yang akan melaksanakan
praktik di  lndonesis  harus mengikuti  evaluesi
kompetonsi

Evaluasi kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] dilakukan oaleh Menteri denean melibalkan
menlen yvang menvelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang pendidilan, Konsil, dan Kolegium.

Evaluazi kompetensi  sebapaimans  dimaksud  pada
Ayat [1) mehputi:

A, penilaian kelengkapan administeartif; dan
lr,  penilalan kemampuan praktilk.

Penilmian kemampuan praktik sebagaimana dimealesud
tads zyal [3) buruf b dilakukan  setelah  penilaian
kelenghapan administrat] scbagaimana dimaksud pada
avat {3 kot a,

Dralatm tatigka penilalan kemampuan praktik
sebagaimana dimaksud pada aval (2) hurud b dilakukan
ujl kompetensl.
Hasll up kompetensi  sebagaimana  dimaksid  pada
avat {3} herupa;

A, Koanpeten; atall
I, helum kompeten,

dalam hal hasil wji kompelensi dinpatskoan kompeten
scbagaimana dimaksud pada ayat (&) humt a, Tenaga
Medis dan Tenaps Keschatan warga nepgara Indoncsia
luhigan luar neger metngikull adaplasi pada Fasiliias
Prlavanan Kesehatan.

Dalam hal hasil uji kompetensi dinrataksn belum
kompeten schagannana dimaksud pada ayat [65) hunaf 1o,
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalun warga negara
Indanesia ilasan Tuar  negeri haras mengikuld
penambshan kempetensi

Pazal 242 _ .
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Pasal 242

Tcnaga Medis dan Tenaga Kesehatan wargs negara lndonesia
lulusan luar negeri yang akan mengikbul adaptasi pada
Fasilitas Pelayvanan Keschatan hamis memiliki 3TR dan SIP,

Pamal 243

KEctcntuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 241
dikccualikan bagl Tenaga Medis dan Tenaea Keschatan warga
negara Indonesia luhisan luar negeri vang:

a. merupakan hilusan dari penyelenpgara pendidilkan di
luar negeri vang sudah direkegnisi dan wlah praktik
paling scdikit 2 (dua) tabun di luar negerd; alau

b, merapakan ahli daelam bidang ungeulan ertenlu dalam
[elayanan Kesehatan vang dibubktikan denpan scrtifilkasi
kompetensi.

I'azal 244

Tenaga Modis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indoncsia
lulusan luar negeri vang felah  menvelesaikan  evaluasi
kempetenst dan akan melaksanalan praktik di Indonesia
haris memibki STR dan 3SIP =esual dengan ketentuan
sebagsimana dimaksod dalam Undang-Undang ini.

Pamal 245

Kctentuan lebih lanjur mengenai pendayagunaan Tensga
Mcdis dan Tenaga Kesehatan warga negara [ndonesia hilusan
luar negen diatur dengan Peraturan Pemerintalb.

Paragraf &

Pendayagunaan Tenags Medis dan Tenaga Keschatan

Warpa Nepars Asing Lulussm Dalam Megen

Paxal 246

{1} Tenaga Medis dan Tenaga koschatan warga ncgara
asing hidusan dalam negen yang melaksanalen praknk
i Imdatiesia huaras;

a. memibka - ..
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a.  memilikt STR: dan
b, memiliki S0P,

sesial dengan  keteriuan  peraturan perundang-
undangan.

{2) Tonaga Medis dan Tenaga Kesehatan warpa nogara
asing lulusan dalam negeri schagaimane dimakaud pada
ayart  [l] hahva dapal melakuksn  praknk  atas
permintaan dari Fasilitas  Pelavanan  Keschatan
pengeuna dengoan batasan waktu terfentay,

Pusal 247

Eelenluan lebih lanjut mengenai pendayaginaan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan wargs negara azing hihilsan
dalam negeri diatur dengan Peraluran Pemerintal,

Paragrul 7

Fendavagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
Warga Negara Asing Lulusan Lusr Neger

Pa=zal 248

(1} Tenaga Media dan Tenaga Kesehalun wargs negara asing
lulussn luar negeri yang depat melaksanakan praktik ol
Indonesia hanya berlaleu untuk Tenags Mcediz spesialis
dan  subspesjalis  serta Tenaga  HKeschalan  Lingkst
kompetensi tertentu setelah mengiluti evaluasi
kompetensi,

{2} Ewaluasi kompotensl  scbagaimana  dimelksud  pada
aval (1] dilakukan wolch Mentenn dengsn melibatlkan
menter] vang menyelengparakan urusan pemenntahan di
bidang pendidikan, Kansil, dan Koleghim,

(3} Ewvalumsi kompetensi  sebagaimana  dimelksud  pada
aval [1) melipuli;

a. pemlaian kelengk.ﬁpan adimristratl; dan
b, penilaian kemampuan prakiik,

{4} Penilaian kemampuan praktilk sebagaimana dimalksid
pada avat (3] hurul b diskuksan sctelah  penilaan
Kelengkapan administratl sebagaimana dimsaksad pada
ayat [3) huraf a.

{7} Penilaian . ..

SK No IR7I06 &
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(9] Pemlalan kemampuat praklile scbagaimana  dimalksad
pada ayat (3F hund b meliputi penyetaraan Kompetensi
fan i kempetensi.

6 Penyctaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ajat [H) hertujuan tnuuk meomastikan kesesuaian dengan
slandar kompetensi Tenaga Medis dan Tenags Keschatan
di Indoncsia.

{7} Hazsil uji kompelensi schogaimana  dimaksud  pada
aral (2] brrupa:

1. Lkompeten; atau
k. behim kompeten.

{8} Dalam hal hasil 1wji kempelensi dinyvatakan kompetsn
schbagaimana dimaksud pads avat (7] hural a, Tenaga
bMedis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan
ringkal komnpetensi tertentu warga negara asing lulusan
luar negen harus mengiluti adaptasi pada Fasililas
Pclayanan Kesehatan.

{4 Dalarn hal hasil uji kompetensi dinvatakan  belumn
kompeten sebagaimanae dimaksiod pada ayvar (7] huruf b,
Tenaga Medis aspesialis dun subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkal kompelensi tertentu warga negars
asing lulusan luar negeri haris kembali ke negara
asslnyva scsual dengan ketentuan peratiran perundsng-
undangan.

Paszal 249

Tenaga Medis apesialis dan  subspesialis scrta Tenaga
Kesehatan tingkat kompelensi tertentu warga negara asing
hihisan luar negert vang mengikuti adaptesi pada Fasilitas
Pelayanan Keschatan harus memiliki STR dan S1P.

Pasal 250

Kctentuan  sebagaimane dimaksiw]l  dalam Pasal 248
dikccualikan bagi Tenaga Wedis spesislis dan subspesialis
scrta Tenaga Kesehatan tingltat kKompelensl tertenlu wargs
niegara asing lulusan hiar negerl yang, merupsakan:

a.  hilusan ...
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lulusan dari penvelenggara pendidikan di luar negeri
vang sudah direkoghis dan telah praktik sebagai Tenaes
Medis gpesialis dan subspesialis serla Tenaga Keschatan
tingleat kampetensi terlentu paling singkat 5 {lima) ahun
di uar negen yang haras dibuktikan dengan surat
kctcrangan atau dokuinen lain yang diterbitkan oleh
lembapgs vang berwenang ol negara yang bersanglkutan;
Atan

ahll dalem suatu bidang uwngpulan tertentu  dalam
Pelayanan Kesechatan yang dibukfikan dengsn serthkasi
kompetensi dan 1elahi praktik paling singkat 5 {lima}
tabun <1 luar negen.

Pasal 251

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
kKesehatan tinglat kompelensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri dapac melalulian praklik pada
Fasilitas Pelayanan Kesehalun di Indoncsia dengan
Eelentliean:

a.  terdapal  perminlaan  dar Fasilitas Pelavanan
Kcschatan pengguna Tenaga Medis spesialis dan
subspesialis  serln Tenopa Kesehatan  tinglat
kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar
negert sesUdl dengan kebutohan

k. untuk alih teknologl dan llmu pengeltahuan; dan

. untuk jangka waktu paling lama 2 [dua) lshun dan
dapal diperpanjang 1 [satu] kall dan bhanva untuk
2 [dua) tabun berikutnya.

Permintaan dari Fasihlas Pelayanan Kesehatan penggmana
scbagaimana dimeksud pada aval (1] hural s harus
menpgutamakan pengpunasan Tenaga Medis dan Tocnaga
Kesehalan warga negara  [ndoncsia dan mememaiahi
standar kompetensi.

Kelenluan jangka waktu scbhagaimana dimaksud pade
avat (1} humif ¢ dikecualikan uniuk pendayagunsan
Tetaea Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentlul wargs nesdrs
asiong ihusan luar negen di kawasan ekonomi klwisus.

Pasul 252, ..
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Paxal 2573

{1} Tcnaga Medis spesialis dan subspesialis scria Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lalusan hiar negeri yang tclah menyelesailoan
proses evaluasi Kompetensi dan akan melakukan praletilk
di Indanesia wajily merniliki 3TR dan SIT

{2} HBTR dan SIP bagi Tenaga Medis spesialis dan subspe s1a11s
serfa Tetiaga  Kesehatan bngkat kompetensi tertentu
wargn negara asing lulusan luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} berlaku untuk jangka walktu
2 {dua) tabun dan dapal diperpanjang 1 (setu] kali dan
hanya unluk 2 [dua) tabun berikuinya.

Pasal 253

Fasilitas Pelayanan Eeschalan pengeuna Tenaga Medis
spesialis dan subspesialis serma Tenaga Keschatan tingkat
kampetensi lertenlu wargs negara asing lulusan luar negeri
wajibh  memlasilitasi  pendidikan  dan pelatihan hahasa
Indonesia bugl Tenaga Modis dan Tenaga Kessharan warga
negara Asing ldgan lusr nepen.

Pasal 254

(1] Tenaga Medis dan Tenaga Kesebalan wargd nepars asing
lulusan luar negeri ¥ang akan menjadi peseria program
pcndidikan  spesialis/subspesialis i Indenesia walib
mermiliki ST

2] 8TRE sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku selama
mHsd pendidikan,

Pasal 253

(1] Tetwea Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesebatah ofigkal kompelensi tertentu warga negara
asng lulusan luar negeri vang akan  memberikan
pendidikan dan  pelatihan dalam  rangka  ahh  ilmu
penpetahvuan dan teknolegi atan kegiatan lain uniuk
waktu tertentu tidak memerhikan S5TR.

(2] Tenmga Mrodis spesialis dan subspesialis serta Tenagpa
Keschatan tingkat kompetensi tertenfll warga negara
asing lulusan lnar negeri sebapgaimana dimaksad jpada
avit {1} horus mondapat persetujuan dari Menrer.

{3} Persetujuen . ..
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(3] Persetujuan  scbagmimana dimabksud  pada avat (2
diberikan untuk wakfy fertenlu melalul penyelenpoara
pendidibkan dun pelatihan atau kegiatan lain,

Pasal 256

Selain ketentuen sehagaimana dimaksud dalam Pasal 248
garrpal dengan Pasal 225, Tocnaga Medis zpesialis  dan
subspesialis scrta Tenaga  Kesehatan  lingkal kompelensi
rertenty  warga neparda asing  lulusan luar negen harus
memenuhl  persyaratan lain sesuril dengan kerentuan
peratiran pemindang-undangan,

Pusal 257

Ketenitulatt lelnh  lanmjut mengenal pendavagunaan Tenaga
Mcdis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Keschatan
tinglkat kompelensi lerlentu warpa negara asing lulusan haar
ncgeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sampal
dengan Pasal 255 diatur denpsm Peratursn Pomerintah.

Bagian Kelima

Pelatihan Tenapa Medis dan Tenaps Keschatan dalam Rangls Penjapaan dan

SK No 157110 A

Peninpkatan Mutn

Pasal 258

(11 Dalam rangka menjaga dan meningkalan muta Tenapa
Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan  pelatihan
danfatan  kegialan peningkatan  kompelensi  yang
mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktile

(2] Pelatthan dan/atau kematan perungkatan kompeteonsi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} disclenggarakan
oleh Pemerintah Pusar danfartau lemmbaga pelatihan vang
Lerakredilasi oleh Poemoeritah Musal.

(3] Pemjagaan den peningkatan mufl sehagaitmana
dimaksod pada aval (1} dilsaksanakan sesusl dengan
standar profesi, standar kompetensi, standar pelavanan,
serla perkembangan lmu peneslahuan duan teknolog,

{4} Pelatihan , .,
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(4] Pelatihan danfatan kepialan peninghkatan  kompetersi
sebagaimana dimaksud pada ayul (1) dapat digunakan
unfuk proses sertifkasi melahyi konversi ke dalam
sabuan kredic profesi,

(] Ketentian Jebih  lanjut  mengenai  penyelengearaan
pclatihan dan/atau kepialan peningkatan kompetensi
dalam rangka menjaga dan meningkatkan muru Tenaga
Medis dan Tonaga kesgharan sebuapaimana dimelsud
pada ayal (1] diarur dengan Peraturan Pemerinlah,

Pasal 259

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mul Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatlan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 2438, kepala daerak dan pimpinan Fasilitaz Pclavanan
Kezehatan harus memberkan kesempatat veng sama kepada
Tenasa tedis ctur Tenaga Kesehatan dergsm
memperiumbangkan penilaian kinerja dan perilako.

Bagian Keenam

Eegistrasi dan Penzinan

Faragral 1
Registrasi

Paaal 264

{1} Sebap Tenaga Medis dan Tenapga Kesehatan yang akun
menjalankan praktils wajib memiliki STE.

(2} BTR sebagaimana dimelksud pads aval (1) ditcrbitkan
aleh Konsil alas nams Menteri setelah  memenhi
porsyaratan.

(3]  Persvaratan scbagaimana dimalksud pada avat (2] paling
sedikif;

a. roemiliki jazah pendidiken di bdeng Keschatan
dan fatau sertifikat profosi; dan

b, memiliki sertiikat kompetensi.

(4] &1TR sebagaimans dimaksud pada avar (1] berlaku
geumur ludup,

Pazal 261 - ..
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Pasal 261

STE mebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 tidak berlaku
A palbila:

vang bersangkulan meninggal duria;

dincnaktifkan arau dicabul olch Keonsil atas fnama
Menteri; atan

dicabur berdasarkan putusan pengedilan vang tlelah
berkekuatan hukum tetap,

Pasal 262

kelentuan lebih lanjut mengenal Registrasi Tenaga Medis dan
Tenmgen Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemetintah.

(1}

(2]

(3]

(4]
(=]

Paragraf 2

Perwinan

Pa=al 273

Jenia Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan  tercenlu
dalamm  menjalankan praktik keprolesisnnya wajib
memiliki izin.

[zin =mebagaimana dimaksud pada avar (1} diberikan
dalam beniudk SIP.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat |1 diterbitkan oleh
Pemenntah Dacrah  kabupatengkota  (empal  Tenaga
Mcdis atau Tenaga Keschalan menjalankan praktilenya.

Dalam kondisi terrenta, Menleri dapal mencerbitkan SIP.

Dalarm rangka pencrbitan 51F sebagaimana dimnalosucd
pada ayat (3), Pemerintah Pusal melibalkan Pemerintah
Daerah kalbupaten/kela dalam mencaapkan louota untiek
setian jenis Tenaga Moedis dan Tonaga Kesehatan dengan
memperhatikan kritcria paling sedikit:

a. kKetersedizan duan persebaran Teonoga Medis dan
Tenaga Keschatan pada daerab tersebt;

., rasio jumlab penduduk denpan Tenage Medis dan
Tcnaga Kesehatan ablttif yvang  ditelapkan  oleh
Menien, dan

c.  beban kerja Tenaga Medis dun Tenaga Keschatan.

Pasal 264 .,
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Pasal 264

{1} Untuk mendapatkan SIP sehagaimana dimaksud dalam
Fasal 263 wyat (2], Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
terteniu harus memiliki:

a. STRK; dan
b, tompat praktile,

(Z] SIF masih berlaltl sepanjang lempat praktik  masih
sCc5Ual dengan yang tercanium dalam SIP,

(3] SIP sebagaimana dimmaksod pada ayat (1) berlaku selama
O (lima) tahun dan dapatl diperpanjang sclama memenshi
persyaratam,

(4] Peroyaralun perpanjangan SIF sebagaimana dimalised
pada ayal (3) meliputi:
a.  =TER;
b.  tcropat prakTils dan
c. pemanihan Kecukupan satuan kredit profosi

(] Pengelalaan pemeniihan kecukupan satuan kredit profes
schagaimana dimalesud pada aval [4) huruf ¢ dilakukan
olcly Mentari.

(5] SIP sebagaimana dimakeswd pada avat (2) dan avat (3
tidak berlaka apabila;

bratns masa berlakunga;
b wvang bersanghkutan meninggal dunia;
c.  BTE dicabur atal dinonakliflsar,
d.  3IP dicabut; atan
<. tempat praktik berubah,

Pasal 265

Dalatn konedisi terlentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang memberikan Pelavanun Kesehatuan tidak memerhalean S0P
dl tempar terselt.

Pasal 266 . . .

SK Na [87113 A
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Pagal 266

Keterituan lcbih  lanjut mengenal  perizinan  sebagaimana
dimeksud dalam Paszal 263 sampai dengan Pusal 265 diator
dengan Peraturan Pemerintah,

(1)

{2}

(3]

[+

{1

Pasal 267

Untuk kepentingan pemenohan kebutuhan pelayanan
kedokteran, Meonteri dapat membernkan surat tugas
kepada dokter spesialis alau dokter gigi spesialis tertenou
vang telahh memibka SIFP untuk hekerja pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan terieniu tanpa memerlulcan STP di
tempart rersebul,

Pernberian surat (ipas sebagaimona dimaksud  pada
aval (1) dilakukan dengan keteontaar:

a. letdapal  permintsan darl dinas kesehalan
kabupaten/kota herdasarksn kebutnhan;

b keliadaan dokter spesialis atau dolier gig spesialis
dengan keahlian dun kompetensi vang sama pada
kabupaten f kota tersebut: dan

<. dokler spesialis atau dokrer gigl spesialis vang
mendapat sural tugas harus lelah memndlika S1E.

Dalarn hal sclama. jangka waktu keberlakulan sural lugas
telah ada dolter spesialia alau dekter gigl spesialis lain
dengan keahlisn dan kompetenst yang sama pada daerah
Lerscbut, surat nigas menjadi idak berlaku,

Ketenluan lebih lanjut mengenai surat tugas  dialur
dengan Peracuran Petnerintah,

Bagian Ketujuh

Kamnsil

Pasal 268

Lotk meningkatkan mutu dan  kompetensi  teknis
keprulesian Tenaga Medis dan Tenaga Kessharan serta
memhberikan pelindungan dan kepasitsn hukum kepada
masvardlkal, dibeoruk Konsil

(27 Eonsil . ..
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i2] honsit  scbamaimana ditnaksud  pada  ayat (1)
berkedudukarn di bawah dan bertangming jawaly kepada
Presiden melalui Menteri dan  dalam  menjalankan
perannya bersifal independen.

Pasal 2649
Konsil memiliki peran:

a. merimusken  kebjukan  intornal  den standardisasi
pelaksanaan tugas Konsil;

. melakukan Registrasi Tenaga  Medis  dan  Tenaga
Kesehatan; dan

. melakukan pembinaan reknis keprofesian Tenaga Modis
dan Tenaga Kesehalun,

Pazal 270
Keanggataan Konsil berassl dan unsur:
a4, Pocmerntah Puasart;
b,  profesi Tenage Medis dan Tenaga Kesshatan;
. Koleguam; dan
fl. 1nasyaTakoak,

Pasal 271

Kelentuan lebih lanjut mengensi Konsil, termasuk Lugas,
ungsi, dan wewenang dialiur dengan Peratursan Pemorintah,

Buylan Kedelapan

Kalegium

Paual 272

(1] Untuk meogembanghkan cabang disiplin ilmu dan standar
pendididzan Teonaga Mcodis dan Tenaga Kesehatan, setiap
kelompak  ahli dap disiplin ilmmu Kesehatan  dapat
tnermnbeniik Kolegium,

(2] HRolesium ., ..
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Kolegium  schagaimana  dimsksud  pada  avat (1)
mcrupakan  alal  kelenskapen  Konmil  dsan dalam
menplankan perannya bersilal independen.

Kolegium memdikl peran:

4. menmyusun slandar kompetensi Tenapsa Medis dan
Tenuga Keschatan; dan

b menvusun  standar  kurikuhim  pelalihan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan,

Keanggoelaan Kolegium berasal dard para guru besar dan
zshli bidang ilmu Kesehatan.

Eetentuan lebih lanjul mengenai Kolegium, termasuk
tagas, langsl, dan wewenang dislur dengan Peraturan
Prmerintah.

Bapian Kesembilan

Hal: dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Meodis dan Tenags Kesehatan

i1

Pa=zal 273

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan dalam menjalanlan
praktile berhak:

a.  mendapatkan pelindungan hulkum sepunjone
melaksanakan tugas sesuai dengan stendar profesi,
slanndar  pelayvanan  prolesi, standar  prosedur
opetasional, dan ctika  prodesi, serta kebutuhan
Kesehatan Masien:

b.  mendapatkan inlormasi vane lengkap dan benar dan
Fasien alau keluarganya;

c.  meondapatkan  pajifupah, imbelan  jasa.  dan
munjangan  kKinerja wvang  lavak  sesual  dengan
ketentuan peratiran perundang-undangan;

. tinendapatkan  pelindungan alas kesclamatan,
Kesehatan kepja, dan keamanan;

c.  mendapatkan . ..
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¢, mendapatkan  jaminan  kesehatan  dan jaminan
ketenagakerjasan sesusi dengan kelentusn peraturan
perundang-undangan;

f. mendapatkan pelindungsan  atas perlakuan  yang
tidak sesual dengan hurksatl dan martabal manusia,
moral, kesusilaan, serta nilal sosial budaya;

¥. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h.  mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
diri melalui pengembangan kompetensi, keilinuan,
dan karier di bidang keprofesiannya;

L menwlak keinginen Pasien atau pihak lain yang
berientangan  dengun  standar  profesi.  slandar
pelayanan, standar proscdur aperasional, kode etik,
alau ketenfuan  peraturan  perundang-undangan;
dan

J- mendapalkan hak lain sesuai dengmn ketentuan
peraniran perundang-undangan.

Tenapga Medis dan Tenaga Kesehatan  dapat
rmenghentikan Pelayanan Keschatan apalila memperolch
perlakusan yang tidal sesusi dengan harkat dan murtabat
tamlsia, moral, kesusilaan, scris nilai sosial adoyva
sehapaimana dimalsud pada ayat (1) hurof f, cermeasok
tindakan kekerasan, pelecehun, dan perundungan,

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan dalam menjalankan
praktile wajiby

f.

memberikan Pelayvanan Keschatan sesuai denpan standar
profesi, standar peloanan profesi, standar proscdur
operasional, dan etika profesi scrta ketnitihan Kesehatan
Pumicn;

memperalell persetuyjuan dari Pasien alao keluarganya
atas tindakan yvany akan diberikan:

menjaga rahasin Keschatan Pasien:

themblal dan menyimpan calatan dan/atzu dokumen
tentang  pemerikisaan.  asuban, dan tindakan  yang
dilakulan; dan

¢,  mcrujulk . ..
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merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Keschatan
lain yang mempunyal kompetcnsi dan kewenangsm yang
sesual.

Pa=al 275

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan
prakiik  pada  Fasilitas  Pelavanan Keschatan  wajib
memberikan pertolongan pertams kepada Pasien dalam
keadaan Gawat Daruvat dan/atau pads beneana.

Tenaga Mcedis dan Tenaga Kesehalwn vang memberikan
Pelaydanan Koseharan dalam ranpka tindalian
penyelamatan nyawa ataul pencegahan kedisabilitasan
seseorang pada keadaan {(rawal Darurat dan/eteu pada
bencuna dilcecualikan dari tunlulan ganti rugi.

Paragral 2
Hak dan Kewajiban Pasien

Tramal 276

Pasien mempunyai hak:

i,
b.

mendapatkan inlermasi mengenai Kesehalan dirinys;

mendapatkan  ponjclasan yvang  memadal  mengenai
Felayanan Keschalan vang diterimanyva;

mendapalkan FPelavanan  Kesehalan  sesual  dengan
kebutuhan medis, standar peolesi, dan prelavanan yang
bertmulug;

menolak atau menyelujul lindakan medis, kecuali untuk
imdakan medis  yang diperlukan  dalam rangka
pencegaban petiyvakil menular dan penangpllangsn KLB
atau Wabah:

mendapatkan gkses lethadap informasi vang terdapat di
dalam rekam medis;

meminla pendapat Tenaga Medis atan Tenuga Keschatan
laity; dan

metdepalkan halk  lain sesusd dengan ketontuan
peraturan perandangan vndarngar.

Pasal 277 ., ..
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Pasal 277
Pazign mempunyal kewajiban:

1. memberikan informesi vang lengkap dan jujur tontang
masalah kesehatannya;

b, mematull nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehsalan,

r. mematuhl ketentuan  yang  berdaku  pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan: dan

d.  memberikan imbalan jasa atas pelavanan yang dicerima,

Pasal 278

Keleniuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Tenaga
Medis, Teonaga Kesehatan, dan  Pasien  dianar  dengan
Peraturan Pemerintah,

Hagian Kesepuluh

Penvelenggaraan Pralitik

Parageaf 1

Umum

Fasal 279

Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan bertanggpung jawab
wecara moral untuke

a.  mengabdikan dirl sesuasl dengan bidang Kellmuan yang
cJimilikg,
b, bersikap dan berperilaku sesuai dengan elika profesi;

.  mecngutamakan kepentingun Pasicn dan masvarakat di
atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan

d, menzanbsh  llmuo pengetabnian chan mengilkoeti
pecrkembangan il pengetabuan dan teknologl.

Pasal 280 . . .
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Pasal 250

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang membhberikan  Pelayanan  Kesehatan
kepada Pasien harus melaksanakan upava terbaik,

Upaya terbaik sebageimana dimaksud pada ayal (1}
dilalukan sestai dengan norma, slandar pelavanan, dan
standar profesi serla kebutuhean Kesehalan Pusicn.

Upaya terbaik scbagaimane dimaksud pada ayat (1} tidak
menjamin - keberhasilan  Pelavanan  Kesehatsn  yang
dibenkan.

Praktik  Tensga Mcdis  dan Tenaga  Kesehatan
disclenggarakan Gerdasarkan kesepakatat antara Tenaga
hMedis atan Tenaga kKesehalan dan Pasien berdasarkan
prinsip kesctaraan dan rransparansi.

Pasal 2581

Dalam keacdaan ierlentn, pelaksanaan prakiik schagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 dapat memanfasikan telnologi
informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem
Infnrmasi Keschatan Nasional,

(1]

(=]

12}

(1)

Pasal 282

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang berhalangan
menvelenggarakan prakrik dapat digantikan cleh Tenags
Meds atau Tonaga Kesehatlan penpganti.

Tenaga Medis atan  Tenaga Kesehatan penggant
sebapgrimana dimaksud pada avat (1) merapalkan Tenaga
¥edis atau Tenaga Kesehalan yang mempunyai [P,

Tenaga Medis  atau  Tensga  Kesehatan  pengeand

sebapgaimana dimaksud pada avar |1 harus
menginfrmasikannya kepada Pauion dan/atau
keluarganya.

Fasal 283
Tenapga  Medis dan Tenaga  Kesehatan — vang
menyelenggarakan prakiik pPLrEcorangan wajib

menginlormasikan idenfitas yang jelas termasuk naomor
EIP dan STR pacda tempat praktiv persecrangannya.

(2] Delum . ..
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Dalam  hal Tenaga Medis dan Tenaga  Kesehalan
berpraktik pads Fasililus Pclavanan Kesehatan, pimpinan
Fagililas Pclavanan Kesehalan wajib menginformasikan
daltar nama, nomor SIP dan STR, serls jadwal praktik
Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan.

Jetiap Tenaga Medis, Tenaga Heschatan, dan pimpinan
Fasilitas Pelayanan Keschatan vang tidak melaksanakan
ketenlusn scbagaimana dimmaksud pada awvat (1] dan
ayat [2) dikenai sanksi administrarif.

Janksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  padas
ayat {3) dapat beruipe

a4,  leguran lisan;

b.  petitgdlan tertulis,

c. denda administratif, dan /atau
d.  pencabulan izin.

Sankst  administratill  schagaimana  dimaksud  pada
ayat [4 dikecnalkan olebh Pemerintah Pusat, Demerintah
Dacrah provinsl, dan Pemerintah Dacral kabupaten / kot
ses11al dengan keweonangannya.

ketentuat lebih lanjut mengenal tata cara pengensan
sankyl administradf diatur dengan Peraturan Pemerincah.

Fasal 284

Pitnpinan Fazilitas Pelawaiian Kesehatan dilarang
mcndavagunakan Tensgus Medis atau Tenaga Keseharan yang
tidak memiliki SIF untuk melakukan prakik pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lerschat,

{1)

Paragraf 2

Kewenanysan

Pasal 285

Tecnaga Medis dan Tenags Keschatan dalam menjalankan
praktik harus dilakukan seszuai dengan kewenangun vang
didasarkan pada kKompelensi yang dimilikinya.

(2] Tenaga. ..
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Tenapa Medis dan Teneagn Kesehalan yang memilild lehik
dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesunai
dengan lingloap dan lngkat kompertensi dan kualillkasi
letlingzl.

Kctentuan  lebih lanjul mengenai kewenangan
sehapamana dimabksud pada ayal (1] diastur dengan
Peraturan Pemnenintah.

Pasal 280

Dalarm  keadasn tertentu, Tenaga Medizs dan Tenags
Kesehatan dapat  memberikan  pelayanan  di loar
kewenangannya.

RKeadaan tertentu sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputic

8. ketadasn Tenaga Medis dan/alau Tenaga Kessharan
i suatu wilayah tempat Tenapa Medis atav Tenaga
Kesehatan bhepligas,

b.  kebutuhan program pomncrintah;
C.  penanganan kegawatdaruratan medis: dan/atao
d. EKLB, Walah, dun/alaw darvorat bencana.

Tenega Medis dan Tonaga Kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} inelipuli:

a.  dokter/dakter gigl vanp memberikan  pelayanan
kedokteran  danfatan  kelarmasian  dalam batas
terlenlu,;

b, perawal aslun bidan yang membetikan pelavanan
kedokteran danfataun  kefarmasian  dalam  batas
tertemtua; atau

¢, tcnaga vokasi farmeasi vang memberikan pelayanan
kelarmasian  yang menjadi kewenangan apoleker
dalam batas terfenfy,

Pa=al 287

Kondisi ketiadaan  Tenagas Medis dan/atau Tenaga
Kesehalan schagamana dimaks  dalam Pasal 286
ayat [2] hutul a ditelaplkan oleh Pemerintah Daepah
setempat.

(2] Tcnaga . . .
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Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 aval {3) tclah mengiloati
pelatihan dengsn memperhatikan kompetensi Tenaga
Medis dan Tenapa Keschatan,

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pemerinlah Pusat dan/atay Pemmerintah Dacrah.

Dalam  menvelenggarakan  pelulihan sebagaimana
dimaksud pada awyat [3), Pemetinlah Pusat dan/atay
Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.

Pasgai 258

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan unluk  kebutuhan
progeam  pemermmlabh schagaimana dimaksud  dalam
Pazal 286 avat (2) huruf b dilakuken melalii penugasan
Tenaga Medis  dan/atan Tenaga Kesehatan  oleh
Pemenntah Pusat atau Pemerintah Dacrah.

Frogram pemerintah  scbagaimane dirmaksud  pada
ayel [1) dilaksanaloan sesual denegan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tecnaga Medis dan Tenaga Kesehatan  sebagpaimuans
diunaksud pacda ayat (1) lelah mengilarti pelacihan dengan
memperhatikan kompetensi Tenaga Medis arau Tenaga
Koachatan,

Pelatihan  sebagaimana  dimaksud pada  avat (3]
diselenggarakan  olch  Pemerintah  Pusal  danfatau
Pemerintah Daerah.

Dalam  menyelengparakan  pelatihan sebagaimana
dimaksud pada avat (4], Pemerintah [Masat danfatau
Perernintah Dacrah dapat melibartkan pihal terkait.

Paszal 2E%

Kctentuan lehih lanjut mengenai pemberian pelavanan di Tuar
kewcnangan diatur dengun Peraturan Pomerintah.

Paragrat 3 ., ,
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Puragraf 3

Pelimpahan Kewenangan

Pagsal 290

{1) Tenaga Medis dan Teneges Kesehalan dapat mcnerima
pelmpahan kewenangan unluk melakukan Pelavanan
Kesehatan.

{Z} Pelimpahan kewenangat sebagaimans dimaksud pada
avat [1] terdin atas pclimpahan secara mandsl dan
pelimpahan sccava delegatif,

(3] Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pacda
ayat (1} dilakukan dari Tenaga Mediz kepada Tenaga
kKesehalan, antar-Tenaga Medis, dan  antar-Tenaga
Keschatan.

(4] HKctentuan talih largul mengenal pelimpahan
kewenangun dialur dengan Peratiiran Pernerintah,

Paragrat 4

Standar Profesi, Slandar Pelayanan, dan
Slandar Proscdur Qperagional

Pagal 291

{1} SBcuap Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dalam
menyelengparakan Peolavanan Kesehatan berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan
standat prosedur operasional.

(2] Standar profesi sebagaimuana dimeksud pada avat (1}
untuk seliap jenis Tonaga Medis dan Tenags Kesehalan
dizusun olch Konsil serta Kolegitum dan dilcrapkan oleh
Mente,

(3] Standar pelayanan asehagaimang dimaksud pada ayat (1)
dintar dengan Peraluran Menterd.

(4] Standar prasedur operasionsl scbagaimana dimaksud
pada  ayar {1} ditctapkan olch  pimpinan  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Pamal 202 _ _ .
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Panal 292

Tenaga Mcodis dan Tenaga Keschatan dalam menjalankan
pralktik dapal melakukan penelitian dan pergembangan,

Penelitian dan pengembangan sebagaimans dimaksad
pada ayat [1] ditujukan untuk menodukung pembang unan
kEesehatan di bidang ilmu  pengelahuan, keahlian,
kebijokan, dan teknelogi melalul Upava Kesehartan dan
Sumber 1Jaya Kesehalan.

Fenclittan dan pengembangan sebagaimana dimnaksud
prada ayat (1) dan ayat [2) dileksanakun sesuad dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan.

Parugral 5

Perselujuan Tindakan Pelayansn Kesehatan

{1}

(2]

(3]

(4]

Pasal 293

Betiap tindakan Pelavanan Kesehatan perseorangan yang
filakukan olch Tenaga Medis dan Tenage Kesehaluan
harus mendapal persetujuan.

Fersctujuan  sebagaimana  dimabksud  pada aval (1)
diberikan scielah  Pasien mendapal penjclasan yang
mumadal.

Pergelasan schagaimana ditnuksud pada avar {2) paling
scdilkkit mencakug

1. diagnosis;
Lrve] ikoasi;

c. tindakan Pelayvenan Kesehatan vang dilukukan dan
TLUATNNYA,

d. rizikn dan komplikasi vang mungkin terjadi;

¢, altornatif tindakan lain dan risikonva;

[, nsiko apabila findakan tidak dilakukan; dan

£, proghosis sctelah mempercdeh lindakan,

Peractujuan sebagairmana dimaksud pada ayval (1] dapat
diberikan secara teriulis ataupun lisan.

(5} Perselujuan . ..
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Persetujuan tertulis sehagaimana dimaksud pada ayat {4)
harus diperaleh sebelum dilakukannya tindakan yvang
invasif danfatau mengandung risiko tinggl.

FPerselujuan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (4] dan ayat (3] diberikan ofch DPasien vang
beraanekiilan,

Dalam  hal Pasienn vang bersangkuran  sehagaimana
dimmaksud pada ayat ) ridak cakap memberikan
persetyjian, perselujuan tindakon dapat diberikan oleh
yang mcowakili.

Perselwjuan  tertuhs  melakulkan tindakan  Pelayanan
Kezehatan sebagaimans dimaksud pada avat [1) sampai
dengan ayat [F/] ditandatangani ateh Pagien alall vang
meowalkill dan disaksikan oleh salah scorang Tenaga
Medis alau Tenaga Keschatan.

Dalam hal keadsan Pasien sebapaimana dimaksud pada
aval (6] udak cakap dan memerlukan tindaken (sawat
Drarurat, tetapi tidak ade pihak vang dapat diminlal
perasiljuan, udak diperlukan persctujuan tindakan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada avar (9 dilakukan
berdasarkan kepentingan terbaik Pasien vang diputuskan
pleh Tenaga Medis atau Tenaga Keschatan  vang
memberikan pelavanan kepada Pasien.

Tindaksan scbagaimana  dimaksud  pada oavat (169
diinformasiltan kepada Pasien selelah Pasien telah cakap
dldu vang mewakili celah hadir.

Keteptilahn  mengetal lala cars persctujuan dndakan
Tetiags, Medis dan Tenaga Keseharan sebagaimana
diunaksud pada avaet (1] sampal dengan ayal {11] dialur
dengan Peraturan Menler,

Paual 294

Selainn mendapatkan penjelasan scbagaimans dimaksod
dalam Pasal 293 ayvat [(3), Pasien juga mendapatkan
penjelasan  atas  biayva  Pelayanan  Heschalan  yang
ditcrimanya.

(2] Penjelassan . ..
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Penjelasan atas biayva Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada  ayal (1] diberikan oleh  Fasilitas
Pelavanan Kesehalan,

Fiazal 245

FPelayveman  Kesehatan  masyaradeat  yang  merupakan
program  pemerintah tidak memerlukan  persetujuan
lindakan.

FPelavanan Keschuatun  sebagaimana  dimaksud  pada
avat (1] tetap harus diinlormasikan kepoda magvaralkal
penerima Pelayanan Keschatan tersabut.

Paragrafl &
Eekam Medis

Pazal 294

Zetlap Tenaga  Medis  dan Tensgs  Keschatan  vang
membenkan DPelayanan Kesehatan perscorangsn wajib
membuat rekam medis.

Dalam  hal  Pelayanan  Keschatan — persecrangan
schagaimana dimalisud pada ayvat (1) dilakzanakan pada
Fasilitas Pelayanan Keschalan sclain tompat praktik
mandiri, penyelenggarasn reksm  medis merupakan
tanggung jawab FPasiblas Pelayanan Kesehatan.

Rekam medis sebagaimana dimaksud pacda avat (1) harus
segera dilengkapi  setclah Pasien  selesal  menetitns
Peledranan Keschatan.

Jeliap catatan relkam medis harus dibubuhi nama,
waklu, dan tanda tangan Tenagsa Medis atae Tonaga
Ecschatan vang memberikan pelavanan aluu Unduskoan

Rekam medis sebagaimana dimaksud pada avat (3) harus
disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis,
Tenapa Keschatan, dan pimpinan Fasilitas  Pelavanan
heschalun,

Pasal 297

Dolkumen rekam medis sebagaitnana dimaksud dalam
Pasal 29 merapakan milik  Fasililas  Polayvanan
Kesehatan.

2 Seriap. ..
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sctlap Pasien berhak unluk mengakses informasi yang
terdapat dalam  dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1.

Irasilitas Pelavanan Keschatan wajib menjuga kesmoman,
keuruhan, HKershasiszm, dan ketersedisan duly  vang
terdapar dalam dokwmen rckam medis sebagaimana
dimalaud pada ayad [1).

Pazal 298

Kcmcnterian YETIR menyclengearakan Unisan
pemerintahan di bidang keschatan bertangmung jawab
menyclenggarakan pengelolasn data rekam medis dalam
rangka pengelalaan data Keschatan nasional.

Pengelolaatn dale rekam medis sebagaimana dimakuud
pada aval (1] meliput  perumusan kebijaloan,
penpgumpilan, pengolahan, penyimpanan, pengamans,
transfer dara, dan pengawasan.

FPasal 299

Eetentuan lebih [anjul mengenai rekam medis diatur dengan
Peratilran Pemernimlabn.

(1)

[2]

(1)

Pasal 300

Dalam menyelenggarakan Upaya Keschatan masyarakat,
Tenaga Medis dan Tenapa Kkeschualan wajib meombuat
catatan l'clavanan Kesehatan.

Catatan Pelavanan Kesehalan sebagaimana dimaksud
pada avar (1] dapat diintegrasikan ke dalam sistem data
Pasien wvang lerinlegrasi dengan Sisten Informasi
Kesehatan Nasional.

Paragraf 7
Rahasia Kesehatan Pasien

Prsal 301

sertial Ternmgs Medis dan Tenapgn  Keschatan dalam
melalzanakan Pelavanan Keschatun wajib menyimpan
rabasia Kesehalan pribeadi Pasicn.

{2) Pembukasn . ..
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Pembuksasn  rahasia Kesehalann  pribadi Pasien
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) depat dilakukan
wiluk kecpoentingan  terteniu ascbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4).

Ketenluan lcbih  lanjut mengenal rahasia  Kesehatan
pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pa=al 302

Dualam hal Tenaga Mediz dan Tenags Keschatan vang
mengetall alan patut menduga adanya tirwlak pidana
pada Pasien vang diberi Polavanan Kesehatan, Tenaga
Medis dan Tonage Kesehalan berhak melaporkannyg
kepada aparal penegak hukuam.

ketenruan  sebagaimana  dimakesiad  pada ayal (1]
dikveualikkan dari rahasia Kesehatan,

Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan vang melaparkan
dugasan Undak pidana pada Pasien vang diberl Pelavanan
Kegehalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan pehndungsn holoan.

Paragral &
Kendali Mula dan Kendali Biavae

Paxsal 303
Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehotan cdalam
mclaksanakan Pelayaran Keschatan wajib

menyclenggarakan kendali muarna dan kendali biaya scria
metmmerhatikan kesclamatan Fasien.

Dalamm  rangka pelakssnaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayul (1) dapat disclengparakan audit
Pelayanyan Keschatan.

Kendali mutu dan kendali biaya dalam Fasilitas
Pelayanan  kheschalan  merupekan tanggung  jawal:
FFasilitas Pelayvanan Kesehatan,

Pemnbinaan dan pengawasan lerhadap kendali mutu dan
kendali haya sebagaimena dimeksud pada awat (1)
sarnfaal dengan ayat (3) dilaksanakan eleh Pemerintah
Pusar dan Pemerintah Daerah,

Bapian . . .
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Bagian Keselbelas

Penegakan Disiplin Tenaga Mcedis dan Tenaga Kesehatun

serta Penvelesaian Persclisihan

Parapraf 1

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehaian

(1]

[£]

[3]

(4]

{3}

(1]

)

Pasal 304

Dalarm rangksa mendubung profesionalilas Tenagan Medis
dan Tenaga Kescharan, perlu diterapkan pencgakan
disiplin pratesi.

Dalam rangkes penegakuan disiplin profesi sebapaimans
ditnaksud pada ayvat (1], Menleri membentuk mapelis vang
melaksanakan lugas di bidang disiplin prolesi,

Majelin  sebagaimana  dimaksud  pada wyat  {2)
menentukan ada lidaknya pelanggaran disiplin profesi
yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Majelis sebagaimana dimaksud pads avat [2) dapal
hersifat permanen atau ad hoe,
ketentuan lebih lanjut mengenai Lugas dan fungsi majelis

sehagaitnana donaksud pada aval (2] dislur dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 303

Paszicn atau keluarganya vang kepentingannyva dirugikan
atas tindakan Tenapa Medis atau Tenapa Kesehatan
delam  memberikan Pelayvanan  Keschatan  deopet
mengadulkan  kepuda majcli=s sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 304.

Pengaduan scbagaitmana dimaksud pada avat (1) paling
secdikil harus memueat:

a. identitas pengadu;

b. nama dan alamal lempal praktik Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan dan waklu tUndakan dilakulkan;
dar

. alasan pengaduan.

Pasul 306 . _ .
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Pasal 206

Pelanggaran  disiplin Tenaga  Medis  ataun Tenaga
Ecscharan scbagaimana dinsksud dsalam Fasal 304
ayal (3] diberikan sanksi disiplin berupa:

H. Pprringatan termlis;

b kewsjiban mengikor pendidikan atau pelatihan di
penyelengpars, pendidikan di bidang Kesehatan atau
Rumah BSakit pendidikan terdckat vang memiliia
kompetensi untuk melakukan pelatiban tersebut;

C. penonaktifan 8THR unmak semenlarsm waktua;
dan/alau

d. rekamendasi pencabutan S1E.

Hasil pemeriksasn scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mengikal Tenaga Medis dan Tenege Kesehalan,

Tenaga Medis alau Tenaga Kesehatan vanp  lelsh
melaksanalkan sanhei disiplin sebagaimana  dimalkenl
pada ayat (1) vang dijatubhkan terdapal dugsan tindak
midana, aparat  penegek bukum  meogulamakan
penvelesatan perselisiban dengan mekanisme keadilan
restoratif sesual dengan ketentuan peraluran perundang-
undlangaEn,

Pasal 307

Putuisan darl majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304
dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menter dalam

hal:
a.
b.

C.

(1]

ditemulear ko bamg;
kesalaban penerapan pelanggaran disipling atau

rerdapat dugaan konllik kepentingan pada pemeriksa dan
vang diperiksa.

Pasal 308

Tenaga Medis alau Tensga HKeschatan wvang diduga
meiakukan perbuatan yang melanegar hukom dalam
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yvang dapat dikenad
sankst pidana,  rerlebih dahulu harus  dimintakan
rekomendasi dari majeiis sebagaimana «imakaud dalam
Pasal 304,

[2) Tenaga ...



5K Na IRTI131 A

12}

(3]

(4]

[3)

Ll

(7]

(B]

[%4)

FRESIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

- 132

Tcnaga Medizs dan Tenaps Kesehatan vate dimintai
pertangrungjawalban atas lundakan; perbuatan berkaitan
dengan pelaksanasn  Pelayanan Kesehatan  vang
meripikan  Pastien secara perdata, harus dimintaloan

rebomendasi dan majelis sebagaimana dimaksud dalem
Pasal 304,

Rekomendagi dari majelis schagaimana dimaksud pada
ayat (1] diberikan selelah Penyidik Pegawal Negeri Sipil
dalau penyidik  Kepohisian Nemara Republik  (ndonesia
FEngaikan permolionan secara terlulis,

Releomendasi dar majelis sehagaimana dimaksud pada
ayat  [2)  diberikan  selelah Tenaga  Medis, Tenapa
Kesehatan, atau orang vang diberikan kuasa oleh Tenaga
Medis atau Tenaza Keschatan mengajuksn permmohonan
sccara termulis atas gugalan yang diajukan aleh Pasien,
keluarga Pasien, atau orang yvang diberikan kuass pleh
Pasicn atau keluarga Pasien,

Rckomendasi  sebagaimana  dimaksud pada avat (3}
berupa rekomendas] dapat atau tidak dapal dilakukan
penyidikan kurena pelaksanaan praktik keprofesian vang
dilalulzan alelhh Tensga Mcodis atau Tenaga Kesehatan
sesual atan tidak sesuai densun standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur aperasional,

Rekomendast scbagmmana  Jdimaksad  pada avat (4]
berupa relomendas) pelaksunaan praktik keprofesian
vang dilakukan  oleh Tenapas Medis  atau Tonaga
Kesehalan scsual atzu ddak sesual denpan standar
praofesi, swandar  pelayanan, dan  standar  prosedur
opcrasianal.

Heckomendasi sehagaimana dimaksud pads avat (5] dan
aval (8] dibenkan paling kama dalam janghka wakiu
14 [empat belas) han kerja sejak permohanan diteritna,

Dialam hal majclis tidak memhberikan rekomendegi dalatm
jangka wakiu sebugsimana dimaksud pada svac (7],
majclis dianggap relah memberkan rekomendasi untuk
dapal dilakokan penyidikan atas tindak pidana.

Eetentuan sebagnimana dimaksud pada ayvat {1}, avat [3),
ayvat [9), dan ayat [7) 1idak berlaku uniuk pemeriksasn
Trnapa bMedizs atau Tenaga Kesehatan vang  dapal
dimintal pertangeungjawaban alas dugaan tindak pidana
yvang udak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
heschatan.

Pazal 300G _ _ |
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Fasgsal 209

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin profes
Tenaga Medis dan Tenuga Keaschatan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2

Pernyeledgnian Persclisihan

Pasal 310

Dalam ha! Tenaga Medis atou Tenaga Keschatan diduga
mclakukan kesalahan dalamn menjalankan profesinva vanp
menvebahkan kerupglan kepada Pasien, perselisihan yvang
lirnbiad akibat kesalahan terselnt diselesaikan terlebih dahula
mclalui alternatif penvelesuian sengleta di luar pengadilan.

Bagian Kedua Belas
Chrrgannisast Protesi

Pasal 311

(1] Tenaga Mediz dan Tenaga Kesehalan dapat mombeontulk
nrganisasi profesi.

(2] DPembentukan arganisasi profesl scbagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilaksanakan =esual dengsn kelenluan
pecraturan perundang-undangan,

Bayian Keliga Belas

Latangan

Pasal 312
Scliap orang dilarang:

4. Llanpa hak menggunalkan dentfitas berupa gelar alan
bentuk lain vang menimbulkan kesan bag masyarakat
yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis  atay
Tenaga Kesehatan vang telah memiliki TR dam/alau SIP;

. mengguanakan ,
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mengguunakan  alal, metode, atau  cara lain dalam
membenkan  pelayanan kepada masvarakat  yang
menimbultkan  kesan yang bersangkutan merupakan
Tenaga Medis atau Tenaps Keaehalan yang telah memiliki
STR dan/atau SIP; dan

melakilkean praktik sebagai Tenapa Medis atau Tenaga
heschatan tanpa mermiliki 3TR dan/ atan SIT.

Prazal 313

Sctiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehalan  vang
melakukan prulctik tanpa memiliki STR dan/atan SIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf © dikenai
gankesl administratit berapa dends administratif.

Ketenluan  mengcnal  tata cara pengenssn sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan Peraturan Pemeriniah,

BAE Vil
PERBEKALAN KESTHATAN

Pasal 214

FPernennlah Pusat dan Pemerintah Dacrah bertanggung
jawab  ferhadep  Hetersedigsn,  pemeratoan,  dan
keterjengkauan Perbekalann Keachatan vang dilniuhkan
untul menyelenpparakan Upaya Kesehatan,

Tanggung jawab terhadap kelersedisan, pomerataan, dan
keterjangkauan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pengelolaan Perbokalan Keschatan.

Fengelolasn  Perbekalan  Keschatan  scbagaimana
dimaksud  pada  wrat {2) meliputi  perencanaan,
penvediaan, den pendistribusian.

Pengelolaan Perbekalan Kesehulan  scbagaimana
dimaksud pada avat {3} unluk Pclayvanan Kesehatan
dilaksanalkan  dengan  memperhatkan  keamanan,
ketnanlaatan/ khasiat, mutu, dan harga,

{3) Untuk ...
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Untuk  menjalankan  langpung  jawab  scbagaimana
imaksud pada  avatr  [2), Pemerinlah  Pusat  dan
Pemermtahh Daerah dapat memhbentiak {asililas
pengelolast Kelarmasian.

Dalam  keadaan darural, Pemerintah  Pusat  dan
Pumerintah Daerah clapmal menelaphan dan
meiakzanakan kebijukan khusus untuk pengadaan dan
pemanfaatsn  Sediaan Farmasi, Alal Keschalan, dan
Perbekalan Kesshalan lain.

Ketenmilan  lelnh Janjut  mengenai ketersediaan,
pemerataan, dan kererjangkanan Perbekalan Keschatan
sehagaimuna dimaksud pada avar (V) disiur dengan
Peratiran Pernetintah,

Pasul 312

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Deerah merencanakan
kebutnhan Perbelealan Kesshartarn.

Perencanaan  keburahan  Perbelkalan  Kesehalan  oleh
Pemerintah Daerah scehapaimana dimaksud pada avat (1)
mengacu pada norma, standar, prasedur, dan kriteria
vang ditelapkan olith Pomorintah FPasat.

Ferencanaan kebuluhan Porbockalan Kesehatan
scbhagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dapat
mengrunakan  teknologi  informasi vang terindeprasi
dengan Sistemn Informasi Keschatan Nasicnal.

Pasal 316

Penwvedizan Perbekalan Kesehatan beriujusan untuk
metnerih kebutuhan Pelayanan Keschatan.

Petvecliaan FPerbekalan Keschatan zebagaimana
dimaksud pada avar (1) dapet dilaksanakan melalal
pengadaan,

Pengadaan Perbekalan Keschatan dilaksanakan scsaal
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paszal 317 . _ .
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Pasal 317

{1} Pemenntah Pusat menvusun daftar dan jenis  Obal
gaensial  yang  harus  tersedia bap keopentingan
masyarakat.

(2] Deftar dan jenis Ohat esensial schapgaimane dimalisud
pada avat [1) ditinjuu dan dizempurnalacn paling lama
selap 2 [dua} tehun sesuai dengan  perkembangan
kebutuban dan teknologi.

(3] Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah hertanggung
jawaly agar Obat csensial sebagaimana dionsksud pada
ayat (1) tersedia secara mermia dan terjangkau olsh
masvarakat.

Pa=zal 318

Petneriniah Pusat berwenang menpalur den mengendalikan
harga lerbekalan Kesehulan, torutama Ohat dan Alaa
Kesehatan,

Pasal 319

(1] Pendistribusian Perbelalan Keschatan dilalolkan aleh
lasililas pengelolzan kefarmasian,  produsen, dtao
distributor  Perbelalan  Heschalan  sesual dengan
ketentulan persturan perundang undangan.

(2] TDendistribusian Perbekalan Keschatan haras dilakukan
sesilal denpan cara distribusi vang bail,

(3] FPasilitas  pengelolaan  kelarmasian, produsen,  atau
distnbulor Perbockalan kKesehatan harias menyampaikan
lappran kegiatan  pendistrbusian scsusi dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 32{)
(1] Ohad rerdin atas:
A, Obat detigan resep,; dan
b, Obat tanpa resep.

(2] Obat dengan rosep sebagaimana dimaksod pacda aval [1)
huruf a dignlangkan menjadi:

a. ftihat. ..
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a. Obat keras;

b, narkotiks; dan

<. psikotropika.

Obel dengan rescp diserahlan oleh apotcker di fasilieas

pelayvanan kelarmasian sesual dengan kelenluan
peraturan perundang-unidangan.

Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huraf b digolongkan menjaci;

a, {bot bebaz: dan
b. idbat bebas terbartas.

Sclain Obar bebas dan Obat bebas torbatas, Ohar keras
lertentu dapat diserahkan oleh apotcker tanpa resep

sesudl  dongan kerentuan peraluran porundang-
urilangan,

Cibat tanpe resep diperoleh dan fasilitas  pelayanan
kelarmasian atau fasilites lain sesilal denesn kelentuan
peratiutan perundang-undangan.,

Dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahusn
dan tekneclogi, Pemerntah Pusat dapat menetapkan
penggoelongan Obat  dandatad melakukan  perubahan
penggclongan Obat  selain  penggolongan  scbagaimana
dimaksud pada soat [2) dan avat (4.

Eelenltuan lebah lanjut mengenal penggolongan Obarn,
{hatl dengun rescp, dan Obat tanpa resep diatuar dengan
Peraturan Pemetinital,

Pasal 331
Obat Bahan Alam digolonglat menjadi;
8. jamm,
b, obat herbal terstandar;
¢, lMofarmaka; dan
e,  Obal Bahan Alam lamnya.

Pererninlah Pusstl dapat menctapkan penggalongan Obat
Bahan Alatn selain penggolongan scbagnimana dimakesid
pada awat (1] danfarau perubahan penpgolongan Ohbal
Bahan Alam dalam hal terdapat perkembangan ilmmu
pengerahua dan eknaologl.

(3} Ketenouan , .,
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Ketenluan lcbih lanjur mengensi penggolongan Obat
Bahan Alam sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintab.

HAR 1X

EETAHANAN KEFARMASZIAN DAN ALAT KESEHATAN

[1}

(<]

(3]

[+

{1)

=)

Pas=al 322

Sumber Sediaan Fannasi vang berasal dari alam semesia
dan sudah terbukri berkhasial, memenuli ketentaatn
jaminan produk halal sesuai denpan ketenlusn peraturan
perandang-vindangan, dan  aman  digunakan  dalam
pencegahan, penpobatan, danfeatau perawatan, serla
pemeliharaan Kesehalan tetap harus dijaga
keleslaniannya.

Muasyarakat diberi kesempalan yuang  scluas luasnya
unfilk  menclti, mengembangkan,  memproduksi,
mengedatkan, meningkatkan, dan mengguanakan Sedisun
Farmsasi dan Alat Kesehatan Vvang tlapat
diperianggungawabkan manfaat dan keamanannya.

Prrwlitian, penpgembangan, produlos, peredaran,
peninghatan, serts penggunsan Sedisan Farmasi dan
Alat Kesehatan sebapainsns dimaksud pada avar (2
disclenggarakan sesual denpan  ketenluan  peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Doerall  mmenjamin
pelaksanaan  penclitisn dan  pengembangan  Sedizan
Farmasi dan hahiwmn bako ARat Keschatan vang berasal
dan alam dengan tetap menjapa kelestadannya.

Pazal 323

Pemerninlah Pusat dan Pemerintabh Daeral mendorong
dan mengarahkan penelitian dun pengembangan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan dengan memanfaatkan
pulenst nasional yang tersedia,

Fenelilian dan pengembangan Sediaan Farmasi dan Alac
Kesehatan dilakukan  denpsn  momperhatilbon dan
menjaga  kelestarian  lingloangan hidup, sumber  dava
flarm, normsa dagama, dan sosial budawva.

[3) Penelitian , .,
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Fenelitian dan pongembangan sebagaimans  dimnalosud
pacda ayat (1] dapat dilakukan oleh industri Scdiasn
Farmasi, industri Alat Kesehalan, lembaga penelitian,
dan lembaga pendidikan,

Panual 324

Femerintah Pusat dan Pemerintah Daesrah bertangpuang
jawab terhadap pelaksanzan pernelilian, pengcmbangan,
pomanfaatan, dan pemeliharaan bahan Obat Bahan
Alam,

Pemerintah [uzat dan Pemerintah Deerah mendorong
pemanfzatan sumber dava alamn guna penclitinn dan
pengembangan  (tbat  Bahan  Alam dengan tetap
memperhalikan dan menjaga  kelestarian  lingkangan
hidup dan sosial budaya.

Pemerintah Pusat dan  Pemedntah Dacrabh  dalam
mendorong pemanfuatan sumber deva alam guana
penelilian dan  pengembangan Obhat Bahan  Alam
schagaimana dimalsud pada ayal [2) harus menciptakan
iklimn usaha yang sebhal bapl masyuaralest dan pelakn
usnha.

Kelentuan lebih lanjut mengenai pelalsanaan penelilian,
pengembangan, pemandaatan, dan pemeliharasn Obat
Bahan Alam diatur dengan Peraluran Femerintaly.

Pa=al 325

Penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam hertusjuan
untuk:

a.

ta.

mewujudkan kemandiran indusin farmeas] nesional guna
menduloang ketahatnan kelammasian;

memanfaatkan sumber  dava alam dan rammuan
tradizional secara berkelanjurtan dalam peningkatan ilmn
pengetahuan dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehalan;

menjamin pengelnlaan polensi aluam sehinges mempunyad
dava saing wang tinggi sebagal sumber ckonomi
nlasyarakal; dan

. menyediakan . ..
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menvedialan Ohat Bahan Alam uniuk  memelihars
Kesehatan  wvang leramin  mutu, khasiat,  dan
keamansnnya  serla toruil | secara ilmiah o dan
dimanfasrtkan seccars luas untuk  pencegahan,
perneabalarn, prrawatan, dan/atan pemeliharaan
kesehalan,

Pasul 126

Untiak mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan, Pemernnlah Pusat den Pomcorintah Daerah
bertanggung jawab lerhadap kemandirian di bidang
Sechiaan Farmayl dan Alac Keschatan.

hemandirian  Scdisan  Farmasi dan Alat  Kesehatan
dilakukan mclalui pengembangan dan pengusisn lals
kclola rantai pazok Sediaan Farmasi dan Alal Kesehatan
dari bhulu  hingga hilir secara terintegrasi  denpan
mengutamakan pengginaan dan pemenuhan Scediaan
Farmasi dan Alal Kesehatan yang diproduksi dalam
negert  unfuk  kewshsansan dan kemajuan Keschatan
nasional,

Permenuhan kebutuhan ketashanan Kezmehatan nasional
sebapaimans dimaksud pada ayat (2) dialoukan secara
bertahap sesual dengan prioritas nasional.

Penpembangsn dan penpuatan tata kelota rantal pasak
Scdiaan Farmasi dan  Alat Kesehatan  sebapaimars
dimalisud pada ayat (2] dilakukan paling sedilfit dengan;

a. menerkitkan  kebijakan, iermasuk  memberikan
msentif  pada  pelaln usaha  yvang  berupaya
mewtlidikan kerahanan Sedidsn Farmasi dan Alat
Kesehatan;

tr.  meningkatkan daya saing industri Bediaan Farmasgi
dan Alal Keseshalan,

. membenkan  dukungan  bagi penguoasean dan
petnanfaatan teknologl dan inovasi serta penelitian
dan penpembangan dalam bidang Sedinan Farmasi
dan Alal Keschatan, termasuk melalui kerja semae
luar negerl, vang  dilakokan  oleh pemerintah
danfalau masyardkat sccara multilateral, regional,
dan bilateral sesusd dengan ketentuan peraturan
perundang-rnlangan;

d, memproduksi ..
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d. memproduksi Sediaan Farmes dan Alat Kesehatan
dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam
negeri dan  ekspor scrta meninslatkan Wegiatan
inedustelf utilisas] kapasitas industs;

c. mecmastikan penggunaan Bahan Obat dan bahan
baku Alat Keschuaian produksi delam neperi cleh
industri farmasl dan Alat Kesehatan dalam neperd;

[. mengoptimallan peran alademisi, pelaku usaha,
Femerintah  Pusal, Pemerintah  Daerah,  dan
masvarakal; dan

mcnjamin  keberlangsunpan rantad pasok meclaluai
lizensi sukarela, lsensl wajib, atau pelaksoanaan
paten oleh pemennlah, terutama dalam kondisi
bencana, KLB, atau Wabal.

¥

Untuk menjamin kecabanan nssional, Obat goncrik
miernationz] nonproptictory nome yang dipasarkan di
Indanesia hanva boleh dibuar oleh industri farmasi dalatn
MEgEetL,

Pasad 327

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyerakat, dan
Fasalilas Pelayanan Keschatan haris  menguatarnaloan
penygunaan Scdiaan Farmasi dan Alat Kesehalan dalam
negerl dengan tetap memperhatikan motu, Kualitas,
keamanan, dan kemanfantan,

Sedisgan Farmasi dan Alat Kesehatsn  sebagaimana
dirmakaud pada svat (1) vang diprodulkst alebh indusio
Sediaan  Farmasl  dan Alat Kesehatan  harus
mengutamakan pengrunaan bahan baku produksi dalam
TIEREDT,

Pazal 328

Pemerintabh Pusat, Pemerinlah Dacrah, dan  Fasilites
Pelayvanan Kesehatan dalum mengadakan Obat dan Alar
Kesehalan harus mengutamakan  Obat dan Alat
Kesehatan yang mengpunaken bahan baky  produks
dadarn negen,

(2] Pengutamaan . ..
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{2) Penguramaan pengounaan bahan balu produksi delam
negerl sebagaimana dimabksud pada avat (1] dilaksanakan
dengatt telap memperhatikan muta, kualicas, keamanan,
dun kemaniaatan.

*asal 329

{11 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah memberilkan
kenmudahan dalam penvelenggarasn hilirisesi penelitian
nasiona  untuk  meningkatkan  Jdava saing  industo
Sodlaan Farmasi dan Alat Kesehalar.

2} Pemennlah Pusal dan Pemerintah Daerab membangun
ckosistern  penclitian vang  terdirl atas  infrasitrdoour
penclibian,  kemudahan  perizinan penelilian dan
pendulung pernelitian, serla sumber daya manusia.

2 Infrasiruklur pencliban sebapaimane dimaksiud  pads
ayal {2} dibangun oleh Pemerinteh Pusat, Pemerinlah
Dacrah, dan/atau masvarakar,

(4] Pemerintah Pusal dan Pernerinlah Daerah momberikan
kemudahan  perizinan  penclitian dan pendukung
penclilan sebapgrimana dimaksud pede avat (A tanpa
mcngurangl pelindungan terbadap nilai-nilai penelitian,

(2] Pemennlah  Pusat dan  Pemerintah  DBaerah cdapat
memberikan . dukungan bagl institusi danfatau
masyarakar wang melakukan  inveslasi penelilian
kefarmasian dan Alal Kesehalan,

Pasal 330

Kelerlllan mengendl  perccpatan pongombangan dan
ketabanan indusin Sediman Farmast dan Alal Keschatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 231

{1] Dalam rangka mcendukung kemandirian industri Sediaan
Farmesi dan  Alar  Kesehatan, Pemerintabh Puasat
metnberikan insentl bagl indasiri Sediaan Farmasi dan
Alal Kesehalan.,

(2} Insenufl. ..
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(2] [nscnuf scbagammana dimaksud pada avar (1) termasuk
diberikan kepada sctiap industri Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan yang melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi di dalam neperd, serta vang
melakukan produksi dengan menggunakan buhan baku
dalam negeri.

(30 Insendl sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat {2)
berupa fiskal dan nenhskal.
(4} Pemberian inserdil bagi industri Sediaen Farmasi dan

Alat Kcschatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangat.

Prasal 332
(1] Femerintah Pusal dan Pemcerintah Daerah melakukan
mitigasi  risike  terhadap Sedidan  Farmasi, Alat

Resechalan, dan DPerbekalan Kesehatan lainnya yung
diperlukan dalam kondisi darurat, benecana, KLB, atau
Wabah.

(2] Dalamn rangks melalakan mitigasi risiko sebagaimans
dimalesud  pads  avat (1), Pemerntah Pusat  dao
Pemermtah Dacralhh menetapkan Kebijaksan, slandar,

sistem dan tala kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Perbekalan Kesehalan lainnve.

Pazal 333

Eetentuan lebih lanjut mengenai standar, sisiem, dan tasia
kelala  Sediaan Farmasi, Alal Keschatan, dan Perbekalan
Eeschatan lainnya pada kondisi dararal, bencana, KLB, atan
Wabah dialir denpan Peraturan Pemaerintah.

BEAB X
THEMNOGLOGT KESEHATAN

Pasal 334

{1} Teknologi Kesehatan  disclenpgarakan,  dihasilkan,
diedarkan, dikembangkan, dan  dievaliasi  melalul
penelitian, petgemnbangan,  dan pengkajlan antuak
peningkatan  Sumber LDava Kesehatan  dan Upaya
kesehatar.

2 Teknolog | ..

SK No 187143 A
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Telnolegi  Keschatan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) termasuk perangkal keras dan perangkat lunak.

Pemermtah Pusat dan Pemetintah Daerah mendorang
pemanfaatan produk Teknologi Kesehatan dalam negeri.

Teknologi  Kesehatan  schagaimana  dimaksud  pada
ayel [l] harus memenuhi  standar  sesual  denguan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 335
Dalam thengermbangian Teknologi Kesebhatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 334 dapal dilakukan
penelitian i laboraroriam, penelitian VAL

memanfatkan howan coba, tumbuhan, mikrootganisme
dann bahan hiclogl tersitnpan, alan penclitian  yang
mengikiiserlakan manusia seboagni sulbdelk.

Panelitian selagairnana dimaksud pada avat (1) harus
memenuhl katdah efik, kaidah ilmiah, metodologl ilmiakh,
dan izin dari pihak yang berweonang sesuai dengan
kctentuan peraturan perundang-indangan.

FPeneliltan schapamana dimaksud pada aval (1) haras
memperhatikan manlfaal, misike, kesclamatan manusia,
darn keleslarian lingkungan hidup.

Fenelitian  yang mengikutsertakan manusia  sebagai
subiek scbagaimena dimaksud pada ayar (1) harus
mendapat persetijuan dar pthak vang menjadi subjek
penelitiar,

Fenelitian  vang mengikulsertakan manusia  sebagai
subqek penchtian dilakukan dengan menghormesii hak
subjelr penelitian, lermuasuk jaminan tidak merugikan
manusld vang dijadikan subjek penelitian,

Fenelitiary dengan memsnfaatkan hewan eoba harus
memperhankan  kesejohteraan hewan  lersebul  dan
mencegabh dampak buruk yang Udak langsung bagi
Eesehalan manusia,

Tata ¢ara penelitian sebapaimana dimaksud pada avar (1)
dilaksanakan  scsual dengan ketenfuan  peraniran
perindang-undangan.

Pasal 336 . ..
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Fasal 336

Seliap  peneltian, pengembangan,  pengkajian,  dan
petnankaalan Teknologi Kesahatan haris
mempertimbangkan  potenst  nisike dan manfaatissa
terhadap Kesehalan masvarakat.

FPenelitian, pengembangan, pengkajian, dan pemaniaatan
Teknolwgi  Keschatan  sebagaimana dimaksud  pada
aval {1} dilaksanakan scsuai dengan ketentulan peraluran
petundang-undangan.

Pasal 337

Pemerintah Pusal dan Pemennlah Dacrah bertangpung
Jawab  mendorang  dan  memlasilitasi keberlanjutan
inovast  Teknelogi Kesehatan  serta memastikan
kesmanan, kemanfoatan, khasial, dan mulu produk
inovasl Teknologl Kesehatan delam ranglta medindungi
mdsyarakat.

Lalam melaksanakan  langgunyg  juwwsb  scbagaimana
dimaksud pada avat {1}, Pemerintal Pusal menctapkan
kebijakan inovasi Teknologl Kesehetlan,

Ketentaat lelnh lanjuwl mengenzn polaksanaan  inovas)
Teknalogi  kKesehalan  dialur dengan Peraturan
FPemerintah.

Pasal 338

Dalam rangka mecndukung Pelayanan kesehatan,
Fermnerintah Pusat dan Pemcrintab Daerabh mendorang
pemanfaatan Tekoodogi Kesehalan, ermasuk tcknologi
biomedis.

Pemanlaalan leknoelopl biomedis sebapamanas dimaksud
pada avar [1} raeficakup Lleknologl senomilk,
transkriptomilk, prolteomilk, dan melabolomilk  terkait
arganisme, jaringan, sel, bivmolekul, dan  leknolog
biomedis lain.

(3] Pemanfadlon . ..
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Pemanfaatan teknologi biomedis scbagaimana dimakesad
pada  ayar (1) dilakssanakan muolai dari kegiatan
pengambilan, penvimpanan jangla  panjeng,  serim
pengelalaan dan pemanlaslan mareral dalam bentuk
spesimen klinik den mateti biologi, muatan informasi,
dan data terkait, yang ditujiikan untuk kepentingan ilmu
pengetabuan dan Teknologi Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan, termasik pelavanan kedokteran presisi.

Petigambilan, ponyvimpanan jangka  panjanyg,  serla
pengeloldgan dan pemanfoatan material dalam beniuk
gpesinen klnik dan materi biologi, ruatan informasi,
dan data terkait dalam rangka pemanfaalan leknologl
biomedis wajtb mendapatkan perselujuan dar Pasien
dan fatau donor.

Kewnjiban mendapalkan  persctujuan dari Pasien
danfatan donor dalam pengelolaan dan pemanfaatan
marterial dalam benluk  spesimen klinik dan materd
hiclogl, rmualan nformeasi, dan data terkait sebagaimana
dimalkesad pada avat [4) dikecualilan apabila:

. matenal dalam bentuk spesimen klinik dan maler
biologl, muatan informasi, dan data vang Gdak dapal
dilelusurl identitasnyra atau berapa data agregaf:

bB.  material dalam bentuk spesimen klinik den maleri
biclogi, muatan  informasi, dan data untuk
kepentingan hukum; dan/atau

. tmaterial dalam bentuk spesimen klinik dan materd
biologl, muatsn  informasi, dan  dats  untuk
kepenlingan  umum sesual  dengan ketentuan
peTaturan perundang-undangan.

Pagal 335

Pervimpanan den penpelolasn malenq]l dalam benotok
spesimen klinik dan materi biologl, muslan mioemasi,
dan data untuk jangka panjang haras dilakukan aleh
bichank dan/atau higrepasicari.

Bibank dan/atay Biorepositon sebapainansa <imaksacd
pada avar (1} diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, institusi  pendidikan, dan/atan lembaga
penetitian dan  pengembanean Kesehatan, baik  mlik
Pemetiiral Pusat, Permennlah Daerall, maupun swasrs,

{3} Penvelenggaraan . ..
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Penyelenpparasan binbank  danfataun hiorepositori
sebagaimana dimaksid pads ayal [2) harus mendapatkan
penelapan dari Pomerintah Pusat.

Penyelenpgearaan blobank danfatan biorepositor] wajib
mencrapkan prinsip,

4. kesclamatan hayeti dan keamanan haoatl;

Ir.  hkershasiaan atau privasi;

. akuntabilitas:

d. lkcmanfaatan;

£, kepenlingsm umuni;

f. penghiorinalan lerhadap hak asasi manusia;g

g ctika, hulnam, ¢an medikolepal; dan
h. sosial budaya.

Penyelenggara  biobank danfatau  binrepasitori  wajib
menyimpan spesimmen dan dara di dalam negeri.

Data dan informasi dalatn penvelengearaan biobank
dan/alau  blorcpositorl harmas  terinfegrasi ke dalamn
Sistemn Infmrmasi Kesehatan Nasional,

Panal 340

Pengalihan dan  penggunaan  maletial  dalam bentuk
spesimen Klinik dan maten bielogl, muatan informasi,
dan/atan data ke lar wilavah Indonesia dilaloukan
dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kekavaan
sumber dava havati dan genetika Indonesia,

FPengulihan dan  penggunaan marerial dalam  hennik
spesimen klituk dan malen biologl, muatan informasi,
dan/fatau data ko luar wilayah [ndonesis sebapgaitmana
dimaksud pada avat {1] hanva dapat dilakukan apalila:

A.  pard mencapdl maksud dan tgjuan  pemeriksaan
tidak dapet dilalukan di Indonesia:

b, pemneriksasn dapdat dilakukan di [ndonesia tocapi
untulk mcncapai fujuan utamae  penelitinn, perhl
dilakukan pemenksadn di luar wilayah Indonesia;
dan/atan

SR 151 )
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. untuk kepentingan kendali mulu dalam rangka
pemutalkhiran  akurasi  kemampuan  standar
diagnastik dan terapi.

Pengalihan dan  penggunaan malerizl  dalam  bentuk
spesimen klinik dan materi biclogi, muatan informasi
danfatau data keluar wilayah Indonesia haris dilengkapi
dergan  perjanjian alih - marerial vang disusun
berdasatkan pnnsip pembagian mandast vang memenuhi
keadilan, kesclamatan, dan kemanfaatan.

Pengalihan dan penpgpunasn material dalam  bentulk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informeasi,
danfatan data keluar wilavah Indonesia sehagaimana
dimaksud pada awvat (1] hanva dapat dilalnikan selelah
mendapatkan persctujuan Pemerintah Puasat,

Puauaul 341

Penpambilan dan pengirimsn mstedal dalam bentuk
spesimen  klimik  dan  materl  biclogn  hanva dapat
dilakukan oleh Tenags Medis, Tenaga Kegehatan, lenags
pendukung atau penunjang kezsebatan vang mempuayal
keahhan dan kewsnangan,

Svarat dan lala cora pengambilan dan pengirima
tnalenal datam bentuk spesimen klinik dan materd Biologi
sebapamana  dimaksud  pada ayat {1} dilaksanskan
sesudl  dengan kewentuan peratacan perlndang-
urrdansan,

Pasal 342

Sctiap Orang dilarang melakukan diskriminasi atas hasil
pemeriksaan dan analisis genclik scscorang.

seflap Orang  yang melangegar  ketentuan  larangan
gebagaimana dimalksud pada awvat (1) dikenai  sanks
adomnistratif oleh Pemerintab Pusat atal Pemerinlah
Dacrah  sesuei  dengan kewenangannva  berupa
pengcnaan  denda administralil sampal dengan
pencabutan izin.

helenluan mengensl  tata cora pengenaan sanksi
adrministralif sebagaimana dimaksud pada avat (2) dianir
dengan Perdluran Pemerintah.

Pasal 343 ...
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Puual 343

Pengeninaan matenial dalam bentuk spesimen klinik dan
materi biclogi, mualan informasi, dan/atau data binmedis aleh
indusitn alaw . unluk kepentingan komersial o harmas
mendapatkan isin Pemerintah Pusat,

Pasal 244

Ketcntuan letnh lanput mengenal Teknologi Kesehatan diglur
dengan Peraturan Pemerintah.

CAE X1
SIETEM INFOEMASI KESEHATAN

Bagion Kesatu

Unnum

Pazsal 3434

(1] Tralam rangka melakukan Upaya Keschalan vang cfcktil
dan efisien diselenggarakan Sislem Inlermasi Kesehatan,

(2]  Sistemn Informasi Keschatan scbapsimans dimaksud pada
avel {1} diselengoaralan olch:

4. PemernnGah Pusat;

b. DPemerintah Daerah:

c. Fasilitas Pelavanan Kesehatan; dan

d.  masvarakat, hailt persearangan maupman kelompak,

(3] Penvelenggara sebagaimana dimaksud pada ayvar [2) wajib
mengntegrasikan  3istem Informasi Kesehatan dengan
Sstem [nformas Kesehalan Nasional,

(4] HKementerian VHILY menyelenggarakan uUrusarn
permerinlabsn di hdang keschatan dapat memberikan
didiungan kepada penyelenpesra sebagaimana dirnakosud
pade. aval (2} dalam peneslolaan Sisternn  Inlormasi
Kesehalan

Ragian . _ .
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Bagmian Kedua

Tata Kelala Jisiem Informasi Koschatan

Pasal 346

Penyvelonpegara Sistem [nformasi Keschaluan
melaksanalkan tata kelola SBistem Informasi Kesehatan
vang fiendukung pelayanan di bidang Kesehatan,

Tata kelola Sisiemn Inlermasi Keschatan sebagaimans
dimaksud pada avat (1] merupakan rangkaian keglatan
unluk menjamin mutu dan kcandalan sistem.

Tula kelola Bistem Informas) Kesehatan sehagaimans
dimaksue] pada ayal (2] dilaksanaksn scsual dengan
arsitektur Sistem Informasi Kesehalan,

Arsitektur  Bistem  Informasi Kesehatan  sebapgaimans
dimaksud pada ayat (3] disusun sesuai dengan pedoman
yvang dilelapkan oleh Menteri

Sclam  untuk kepentingan mendulang  pelayanan 4
bidang Keschalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1],
penvelenggaraan  Sistem  Informasl  Keschatan  juaa

ditnjukan untuk pengembangan sistermn  inlormasi di
bidang biotcknologl Kesehatan.

Penyelengsara Bistem Informasi Kesehatan  wajib
melakukan pemrosesan deld dan informasi Keschatan di
wilayah Indonesia.

Penyelenggara Histem Informmasi  Kesehalan  dapat
melakukan pemroscsan data dan anformasi Kesehatan di
lnar wilayvah Ilndonesia vang pelaksanasnnva  acauail
dengan ketentuan peraniran perundang-undangan,

Pasal 247

Penyelenggara Sistern  [nlormasi  Keschalan  wajib
memazslikan keandalan Sistem Informasi Kesehatan vang
relifati:

a,  ketersedizarn;
k. keamanat;
c. pemcliharaan; dan

d. ntcgrasi.

2y Keandalan . ..
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Keandalan SHBistem Informssi Eesehalan  sebapsimans
dimaksud pada ayal (1] dilaksanalon dengan cara:

A, mengun kelaikan sisten;

b.  menjaga kerahasinan Jdara:

¢, tnenenluksan kebijakan hak akscs data;

d. mcmiliki scetifikasi keandalan sistem: dan
e melakkan audic secara berkala,

Pasal 348

Penyelenggara  SBisterm lnlormasi Keschalan  wajib
menyvedialan  dara  dan informas Kesehalan  yang
berlkualitas.

Masyvarskat dapal mengakses dala yang bersilat publik
danfatan dals Keschalan dinnva melalul penyclenggara
Sislem  Infvrmast Keschatan yong  terintegrasi dalam
Slslen Informast Keschalan  Nasional sesusl dengan
ketenlusn peraluran perundang-undangan.

Pemrosesan darta dan informasi Kesehatan dilaksanalan
sEa11ai dengan ketenciian peratlran perindang-
undangan.

Pasal 549

Penyelenggara Sistemn  Informasi Kesehatan  wajib
melalkzanakan pemirosesan dala dan infortnasi Kesehatan
vang melipgri;

t. RCTCTICATIAHTL

b. pcocngumpulan;
C. penyimpanar;
d. pemeriksaan;

e, Lransfer;
. prmaniaatan; dan
g. pemusnzhan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada aysl (1)
hunaf a ditgjukan untak menentukan daftar data dan
informasi vang akan diloampmalkan.

(3] Pengumpulan . . .
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Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada aval (L)
hurid b dilaksanakan sesuai dengan hasil perencansan
dlata.

Penyimpanatl sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ dilalkesanakan dalam pangkalan duata pada tempat
yang aman dan tidak rusak eten mclah hilang dengan
mengiinakan media proyimpanan clektronik danfatau
nonealektronil.

Pemeriksaan  sebapaimana dimalksud pada avat [1)
huruf d dilaksanakan dalam rangks menjamin kusalitas
data dan informasi.

Transler sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf e

thlaksanakan  anlacponyelenggara Sistem loformasi
Kesehatan melalui Sisiem Inlormeas Kesehatan Nasional.

Bata dan inlormasi vang dikelola oleh penyvelenggarn
Sistem Informasi Kesehalan dapul dilransfer ke luar
wilavah Indonesia untuk fujuan yang spesilik dan
tetbaltas dengan pn dan Pemenntah Pusat.

Pemanfaalan sebapmimans  dimaksod pada avat (1)
huaruf T dilaksanakan untuk:

a. Kesehatan perseorangan,

b.  Kesehatan masyrarakar,

c.  pombangunan Kesehatar: dan
d. pengambilan kebijakan.

Pemusnahan sebapaimana  dimaksud pada  aval (L)
huruf g dapat dilaksanakan aleh penvelenggara Sistem
Intormasi  Keschatan satelah Lerakhirnye  masa
petlyimpanan sesudl dengan ketentuan peraturan
perindanp-undangan,

Penvelenggara Sistem  [nformasi  Kesehalan dapat
memusnahkan data dan informasi setelah berakhirnya
Masa penyirmpanan,

Penvelenggara Ristern  Indormast Kesehalan  wagib
mencatat nwayat pemrosesan data den intormasi.

EKelentuan lebih lanjut mengenal pemrosesan data dan
infoertnasi  Kesehalan  dialur dengan Persturan
Permerintah,

Pasal 350,
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Pasal 330

Sistem Informast Kesehatan rernual data dan mformast
yang bersumber dari:

4. Fasilitas Pelayanan Keseharat;

b.  instansi Pemerinteh Pasat dan Peroerinah Daerah;

. badan/lembaga vang menyelenggarakan program
Jarninan sosial nasicnal,

d.  badan/lembaga lain vang
menyelenggarakan kegialan di bidang Kesehaaon;

c. kegiatan masvarakat selain Fasilitas  Pelayanan
Keschatan;

I pelaparan mandivi persesrangan; dan
g- sumber lainnya,

rata dan inforimasi sehagaimana ditnaksud pada avat [1)
terdint atas data dan informasi pribadi serta data dan
informasi publik.

Pazsal 351

Penvelenggara 2istem Imformast Keschatan  wagib
memjamin pelindungan daila dan inlormasi Kesehalan
setiap individua.

Pemrasezan data  dan  Informasl Kesehatan  yang
menggunakan dela Keschatan individu wajib
mendapatkan perselujusn dal pemilik data danfalaa
memetmiht ketentuan  lain vang memn@adi dasar
pemragezan  data  pribadi sesuei dengan ketentuan
peraturan perundang-undanpgan di bidang pelindungan
tlula pribadi,

Pemillk data scbagaimans dimaksud pada syat (2)
Lerhal:

a. mcndapatkan informasi INEREC1Iag tjuan

pengumpulan data Keschatan mdivido;

b,  mengakses dan melakukan perbaikan data dan
informasi melahli penyelenggara Sistem Informasi
Krechatan:

. mominta poenyclenggara Sistem Informasi Kesehatan
mengirmkan  dalsnya ke peoyelenggara Sistem
Informesi Kesehatan lainnya:

d. meminla ., ..
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d. memmmia penyelengaara Sistem Infarmasi Kesehatan
menghapus data vane lidek benar alos perselujuan
pemilik dats; dan

¢, mendapatkan hak subpck data pribadi lain sesuai

dengan ketentuan perafuran perundang-undanpan
i bidang pelindungan data pribadi.

Halk pemilik dala scbhagaimana dimaksud pada ayat [3)
dikccualikan untuk kepentingan terfentil selapgaimana
diatur dalam peraturan perunduang-unduangan di bidang
pelindungan data pribadi.

Penvelenggara Sistem  Informasi  Keschatan  wajib
menginformasikan kepada pemilik ¢data apabila tecdapal
hegagalan pelmdungan dals dan informasi Keschatan
individu sesuai dengan ketentban peratiran perundang-
undatgan di bidang pelindungean dala pribadi,

Felindungan data dan  informasi  Kesehatan  setiap
idrvidn dilakssmakan  sesusl denpsn ketentuan
peraturan perundang.undangat.

BAE XKII
KEJADIAN LITAR BIASA DAN WABAH

Bagian Kesatn

Kejadian Loar Biasa

Pa=mal 352

Untuk mclhindungl masyarakat dari KLB, DPcmmcrintah
NDaerah  dan Pemetitilah Pusal bertangening  jawalb
melaksanakan keguatan kewaspadasn L,
penanggulangan LLB, dan pasca-KLB.

Ecglalan kewaspadaan KLB, penanggulangsm KLB, dan
pasca-KLB  sebagaimane  dimaksud  pada  ayat  [1)
dilaksanakan secara lerboordinas:, komprehensif, dan
berkesinambungan di  wilavah, Pintu Masuk, dan
pelabuhan atan bandar wdars vang melayam lahg lintas
domestik.

{2} Dalam . .
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Dalam  pelakzanaan kegiatan kewaspadaan  KLB,
pensngglangan ELB, dan  pasca-KLB  sebapaimana
dimaksud pada avat (1] melibatkan unsue Tenaga Medis,
Tenage HKesehatan, akademisi atau  pabkar, Tentara
Masional  Tndonesia,  Kepolisian  Negara  Republik

Incdonesia, linta=s seletor, dan fatan lukoh
magyarakat/agama.
[asal 353

Bupati/wali  kola, gubernur, atau Menteri  haras
menelapkan KLE jika pada suatu daerab leplentua

terdapat  penyaldt  atau masalah Kesehatan  yang
memenuhi kriteria KL,

ktiteria KLB sebapaamana dimaksud pada avat (1] terdici
aLas]

a. timbulnys suatu penyakil atau masaiah Keschatan
vang sehelumnya tidak ada atau tidak dikenal,

b, peningkalan kejadian sccara terus menemas selama

3 {biga] lurun waktu dalam jam, bari, atag mingeu
berturur-turuat;

¢. peningkatan kojadian kesaldtan 2 jdus) kali atau
lebih jika dibandinglkan dengan perode sebelumnya,

d.  rala-rala jumlah  keojadian  kesakitan perbulan
sclama 1 (satu} tabhun menunjukkan  kenaikan
2 [dua} kali ataw lehih;

£.  angka kemalian akibal pergyvakit stz masalah
Eeschalan dalam 1 [ssaiu] kEurun walkta tortonca
menurfjukkan kenakan 50% (lima puluh peorsen)
ataw lehih;

. angks proporsi penyvakit penderita barua pada sarta
periode menanjukkan kenailkan 2 [<daa) kali atau
lelihy  jika dibandinghkan  dengan saloe peraosde

schelummnys  dalam kurun  wakiu  yvang  sams;
dan f arau

g kriteria lain vang ditetapkan oleh Menteayi.

{3} Bupafi...
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Bupatifwali  kota, pubernor,  s=leu Menlerd harcus
mencabut penetapan KLE jika  daerah  tidak  lag
termecnuhi kriteria KLB.

Ketentuan lelih lani, mengensl krnterin KLB, penelapan,
dan pencaburan  KILB  diatur dengan  Perataran
Pemcrintah.

Pasal 324

Buparifwali kota, pgubecmur, atmu  Mentcri vang
menclapkan KLB wajilh scpera melaksanakan keglatan
penanpeulanpan KLB.

Kogiatan ponanggulangan KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] meliputi:

g, penyelidikan epidermniologis;

b, pelaksanaan surreilans;
pengetidalian [akior risiko;

d.  pemusnahan penyebab KLB;

g.  pencegahan dan pengebalan;

f. promosi Keseharat:

. Homunikasi risikos

h., penalalaksandsn kasus,

1.  penanganan jenazah akibat KLB; dan

j-  upava penanggulangan  lainnva  yvang  diperlukan

sesuai dengan penyebab KLE.

Pasal 353

Kerentuan lebih lanpa mengenal kegiatan Kewaspadaan KLE,
penangpilangan  KLB, dan  pasca-KLRB  diatur  dengan
Peraturan Pemerintali.

SK No [87156 A

Bagan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INMDONESIA

157 -

Bagian Kedua
Wabah

Paragaf 1

LI rmatm

Pa=al 356

UInfuk melindurgl muasvarakat dar Wabah, Pemerintah Pusat
dan Pemenntah Dacrah molaksanakan kegiatan Kewaspadasn
Wabah, prnanggulangan Wabah, dan pasca-Waliah,

Paragraf 2

Penetapan Jenis Penvakil yang Berpolens: Menmimbulkan Wabsh

(1]

(2]

3K Na IETISTA

Pasal 357

Dalam rangka Kewaspadaan Wabalh  ditelapksn  jenis
penyakil yang berpolens: memimbulkan Wabah.

Jems penvakit yang berpotensi menimbullken Wahalh
sebagaimana  dimaksud pada avat (1) dikategorikan
dalam:

a. penvekil menular endemos lertentu;
b.  pocuvakit menular bang danfatan
<. penyakil menular lama yang muncul kembali

Jonis penvakit vang  herpotensi menimbualkan Wahah
sebagaimana dimaksud pada aval (1) ditetapkan
berdasarkan Kriteria;

a. penyvakit yang discbablan oleh agen biolog;

b, penvakit wveang dapat menular dari manusia ke
manusia danfatan dari hewan ke manilsia;

2, penvakil yany betpolens] memmbaalkan sakil vang
parah, kedisabihtasan, dan/atau kemalian; dan

d.  penvakil o .
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d.  penyakit vang berpotensi meningkst dan menyebar
SCCATA Copat.

Jenis penyvakit vang berpelensi menimbulkan Wabah
schagaimana dimalcsud pada ayat (1) ditctapkan aleh
Menter.

benteri dapatr menelapkan pocrubahsn jenis penvakit
vang berpotensi  menimbulkan  Wabah  sebagaimana
dimaksud pada ayal (4] dengan mempertimbangkan
perkembangan epidemivlogis penyakit, sosial budaya,
keamanan, ekonomi, serla  ilmu  pengetohuan  dan
teknologi.

Purmgraf 3
Rewaspadaan Wabah di Wilayah

Pasal 338

lyalam  rangksa Kewaspadasn Wabah di wilavah,
Pemerintah  Daerah kabupaten/kots dan Pemerintah
Therah provinsl harus melaksanakan kegiatan:

2, peogamalan terhadap terjadinya jenis penvakit yang
berpolensl menimbulkan Wabah dan pemetnan
faklor risiko terjadinya Wabah;

. penanganan terhadap kasus ponyakit yvang
bherpotensl  menimbulkan Wabah dan fakior
rigiloonya;

L.  Penelapdn Duaerah Terjangkit KLE dan
penanggilangsn KLE; dan

. kesiapsiapsan sumber dava apabila scwaktu-waktu
terjadi Wabah,

Kegmalan  schagsimana  dimakzud  pada  ayat (1)

tilaksunaloan BOUATA komprchensif dan

Detkemnarmbangan,

Paragral 4 . . .
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Faragraf 4
Eewaspadaan Wabah di Pintu Masuk

Prazal 350

Dadam rangks Kewaspadsan Wabah i Pinty Masuk dan
perlintasan  antardaerah, Pemernntah Posat melaksanakan
kegiatan pengamatan petvakil dan/atau [mklor risike penvakit
vang berpotens menimbulkan Wabah, baik di Pintu Masuk
maupun pclabuhan atau bandar udara vang melavani lalu
lintas damestik,

Pazal 360

(1} Dalam rangka pengamatan penyakit dan/atad fakior
trisike penyakit yvang berpotcnsi memimbulkan Wabah
dilakukan pengawasan terhadap alat angkul, oramg,
barang, danfatan lingkungan.

[2) Pengawasan  terhadap alat angkut  sebagaimana
thinsksud pada aval [1) dilskokan terhadap kapal,
pesawat udara, dan kendarsan daral yang melayvani
angkutan sipil, batk pada saat kedatangan manpan
keberangkaian.

[3] Bclain terhadap lkapal, pesawar wudara, dan kendaraan
taral  yvanp melayam sngkutan sipil sebageimana
dirmmaksud pada ayat (2], pengawasan Juga dilakokan
terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan daral
nensipll untuk kcbutuhan transportasi perang, pejabat
negara, danfalan wmu negara yang pelaksanaannya
berkoardinasi dengat kemenierian /lembapa terkail,

(4} Nalam hal ditemmukan penyoakid dan/atau Iaktor risiko
penvakit yang berpotensi menimbulkan Walwah di Pinma
Masuk atau pelabulan dan bandar udara vang mclayanl
lalu  lintas damestik, segera  dilakokan  tndakan
penanggulangan.

[2) Tinddaksan penanggulangan sebagaimana dimaksied pada
ayat (4] dapat heripa:

a.  skrining, mapakan, iselasi atau karanting, pembetian
leclecbalan, pemberian profilaksis, diginfekei,
danfatau  delontaminasl terhadap orang scsual
dengan indiloas;

b, disinfeks ., ..
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b, disinleksi, dekontammasi,  disingeksi,  dan/artan
deratisas]  terhadap wlal  angkat dan barang;
dan/atan

. tindakan penangpalangan lainnva,

Tindakan penanggulangan sebapgaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan scsuail dengan jenis agen penyalit dan
cara penyebarannya.

Dalam hal lerdapal erang yang tidak borsedia dilakukan
tindakan penanggulangan sebugdimans dimabsud pada
ayal (9], kementerian yang menyvelenggarakan 1rlsan
pemmerintshan di bidang kesehatan herwenang
rerekomnenrasikan kepada maskapal penerbangsn, agen
pelavaran, atan agen ketdargan daral unluk menunda
keberangkatan atau mengeluerkan rekomendasi kepacda
pejalat inipras: unluk dilakukan penolakan.

Esinentersn vang menvyelenggarakan LIrusan
pemetrintahian i bidang keschalan dalam melaksanalkan
kKegiatan penatggulangan sebagaimans dimaksud pada
ayat (3] dapat melibatkan lintas seltor dan Pemerintah
Dacrah.

Kstentuan lchih lanjuit mengenai tindalan
penangglanpan sebapsimand dimalksud padsa avast (4]
diatur dengan Peraniran Pemerintah.

faxal 361

Dalam hal kementerian vang menvelenggaraloan misan
pemeriniahan di bidang keschatan mendapatlan
mforinas  mengenal lerjadinys  peningkalan  penularan
penyakit dan/atag laklor risike penyvakil yang berpolens:
menimmilkan Walbah i negara lain, kementerign vang
menyelengparalean  urusan  pemerintahan  di bidang
keschalan  harus  meningkatksn kewaspadzsan dan
melalulkan langkah vang diperlukan dalam rangks cegah
tanpkal penyalat di Pintu Masulo

Dalam hal Wabwh 1elah menyvebar di berbagsl nepara,
Menters mengeluarkan peratiran tatn laksana
pcngawasan  dan/atau tindakan  penangpulangan
terhuadap alal anglul vang dataneg darl =2 lau ke ludr negen
sesuni dengan karakteristik penyvehab/agen penyakic dan
cara ponularannya, termasuk kemungkindny pembalasan
matnlitas orang dan arang di Pinna Masuk,

[} Dalam ...
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(3] Dalam rangka ccgah tangkal penyekit i Pinta Masul
sebagaimana  dimaksud pada ayal (1), Menlen dapat
merckomendasikan  penutupan Pintu Masuk  kepada
Fresicen.

Pasa] 362
Setiap kapal, pesawal udara, dan kendaraan daral yang:
a.  datang dari atau berangkat ke luar negeri; atau
b. datang dari Dacrah Terjangkit,

beradda dalam PUILEAW A SAT kementernan YHILG
menyocnggarakan wimsan pemerintahan di bidang keseharan.

Pazal 363

{1} Sctiap nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi pada
saal kedatangan arau melewal pos linlas balas negara
wajlb mengimformasikan apabila terdapat orang sakit
dan/atal meninggal vang diduea koal diakibalkan oleh
peoyvalkit dan/atau faktor riziko penvakit vang berpotensi
menimbullkan Wabah  kepada Pelupas  Koranlina
Ecschatan.

{2} Penyampssan informast oleh nakbods, kaplen penerbeang,
atau pengeinudi schagrimana dimaksud pada ayat {1}
dilnlukan  dengan  menyverahkan  dokumen  deklarasi
kesehatan unluk kapal, pesawal odars, an kendaraan
durat pada saat kedarangsn kopada Petugas Karantina
Kesehacan,

{3} Nakhnda, kapten penerbang, atau pengemudi
sebapaimana dimaskswt pada avat {1V ditarang
menurunkan ataw nicnaikkan orang danfatau barang
sebelun mendapal sural persetijuan dari Kementerian
vang menyelenggsrakan urnsan pemerintshan di badang
kesehatat.

Pasal 364

(1) Terhadap alat angkut yang terdapal orang sakdl danfalaa
meninggal yang diduga kuat diakibatkan olch penvelatl
dan/atau [aktor risiko penyakic wvang berpotensi
mcnimbulkan Wabah, Portupas Kearanling Kesehalan
beraenang melakukan pomeriksaan dan Undakan
penanggllangan sebhagaimana dimelksud dalam Pasal 360
avat {a).

(2] HKctentuan ...
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Ketentuan mengenai kegiatan pemerikasaan dan lindakan
petnangepulangan terhadap kendaraan darat di pos lintas
batas megara distur melalui perjanjian antara kedua
NegaTa.

Pasal 365

Ketentuan lebih lanjul mengenal pengawasan terhadap kapal,
pesawat udara, dan kendaraan darat diatur dengan Peraturan
Pemcerintah.

(1)

{<)

Pasal A66
Schap alat anglkoat, orang, dan fatal barany yang:
d. datang dar atau Berangkat ke luar neper; atau
b.

datanyg dari atau  berangkat ke daeral/nepara
endemis atan terjangkit,
harus dilengkapl dengan Dokumen Karantina Keseharan.
Dokumen Karanlina Keschatan sebagaimana dimalosud
parla ayal [1) dimaksudkan scbagal alat pengawasan dan
pencegahan  masuk  dan/atau kelusrnva penyakit

danfatau  faktor risike  peovakit  vang  berpotensi
menimbulkan Wabah.

Pasal 307

Hetentusn mengenal tata care pengajuan, penerbitan, dan
pembatalan Dokumnen Karantina Keschatan diatur dengan
Feraturan Pemerintah,

{1)

{2}

Paragraf 3
Daerah Wabah

Panal 3648

Menlen menectapkan atau mencabut penctapan dacrah
lterteniu sebaeai Duaerah Terjangkit Waltak,

Untuk menclapkun dacrah lerlentu sebagnl Daerah
Terjangkit Wahah sebagaimana dimaksud pada ayac [1),
Menter mermpertimbangkan aspek:

a.  ctiologl . ..
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eticlogl penyalit;

2
L. situasi kasuas dan kematat;
. kapasilas Pelavanan Keschalan; danakau
d.  kondisi masyarakoart,

[3) Kerentuan  lebih lanjul mengens penelapan dan
pencabutan penetapan  Daerah Terjangkit Wabah
scbagnimana dimaksud pada avat (1] dan avat [2) distur
dengan Peratursn Pemenntah.

Panal 369

Dalam hal Wabah berdumpak mengancam dan berpetonsl
mmengrangell kehidlupan dan penghidupan masyaraksl vang
menvebablkan jumlah karban, hkerugian ekorwwmi, cakupan
luas wilayah yang terkena Walbah, dampak sosial ekonomi
yang dittmbullkan, dan  kerusakan  lingkungan, Menteri
mengusulkan penetapsn Wabah seboagast bencana nasionasl
nonalam kepada Presiden.

Pasal 3710

Dalam hal terjadi =situasi Wabah sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 369, Presiden menctapkan Wabah  schbapsa
bencana nasional nenalam sesual dengan Ketentaehn
peraturan perundang-undangan.

Paragral &
Penanggnlangan Wabah

Paszal 371

Penunggulengan Walwah  dilaksanakan  scgera sctelah
penctapan Dacrah Terjangkil Wabah denpan memperhalikan
asas kemnanllsiaan, sosial, dava, ekanomi, dan lingkungan.

Paszal 372
Penanggilangan Wabah dilakukan melalui kegiatan:
A, investigasi penvaloif;
b,  penmiatan surveilans,

£.  peEnanganan . . .
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penanganat penderita;

pengendalian faktor fsiko;

penanganan lerhadap populas) bensiko;
komunikas: risikeo;, dan fatan

tindakan penanggulangan lainnya.

Puasal 373

Invesligast  penyvakil  schagjimans dimaksud  dalam
Fasal 372 humaf a dilakukan  uwntuk  mendapatkan
informasi tentang cticlopl penyakit, sumber penyalkit, dan
cara penularan atau penycbaran penyakit Wabah.

Infermasi mengenal ctiologl penvakit, sumber ponvakat,
dan cara penularan atau peryrebaran penyakit Wabah
sebagaimana dirmaksid pada aval (1) digunakan sebagal
pertimbangan dalam renentikan tindakan
penansgulangarn.

Pa=sal 371

I'enguatan surveilans scbagaimana domaksud  dalam
Pasal 372 hural b dilakuakan uniuk penermilan kasuas dan
iclentifikasi  mendalam  tentang  keralteristik  daeri
etiologifagen penyakit dan faktor nsikonya dengan
berbasis laboralonum dannfdalan penehlian ilmah,

Surveldsns scbagmimsna dimakesud  pada oaval (1)
dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang sistematis
dan terus-menernis tentang  kejadian  penyakit  dan
kondisi vang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan
penularan ponvadat untuk memperoleh dan memberikan
miormast gund mengarahkan irwlakan penangpilangan
penvakit secara efektif dan efisien.

Pazal 375

Penanganan pcendorita schagaimana dimaksild  cdalam
Pasal 372 huruf ¢ dilakukan upava tata laksana
penderita sesuai dengan kebutuhan medis,

Penanganan penderita scbapaimuans  dimaksud  pada
avat [1§ melputl:

a.  1solaal;
I». Ykarmantina . ..
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b. karantina) dan/atan
. petpohatsn dan perawatan.

[sodasl scbagaimana dimalksud pade ayar {2 huaral a
dilaksanakan pada Fasilitas Pelavaoan Kesehalan atan
lempat lain vang memungkinkan pendetita mendapalkan
akscs Tclayanan Kesehatan untuk memperiahankan
kchidupaniya.

Korantina sebagmimana dimaksud pada avat {2) huaf b
dapat dilaksanakan i rumah, Rumah Sakit, tcmpat
kerja, alat angkut, hotel, wisms, asrama, dan tocmpac
atau wilayah lainoya denean mempertimbangkan aspek
epideminlogi.

Karanting selbwparnanag dimaksoad pada avat (2) humat b
dapat  dilakukan lerhadap oreang, barang, dan alac
anglkoat,

Pengobalan dan perawatan scbagaimana dimaksud pada
gaydl [2) hurul o dilakssnakan pada FWasiliths Pelavanan
Kesehalan  sesual  dengan standar dan ketenfan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Puszat dan Pemerintah Daerah  ersatna
dengan masvaraket bertangping  Jawalr memfasilitas
pclaksanaan isalasi ataw karantina,

Nalam  hal penderila  schapaimana dimaksud  pada
avat (2] memennahi kolerin unluk dilakoksn tnodaskan
Isvlasl  alazu karanlinas, wanb dilakuksn isolasi atau
karaniing  guns mengurang  terjadinva peonycbaran
penvalkil Walbak.

Pasal 376

Pengendsalian falttor risiko sebngaimana dimelsud dalam
Pazal 3¥Y2 hurof d dilakulkan unmk memitas rantai
penularan penyakit dari fakear risike vang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan perkembengan teknologi
sertd karmkreristik dan faktor risike terscbut, tormasulc
kemunghkinan pemusnahan faktor risike dimaksud.

Pengendalian faktor risikn sebagmimana dimaksud pada
avat (] melipnati:

a, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian vang
ditujukan untuk memperbailkl faktor risiko
ingkungan dan/atall memlsorhkan agen bialogi
penyebab penvakit,

b. penccgahan ...
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k. pencegahan dan penpendalian infeksi; dan/atan

L. PErENEATLEn jenszsh,

Pasal 377

Penanganan terhadep populasi berisiko  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 372 huweod o dilakoksn untuk
mencegah dan mengurang risiko penyvebaran penyakit.

Penanganan terhadap populasi berisiko  sebagaimana
dimeksud pada avat [1) melipuald;

1. pcmberian kokebalan;
Ir. pemberian profilaksis; danfalau
c. pcmbatasan kegiatan sosial kemasvarakatan.

Pernhatasan kKeplatan wos1al kemasyvarakalyan
sebapaimans dimaksud pada syat (2] huraf ¢ meliputi:

a. pchburan sekolah dan tempat kerja;
k.  pembatasan kegintan keapamaan;

¢, pembdatasan keglatan di tempat ataw fasilitas ummam;
dan fatau

d. prmbatasan kegatan linnva.

Praunl 378

Komunikasi rsko sehagaimana dimaksud  dalam
Pasal 372 hurul [ dilakuksan untuk membenkan
pematiamean kepads masyarakal  dan meningkatlan
peran masysardkal dalam upaya penanggulangasan Wabah,

Komunikasi risilko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

. pemberian infornasi danfatayn edukesi kepadae
masyarakatl; danfalan

[, mnhilisasi =osial.

Pagal 379 0 ..
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Pasal 379

{1} Kegiatan penanggulangan Wabah dilaksanakan secara
terintegrasi, Komprehensil, dan epat sasaron dengan
melibatkan kementerian/lembasgy terkait dan Pemerintah
Dacrah.

{2} Dalain penangsulangan Wabah, Pemmerintah Puset dapat
heleeria  sama  dengan nepars  lain atau badan
mitcmasional.

Pa=al 384

Ketentuan lehih  lanjut menpenail  pelakssanasan kegiatan
pcnanggulangar. Wahah  sebagaimana  dimsksud  dalam
Pasal 37| sampal dengan Pasal 379 diabar dengan Peretiran
Permenntah,

Paragraf 7

Eesialon FPasces-Wabah

Pasal 381

{1} Lrnluk pemubhan pasca-Wabah dilakukan  kcgilatan
notmalisgoi:

a.  Pelavanan Kesehatan, dan
h.  kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masvarakal,

{2} SBelain pemulihan sebagaimana dimaksud pada agac [1)
tetap dilakukan upava pencegaban tenllangnya Wabah
melalui kegintan:

4. pcopoguatan survellans Kesehatan, dan
b.  pengendalian faktor risika.

[3) Kcgiatan scbapaimana dimaksud pada awyat (1] dan
avar (2] wajity dilaksanakan oleh Pemenntah Dacerah
kabupaten fkota, Pemerintah Daerah  provimsi,  dan
Pemermtiah Pusat secara terintegrasi, lomprehensid, tepat
sasaran,  dan Detkeasinamburngan  sesildl dengarn
kewenangannya.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanasn keglatan
pasca-Wabah diaiur dengan Peraliran Pemerintal,

Baginn . . .
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Bagian hetign

Laboratormam

Pasal 382

Dalarn hal penangpulsngan KLB dan Wabab diperhakan
satmpel elanl/alau SpCSIInC untulc knnfirmasi
laboratorium, pelaksanaan pengambilan  sampel dan
konfirmasi dilakuksn puada laboratorium terdekat yang
memiliki kemampmaian,

Pelaksanasan konfirmasl scbagaimana dimaksud pada
aval [l] mengulamsasksn kedaulatan dan kepentingan
nasional, pemanfaatan antuk masyarakat,  serta
kemajuan ilmu pengelahuan dan tekoolog.

Délam  hat  konfirmasi  laboratorium sebagaimana
dimaksid pada ayal (1] perlu dilakukan dengan negara
lain, pelaksansannya harus dilallukan sesuai dengan
kelenluan  peraturan porundang-undangan vang
menpalur mengenal perjanjan alih material.

Bagian Keermpat

Pengelnlaan Limbah

Pasul 283

Pemernintah  Pusat, Domerintalh  Dacrah, dan/fatau
Fasililus DPoelavanan Heschatan  bertanggung jawab
Lerhadap pengelolaan lnmbah dari kegiatan
penanggilangsin KLB dan Wabah.

Pengelelaan limbal scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilaksanakan  scsuse dengan ketentuan  peraturan
porundang-undangan.

Bapan . . .
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Bagian Kelima

Pelapuran

Pasal 484

Pemerintah Daerah kabuopeton/kota dan Pemerintah
PDaeraly  fprovinsl wajlh menvaanpaikan  laporan
pelakaanaan kewaspadaan KLE dan Wabah, kegiatan
penanggulangan  KLB dan Wabah danfalau kegiatan
pasca-KLE dan pasca-Wabah kepada Menteri secara
berkala,

Laporan schapsimana dimaksud pada avet (1) paling
sedikic herisi perkembangan situasi ELB dan Wahbah serta
kcgiatan penangeulangan vang dilakukan,

I'a=al 385

Mentenn wallb melaporkan sctiap perkembangan situasi
KLE dan Wabah dan kegiatan penanggulangan KLB dan
Wabah kepada Presiden.

Berdasarkan  lapeoran  scbhoagmimsana  dimaksoad pada
avat [1], Menteri mengumamkan perkembangan KLE dan

Wabah dengan memperhatikan dampak sasial, ekonomi,
budaya, politik, dan keamanar yang mungkin timbul.

Bagian Kecnam

Sumber Dayva

Pusal 386

sumber daya dalam upaya penanggulangsn KLB dan Wabah
rree it

.

o fnoo

m

sumber dava manusia;
teknalogi;

sprana dan prasarana;
Perbekalan Kesahatan: dan

pendanaan.

Pasal 387 . _ .
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Pasgl ART

Zumber  dava manusia  sebagsimans dimaksud  dalam
Pasal 380 huruf a merupakan Tenaga Medis, Tonaga
Kesehatan, dan tenaga pendukung atal peniinjaig kesehalan
gesual dengan hebuluhan,

Paaul 385

(1] Heluap Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan wajils iloat
merta dalam kegiatan penoangeulangan KLE dan Wabali,

(2] Dalam  bhal Tenaga Medis dan Tensga Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ldak mencukupi,
Pernerintah  Pasat  dan Pemerintah Daerah dapal
melakukysan  mobilisazl  tenaga  cedengan  Kesehatan
sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 238,

(3 Ketentuan lebith lanjut mengensi mobilisasi  tonaga
cadangan Kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada
aval {2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pa=al 389

(1) Teknologi sebuapaimana  dimaksud dalam Pasal 386
hurnaf b berupa penerapan dan pengembangan:

a.  ekoologl lepal guns;

b, metode il laboratorium,

v, melode pengobatan;

. leknodogl manajemen mfonnasi dan komunikasi, dan
£, penelitian.

2] Penelidan sebapdimana dimaksud pada ayat (1) burmf e
diutamakan penelitian vahg berbasis pelayanan,

Pasal 390

Sarana dan  prasardanag . sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3#6 hurul ¢ berupa seluruh fasilitas yang diperlukan
untuk mendukung kegiatan kewaspadaan RELB dann Wabah,
penangoulangsn KLB dan Wabah, dan pasca-K1LEB dan pasca-
Wahal-

Paxal 3971 _ ..
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Pasal 3u1

Perbekalan Kesehatan  sebapaimana dimaksud  dalam
Pasal 386 huruf d meliputi Alal Kescehatan, Obat, waksin,
bahan medis habis pakai, dan bahan/alat perndukung lainnva
vang diperlukan dalam  menyelengparakan  kegiatun
kewaspadaan KLE dan Wahah, penanpgolanpan KLB dan
Wabah, serla pasca-KLB dan pasca-Wabal.

Baman Ketujuh
MMak, Kewsajiban, dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 392

Sctiap orang vang sakil atau didugs sakit akibat penyakit atau
masdlaly Keschatan vang menyebabkan KLE altau  akibat
penvalkic yang menyebabksn Wabah vang telab diretapkan
slalus KLE atan Wahah hethak mendapatkan Pelayanan
Kesehalan vang pendanaannya bersumber dar Petnermtah
Puaac dan falan Pemennlah Doacrah.

Pauual 393

(1) Tenaes Medls dan Tenaga Kesehatan veng melaksanaloan
Upaya penangpulangan KLB dan Wabah berhak atas
pelindungan  hukum dun  keamanan  serta jaminan
keschatan dalam melakisanakan (Ugasnys.

[Z) Pelndungan bukum  dan  keamanan  scbapaimans
dimaksud pada ayat (1] termasuk pelindutgan vang
diberiltan kepada Tenags Medis dan Tenaga Keschatan
talam melaksanakan kematan investigasi dan memasukil
wilavaly atau mendapalkan akses kepada masyarakaet
tertentu vang diduga sakit alibat penyvakil alan masalah
Keschatan wang berpotensi mendmbullkan  KLBE, alau
akihatl penyakil yang berpotonsi menimbulkan Wahah.

{31 Jaminan kesehalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tcrmasuk mendapatkan  pelindungan  diri dard risiko
penulasn.

Parapgraf 2 . ..
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Paragrat 2

Kcwanban

Praaul 394

Botiap QOrang wajil memaAtuhl SCIIIUS kegiatan
penanggilangan KLE dan Wabah vang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintal Dacrah,

(1]

[2)

{3

{4

Paxzal 395

Setiap Orang yang mengetshul adanya orang sakit atau
didupa salat akibat penvakit ata masalah Eesehalan
vang berpotensi menimbulkan KLB ataun aldbat penvakit
yang berpotenzi mennnbulkan Wahah  haras  segera
melaporkan kepada Hpardlur poermerincahan
desa fkelurahan danfatau IPesilitas Pelayanan Eesehalan
terdekat,

Aparatur  pemerintahan  desa/kelurahan dan/atau
IFazilitas Pelayvanun Keschatan yang menerima laparan
schbagamana  dimaksud  pada  avat (1) alwa vang
tnengelaliul sdanyva orang sakit atau diduga =zakit alibat
pcoyakit  atau masalah Kesehalan wvang  berpotensi
menimhulkan KLB alau akibar penvakit vang borpotensi
monimbulkan . Wabah  wajib melaporkan kepeoda
perangkal  daeraly  yvang menyelengparakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan sefermpat.

Aparatar  pemennlahan desa/kelurahan ocanfatau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan vang melangpar keleniuan
sehagaornana ditnaksod pada ayat (2] dikcnan sanks:
administratif oleh Pemerintab DBaerah atay Pemerintah
Puaat sesual dengan kewenangannyva, berapa:

a. teguaran kisan;
b, teguran tertulis; danfataw
. usulan pemnbethentian dan jabalannya,

Ketenman lebih lanjut mengenai tete carea pengenaon
ganlksi adminisiralifl sebagaimana dimaksud pada aval (3)
diarur dengan Peraturan Pemcrintah.

Pasal 356 . ..
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Pa=al 3046

Dadarn keadanan KLE dan Wahah selirab Fasililss Pelayvanan
kesehartan, bailk milik Pemermtabh Pusar dan Pemetinlah
[daerah maupun moasyarakat, wajib memberikan Pelayanan
Keseharan terhadap vrang sakit atau diduga sakit akibat
penyakit atau masalah Eeschulan yang berpotensi
menimbulkan KLB atau akibat penyakit yvanpg borpotensi
tneninbulkan Wabah.

Pa=al 307

[13  Setiap (hang vang mengelold bahsn yang mengandung
penycbab danfatau agen biologi penvebals peovakit dan
rasalaly Kesehatan yang berporensi menimbulkan KLB
dan Wabah wajib inemnenuhi standar pengelolaan.

{2} EKetentuan mengensi standar pengelolaan bahan vang
mengandung penvebab daniatau agen biologl penvebab
penyakit dan masalabh Kesehatan vang  berpolensi
rrenimbiulkan KLB dan Wabah diatur dengan Peraturan
Pemearintah,

Pasal 398

1] Fasibtas Pclayanan Kesehatan vane rddek memberikan
Pelavanun Keschatan tethadap orang sakit aran didues
salit akibal penyakit atan masalabh Kesehatan yang
berpatensi menimbuilkan KLB alaun akibat penyakit vang
berpatensi menimbullan Wabimh sebapmimana dimaksud
ddalam Pasul 396 dan Sctiap Orang vang mengelola bahan
vang mehgandung penvebsab dan/atay oagen biologi
penyebalb  penyakit  dan  masalah Keschatan  yang
berpotensi menimbulkan KLEB dan Wabab wang udak
mementhi standar pengelolsan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3%7 dikenai ssnks] admdnistratif olch
Petnerititah Prisal atan Pemerintah Daerah sesuni dengan
kewennngannya herupa:

a. teguran lisan:
b teguran termlis) dan/alau
r.  denda administralil

(€] Kerentuan lebih lanjul mengendl lala coard poogenasn
sanksl administratif sebagaimana dimakaid pada aval [1)
thatur dengan Peraluran Pemerimtah,

Paragral 2 ., . .
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Puragral 3

Larangan

Pagul 399
Botap Orang dilarang:

4, melakukan  kegiatan  menvebarloaskan  baban vang
inengandung penyebab penvalkit dan masalah Keschatan
vang berpotensi memmbalkan KB danfatan

b, melaknkan  kegialan  menyebarluaskan  agen  biologi
penvehah penvalkic vang berpotcnsi menimbulkan KLB
dan Wabah.

Pa=sal 400

Hetiap Orang dilurang mengholang-halangl  pelaksanaan
upoyva penanggullangan KLE dan Wabah.

BADL XIII
FPENDANAAN KESEHATAN

Pasal 401

(1] Pendanaan  Kesehatan  bertuyjuan  wuntuk  mendanai
pembangunan  Kesehatan  secara  berhesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi, teralokast secara adil,
dan termanfaatkan secara berhasil puna dan berdayn
gung unluk memngkatkan derajat Keasshatan masvarakat
setingpi-lingginva,

(2] Unsur pendunasn Kesehatan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1h terdini slus sumber pendanaan, alokasi, dan
Pernsnfaalan.

(3] Sumber pendanasn Kesehatan berasal dari Pemerinlah
Fusat, Permetinialy Daerah, dan swunber lain vang sah
sesual  dengan ketentuan peratursn perundaogs-
undangan,

Pazal 402 . ..
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Pasgl 402

Permerintalh Pusat melakuksan pemantauan pendanaan
Kesehatan  secara fiasional dan  regional  untuk
mcmastikan tercapninya (Wjuan pendanazn Kesehaton
sthagaimana dimaksud doelam Pasal 407 &yl (1),

Unluk mendukung pemantavan pendanasn Kesehalan
sebagaimana dirmaksud pada ayat (1), Pemerintah Puseot
mengembangkan sistem inlormeasi pendanaan Keschatan
vang tcrintegrasi dengan Sistern Informasi Kesehatan
Nasional,

Bistem  mmvrmasi pendanaan Kesehatan sehagaimana
dimaksud pada ayat (2] merupakan scperangkat tatanan
vang terintegrasl melipull data, informasi, indikator. dan
capailan kinerja pendanaan Kesehalan yang  dikelols
secara  erpadu untuk mengerahkan  tindakan  atau
kepuitusan dalam pembanpgunan Kesehatan,

Setap Fusililas Pelavanon Ecaehatan, nstansi
Pemerintah Pusal dan Pemeninlah Dacrah, badan yvang
menyelenggarakan program  jaminan sosial odi bidang
keschatan, badan yeng  menyelenggaralkan program
jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, badan uvsaha
milik negara, badan usaha milik dacrah, lembags, swastas,
dan mitra pembanminan vang menjalankan  furesi
Keschatan mclaporkan realizasi belanja Kesehatan dan
hasil capsian setinp shun scsual dengan ketentuan
perafiiran perindanp-undangsn melalun sistem informsast
pendanaan Kesahatan.

Kretentuan lebih lanput mengenai pengembangan dan
pelaksanaan  sistern mformasi pendanaan Kesehatan
diatur dengan Peraluran Pemerintah.

DPazal 403

Petnerintah Pusal dan Pemerinlah Dacrabh berlunggpung
jawnaly menyvediakan dana vang dimanlaatkan uniuk
scluruh keglatan:

. Upaya Keschaolan;
by, penanpgulsngan bencans, KLB, danfatan Wabsah;

T, Penguatan sumber Dava Kesehatan dan
pemberdayaan masvarakat;

d. pcnguaton pongelolaan Koschatan,

e, penelitian ...
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g, penelildan, pengembangan, dan inovast bidang
Kesehatan, dat

. pragram Kesehatan strategis lainnyva sesual dengan
priurilas pembangunan  nasionel di seKtor
Kesehatan.

Pcndanaan  untuk  selaruh keglatan  sebagsimana
dimaksud pada ayat (1] dapet bersumber dari sumhber
laan  yang =ah sesual dengan Ketenilan peraluran
perundang-undangan,

Pazal 1034

Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah Bertanggong jawak
atas pcndanaan pemeriksaan dan Pelayanan Keschalan
terhadap kKorban lindak pidana danfatan pemeriksaan mayat
utitule kepentingan halaim. :

(1]

(<]

Pa=sal 405

Pereeniniah Pusat, Pemenntah Daerah, danfataa pihak
swasta terkait bertaogeung jawab lerhadap pendanasn
vane Umbul  delam  hal terdapat  kejadian ikuten
pazcapemhberian (Yhat pencegahian massal dan imunisasi
dalam penanggulangan penyalit, ermasuk
penangrilangan KLE dan Walwh,

Pendunasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling
sedikit digunakan unnak;

A, dndit kausalitas;

by, Pelayansn Keschatan, tormasuk rehabilitasi medis;
tan

. sanfunan terhadap korban,

Pasal 406

Pendanaan Humeh Hekit dapat bersumber dari penerimaan
Fuamal:  Sakal, anpesaran  Pemennlah Pusal,  anggaran
Pemerinlah Daeran, dan/atau sumber lain yang sah scsuz
dengan ketentoan perataran perutdang-undangan.

Pasal 407 _ ..
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Pasal 407

Permenntah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  dan/atau
masyarakar dapat memberikan  bantuan  pendanaan
dalam rangka peningkatan dan pemberian Pelayvanan
kecsehatan kepada masvarakal,

Banluan pendanaan  Pemerindah  Pusat, Peomerintah
Naerah, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuad dengan ketentuan
peratiitan perundang-undangan.

Paxsal 408

Kctentuan lebibh lanjut mengenal pemanfaalan pendanaan
Ecseharan diarir denpgan Peraluran Pemerintal.

(1

{2}

13

(4}

Pagal 404G

Pemerinltah Pusat, Pemerintah Daerah provins;, dan
Femerintah  Daerah kabupsalen/koly memprioritaskan
anggaran Keschalan unluk program dan kegintan dalam
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negoara
dan abggaran pendapatan dan belanja daerabh.

Anggaran  Kesehalan untuk  program  dan kegiatan
schagsamana  dimaksud  pada ayal (L) merupakan
anggaran selam unluk ga)l dalam lingkup peningkatan
Pelayanan Kesehatan bagi masvarakal denpan  eep
memperhatikban  kescjahleraan bagi Sumber  Dava
Manusia Keschatan.

FPemetintal Pusal mengalokasikan anggaran Kesehatan
darli anggaran pendapatan dan Delanjs negars sesoed
dengan kelailuhsan program nasional vang dituangkan
dalum  rencana ndul bidang  Kesehalao  dengan
memperhatikan penganggaran berbasis kinerja,

Pemenntah Dacrah mengnlokasikan anggaran Kesehatan
darl anggaran pendapatan dan belanja dacrah scsual
dengan kebutuhan Keschatsn dacrah yvang mengacu
pada program kesehatan nasional yang  diluangkan
dalam  rencana  induk  bidang  Keschatan  dengan
memperhatikan pengangearan berbnsis kinerja.

{3}  Pengalokasian . ..
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Pengalokasian  anggaran  Heschatan  sebegeimana
dimaksud pada avat [3) dan ayat (4], termasuk
mempethalikan penyelesalan permasalaban Keschatan
berdasurkan beban penvakit atag epidemioloes.

Dualam  penyusunan  anggaran Keschatan Pomerintah
Dacrah, Pemetinitah Pusat borwenang untuk
menyimkrenkan kebutuhan  alokasi  angearan unluk
kegpialan sebhagaimana dimalksud dalat Pasal 403,

Pagal 410

Dalam rangka upayva peningkatan kinerja pendanaan
Kesehatan, Pameriniah Pusiatl duapat memberikan insentif
atan  disinsentil kepada Peomerintah  Daerah sesuai
dengan  capeian  kincerja  program  dan Pelayanan
Kesehalan yang ditefapkan oleh Petnerintah Puasat,

Pemberian  inserntil atau  disinsentif  sebagaimana
ditnaksud pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketemiuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 411
Pendanaan Upaya Kesehatan perscorangan melalul
penyelenggaraan pragram JHININAL keschatan

disclenggaraltan  aleh badan  yang menyelenggarakan
program jaminan sosial di bidang keschatan.

Program jeminan keschatan sebagammana dimaksud pada
ayat (1) berzilat wajil hagi seluruh pendudulk.

Program jeminan keschatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1)  disclenggarakan  untal  mernjamin agar
masyarakat memperpleh manfaal pemelihsaraan  dan
pclindungan  Kesehatan guna memenuhi  kebutuban
dusar Keschartan,

Eebutuhan dasar Kesehatan sebagaimans  dimaksod
pada ayat (3 merupakan kebuluhann esensiad  yang
menyangkut Pelayvanan Keschalan perscorangzn, hail
promotif, preventif, Kuratil, rehabilitatil, maupun paliatif
sesual dengan siklus hidup dan epidemiologi  tanpa
melihat  sosial  ckonomi dan penvebals masalah
Feschalan.

{3 Denduduk. ..
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Pendudulk yang ingin mendapat manfaat tambahan dapat
mengilkuti  asurans]  keschatan  tambahan  danfatau
membayar secara pribadi,

Manfaatr  tambaban  moeladui asuransi kesshatan
lambuahan scbagaimana dimaksud pada ayal (5] dapat
dibayarkan aleh pemberi kerjs dan/atau dibavar sccara
pribadl, yang dilaksanakan dengan koordinasi anlar
pocnjamin kesehatan lainnys,

Pauval 412

Penyelenggaraan program jaminan keschatan dilaksanakan
ses1aL denpan kelenluan peraturan perundang-undangan,

BATT X1V

KEQORDINAGI DAN SINKIROMNIEAR PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

BK No IR7]179 4

(1]

[2)

Praual 413

Dalatn  rungka  pembangunan Kesehatan  diperloloan
koardinasi  dan sinkronisasi kebijakan  dl bidang
Kesehatan anlarkementerian/ lembaga dan pihak terkait.

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan dengan Lguan untuk:

a. metaksanakan pencepahan dan penangsnan
permasulshan kebijakan di bidang Kesehatan,

b, tnenyimergikan dan mengonsolidasikan polaksanean
kebijakan di hidang Kesehalan
artlarkemnenlensnlembags dan pihak terkaic, dan

¢, menpakselerdasikan pembsnpunan dan menguatlkan

sislem Keschatan.

Pa=al 414

Koordinas: dan sinkronisas sebapsimana dimaksud dadam
Passal 413 dilakukan deongan mcmperhatikan transparansi,
kontinuitas, akunahilitas, keprofesionalan, dan kelerpacduan
polayanan scrta mengedepankan kepontingan masyarakat.

Paaul 41> . ..
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Pazal 415

Koorthiiast dan sinkronisast =cbagaimans dimaksud datam
Pasal 413 paling sedikil diluksanakan melalui:

a. penelagharn erhadap burbagsi informeasi dan data vang

relevan ataul herpengarub lerhadap proscs aksclorasi
pembangunan Kesehatan;

b.  penyusunan strategi pencapaian dan priocilas program
dan kegiston pombangunan Kesehatan,

¢. penetapan loiteria dan indikator untulk penilaian
relaksanasn program dan keglatan pembangunan
Kesehatan;

d. penilaian terhadap kondisi stabilitas dan kelahanan
sistem Kesehatan:

. penetapan langkah kooedinasi unfuk mencegabh krisis
Kesehalam  dan memperkuat ketahanan  sistem
Kesehatan; dan

f. koordinasi peningkatan program Eesehalan masyarakat,
terutama yang hersifal promaolll dan prevenlil,

Pasal 416

Kerentuan lelil lanjul menpeens=i koordinas dan sinkronisasi
prhnpguatan  sistem Kesehatan  diatur deogan Perabaran
Presiden.

BAB XV
PARTISIFASI MASYARAKAT

Pasal 417

(17 Masyarakal berparlisipasi, boik  Secars perscorangan
maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tabapan
pembangunan  Keschatan  dalam  ranpks membantu
mempercrpal pencdpaisn derspal Kesehalan masyatakal
FANE selnggl-Ungeinya,

(2 Parlisipasi  sebagaimana dimaksad pecda awvat {1}
mencakup keilatsertaan secara aktd dan kreatif,

{3} Temenntah ..
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Hemerintah Pusul dun Pcmenintah Caerah
mengoordinasikan  pArtisipasi  sebagaimans dimalosud
pada ayal [1).

Eelentuan lebih lanjut mengenni partisipasi masyvacakal
diatur dengsn Peraturan Pemerintah.

DAL XVI
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Bagian hesdalu

Pembinaan

Fasal 418

Permetintahh Pusal dan Pemerintah Dacrah mclakulkan
pembinaan terhadap masyarakal dun selidp
penyolenggaraan  kegiatan yvang  herlhibungan  dengan
Sumber Daya Keschatan dan Upava Keschatan.

Upaya Keschalan sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kewaspadaan KLE dlan Wabah,
peoanggulangan KLB dan Wabah, sertn kegintan pasca-
KLE duan  pasca-Wabah  secars  terpadu damn
berkesinaminingan,

Pasal 414

Pembinaan sehagaimana dimaksod dalam Pasal 418
diarahken wuntls:

a. meningketkan akses dan mememahki keininihan
Sellap Orang lethadap Sumber Daga Keschatan dan
Upava Kesehatan;

b. menpgerakkan dan melaksanakan penyelenggaraon
Upaya Keschatan;

¢

meningkialkan mulu Pelayvanan  Keschatan  serla
kemampuan Tenags Medis dan Tenaga Kesehatan,

dan

d.  melindung masvarakat terhadap segala
kemungkinan vang dapat menimbulkan bahaya bag
kesehalan,

(2} Pembingan .. -
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Pcmbinaan  sebagaimana  dimaksud  pada avar (1)
dilakssnakan melalui:

4,  komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyardleat;

S0s1H 115051 dan advokasi;

petplalan kapasilas dan bunbingan teknis;
konsultas; dan/atau

pendidikan dan pelatihan,

2 Aon o

Pasal 420

Dalam  rangks pembinasn, FPemerintah Pusat dan
Pomerintah Daerah dapal  memberikan  penghargaso
kepada orang atau badan yvang telah betjasa dalam scetiap
kegislan mewujudkan tujusn pembangunan Kesehatan,
termasuk  kegiatan kewaspadaan KLE dan Wabah,
penanggulangan KLE dan Wabah, sers pasca-ELB dan
pasci-Wabah,

Kelenluan lekih lanjut mengenal pemberian penghargaan
sebagaimana  dimaksud pada aval (1) dilaksanakan
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undlangan.,

Capian Kedua

Penpsavasan

Pazal 421

Pemerintah Pusat dan 'cmmerintah Daerab melakukan
pengawasan tethadap sellap penyelengpearasn Keschatan,

Linglkup  pengawasan  sebupaimana  dimsksud  pada
ayet {1} melipuoti:

4,  ketlaalan lerhadap kctentuan peraturan perundang
undangan, lermnasuk kelaalan pelakisanasn norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan aleh
Pemoernintah Masar;

. Kelaatatt  lerhadap  standar prodesi,  standar
pelavanan, standar prosedur operasional, serta etika
dan disiplin profesi;

. dampak. ..
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.  dampak Pelayanan Keschatan oleh Tenaga Medis
atan Tenagn Kesehalan,

d. evaluasi penilaian kepuasan masyarokat;

e. aluntabilitas dan kelayakan penyelenggarnan Upava
Kesehatan dan Sumber Dayva Keschatan; dan

[.  objck pengawasan lain sesual dengan kebutuhan.

[3] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
mengikulzertakan masyarakar,

Pranal 4232

Dalam rangks pengawssan sebagaimana dianaksud dalam
Pasal 421, Pemerintahh Pusal alau Pomerintal Daerah dapat
dibaniu tenaga pongawas dan dilaksanakan scsual dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Paxal 423

Kelenluan lebih lanjut mengenal pelalsansan pengawasan
chatur denpan Peraturan Pomcrintah,

EBAB XVII
PENYIDNKAN

Pusal 424

(1] Pejabat penyidik Hepolisian Negara Ropublik Indonesia
borwcnang dan bertanggune jawab  melakukan
penvidibban  tindak  pidana Jdi bidanp  Kesehalan
berdasarkan  Kilabk  Undang-Undang  Hubkum Acarg
Pidana.

(2] Selawn penyidik Kepolisian Negara Republilt Indoncsia
sebagaimana dimaksud pada avat (1], pejabal pegawal
negetnl sipl lertentu di lingbangan pemerintahan yvang
menyelenggarakan Urisan  pemerintahan di bidang
keschatan juga diberi wewenang Khnasus sebagai penyidik
sehbagaimansa  dimaksud dalam keentuan  perataran
perundang-undangan mengenal Hukum Acara Pidana
unluk melakuksan peonyidikan tindak pidana di bidang
Kesehalan,

(3} Pejabat . ..
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Pejabat Penvidik Pegowal Neperl Sipil  sebhuagaimana
dimaksud pada ayal (2] berwenang:

d.

mencrima laperan dan melakuokan pemeriksasntl alas
kebenaran laporan serta keterangan lenlang lindak
pidana di bidang Kesehalan;

memanggEl, memeriksa, At melakiuban
penggcledahan terkait dugaan tindak pidana di
hidang Kesehalamn,

melalukan tindakan pertama di tempat kejadian,

melarang Seliap Orsng meninggalkan atau
memasukl  tempat  keojadian  perkara untak
kepenlimean penyidikan;

menyuruh berhent arang yang diduga melakuloan
tindalt pidana di bidang Kesehatan;

memeriksa identitas arang vang diduga melaloakan
tindak pidana di bidang Kesehatan;

thencarl datn meminla kelerangan dan babsn bukh
darl orang atau badan hukum schubungan dengan
tindak mdana di bidang Keseharan;

menaban,  memenksa,  serta meonyita surat,
dokumen, danj/atau bahan/barang bukti lainova
dalam perkara tindak pidana di hidang Kesehatan,

nslakukan pemenkssan di o tempat tertentu yang
diduga lerdapat surat, dekumen, atau benda lain
vang ada hubungannya deongan tindak pidana di
bidang Keschaotan;

memanggil sesearang untuk diperiksa dan didengar
keteranpannyd sebagdl lersanghks alau sakesi;

meminta bantuan ahh dalam rangka peolaksanasn
tugas penyidikan  tindak  pidana  di bidang
kesehatan;

menghenlikan  penyvidikan apabila Gdak lerdapal
cukup buktl yvang membuktikan adanyve tindak
pidana di lidang Kesehatan, dan

m. melakukan . ..
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m. melakukan tindakan lain  sctelall  berkoordinasi
dalam rangka meminta bantuan penvidikan kepada
penyvidik Kepolisian Negpara Republik Indonesia.

(4]  Penvidik Pegawal MNegerl Sl T TLEITIITIATL
petnberitabiuan tenlang  dimulainya  penyidikan  dan
pcnvampaian hasil penvidikan kepada pemaniur umaam
melaln prrogidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4] Kewenatgan  sebagaunanag dimaksod  pada agat (3
dilalksanakan sesuai dengan ketentuan Kitah Lndang-
Undang Huakum Acars Pidana,

&) Lalam melaksanakan hewensanpan  sebapaimanas
dimalesud pada avat {3), pejabat Penyidik Pepawai Negeri
Sipil berada di bawah keordinasi dan pengawasan
hepolisian Nepars Republik Indonesia sesual dengan
ketentuan peraturan perindang-undanga,

Pangl 425

Dalam hal dugaan tindal pidana Bidang Kesehatan dilakukan
Heh angpals, Tenlara Nasional Indonesia atau sngpota Tentara
Masional Indonesia bersama  cdengan masyarakat  sigil,
petividikan  dilakukan sesusl dengan kelenlusn  peraluran
perundang-undangan.

Pasal 426

Persyaratal, tata cara pengangkalan Penvidik Pepawar Nepen
Sipil, dan admimisirast penvidikan dilaksanabkan scsuai
dengan ketentuan peratiran perindane-undangan,

EAB XVII1
KETENTLIAN FIDANA

Paszal 427

Setiap perempuan yeng melakukan aborsi tidak  seswai
denegan knleria vang dikecualiban  sebhogaimang dimalesad
dalam Pazal B dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empall lehun.

Pasal 445 . ..
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Pagal 425

setiat Orang vang melakukan abors: bdak scsual dengan
keteniuian  scbhagaimana dimaksud  dalam Pasal 64
terhadap seorang pererm piian:

a. dengan persetijuan perempuan lerscbut dipidana
denpan pidana penjara paling lama o {lima) tabuan;
HLal

b. tanpa persefupian peremplan  lersebul  dipidana
dengan pidana penjara paling lama L2 (dua beolas)
Lahiar,

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada s2val (1)
huruf & mengakibatkan ketmnatan perempuoan terscbol
dipitlana dengan picdana penjuard paling lama 8 (delaparn)
tahun.

Jika perbuatan sehagaitmans dimaksud pada ayval {1)
hurwl b mengakibatkan kcmatian percmpuan terscbut
dipidsna dengan pidana penjara paling lema 15 {lima
belas) tabun.

Pa=zal 429

Tenaga Medis aten Tenaga Kesehatan vang melalnukan
tndalk pidana sebapaimans dimaksod doalam Pasal 428
pldananys dapat ditambah 173 [satu per tiga).

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan vang melakukan
undal pidana sebagainans dimeabkesud pada ayal (1) dapat
dyjaluhl pidana  tambahan  berupa pencabutan hak
tertentu vaitu:

g,  hak memepang jabatan publik pacda dmarnnya alal
Jahalan terlentu; dan/alau

b. hak menjalankan proles: tertcntu.

Tenapa Medis atau Tenaga Kesehatan yvang melokukan
aboral karena indikasi kedarmiratan medis atau terhadap
kovlzan ftindelk pidana perkosaan aten tindak pidana
kekerasan seksual lain vang menyebablkan kehamilan
sebapnimansd dirnalosud dalam Pasal 60 udak dipidana.

Pasal 4301 . . .
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Praxal 430

Sctiap Orang vang menghalanyg] program pemberian ainr susu
ibu eksklusif sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 42 dipidana
dengan pidans penjars paling lama 1 (satu) tabun ataig pidana
denda  paling banwvale Epi0h000.000,00 {luna  pulubh jura
rupiah].

Paszal 431

Seliap Orang yang memperjualbelikan darah marnusia dengan
aldsdn @1pd pun scbagaimana dimaksud dalam Pasal 118
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahan
atau pidana denda pahng banvak Rp2GO0.000.000,00 {dua
ratus jute rupiah).

Pagal 432

[} SBcuap Orang vang mengomersialkan atas pelaksanazn
transplantasi ocrgan arau jaringan alabl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayal (3] dipidana dengan
mdana pergara paling lama S (lima) tshun atau pidana
denda paling banyak BpS00.000.000,00 {lima ratus jurs
rupah).

2y Betiap Orang wang  memperjualbelikan organ atan
jaringan tubuh dengan alasan apa pun scbagaimana
dimaksud dsalam Pasal 124 ayat (3] dipidans dengan
mdana penjara paling lama 7 {tujuh) tahun atau pidana
denda  paling banyak Rpl 000000000000 [dus maliar
rjHah).

Pasal 433

Aeliap Orany vang melakokan bedah plastik rekonsiruks: dan
eslelka vang berlentangan denpan norma yang berlakn dalam
masyarakat dan ditujukan untuk mengubah  identitas
seseqrang sebagaimana dimsksud dalam Pasal 137 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ([sepuluhl)
tahun atau pidana denda paling banyale Hp2 000 000.000,00
[dua miliar rupiah),

Pasul 434 ., .



SK No IR7IRR A

FPRESIDEMN
REFPLELIK INDOMESIA

- 1B8 -

Pasal 434

Sotiap Orang vang melakukan pemasungan, penclantaran,
kekerazan, danfatan menviaruh orang lain untuk melakoksn
pemasungan, penclantaran, danjfetau kKekeraszan tethadap
penderita gangguan  (iwa  atav tindaken  lainnva vang
melangear hak asas] pendernita gangguan jiwa, sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 avat [2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun & [cnam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rpl0.000,000,00 [scpuluh juta rupiah).

Puual 435

seliap OUrang yvang memproduksi atau mengedarkan Sedigan
Fartnas dan/atay Alal Keschatan yang tidak memenuhi
standar danfatan persydratan leamanan,
khasiat/kemanfaatan, dan mueu  sebapaimana  dimaksud
dalam Fasal 138 avat (2] dan ayat {3} dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 {dus helas]) tahnun atan pidana denca
paling banvak RpS 000 000 000,00 {lima miliar rapiak}.

Paszal 435367

(1] Setiap Orang vang ridak  metiliki  keahlian  dan
kewenangan tetapi  melakuikan  praktik kefarmasian
scbagaimona  dimaksud  dalam Pasel 145 avat (1)
dipidans dengan pidana denda pellmg banvak
Rp200,000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2] Dalam hal terdapat praktik keformasion sebagaimana
diradesied  pads ayat [1) vang terkait denpsan Bediaan
Farmasi berups Obal keras dipdana denpsm pldana
penjara paling lama 3 (lima) tahun arau pidans denda
paling banyak KphO0 a0 Go0, 00 (lima rafas juta mapiah).

Pasal 437

(1] Bettap {drang vang memproduksi, memasuklen rokok ke
dalam wilayah Necgara HKesatuan Republik Indonesia,
danfatan menpedarkan dengan Ldak mencantumkan
peringatan Keschalao berbentuk tubsan diserlal gambar
sebapaimans.  ditnaksud  dalaon Pasal 130 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lime) tahun arau
pidana denda  paling banvak RphO0.000. 000 00 (lima
ratus juta rupiah).

(2] H[etfiap . ..
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() Setlap Orang vang melanggar hkawasan lanpa rokok
schagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 151 avai (1)
dipilana denpgan pidana denda paling banyak
[KpS0. 000,000,000 [lima pulub juca rupiaty),

Pasal 438

(1} Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehalan, Tenaga Medis,
danfatau Ternaga Kesehatan vang tidak mermberikan
perlvlonpgan  pertama  terhadap  Pasicnn yang  dalam
keadaan {imwat Daroral pada Fasililas  Pelavanan
Kcschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan
Pasal 275 avat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
tarna 2 [doa) tahun atsu pidans denda paling banyak
Ry 200,000 000,00 [dua ralus jula rupiah).

12} Tialam  hal pertnlalan sebogsamans dimaksud pacda
avat [1] mengakibatkan terjadinys. kedisahilitasan alau
kemnatian, pimpinan  Fasilitas  Pelavanan  Kesehatan
lersebul dipidans dengan pidana penjara paling lama
13 [sepuluh) tabun atau pidana denda paling banyak
Ep2.000,600.000 .00 {dua miliar mapiah). :

Pasal 439

Selsp ovrang yang bukan Tenaga MWMedis atau Tonaga
Eesehalan melakukan prakik sebagal Tenapa Medis atan
Tenapn Kesehatan vang telah memilikt 85IP dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun atau pidana denda
piling banyalk BEpb00. 000 000,00 [lima ratus juts rupiahl).

Pzl 440

(1) SBctap Tenaga Medis alau Tenags Keschalun  ysmg
melalkukan kealpaan vang mengakibatkan Pasien luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga)
lahun alau pldana dericla paling hanyak
Rp250, 000, 00,00 (dias ramis lima palub jute mapiah).

(2] Jika kealpaan schagaimana dimaksoud pads avat (1)
menpgakibatksm  komatisan, selap Tensga Medis  atau
Tenapa Keschatan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 [lima) tabun atau pidana denda paling banvak
B pa00. 000, 300,08 {(hma ratus juta rupiah).

Fasal 447 , ..,
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I'asal 441

(1) Setiap Orang vang menggunakan identitas berupa pelar
atan  beontuk  lain yang menimbulkan  Kesan  bagl
masvaraket vang bersangkulan adalabh Tensga Medis
ataly Tenags  Kesehalan yang  tolah memilikn 83TE
tlan falau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312
huruf o dipidana dengan pidana penjara paling  lama
2 (bma] tahun atau pidana denda paling banvak
Epa00. 000,005, 00 [lima ratias jata mipiah),

[2)  Betiap Orang vang mengpunakan alat, metode, atau cara
lainn dalam memberikan pelayanan kepada masyerakat
yang menimbulkan kesan yang bersanglkatan memipakan
Tenaga Medis atan Tenaga kesehatan yvang telab mermiliki
STR  dangsalau  BIP sebapsnmans dunaksud  dalam
Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling
lama o {lma) tahun araw pidana denda paling barvak
RpSOCe 00O 0400 (Y [lima ratas juila mapdah),

Paszal 4432

Setiap Orang vany, mempekerjakan Tenapsn Mcodis dan/ataw
Ternapa Keschalan yang Gdask mempunynd S sebagaimana
dimalksud dalam 1"azal 312 haraf ¢ dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banvak Rp300,000,000,00 {(Hma ratus jula rupah).

Pazal 443

Mhakheda, kapten pencrbong, atay pengemudl kendaraan
darat yang menurunkan atan menaikkan orang den/atau
barang sebelum mendapat satal perseliuan darl kemnenterian
rang menyvelenggarakan urasan  petnerintabhan di bidang
hescehatatl gebagaimans dimaksud dalam Pasal 363 ayval [3)
dengan maksud menyebarkan peryvakil dan/atau laklor risiko
penyakit vang dapat menimbulkan Wabah dipidana dengan
pldana penjara paling lama 10 [sepuluh) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp2 080 000 000,060 {dua milar rapiah).

Fasal 444, ..
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Prsal 444

Setiap Orang vang melakukan pomalsuan Dokumen Karanlina
Kesehatan atau menpggunsksan Dokumen Karanting kesehatan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinyva tidak
Lensar atay vang dipalsu dipidana dengan pidans penjara
paling lama 5 (lima) tahun alau pidena dends paling banvak
RpS00.000,¢00,00 (lima ranis juta rupiah).

Fasal 445

Setiap Oranp vanp melsbukan kegiatan  menvebarhiaskan
bahan vang mengandung penvebab penyakit danfatau agen
biclogi penvehah penyelat dan masalah Keschatan yvang
berpotensi  menimbulkan KLE dan Wabah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 dipiduna dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas]) tabun atau pidana denda pabng
banyak Bpd. 000,000 000,60 (Hma miliar napiah).

Pasal 446

Setiap Orang yang tidak mematuhe pelaksanazn apaya
penanggulangan KLE dan Wabah dan/atau dengan sengaja
menghalang-halang] pelaksanaan upaya penanggulangan KLB
dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana
dengan pidana denda paling banyak EpSOO000,0000,00
{lima ratus juta rupiah).

Pramal 447

1) Delom hal tindak pidana schagaimana dimeksud dalam
Pasal 428, Pasal 430 sampal dengan Pazal 435,
Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan
Pagal 446 dilakukan aleh korporasi, portanggungawabian
pidana dikenakan terhadap korporasi, penguris yang
mermplinyal Kedudukan fungsional, pemberi pennilah,
pemegoang kendali, duanfalau pemilik manfaat korparasi

(2] Helain pidana penjars. dan pidana denda terhadap
pengurus  vang  mempunyvai kedudukan fungsienal,
pemberi perintah, pemegane kendali, dan/atan pemililc
manfaal  korporas, pidana  yang dapat  dijatubkan
terhadap korparasi berupa pidana denda paling bhanyale

g, RpZ2.000.000,000,00 , .



SK No 1RTI192 A

{3)

{4}

FRESIDEM
REPLUBLIK INDCMESIA

- 192 -

a.  Rp2.040.000.000,00 (dus miliar rupiahl dalam hal
tindak mdana vang dilakukan diancam dengan
plidana penjara di bawah 7 [rapah) calnan,

b, RpS000.000,000,00 {lima miliar rupiah) dalam hal
tindak mdana wang dilnkukan digneam dengsan
piclana penjars paling lama 7 (Lyuh] tahun sampau
dengan paling lama 15 [lima belas) laloin; alaw

. REpa 000000 000,00 (hma puluh mibar ropiah)
dalam hal tindak pidana vane dilakukan diancarn
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjare paling lama 20 {dua palahy)
tahun.

Korporasi dikenal pertangpunejawaban secara pidana
rerhadap  suatu perbuatan vang  dilakukan  unmik
dan/arau atas nama korporasi jika perbuatan tersebuac
rermasuk dalam  linglkuap  usahanva gebagasimans
ditemtukan dalam anggaran dasar alan keleniusn lain
vang berlaku hagi korporasi vang hersanghucan,

Pidana dijatuhkan keparda korporasi jika lindak pidana;

W, dilakukuan dalam rangks pemenuhan maksod dan
tujluan korporasi;

. diterima sebagal kebijakan korporasi; dan/atau

v, dipunsaban unluk menguntungkan korporasl secars
mmelawar ko,

Pagzal 445

Dalam hal undalk pidana  sebuagaimana dimaksud  dalam
Pasal 428 Pasal 430 smempai dengan Pasel 435, Pasal 437,
Pazal 442 Pasal 444, TMasal 443, dan Pasal 446 dilakalan oleh
kourporasi, sclam dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai
pidans anbahan berupa:

i,

=3

pembayaran ganti rugi;

poneabutan tzin tertentu; danfatau

2, penalupan ..,
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C. penutupan  selutubh atan sebapian empal aaha
danjatan kegiatan korporasi.

BAE XIX
KETENTUAN PERALILIAN

Pasal 449
Pada saat Undang-LUndang ini mulai berlalo:

a. 5TR, 8TR Sementara, STH Bersyarat, dan SIP yvang sudah
terbit  dinvatakan tetap beorlaln sampai dengan
berakbarnya STE, 8TR Scmentara, STR Bersyarat, dan
a1,

b. ponerbitan TR, 8THE Sementara, 3TRE Beorsvarat, dan S1I°
vang telah s=selesal diproses wvenfikasi dan mcemenuhl
porsyvaratan disclesalkan scgera dan dinyatakan berlaku
sampal dengan berakhimys STR, 5TR Scmentara, 8TR
Bersyarat, dan 51I*; dan

¢, penerbitan 2TH, &TR Bementara, 8T Bersyarat, dan 31P
vang masih dalam proses awal sebelum proscs verifikasl
disesuaikan dengan kotentuan dalam Undang-Tndang
1m1.

Pasal 450}

Pada  sazl Undang-Undang  ind emalal  berlakua, Konsil
Kedokieran Tndonesia, Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran
Figi, Konsil Tenaga Kesehetan [ndomesia, Konsil masing-
masing Tenaga Keschatan, sckretarat Konsil kKedokleran
Indoncsia, sckrotaniat Konsi Tenaga Kesehalan [ndonesia, dan
Majelis Kehormalan Disiplin  Kedokteran lndonesia  tetap
mclalesanalkan lugas, [ungst, dan/alau wewenang sampal
dengan lerbentubkrnya Konsil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 dan majelis  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 304 yang dibentuk berdasarkan Undang Undang mi.

Pazal 431, ..



SK Mo 1RTIVd A

FRESIDEN
REPLBLIK INDONESLA

- 144 -

Pasal 451

Pads sast Undsng-TIndang ini mulai berlalon, Kelecgimm yang
dibentuk oleh sehap oreanisasi profes] tetap diakur sampai
dengan  ditctapkannva Kelcgium  sebageimana dimaksud
dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
il

Faral 452

Pade saat Undang-Undang ini mulai berlaky, pengaduan alas
pelanggaran disiplin terhadap Tenaga Medis atan Tenaga
Kesehatan yang masih:

4. dalamn proses di Majehs Kehormalan Dhisiphn Kedokleran
Indonesia atau konsil masmp-masing Tenapa Heschatan
dan Lelab selesal proses verifileasi, Klarikasi, dan/atau
pemerikaaan, diselesaikan berdasarkan proseduar vang
berlala sebeham Undane-Undang ini dinndangkar; <lan

b, awal proses i Majelis Kehormalan Disiplin Kedokleran
Indonesia atanl Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
dan  bkelum  dilalkan  proses  verdikasi,  klaritikasi,
dan/atai pemeriksaan,  diselesaikan berdasarkan
ketentizan dalam lindang-Undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Paoal 4532
Pada sast Undang-Undeng ini  jmalai herlalku,  socmua

peraniran perundang-undangan vang merupakan perataran
pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penvalkit Merular [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nowmor 20, Tambahan Lembaran Negara
Hepablik Todonesia Nomeor 327 3);

b, Undang-Undang . ..
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Undang-Undang Nomor 29 Tabnn 2004 tentang Prakuk
Kedokleran  {Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Notmoer 116, Tambéahan Lembaran hegara
Republik [ndenesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2009  tentang
Kesehatan  (Lembatran Negara Hepublik  Indonesia
Tahun 2009 Mamor 144, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 50363,

Undang Undang Nomeor 44 Tabun 2004 tentang Rumalh
Salat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009
Nomer 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Momaor 5072);

Undang-Undang  Nomar 20 Tahun 2083 tentang
Pendidikan Kedolteran ([Lembaran MWegara Republik
Indonezia Tahun 2013 Namor 132, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indoncsia Nomor 5434

Undang-Undang  Nomaor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan .Jiwa [Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Talwn 2014 Nomor 185, Tambahan Lombaran Nopara
Eepublik Indunesia Nomar 337 1);

Undanp-Undang Nomor 36 Tahun 2014 wenlang Tensgs
Keschalan  [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2014 Numor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 2607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 lentang
Keperawalun {Lembwran Nepara Repubhk  Indanesia
Tahun 2014 Momor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 36 12);

Undang-Tnduny  Nomor © 2Tahun 2018 lenlang
kckarantinasn Keschalan [Lembaran Negara Repuldik
Indonesia Tabun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
MNegara Kepublik lndonesia Nomor b234); dan

Lindang-Indang MNomer 4 Tahun 2019 tentang Kebiduanan
{Lembaran Negara HRepubhk Indenesia Tabun 20149
Nomer 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8325,

dinyatalean measth 1elap berlalm sepanjang tidak bertcntangan
dengan keteniuian dalam Undang-Undang ind.

Pa=zal 151 _ . .
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Pasal 454

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

=

I1.

Undang-Tndatng Noemotr 419 Tabhoan 1949 tentang
Crdonanst Obat Keras [(Steatshlad 19409 Nomor 419);

Undang-Undane Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Pervalil Metiular (Lernbaran Megara Republik Indonesia
Tahum [984 MNomor 20, Tambshan Lembaran Neparad
Republik Indonesia Nomer 3273,

Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran [Lembaran  MNegara Repuablik  Indonesia
Tahun 2004 Noemor 116, Tammbahan Letmbatan Negara
Republik Indonesia Komoer 4421}

Loidang-Undang Nomoetr 36 Tahun 2008 tentang
Kesehalun  (Lemberan Mepara Republik  Inelonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Namor S063),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lenlang Rumah
Salal [Lembarst Nepara Bepublik Indenesia Talhian 2009
Momor 153, Tambahan Lembaran Negars Hepublik
Endomesia Nomer B0F2);

Undang-Undang MNemor 20 Tahun 2013 1entang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negamm  FRepublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 13434},

Undang-TIndane  MNomaor 18 Tahun 2014 tentang
Keschatan Jiwa (Lembaran Negara Repuhlik indonesia
Tahun 2014 Nomor |85, Tambahan Lembaran Negaoa
Repuhlik Indonesia Nomor 5571);

Emdang-Undang Nomor 36 Taban 2014 tentang Tenaga
Keschatan  [Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tehun 2014 Meomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Repullik Tndonesia Nomor 5607

Undang-Undang  Nomer 32 Tahun 2014 tontang
Kepermwatan  (Lembaran  Negara  Republik  lndoncsia
Talhun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indoncaia Nomar 365120,

J-  Undang-Undang . ..
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1. Undong-Undang MNomeor 6& Tahun 2018 fentang

Eeksranbnaan Keschatan (Lembaran Negarn Hepuhlik
Inidornesia Tahun 2018 Nomoer 128, Tambahan Lembaran
MNegara Bepublik Indonesia Nomor B236); dan

k. Undang-Undang Neomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan  (Lembaran Kegara Eepublik  Indanesia
Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Hepublk Indunesia Nomor 6325],

dicabut dan dinvatakan tidak herlalna.

Pasal 425

Ketenluan dalam Pasal 427, Pasal 428, *asal 429, Pasal 431,
dan Pasal 432 berlakn ssmpsd dengan diberlakokanma
Undang-Indang Nomor | Tahun 2023 lentang Kilab Tndang-
Undang Thakum Pidana (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2023 Namor 1, Tambahao Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68472).

Pra=al 4206

Peraturan pelaksanaen dari Undang-Undang  ini harmis
ditetaplkan peling lama 1 [saty) tabun terbinung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 457

Pemerintalh Pusal harus melaporkan pejaksanaan Lndang-
Undang ini kepada Dewan Perwakilan Ralkyat melalui alat
kelengkapan dewan terkaif.

Paskal 458

Undang-Undang ird mmadad berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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AT sctiap Grang  mengetahuinya, mwinerintahilan
pengundangan Undang-Undang ni dengan penempulannys
dalam Lembaran Megara Republik [ndonesia.

Dssnhicsn di Jakarta
pada tangmal 8 Agustus 2023

PREZIDEN EEPUBLIK INDONESLA,
Ttdl.

JOKD WIDHD D)

Diundangkan di Jakarla
pada tangeal & Agisius 2023

MEINTERI SEKRETARIS NE{ZA12A
REPULLIK INDONESIA,

LLed.

PRATILNGC

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INTJONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105

Halinan sesia dengan aslinyo
EEMENTERIAN SEKRETARIAT NECARA
REPUBLIK INDONESIA

Drepnati Ridang Perundang-undangan dan
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FENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG RETUBLIK INDONESLA
NOMOR 17 TANTN 2023
TENTANG

KESEINATAM

L. UMUMN

[ndvnesia scbagal negars hukum yang berdasarkan Pancasiia dan
Unduang-Undane Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memilika
Lujuan negara yailu melindung segenap bangss Indonesia dan seluruh
turmpah darah Indenesia, memajukan kesejahteraan umam, mencerdaskan
kehidupan bangsa, scrta kuat melaksanakan keotertiban dunia yang
hetdasarican kemerdelaan, perdamalan alxadi, dan keadilan aosial. TIntuk
mencapai tujusn negara teraebur diselenggaralean pembangunan yvong
berkesinambungan yang merupakan suatn rangkaian pembangunan yang
menvehirih, terarah, dan terpadiu, termasiak diantaranya pemlangiinan
Kesshatan.

Kesehatan metupakan hak ssasi mamisia dan salah sama ansar
kesejphreraan yang hamiz diwujudkan sesuai dengan tujuan negara
sebaganimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukasn Undang-Undany
Daasar Woegars Republik Indonesia Tahun 1945, Oleh karens o, seliap
kegialan dun upaya unluk meningkalkan derajal Kesehalan magyarakat
vang setinggi-tingginya Jdilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahtcraan,
pemerataan, hondiskriminatif, partsipatif dan berlclanjutan, yang sangsl
ponting ariinva bagl poembeontukan sumber dayva manusis Indonesia,
peninpkatan ketahanan dan dava saing hangsa, serta pembangunan
nasicnal.

Penocapalan pembangunan Reschalan nasions] metigalaro disrups
besar-hesaran dengan ditmalainya kejadian pandemi Corone Vines Disease
274 [COWID 19) pada tahun 2020 yang terjadi padas skala global, Panderi
COVID-19 yanpg berdampsak luas terhadap selurub tatanan masvarakat
menimbulkan  beban  tambaban dalam upayva peningkatan kualitas
Kesehatan masvarakat, sehingge memakza dunla, termasuk Indonesia
untuk melakulkan penyesualan terhadap kondisi tersebul.

Kejadian . L.

5K Mo 187316 A
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Kejadian pandemi membxawa kesadaran pentingnya ponguatan sistem
Keschatan nasional sehingga perhy dilakukan trans/ormasi menveluruh
sebagsl Upaya perbaakan yang bertujuan untuk meniogkatkan derajat
Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan dayva saing bangsa
[ndonesia.

Berdasarkan identifilzasi berbagal permasaishan di bidang Kesehatan,
sepertl Pelavanan Keschatan yang masih didominasi pendekatan kuratif,
ketersediaan dan distribusi Sumber Dava Keschatan, kesiapan menghadam
krisis Kesehatan, aspek kemandirian larmasi dan Alat Keschatan, aspek
pemblayaan, dan  pomanfaatan Tebnologi Kesehatlan,  dilakukan
lransformasi sislem Keschatan.

Fenyclenggaraan transformasi sistem Kesehatan  memerlukan
lundasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatlasi berbagal
permasalabian Keschalan, Pembenahan regulasi bidang Kesehatan juga
diperlukan untuk memastikan strukiur Undang-Undeng di bidang
Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertenilangan,

Olch karena ity diperialkan sinkronizasi dar berbagal Undang-Undsang
derngan mengegunakian metode omnibus.

Lndang-Lndang m1 memudt substanst yang mendukung
penyvelenggaraan transforinasi sistem Kesehatan, yang meliputi:

4. peonguatan tugas dan fangguang jawall Pemeriniah Pusal  dan
Pemennlah Dacrah dalam pongyelenggaraan pembangunan Kesehatan,

b, sinkronisas] penpelolaan  Keschatan yang disclonggamakan  olch
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dasfatau masvarakat;

.  penguatan penyelenggaraan Upava Kesehatan dalam bentak protnotif,
proventil,  kurauf,  rchabilitatif, dan/farau palietif, dengan
ehigedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;

d.  penguatan Pelavansn  Keschatan promer denpan mengutamalian
pendekatan promotif dan preventil, memberkan  lavanan  vang
berfokus ke Pasicn berdasarkan siklus kehidupan manusio, dan
meningkalkan layanan di daerah lerpeneil, leriinggasl, perbatasan, dan
kepulatan serta bag masvarakal renlan;

.  pemerataan Fasiditas Pelavanan Kesehatan untuk kemudahen akses
bapl masvarakal melslf pembangunan Fasihtas Pelayanan Keschatan
tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tinglkat lanjuc oleh
pemenntah ataupun masyarakat;

L. petivediaan Tenags Medis dan Tenaga Keschatan melalul peningleatan
penvelenggaraan pendidikan  spesialis/subspesinliz, transparansi
dalam  proses Rogistrasi dan  perizinan, secrta perbaikan dalam
mekanisme penenmasn Tensags Medis dan Tensgs Kesehalan warpa
negara Indoneaia Milusan hiar negert melalui wji kompetensai yaog
transparan:

¢, peoelslan . ..

5K No 187200 A
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. pengzacan peran Pemerintah Puasat dan Pemerintah Dagrah menjamin
ketersediaan, pomerataan, dan ketenangkauan Perbekalan Keschatan,

h. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Keschalan melalo
penvelengparaan rantai pasok dard hulu hingga hilir;

i,  pemanfaatan Teknologl Kesehatan termasuk teknaologi biomedis untok
kepentingan  ilmu  pengetahuvan  dan Toknologih Kesehaslan  seria
Pelavanan Kesehatan menuju pelayanan kedekileran presisi [precision
trbeed LefrLe] ; '

1. penpuaten  Sistem  Infonmas) Keschatan  termasuk kewenangan
pemerintall untuk mengelols dan memanfaalkan dala Kesehatan
molalud inteprasi berbagal Siatem Inlormasi Kesehatan ke dalam
Bistemn lnformasi Kesehatan Masional;

k. penguatan kedaruratan Keschaotan melalhnl perbaikan iala kelola
kewaspadaan, penanggulangun, dan pasca-KLD dan Wabab, termasalk
poembagian peran dan koordinas] antarpemanglol kepentingan -serta
penplalan antisipasi kondisi dararar dengan melakukan pendaftaran,
pembinaan, dan mohilisasi tenaga cadangan Kesehatan;

. penguatan pendanzan Keschatan khususnys pemanlaalan pendanaan
vang bersumber dar anggaran pendapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapetan dan belanja daerah melalul penyusunan alckas
ahggaran berdasorkan prnsip pengsngesran berbaszis  Kinerja,
penvelenggarasan  sistem  informasi  pendanasn Kesehatan, serta
menjamin manfaal dalam  program  jaminan kesehatan beorbasis
kebutuhan dasar Kesehatan: dan

th. koordinast dan  sinkromlsasli kebyaksn 1 bidang  Kesehatano
antarleementerian lembags dan pihal terkail untuk penguatan sistem
Keschalan,

Secara umum, Undang-Undang inl memuat materi pokek yang
disusun secara sisternatis mencakup ketentusn umum, hak dan kewajilzan,
tanggung  jowab  Pomoerinah  Pusat dan Pemerintah Daerah,
penvclengparaan  Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitazs  Pelayanan
Eesehatan, Suamber Daya Mamasia kKesehatan, Perbekalan Kesehatan,
ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologt Kesehataty, Sistem
Informasi Kesehatan, KLB dan Wabah, pendanasn Kesehatan, koordinasi
dan sinkronisasi prngualan sistem Kesehatan, partisipasi masyarakoat,
pombinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentan
peraliban, dan ketentuan penutup,

(L. PASAL LYEMI PASAL

Pasal |
Culkup jelas.

Pazal 2 ...
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Pasal 2
Hurul a
Yong dimaksod denpgan “asas perikemanusigan” adalab
pembanginan Kesehatan hamis dilandasi atas perikemamasiaan
vang herdasarkan pada Ketubanan Yang Maha Esa dengan tidak
membedakan golongan agama dan bangsa.
Huruf b
Yang dimaksuad  dengan  "asas kescimbangan”  adalah
pembanpanan Keschatan harus dilakszanakan secard seimmbang
anlara kepentingan iodivida dan masyvarakat, antare fizik dan
jiwn, serta antara material dan spiritual.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "asas manfont” adalah pembanpunsan
Keschatan harus membernkan manlaal vang sehesar-besartva
bagl kemamisigan dan perikehidupan vang schat bagl sctiap
WATEA NegAra.

Huuaf

Yang dimalksud dengan “asas ilmish” adalah penyelenggaraan
Unayva Kesehatan dilakakan berdasarkan pada ilmu pengetabhuan
dan teknologi.

[urufe

Yang dimaksud dengan *asas pomeratsan” adalah pengaiuran
Sumber Dasa Kesehalan cdimaksadkan  unouk memberikan
Pelayanan Kesehatan vang dapat dijangkau oleh scluruh lapisan
tasyarakar untuk mcncapai derajal Kesehalan masyarakar vang
sCtinggi-tingginys.

Huraf £

Yang dimalsud dengan “asas etika dan prafesionalitas” adalab
pembenan Pelavanan Kesehatan oleh Tenaga Mcedis dan Tenaga
Kesehatan  harus  dapat mencapal dan meningkadkan
profesicnalisme dalam menjalankan praktik serta meomiliki ctika
prolesi dan sikap profesional.

Hurul g

Yang dimaksud dengan *asas pelindungan dan keselamatan®
adalah  penvelenggarnan  Upava Keschalan  barus dapat
memberikan pelindungan dan keselamatan  kepada pemberd
Pelayanan Kesehaten dan pencrima Peolayanan Keschatan dengan
tnengatamakan kesclamalan Pasien, masyarakat, dan
lingkungan.

Huruth ...
SK Mo 187202 A
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Huraf h

Yang dimaksud dengan Yasas penghormatan terhadap hak dan
kewnjlban” adalah pembangunan Keschatan harmas dilakulian
dengan menghotmati halk dan kewanban masvarakal sebugal
bentuk kesamasn redudukan hukum.

Huruaf i

Yeng dimaksud dengan "asas keadilan® adalah penyelenggacaan
LUpayva Kesehatan harus depat memberikan peleyanan yang adil
dan merata  kepada  scmua  lapisan  masyarakat  dengan
pembiayaan vang lerjangksad,

Hurul ]
Yanp dimaksud dengan  “asas  nondisknmmali® | adalah
pembangunan Kesehalon udak membedakan perfakuan terhadap

kelompok agama, gender, ras, ctuis, suku bangsa, wama kubt,
kondisi fisik, status sosial, dan antargelongarn,

Hurul k

Yanp dimaksud denpan “asas periumbangan moral dat nilai-rula
agarna” adalah kebiljakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan
sila Ketmhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yvang adil dan
beradab s=sebagaimana dunaksud dalam Pembukasn Undang-
Undang Dasar Nepara Republik Indonesin Tahun 1945,

Hurufl
Yang dimaksud dengan “asas parbsipall” adalsh pembangunan
Koeschatan melibalksan peran seria masyvarakal secara akuf,
Huruf m

Yung dimaksud dengan “asas kepentingan ummum”  adalab
pembangunan Kesehatan haris mengutamakan kopontingan
winum di atas kepentingsn pribadi atau golongan lerlentd.

Fluuf o

Yong dimaksud dengan *asas keterpaduan® adalah pembsnpunan
Kesehalan dilakuken secara terpadu yang melibatkan lintas
salar.

Hurmaf o

Yang dimaksud denpan fasas kesadarsm hukum®  adalah
pembangunan Keschalan menuntul Kesadaran dan kepatuhan
hukum dar masyaralear,

Huruf g . ..

SK Mo 187203 A
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Hureuf p

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara®  adalahb
pembangunan Heschatan barus menpgutamakan Kepentingan
nasional dan kKl omeningkatkan Upava Keschatan untuk
rmembangin sistem ketahanan Kesehatan.

Hural g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah pembangunan Keschatan harus dapal menjatnin upaysa
kelestarsan kualitas lingkungan hidup unouk generas) sckarang
dan vane akan datang demi kepentingan bangsa dan negara,

Hurufr

Yanp dimaksud dengan  “asas  kearifan budava®  adalah
pembaEnEunarn Kesehatan horas  mcemperhatikan dan
menghormati nilal-nilai spsial budaya yang dianul Nasyarakar.

Fhuaraf 3

Yang dimaksiud dengan "azas ketortiban dan kepasian huloam?®
adalah penyclenpparaan  Upaya  Kesehatlan  harus  dapat
mewujudksn keeratiran gdan kepestan  hukum dalam
magyvarnkat sesual dengan ketoentuan  peraluran  perundang-
undangan.

Pasal 3
Cukup jelas,

Fasal 4
Avar (1)
Fluaf a

Yang dimaksud dengan “hidup sehal secara fisil” adalah
londizi cubuh tanps penyakil yang ditandal organ tubuh
borfungsl secara normmal, Tubiah mampu menvesuaikan [urgsi
organ  tubulh dalam  batas  fisiologl lerhadap keadaan
linpkungan, dan (ibuh dapat melalukan kerja fisik lanpa
lelah secara berlebinan.

¥ang dimaksud dengan "hidup sehal secara jiwa® adalah
kesdasn kesejahteraan  mental  dan spintual  yang
memgkinkan  sescorang menpadarn kemampuan did,
mengatasi tekanan hidup, mampa belajar dan bekerja dengan
hailk, scrta mampa  memberilkan kontribusi  kepada
komunitasmva.

Yang ...

S No 187204 4,
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Yang dimaksud dengsn "hidup schat sccara sosial” adalah
keadasn  sescorsny yane mampu  menjaling babangan
irterpersenal dengan orang lan secara sehat dan bermanfant.

Huruf b

Cukup jolas.
Hurui c

Cudoup jelas,
Huruf d

Yang dimaksud denpan “standar Pelayanan  Kesehatan®
adalah pedoman bagi Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
dalam menyclenggarakan Pelavanan Hesehalan.

Huruf ¢
Culup jelas.
Hueal £
Cukup jelas.
Hurul g
Ckoap jelas.
Hurul h
Crakup jelas.
ITurafi
Cukup jelas.
Fluenaf |
Chukoap jelas.
Hurd k
Cuakup jelas.
Avat {2}
Cukun jelas,
Aval {3)
Cukap jelas.
Avat [1)
Huruf a

Culoap jelas,

Hurwl k. ..
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Tang dimaksud dengun "scosra terbatas untuk kepentingan
pendidikan®™ adalah tanpa membuka identitas Pasien atau
data vang dapat ditelusun dentitasnyva, kecuali dalam
penanganan klinis Pasien,

Yang dimaksud dengan "sccara terbatas untuk kepentingan

penelittan® adalah tanpa membuka identitas Pasien atau
data vang dapar ditelusuri identiteanya.

Hual d

Cukup jelas.
Hural e

Cukup jelas.
Elureuf f

Cukup jelas.
Hurul gz

Cukup jelas.
Hurul h

Cukup jelas.

Avar (3l

Cukup jrlas.

Pasal &
Axval {1}
Cukup jelas.
Aoval (2]
Huruf a
Cukup jetas.
Huruf b
Culeup jelas.

Hurufc . ..

SK No 187206 A
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Hurul ¢

Yang dimaksud  dengan "pembangunan berwawvasan
Kesehatan® adalah pembangunan vang berdasar pada
paradigma  sehat  wvang dilakukan  dengan strategi
pengarusutamaan Kesehatan  dalam pembanpunson,
penguslan Upaya Keschatan yang mengutamakan pragmotif,
preventif, dan pemberdayvaan masyvarakat.

fAyat [3)
Caakoap jelas,
Pusal &
Aval (1)
Agar Upava HKesehatan berhasil guma dan berdaya guna,
Pemoerintah FPusat perlu merancanakan, mengaiur,
metyvelenyparakar, meTls mecmbinoa dan MENFAWAR]

penvelenggaraan Unpava Keschalan alaupun sumber dayanyz
seoard serasl dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktil
mmasyarakal.

Aval (2]

Pasal ¥

Cukup jelas,

Cukup jetas.

Pasal 8

Culap jclas,

Pasal 3

Culoap jelas,

Pauzal LG

Awal (1)

SK Na 157207 A

Lntuk depet terselenggaranyva LUpava Kessehatan yvang merata
kepada wmasyaralar, diperlukan keterscdiaan  Sumber Daya
Kesehalan, anlara lain, Tenaga Medis, Tenapa Kesehatan,
IFasilitas Pelayanan Kesehartan, Perhekalan Kesehatan, Sistem
Informast Kesehatan, serta Teknologi Keschatan yang merata ke
scluruh wilagah  sampsi ke dactah lerpencil  seluhgga
memudahkan  masvarskxal  dalam memperaleh Pelayanan
kesehalan,

Aval [2]. ..
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Bvar (2)

Yang dimaksud dengan “insenlif [skal™, antara lain, ialah fasilitas
yang dibenkan oleh Pemerintalh Pusal duan/alaa Pemerintah
Draerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan “insentll nonfiskal®, antare lain, ialah
kemudshan periminan beruseha yang dilakukan sezuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangat,

Paaal 11

kKelersedisan dan akses terhadap Fasililay Pelayanan Keschatan scrta
milurnast dan edukasl Kesehatan termmasul bagl masvaralkat terluar,
terpencil, dan teromskin,

Fasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jclas.

Pasal 14
Cukup jclas.

Pasal 15

Culsup jelas,

Pazal 1&
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayal [1)
Cuakiug pelas,
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “derajal Heschatan jyuang  scongoi-
Ungeinya” adalah keadaan Kesehatan vang lehih haik dari
gebelutnnva  vang dapal dicapal scsual dengan kemampuan
maksimal dari setiap orang alau rnasyarakat,

Avat (3]
Cukup jelag,

Avat (4] ...

SK Mo 187208 A
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Avat (4}

Panual 18

Cukup jelas.

foval (1)

SK No IET200 A

Yang dimaksud dengan “Upaya Keschatan perseorangan vang
bergifat prometlil” adalah suatn kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan unuik memampukan individu dalam mensendalikan
clan meningkatian kesehatannva. Upaya Keschatan
perscorangan yang bersifat promotif dapat berupa pemberian
penjelasan danfatan edukasi lentang gaya hidup schat, falaar
ristkn, serta permasalahan Kescharan.

Yang dimaksud dengan “Upave Kesehalan perseorangan vang
bersifat preventf adalah suatu keglalan dan/atau scrangkaian
kegiatan wvang hertujuan unluk mencegah terjadinva penvakit
atay menghenukan penyakit dan mencegah bomplikasi yang
diakibatkan sctelah timbulnyva penvalot,. Upaya  Keschatao
perseoranpan vang bersifat prevenlil dapal berupa imunisasi,
dctclesl dinid, dan intervensi dini.

Yang ditnaksud dengan "Upaya Kesehatan persecrangat yang
bersifal kuratif® adalah suatn kepartan danfalau seranpksisn
kegiatan  pengobatan vane dilujukan wuntuk  peonvembuhan
penvekit danfatau petgurangsn penderitaan akibat penvalit.

Yatg dimaksad dengan "Upava Kesehatan persecrangan vang
bersial rchabilitatif® adaleh suaing kegiatan dan swlau
scrangkaian kegiatan yvang ditigjukan unluk mengoptimeallcan
fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah
Kesehatan dalsan inleraksinya dengan linglungannya. Upaya
Kesehatan perscorangan yang bersifat rebhatilitatif dapat berapa
terapl wicara atau fisiorerapi.

Yang dimaksud dengan “Upaya Keschalun perscorangan yang
bersifat paliatf” adalah Upaya Keschalan yang ditujukan untuk
meningkatkan kualilas hidup Pasien dan kcluarganya vang
menghadapl  masalah berkatan dengan penvakit vang
mengancam jiwa. Upava Kesehatan persecrangan vang bhersilal
padiatif dapat borupa idenfifikasi dini, penilaian vang benar,
pengobatan rasa sakit, dan penanganan masalah lain, baik fisilk,
prikasosial, maupun spiritual.

Avar{a) .. .
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Aval 12)
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Yang dimaksud dengan "Upaya Kesshatan masyarakat yang
hersifat promelufl® adalab suatu kegislan danfatau scrangkaian
keglalan untuk memampukan masyarsakat dalam mengendalikan
dan monmgkatkan kesehatannva, Upaya Kesehatan masyarakat
vang bersilat promotil dapat beripa Komunikssi vang cfcktif
uniuk mengedukasi masvarakat tertang Keschatan dan fakoor
vang mempengaruhi serta cara untok mmoninglatkan  stalus
Ecschatan, penguatan gerakan masvarakar, serta penvusunsn
kebijakan dan regulasi yang mendolung dan melindungi
Kesehalan masyaraloot.

Yang dimalesud denpan “Upaya Kesehatan masvarakal vang
bersifat preventil™ adalah suatu kegiotan pencegahan erhadap
suanl masalah Keschatan/penyalit untuk menghindan atau
mengurangt nsiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyalit.
Upaya Kesehatan masvarakal yang bersifat preventit dilaloakan
mclalul  swveilans, pemantausan  stawns dan permasalahan
Kesehatan masyarakal, serii penangoulangan  permasalahan
yvang ditemukan., Upsaya Keschatan masvarakat vang bercaifar
preventif dapal berupa pembatasan konsumsi rokek, konsumsi
gardam, konsumesl makanan dan minutnan kadar gula berlebih,
se1Ta herupa  vaksinasi massal,  skrining  penvakit serla
pengendalisn Keschatan  lmgkungan, ermasulk pencegahan
pencemaran lingkungan dan pengendalian veklor.

Yang dimaksud dengan “Upsaya Keschatan masyarakat yang
berzilal kurarif” adalah suvatu kegiaran dan/atau setangkaian
kegialan pengobatan yang ditunjukan untuk menghentikan alau
mengendalikan penularan dan beban penvakil di masvarakat.
Lpava Keschatan masyaraleat yang bersifat karalil dapat berupa
pemberian ohat massal, pemberian obat  presumtif, dan
pemberian obal penyvakil menular scrta kepastian adanva sistem
vang efelmif unnik ketersediaan akses vang berkeadilan terhadap
Upaya Kesehalan perseorangan vang bersifat kuratif.

Yang dimaksud dengan “Upayva Kesehatan masvarakat yang
bersilat rehahilitari®  adalah swalu kegialan danfatao
serangkaian Keplatan unluk membantu penyintas keombali ke
masyvatrakal, Upayn HKeschatan masyarakat wvang  bersifat
rehabilitatf dapat berups  pelatihan sosial antule penderica
spcktrum autisme, disabilitas intelektual, aten skizofrenia-

Yang ...



PREZIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13 -

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan Masyarakar yang
persifat paliatif adalah suatg kegiatan danfstau scranglkaian
kegiatan uniuk memsmpulan masvaralkat atau kommaniras dalam
membenkan dukungan untul meningkatkan kualilas hidup
Pasien dan keharganya yaty menghadapl masalah berkaitan
detigan penvalit yang mengancam  jiwa. Upays  Kesehatan
masyarakat yang bersifer paliatl dapal berups pembentukan
komunitas yang saling mendukung,

Pazal 19
Cukup jelas.

Pagzal 20

Huraf a

Cukup jelas.
Huruf L

Cukup jetas.
Huruf «

Cukup jelas.
Fhaeaf d

Cukup jelas.
Huruf «

Cukup jelas,
Fluewf |

Cukup jelas.
Huruf g

Juinber dayva lain, anlara lan, mlah indusin idang Kesehalon
dan mnstitusl pendidikan bidang Kesehatan.

Pazal 21
Cukup jclas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 24, .

S No 187211 A
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Praual 24
Culaap jelas,

Pasal 25

Avar (1)

Cukup jelas,
Ayal [2)

Cukup jelas.
Avart |-3)

Cukup jelas.
Avart (44

Bentuk Pelayanan Kesehatan melahil Telemedisin, antara lain,

berupa asuhan medis/klinis dan/alau  layansn  konsultasi
Kesehatan,

Avat [3)
Cukp jelas,

Pa=al 26

Hurul a

Yang dimalsud dengan “Pelayanan Keschalan prioer” adalsh
Pelayanan Kesehatlan vang terdekat dengan masyaralkat sebagal
kanak  perluma  (gete keepery vang  diselengarakan  secara
tennleprast unluk memenubi kebutuhan Kesehatan dalam setinp
fase kchidupan wang dimgjukan bagi individu, keluarga, dan
masyarakat.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kescehalan lanjulan”™ adalah
Pelavanan Kesehatan perseorangan yang hersifat spesialistik
danfatau subspesialistk  vang  diselenpggarakan  secara
homprehensil antarmulbidisiplin ilmu dan profcsional pada sctiap
penvalic pada Pasien,

Pumal 27

Cudeup jelas,

Pazal 25 . ..

SH No 157212 A
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Fasal 28
Avat [1)
cukup jelas.
Avat {2}
Cukup jelas.,
Avar (3]
Crakup jelas,
Avac (4]
Masyarsdeal rentan, antara lain, lalah:
4, indiwvidu vang tidak memiliki sakses terhadap Pelayvanan
Keschalan dan asuransi kesehatan yang memadai;
b, individu dengan status sosial elonomi rendah;
.  masyaraltat dengan penyaldt penverta [penvakit kronis);
d, porompuan, termasuk yang sedang hamil dan menyusg,
bayi, balila, remaja, dan lanjut usia;
e. individu dengan disabilitas;
L ndiidu dengan gangglLan jiws;
£, mdividu  yang  tersisibhkan secara sosial | karena
AEAmMAfKepercavian, ras atau sulks, orientas seloseal,
identitas gender, penyakil, serla status kewarganegarann;
h.,  mdindu vang tinggal i wilavah leringgal, terpencil, terhaar
dan perbatasan, rermasul masvarakatl adat;
i individu yang Unggal di rumab tangge tanpa akses ke air
bersill dan sanilas: yang memadal; atau
]- individu yang tinggal Jdi hunian sempit atau mstitusi sosial
dengan ruang privat yang lerbatas,
Ayal {3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayal (1]
Masyarakat vang herpartisipasi termasuk swasld,
Avat (2]
Culoap jelas.
Ayal (3]
Cukeup jelas,

SK MNo 187213 A
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Aval (4]
Cukup jelas,

Pa=al 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Avat (1)
Cukup jclas.
Axval (2)

Yang dimaksud dengan "kantak perlama”  adalah laganan
Kesehatan pertama yang dilerima olch masvarakat unouk
mengatasi permasalshan Kesehatan dasar,

Ayat [3)

Culup jelas.
Avat {4}

Cukup jclas.
Aval {3

Culoup jelus.,
Aryal &)

Culnap jelas.
Avat (7]

Culup jelas.
Avat (8]

Yang dimaksud dengan “status Kesehalan™ adalah deskrpsi
dan/alau pengukuran Keschatan pororangan atau populasi pada
titik wakty tertentu terhadap standar vang dapal diidentifileasi,
dan dilalukan dengan mengacu pada indikator Kesebhatan,

Myal (9
Cukup jelas.

Pasal 32
Avat (1]
Cukup jelas.

Avat [d) ...

5K MNo 187214 A
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Axval [2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Flurmal a
ke jelas,
Huruf b

Satuan pendicdikan, antara lain, berupe pendidikan anak
usia dini, sekolal frnadrasah, posantren, perguruan tingg,
atau nama lain vang sejenia dengan pendidilcan formal.

Huead «
Cukup jelas.
Hurald
Cukup jelas.
Huruf &
Cukup jolas.
Avat (4
Cukup jelas.
Aveat (b
Cukup jelas.
Aval 6]
Cukup jelas.
Aveal (1)
Crkup jolas,
Aval (8]
Cukup jo:as.
Avral [9)
Cukup jeas.
At [LEH

Milra Keschatan, antara lain, islah lembaga swadaya masyvarakal,
tokoh  apama, lWwkoeh pemuda,  tokoh  peremmpuan,  tokoh
masyaralkat, kamunitas peduli Kesehatan, dan badan usaha.

Avatr [L1)
Cukup jelas,

Pasal 33 ...
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Pasal 33
Aval (1)
Cukup jelas.
Ayal [2)

Yang dimaksud dengan “labworawonum  lsinnya®  adalah
laboratorium Keschatan yang disesuailzan dengan perkembangan
keburnuhat Kesehalan dan Telmolopi Kesehatan.

Avat {3}

Cukup jelas.
Avat (4}

Cukup jelas.
Arat {3)

Cukup jelas,

Pasal 34
Cukup jclas.

FPasal 35

Ayalil]

Cukup jelas,
Azt {2

Cukup jclas.
Avat {3

Cukup jelas.
Ayal 4]

Cukup jelas.
Aval |5

Yang dimaksud dengan  "pelayanan  sosial  dasar  bidang
Kesehatan® adalah  pelayanan uniuk memenohi kebatuhan
mdividu, kclompok, atau masyvarakar untuk mengatasi masalah
alan kekurangan dalam kebutuhan keschatannya.

Avar |G
Clkup jelas,

Avat [7) ...
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Aval (7)

Pasal 26

Cakuap jelas,

Culup jelas.

Pa=al 37

Ayal (1)

Pelayanan Keschatan lanjutan rermasult pelayanan akrining dan
dedekst dinl, homecare, Telerpedisin, Pelayanan Kesebhatan
bergerak, Pelayanan Kesehulan pada pos Kesehatan, Pelayanan
Kesehatan vang mengpunakan teknologi terbatu, dan pelayanan
berbasis penclitian.

Avat [2)

Cukup jclas.

Avat [3

Pasal 38

Cukup jelas.

Avat (1}

Yang dimaksud dengan  “berstundar intermasional®™  adalah
pelaranan ungeulan nasioril yang mengpunakan metade baru
yany duakul secara internasional.

Avat (2)

Pasual 39

Cukup jelas.

fvat (1)

Cukup jelas.

Avart (2]

Cukup jelas,

Avat. (73]

S No 187217 A

Yung dimaksud dengan “rujukan secara vertikal”™ adalab rujukan
vang dilakukan dari Fasilitas Pelayanan Keschatan perujuk ke
Fasilitas Pelayanan Kesehalan pencrima rujukan yang memiliki
fngkal kemampuan pelavanan vang lebih tinggi sesuei dengan
kebutuhan mmedis Pasien,

Yang .. .
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Tang dimuaksod dengan "majukan secara horizonta?  adalah
rmaiukan dart Pasilitas Pelayvanan Keschalan perujuk ke Fasilitas
Pelayanan Reschalan penenmas rujukan vang sama jenis Fagilitas
Pclavanan  kKesehatannya, tetapl memiliki  jenis  kommpelensi
terleniu yang Udale dimilikl olch Fasilitas Pelavanan Kesehatan
porujulk.

Tang dimalksud dengan "rujuk balik® adalab pelaksanaan fijpakan
terhadap Pasien wang telah selesai ditangani padsa Fasililas
Pelayanan Kesehatan penerima rgjuksn dan masih dibatuhkan
perawakan Janjutan pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan vang
lebib rendal komperensinya.

Avat (4]

Cukup jelas,

ATAT (3]

Yang dimeksod dengan  “kemamplan pelavanan”™  adalah
kompelensl vang didusarkan pada jenis Peolayanan Kesehatan,
Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sarans dan prasardng,
peralatan Feschatan, Scdiman Fannasi dan Alat Kcschatan, scita
dava tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

Aseat (6]

Cukiup jelas,

Avar [7]

Prsal 40

Cukup jclas.

Cuknip jelas.

Pasal 41

Asar (1]

Cukup jelas.

Ayal (2]

Cukup jelas.

Avat (3]

SK No 137213 A

Yang dimaksad dengan “skrining kesehatan lainnva* adalah
skrining Keschatan vang dilakukan securs berkala sesiai dengan
standar setelah perinde kelahiran. Skrimimg Keschatan lamova
dapal berupa pemantallan  lumlaah kembeng, deteksi dind
kedisabilicasan, dan lainnya.

Aval (4}, ..
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Avat 4]
Tangpung jawab dalam Upava KEcschatan bayl dan anak, antara
lain, berupa penvediaan Melayanan Kesehatan di sekolah vang
menarima anak disabilitas, baik di sekolah khusus maupun

selolah inklust sehinegs Lidak akan mengganppo Keschatan bayvi
dan snak dalam mengikatit pendidiken  dan tidak  terjadi

diskriminasi dan ftindak kekerasan vang dapat membahavakan
Kesehatan bayi dan anak,

Paznl 472
Avat (1)

Yanp dimaksod dengan ‘indikasi medis'  adalah kondisi
Keschatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu
it sesual yang ditetapkan oleh Tenaga bMedis.

Ayl {2

Cukup jelas.
Ayl {3}

Culmp jelas,
Ayt {4}

Culkup jelas.

Pasal 42
Avat [1)

Kebljakan, antara lain, boupa pombuatan norma, standar,
prasedur, dan kriteria.

Aval [2)
Culkoap jclas,

Pasal 44
Cubkup jclas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pazal 4f _ . .

SK No IE7219 A
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Cukup jelas.

Pazal 47

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas,

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal S0

Avat 1)

Cukup jelas.

Avat [2)

Yang dianskswd dengan "usia remaja” adalah ketompok usia

Lt} fscpuluh] tahun sampai sebelaum berusia 18 [delapan belus)
tahun.

Avat [3)

Cukup jelas.

Noval [4)

SK No E87I20 A

Yanp dionaksud dengan “skrining Kesehatan®™ adalah seliap
kegiatan yvange dilkukan untuk mendetcksl penyakit sccara dini
sehingga dapar dilakukan intervensi untuk menvembubkan atau
mencegah penvakit berlanjur.

Yang dimaksud dengan "Kesehatan reproduksi remaja" adalah
Upaya Keschatan yang dilakukan agar terbebas darn berhagai
gangouan HKesehatan vang dapal menghambal  kemarnpuan
mergalani kehidupan reprodukest sccara schat.

Yang thmaksud dengan "Kesehalan jwa remaja” adalah Upaya
Kesehatan vang dilakukan untuk mempersiaphkan kondisi remeagja
agar dapat berkembang secara fisik, mental, spiritnal, dan sosial
gehinpgea remaga terscbut menyadan kemampuan sendini, dapat
mengalasi  ekansan, dan mampu memberiean kontribusi
untak masyvaralkat,

Avat (B .- .
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Avat [3]
Cukup jelas,
Avat [G]
Cukup jelas,

Pasal 31
Cukup jelas.

Fasal o2
Cukup jelas.

Pasal 53
Avatr (1)
Cukup jclas,
Aseat (2]

Upayva Kesehatan penvandang disalilitas, tlermasuk Upsoas
Kesehatan bagi perempulan disabililas sebuagal cadon ibu dan ibua,
Upawa Kesehatan rerhadan anak vang dideteksi akan mengalami
disabilitas atan dilahirkan sebagal penyandang disabililas, sera
dukungan bagi keluarga yang olempunyal sngenla penvandang
disabilitas.

Upava Kesehatan terhadap anak vang cideteksi akan mengalatmi
disabilitas atau dilahirkan sebagai penvandang  disabililas
termasuk upava deteksi dan intervensi dind disabilitas.

Lpava Kesehalan penyandang disabiblas vang memasukl usia
produklld Letmasuk Kesehatan reproduks:,

Aeak (3]

Yang dimaksud dengan “akses” adalah termasuk tersedianva
Pelayanan Kesehatan vang dapat digunskan oleh penvandang
disakilitas secara mandirl tanpa bantuan orang lain dan
Pelayanan Kesehatan vang diberikan secara proaktif Kepada
penvandang disahilitas.

Avar (4

Cukup jelas.
Ayal (3]

Cukup jelas.
Avat (6]

Culaap jelas.

Pasal 54, ..

SK No 187221 A
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Cukup jelas,

Pasal 53

kg jelas,

Pa=al 5

Culaap jelas,

Pazal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jclas.

Pasal 59

Cukup jelas.

T*axal £l

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jolas.

Pazal 63

Acval (L]

Cukup jelas.
Avat [2)

Cukup jelas,
Avat [3)

PREZ!DEM
REPLUBLIK NDOMESIA

V.

Pelayvanan keluargs boroncana, antara lain, berupa konsultasi
pelaranan kehlarga herencana dan pelavanan kontrasepsi,

Ayat (4]

Culkuap elas,
Asat (5]

Cukup jelas,

SK Na [8721T A
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Fasal &4
Avart (1)
Cukup jelas.
Avat {2)
Hurufa

Yanp dimaksud dengan "bergizi scimbang” adalah asupan
gizi vang sesvai dengan  kebuluhan sescorang untuk
rnencegall neike gea lebih dan gz karang.

Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Culoup jelas.
Al (3]
Ciskupe jelas,
Avar (1)
Cukup jelas.
Aval (2]
Cukiap jetas.,

Puasul 63
Culoug jelas.

Pazal &

Cukup jelas.

Pasal &7
Avar (1)
Yung dimaksud dengan *intcrvensi”™ adalah scgala keglaian yang
dilaksanakan vk mengatast penvebab langsuang maapan tidak
langsung berbagal permasalahan gia,
Avat (2]

Pomangku kepentingan, anfara lain, ialah arang perscorangan,
magvarakal, akederms, dunia usaha, media masssa, arganisasi
masvarakat sipil, perguruzn unggE, lokoh masyarakatl, lokoh
perempuan,  tokoh pemuda,  takoh  agema, dan mitra
pembangunan,

Pa=al 68 . _ .

SK No 187223 A
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Pasal £8
Pengetahuan dan kessdaran masyarskar akan pentingnys gizi dan
pengaruhnya lethadap peningkatan statis gzl dapat diperoleh melalui
layanan Telekesehatan.

Paxal &9

Cukap jelas.

Pa=al 70
Ak (1]

Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut melipatl fase janin, ibu
hamil, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjit usia,

Aseat (2]

Cukup jelas.
ArAar [3)

Cukuap jelas,
Avat [4)

Culknp jelas,

Pasal 71
Avar (1)
Cukup jelas,
Axvat [2)
Cukup jclas.
Avart [3)

Pemberdagaan masyarukul, antars lain, berupa kegiatan untuak
donor koernea dan operasi katarak.

[asgal 72
Cukup jelas,

Pasal 73
Cukup jclas.

Puasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75 . ..

SK Mo 1E7224 A



FRESIDEN
REPUBLIE iNDOMESHA

- RT -
Fasal 75
Cukup jclas.
Pasal 7é
Avartil]
Hurufa
Cukup jclas.
Huruf b
Informasi dan cdukasi tentang Kesehalan jiwa ditujukan
unnik menccgab terjadinya risiko masalah kejiwaan atauo
ANgEIan Jiwa serta. mencegah terjadinya pelanpgaran hak
azasi lkepada ocrang yang berisiko dan orang  dengan
HANEFEEATL JEW
Aval [2)
Culup jelas,
Avat [3)

Cukup jclas.

Pausul 77

Cukup jclas.

Puasal 78

Cukup jelas,

Pazal 79

Culkup jelas.

Paszal B
Ak (L]

Cukup jelus,

Avar (d)

Cukup jclas.

Moval (3]

Tindakan medis vang ditujukan uniuk mengatasi  kondisi
kedamuratan, antara lain, dilakukan terhadap orang dengan
yangguan Jiwa yang menunjukkan pikiran danfatau perilakuo
vang dapat membahavakan  dirinya, orang lain, dan/atao
sekilarmva..

SK No I57223 4
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Asat (4]

Culmp jelas,

Avat [3]

ffa=zal 81

Cukup jelas,

Cukup jelas,

Pasal 52

Cukup jelas,

Pa=sal 53

Cukuop jetas,

Pazal 834

Cukup jelas,

Fasa] £5

Chaloap jelas,

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal #7

Ayat {1}

Cukiup jelas,

Avat (2]

BK No 187226 A

Kriteria penetapan program penangsulangan penyakit menular
tertenta sebagal priorilas nasional alau dacrah, ankara lain,
berupa:

penyalkit endemis lokal;

penyakit memilar patensial wabah;

fatalitas yang ditimbulkan tinggi/anglka kematian tinggi;
rmemililn dampak sosial, ckonomi, pelitik, dan kerahanan
vang g, dan

c. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradilzasi global.

o N R

Kriteria . . .
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kntena penetapan  program  penanggulangan  penvakit  tidak
menular terlentu scbagai pricritas nasional atan dacrah, antara

lain, erapa;
a. tingginya anghka kematun atou kedisabilitasan;
b.  tingginya angka Wesaskilan atsu tingsinya beban  biaya
pengobatan; dan
. memilika fakior risiko vang dapat diuhah,
Avat i3]
Cukup jelas,
Paszal B8
Culap jelas,
Pazal G
Azat (1)

Kegiatan  pencegahan, pengendolian, dan pemberantasan
penyakit menular dilalnikan, antaca lsin, melalui:

f&. promosi Keschatan:
b,  surveilans Kesehalan;
. pengendalian fakar risiko;
d.  penemuan kasus,
£, PUIATNZANA kasus;
f. pemberian kekebalan {imunisasi); dan
g, pembenan Obat peneegahan sccara massal.
Avat [2)
Cukap jelas,
Avat [3)
Culup jelas.
Avat [4}

Cukup jelas.

Pasal 90

Perilalu hidup bersih dan sehal bapgl penderita ponyakit menular,
antara lain, tidak melakukan tndsksn yang dapsl memudshkan
penularan penyakit pada orang lain.

Upayy pencegahan lainnyva, antara lain, berupa imunizasi, karanting,
lan isnlasi,

SK Mo 187227 A
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Pusmal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pa=al 93
Avat 1]

Kegintan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penvakil
tidak mcnular dilaloikan, antara lain, melalul:

promosi Keschatan;

dereksl dim faktor risiben;

tenpendalian falktor nsiko:

pelindungan khusus,;

penernuan dini kasas;

lala laksana dini dan

penangansan kasus, berupa Pelayanan Kesehalan kuratil,
rehabilitatil, dan/atau paliatif.

Avat [2)
Culup jelas.

famr RO TE

Pasal 94
Awal [1)

Faktor nsika, antara lain, berapa obesilas, konsumsi pula, garam,
dan lemak berlebih, merokok, konsums) mindman beralkohol,

dan hurang aktivitas fisik.
Avat (2}

Cukup jelas,
Avatl (3]

Cubup jelas,

Pasal 95
Cukoup jelas,

Pasal 9
Culup jelas,

Pa=al 97 . _ .

SK Na IRT22E A
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Pasal 97
Avar (1]
Cukup jelas,
Avat (2
Cukup jelas,
Aval (3]

Hurul a

Pendidikan Keschatan melipuf] pendidilean incralmariliuler,
koloarikouler, dan eksirmkurikuler,

Huruf b

Pelayanatt Kesehalan, antara lain, berupa pembenan
immunisasi dan skrining Kesehatan.

Hurif ¢
Cukup jelas,

Aval (4

Cukip Jelas,
ARl (3]

Cazknap jelas,
Avart (£

Caaloag jelas,

Pazal 98

Cukup jclas.
Pasal 949

Aval {1]

Yany dimakszud dengan *pengaruh burek" sdalah dampak yang
dapat dittmbulkan eoleh  proses,  peraloten, behan,  atay

linpkungan kernja vang dapat mengakibatkan terjadinya insidern,
Reareiss, Keeelakaan, atanpun pencetnaran lnghungsn vang
mempengarihi Kesehatan,

Avat (2]
Cukup jclas.

Aval (3] ..

SK No 1872294
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Avat [3)

Yang dimaksud dengan “lingkunzan matra® adalah lingkungan
dari seloruh  aspel pads meira yang scrba berubah dan
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksansan
kepalan manusia vang hidup dalam lingkungan erselaul,

Aval {4

Cukup jelas.

Ayat {3}

Cukup jolas.

Ayal i)

Cukup jelas.

Prgal 160
Cukup jelas,

Pazal 101

Cukup jclas.

Pasal 102
Cukup jelas,

Pasal 1003
Culkup jelas.

Pagal 104
Cukup jelas.

Pazal 103
Avat (1)

SK No 187230 A

Yang donaksud dengan “lingkungan vang  sehat™  adalah
lingkungan vang Ldsak mempurnyzd risiko burak bagl Kesehatan
termasuk alkibal koendisi malra dan ancaman global perubaban
ikelim.

Lingkungan vang tidak mempunvai risiko buruk bagl Kesehatan
merupakan lingkungan yang bebas dari wnsur-unsuar vang
menimmbulkan gangsuan Keschatan, antara lain, berupa:

a. limbkah cair, linhbah padal, bmbah gas yang tidak diclah
scbagaimana mestinya;

b. sampah . . .
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b.  sampah vang Udusk diproscs sczuai dengan persyvararan vang
diletapkan Pemerintabh Pusar dan Perperintah Dracral;
. velktar dan binalang pembaswa penyokit,
d.  zat kimia yang berbabaya;
€.  kebisingan vang mclebihi ambeang batas;
f.  radiasi sinar pengion dan nonpeongion;
£. AT yang torCcCohnar,
h.  udara yang lercemar; dan
1. makanan vang terkonlaminasi,
Aval {2}
Cukup jelas,
Avat {3)

Media hngkungsn, antara kain, berupa air, udara, lanah, pangan,
sarana dan bangunan, dan vektor dan binatang pembaws
penyalkif.

Ayl (4]

Cukup jelas,

Pagsal 106G

Culkup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pa=al 108
Avvar 1)

Yang dimaksud dengan “Kesehalan malra” adslah Upays
Kesehatan dalam bentuk khusus vang diselenggarakan uniuk
meningkatlan kemampuan fisik dan mental puna menvesuailkan
dirt terhiadap lingkungso yang scrba berubah secara hermakna,
bzuk di ingkungan darar, laur, maupun udara.

Avar [2)

Humil =

SK No 187231 A

Yang dimaksud denpan “Keschatan matra darat® adalah
Keschatan matra yang berhulaingan dengan pekerjaan atau
kegiatan di daral vang bersifat cemporer pada lingkungan
vang berubsh, seperti tansmipgrasi, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, penugasan khusus angeota Kepolisian
Megara Republik Indonesia,

Huruf b . ..
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “Kesehalan malra laul™ adalah
Kosclhiatan matra yang berhuhungan dengan pekerjaan atau
kegiatan  di laul dan  berhubungan dengan  keadasn

lingkungan wvang bertekanan ungg {hiperbarnik), seperti
penvelam.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Kesehatan matra udara™ adalah
Kesehalan matra yvang berhubongan dengan penerbangan
dan Kezsehatan rang angkass dengan keadasm limgkungan
vang hertekanan rendah (hipobarnk), seperlii penerbang dan
prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Avat [3)

Cukup jelas.
Ayat [4)

Cukup jelas.

Fasal 109
Axyaul [1)

Yang dimaksud dengan *bencana” adalabh perisfiven aten
rangkalan  perisliwa  yane mengancam  dan moengsansgn
kehidupan dan penghidupan masyarakal vange disebablan, baik
vleh faktor alam danfatau faktor nonalam maupan fakfor
menusia sehingss mengolabatkan thmbulnya  karban manusia,
kerusakan hngkunpgan, keruglan harta bendsa, dan dampak
paikologis.

Ayat [2)
Hirwef a

Perencanaan Keashatan prabencansd, antard lain, berupa
mitigasi risiko, penviapan Sumber Deva  Kesehatan,
perencanaan, dan koordinasi,

Huruf I

Pelayanan Kesehatan saat bencans, anlara lain, keglalan
uniuk merespons tanggap dararat bencana.

Huruf ¢

Pelayanan Reschatan pascabencana termasubke pemulihan
fizik dan mental,

Aval [3). ..

SK Mo 187232 A
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Avat (3]
Clukup jelas,
Avut (4]

Culkup jelas,

Pasal 110
Cukup jelas,

Trasal 111
Cukaap jelas,

Pasal 112
Cukupe jelas,

Pasal 113
Cukup jelas.

Fasal 114
Cukup jclas.

Fasul 115
Cukup jolas.

Pasul 115
Cukup jclas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Puassl 118
Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas,

Pausad 120 . . .

SK Mo IRTII3 A
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Pasal 120
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “predukisi’ adalah pemilahan plasma
menjadi frakal protein individual yang dilanjutkan dengan proses
permirnian, maktivasli atau penghilangan spen rdeksl yvang
ditularkan melalui darah, dan pengemasan untuk menjadi produk
Obal denval plasima.

Aval (2]
Culup jelas.
Avat (3]

Kompensasi, antara lain, berupa penggantian biava transportasi
dan fatau biaya pemeliharaan Keschalan.

Azt (4]

Cukup jelas.
Avar [3)

Cukup jelas.
Asat (6]

Cukup jelas,
Aval (1)

Culap jelas,
Avat [B)

Cukup jolas,

Pagal 121
Cikup jclas.
Pasul 122
Culcup jelas,

Pasal 123
Culcup jelag,

Pasal 124
Aval (1]

Yanyg dimaksud dengan “transplantasi” adalah pemindahan organ
dan/atau  janingan tubuh  dari donor He resipien guna
penvernbuhan perngeakit dan pemulihan Kesehatan resipien.

Avat (2] . ..

SK Mo 187234 A
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Avat [2)

Cukup jelas.

Aval {3}

Yang dimaksud dengan *dikomersialkan® adalah komersizalisasi
dalam pelalisatasan ransplantasi organ tubuh mmanusiz atau
jaringan tubuh manusia, tidak rtermasuk proses Pelayanan
Kesehatan dalam penyclenggaraan transplanlasi pada Fasilitas
Pelavanan Keschatan.

Panal 125

Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Tusal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Culaap jelas.

Fasal 12%
Cudiup jelas.

Pasnl 130
Cukup jelas.

Paual 131
Cukup jelas,

['azal 132
Cukup jelas.

Pa=al 133
Avar (1)

Penghargaan diberikan karena danor transplanlasi organ tidalk
dapal melakukan kegiatan atau pekerjaan secara oplimal sclama
proges ransplanlasi dan pemulihan Kesehatan,

Aval (2]

SK Na FRT235 A

Cukup jelas.

Pausal 1344 . _ .
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Prazal 134

Cukup jelas.

Fasal 135
Moval [ L)

Yahg dimaksud dengan “sel punca® adalah sel dalam wbuh
manusia  dengan Kemampuan  istimews vakni maumpu
memperbaharui ateu mercgenerasi ditinya  dan mamp
berdiferensiasi tnenjadi scl lain vang spesilik.

Ayat (4

Cukup jclas.

Avat (3

Cukup jelas.

Aoval [4)

Cukup jelas,

Pa=al 136

Cukup jelas.

Puasal 137
Aval (1}

Culnip jelas,

Aval (2]

5K No 187236 A

Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis
kelamin, danfata sidilf jari, schingeza mengalkibathkan perubahan
entitas dan menghilangksn jejak jati ¢iri, serta digunskan
untuk melawan hukum atou melakukan kejabatan.

Eedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak dilujukan untuk
mengubah jens kelamin melainkan amiuk menyessuaikan alat
kelarnin dengan jenis kelamin yvang sebenamya, Perubahan jenis

kelamin hanya dapat dilakukan denpgan penctapan pengadilan
scsuad dengan ketentuan peralursn perundang-undangan.

Avat (3} ..
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Avat (3}

Cukup jelas.

Prazal 135

Culup jelas.

Pazal 1349

Culoap jelas.

Pa=al 1410)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pazal 142
Awvat [1)

Standar lamnya, antara lain, bemipa furmeakope lain yang berlaku
=seCArA Mternasional atan metode  analisis/moenograll  vang
ditctapkan aleh Pemerititah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam
[armakope Indonesia.

Aaval [2)

Slandar kannya, antara lain, hetupa melode analisis vang
dipiinakan dalam hal belum diatur delam farmakope herbal
Indonesia.

Avat (3]
Culup jelas.
Ayat (4
Statwlar laimmya, znlara lain, becrups motode analisis yang

digunakan dalam hal helum diatur dalam kodeks kosmetika
Indaonesia,

Ayat {5)
Yang dimaksud denpan “sedisan tertentu berdasarkan kajian
risikn” adalah sediaan Obal Bahan Alam, suplemen Keschatan,
Obal kuasil, dan kosimnetik yvang herdasarkan  kajian aleh

Pemerintalh Pusal berpotensi memberibean efelk vang berbahayo
bagi Kesehatan jika tidak menggiinakan bahan baku farmasi.

Aval (8], .
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Axal [B)
Culkup jelas.
Ayat {7}
Culkup jelas,
Avat (H)]
Culaap jelas,

Pazal 1435
Culoap jelas.

Paszal 144
Cukup jelas,

Pasal 145
Avar (1)
Cukup jelas,
Ayar [2)
Cukup jelas.
Aval [3h

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah tidak ada tenaga
ketarmasian, kebuluhan program pemerintab, dan/atau pada
kendisi KLB, Wabah, dan damiral bencans leinnya,

Tenaga Kesehatan lain, anlara lain, berupa dokrer dan/atau
dokrer gig, bidan, dan perawat.

Ayal (4}
Culnap jelas,

Pasal 146
Aval{]]
Yang dimaksud dengan *makanan dan minaman® adalah pangan

vlahan  sesuasl  dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan.

Srandar ., L.

SK No JB7T235 A
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SGtandar dan/atau  persyaratan kesmnsnan, muty, dan gizi
lermasuk penvampaian inlommasi nilai gizi, seperti kandungan
gula, garam, dan lemak.

Avat (2]

Cukup jelas.

Pasal 147
Asrart (1)

Yang dimaksud dengan *informasi atau pernyataan yang tidal
benar danfatau menvesatkan pada inlormasi produk” adalah
inlormasl atau pernvataan vang Udak scsual vang dicantumkan
pada label atau vang disampaikan pada iklan produl,

AvAT [2)
Cukup jelas.
Myar [3)
Cukup jelas.
Pasal 144

Cukup jelas,

Praxal 149
Ayalil]

Yang dimnaksud dengan “zat adiktil® adaslah produk yang
mengandung termhakau aten tidale menpandung lembakaw, bail
yang berupa rokok atal hentuk lain vang bersifat adiktif vang
penggunaannya  dapal merdmbulkan  kenigian  bagi dirinva
dan/atan masyarakat sckelilingnya dan dapat berbental padal,
cairan, dan gas,

Bentuk lain yvang bersifzt adiktif, antara lain, berupa okek
eleklrunik dan permen vang menganchang hikotin,

Avat (2)

Yang dimmaksud dengan "produk tembakan” adalab setiap produk
vang scluruhnya atau sebagian terbual dan daun lembakan
sebapgal bahan hakunya yang diolah unluk digunakan dengan
cara dibakar, dipanaskan, divapkan, dihisap, dihirup, dikunvah,
atau dengan cara konsumsi sapa purn.

Avat [3) . ..

SK No 187239 A
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Avat (3]

Huruf =
Cukug jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Humif e
Culaip jelas.

Hurul d
Cukup jelas,

Huruf ¢
Tembaka padul dan cair, antara lain, dapat digunakuan
uriduk rokoelk clektronik dan shisha.
Yang dunskald denpgsm “rokok elektronik” adalah hasil
tembakau berbentak cair, padal, atau bentok lainnya vang
berasdal dan pengolahan daun tembakau vange dibusl dengan
card ekslraks] alau cara lain sesual dengan perkembangan
tcknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan baban
pengganil atan bahan pembantu dalam  pembustannya
vang (isediakan untuk konsumen akhir dalam kemasdan
penjualan eceran yang dikonsumsl dengan cara dipanaskan
menggunakan alat pemanas eleklronik kemudian dibhisap.

Hurnf 1
Cukup jclas.

Aval (4]

Penetapan stander dan/aret peravaralan dimaksudkan untuk
menckan  dan mencegab penggunaan zal oadiklil vang
mehggangsu alau merugikan Keschatan.

Praxal 150

Cukup jelas.

Panal 141
Avar (1]

Cukaag jelas,

BK No 187240 A
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Pemerintah Draerah dalam tenetapian dan
mengimplementasilian kawasan tanpa rotenk harus
mempertunbanglan sehiruh aspek secara holistik.

Avat (3]

Culup jelas.

Pasal 132

ki jelas,

Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Culup jclas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 1506
Axval (1)
Hurul a
Pelayanan kedokteran vntuk kepentingan hulorm terhadap
erang hidup ditdjukan untuk mengetahui keadaan dan
sifat kecederaan, penyvebab keecoderaan, acdanyva
kekerasan/hulmingan seksual, dampak terhadap Kesehelan
ik [sik maupun jiwa, kecakapan hukum sesenrang, dan
termaan tain yang berhubungan dengan lindak pidans dan
pelakunya.
Huruf b
Pelayanan kedokteran vntuk kepentingan hulum terhadap
orang mati merupakan  pelavanan  kedokreran  vang
ilakukan terhadap mayal vaneg kemallanonvas  didoes
meripakan akibar acau berhulringan dengan suani tincdak
pidana atau kepentingan hukum lainnya.
Avat [2)
Cukup jelas.,

SK No [B724] A
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Avat (3]
Culmip jelas.

Pasal 157
Aval (1)
Cukup jclas.
Aval [2)

Yang dimaksud dengan “audil kemalian™ sdalah serangkaian
kegldtan penelusuran sebab kematian dan penentuan faktor vang
berkontribusi terchadap kematian sesearang,

Avar [3)

Cukup jelus.
Aval (4}

Cukup jolas,
Ayal (3}

Cukup jelas.

Fasal 158

Cukup jclas.

Pazal 154

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jolas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Paszal 163
Culkup jelas.

Pasal 164, . .
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Pasal 164

Culp jelas.

Pasal 165

Culcup jelas.

Pazal 166

Cukup jelas.

Pazal 167
Avat {1}
Cukup jelas,
Avat {2)
Cukup jelas.
Avat {3)
Culkup jelas,
Avar {4}
Propram pemernntah,  antsra lain, berapa pragtam
penangsulangan tubcrloalosis, Aurman  Ineeunodeficiernoy
virus/ acguired  immunaodeficiency  syndrore  [HIV/AIDS), duan
stunting.
Pasu] 168

Cukup jclas.

Pasal 16%

Cukup jelas.

Pasal 170
Aval (1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang, antera lrin, Lemipa
laboratorium Kesehatan, apotel, laboratoriim penpolaban sel,
serta bank sel dan/atan ank jaringan,

Aval (2] ...
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Aval [2)

Culaap jelas,

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukuap jelas.

Pasal 172
Avat {1}
1Iaraf &
Culup jclas.
Tl b
Culup jelas.
Hurul' c

Yang dimalksud dengan “rekam medis” adalal dokumen yang
berigilkan Jdata wlentilas Pasien, pemenksaan, pengobmtan,
tindakan, dan pelavanan lain vang telah dibenkar kepada
Pasien vang dibual dengan menpgunakan sistem clektromk
vang diperuntukksn penyclengearaan rckam modis. Dalam
hal  Fasilitas  Pelavanan  Kesehotan  tidak  dapet
menvelenggarakan rekam medis secacra elekaronik karena
hambaran teknis. dapat dipunakan  rekam medis
monelektronik sampal dengan hambalang selesal, serla
dilukukan penginpulan wlang data rekam medis pada sistem
rokam medis elektronile.

Hurul d
Cukup jelas.

Huraf &
Cukup jclas,

Huruf f

Cukup jelas,

Huruf g . ..

SK No 187244 A
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Fharal g
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat [3)
Cubkap jelas.

Pazal 174
Culkmp jelas,

Pasal 175

Cukup jcolas.

Paszal 176

Cukup jelas.

Pamal 177
Ascal (1)

Yang dimaksud dengan “rabasia Keschulan pribadi Pasicn”
adalah segala sesualu wanp borhubungan denpan hal vang
dilemnuikan wleh Tenaga Medis dan I'cnaga Kesehatan dalam
rangks pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimilili
Pasien scrta bersifat rahasia.

Avat (2]
Culcup jelas,
Avat (3

LCukup jclas,

[Pazal 175
Cukup jelas,

Pasal 179
Avar il

Hurufa. ..
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Huruf a

Tang dimaksud dongan “jejaving penpampusan Pelayanan
Ecschatany” adalah  pengampuan yvanpg dilakukan oleh
Fasilitas Pelavanan Kegchatan dengan kompetensi lebih
tinggl pada  Fasililas  Pclayanan Kesehatan dengan
kKompetlenst  lebih rendalhh vang berbygjuan unluk
meningkatkan kompetensi Fasilitas Pelayanan EKeschatan

dan menangani  permasalahan  Keschalan di o wilavah
tersebut.

Hurul b

Yang dimaksad dengan *kerja sama 2 {dua) atau lehib
Fasilitas Pelayanan Koschatan' adalab Kerja sams anlara
2 [dua} Fastlilas Pelayvanan Kesehatan, baik antaca Fasililas
Peclavanan Kesehatan di Indonesia dan Fasilitas Pelayvanan
Kesehatan di luar negeri maupun antar-Fasilitas Pelayvanan
Kesehatan di Indonesis, sanilars lain, berupa kerja sama o
bidang pelayanan dan bidang penelitian,

Huraf c

Yang dimaksud dengan "pisat ungeulan” adalah Pelayanan
Keschatan dengan karakreristilk wtama pada Bumah Sakit
yaIE  mempunyal  standar  pelayvanan internasional,
berteknodogi  Unegl, menuliki kompetensi sumber  daya
manusia yang unggll, serta bekerja samns denguan institusi
petididikan antuk meningkatkan bodava helajar, inovasi,
dan petipernbsripan.

Fluirual ¢l

Avyat (2)

Yany dmaksud dengan "Pelavanan Kesehatan ferpadu”
adalah  Pelayanan Hesehatan yang  torintcerasi vang
diselenpgmaraken pade Fasilitas Pelayanan Kesehalan secara
terpadu, multidisipling dan herpuisat pada kebutahan Pasien
[pxrtiet cendered care|,

Cukup jolas.

Paszal 120
Ayat (1]

Cukup jelas.

SK No IR72468 A
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Avat [2)

Cukup jelas,
Aval [3)

Hurul =

Yanp dimaksud dengan “berperilaloy hicdup sehat" adadah
merniliki kessdaran, kemausan, dan kemampuan  hidup
sehat.

Huruf I3

Culup jelas.
Hurut e

Culup jelas.
Huruf d

Cukap jelas.

Pasal LB
Cukup jelas.

Pazal 182
Culap jelas.

Pasal 183
ke jelas,

Pasal 184

Asat (1)

Culaip jelas,
Avar [2}

Cukup jelas.
Avat (3]

Cikup jclas,
Bval (4}

Yang dimaksud dengan "tata kelola Rumah Sakit vang baild
adalah  penerapan fangsi mansgemen Fumabh Sakit yang
berdazarkan prinsip tranparansi, akuntabilites, independensi,
responsibilitas, kesctarsan, dan kewajaran.

Yang - - -

SK No I87247 A
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Yung dmaksud dengan “tata kelola kdinis vang baik®™ adalah
pcnerapan hungsi tnatafemen klinis yang meliputi kepemimpinan
klinis, audit Klinis, dats klnis, risika klinis berbasis buabed,
peningkalan kinerja, pongelolaan keluhan, meksndsme monitor

hasd peclayanan, pengembangan prolesional, dan  akredicasi
Fumah Salkit,

Pasal LBS
Avart (1]
Cukup jelas,
Avat (2]
Cukup jelas,
Avat (3]

Tang dimaksud dengan “hidang Pelavanan Keschalan™ adalah
bidang vang memberikan Pelayanan Kesehalan langsung kepada
masyarakat, antara lain, berupa klindle, apotck, dan laboratoriam.

Avat (4
Culoup jelas.

Fasal 132
Cukup jelas.

Pasal 187

Avat (1]

Cukup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas.
At (3]

Cukup jelas.
Bt (4

Rumah Sakic  pendidikan sebagal  penyelengears ulams
divitarmalan Rumah Sakil pemerintad,

Avat [3) . . -
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Avat (5]

Yang imaksud dengan “persyaroten, standar, dan akredilasi
sesual dengan perannva® adalab persvaralat, slandar, dan
akreditasi yang hanis dipenuhi cleh Rumah Sakdt pendidikan,
baik sebagai Kumah SBakil vang bekerja sama dengan perguruan
tngyl dalam menvelenggarakan  pendidikan  tinggi  maupun
sebagal Rumah Sakit penvelenggara utams pendidikan tings
dengan tetap bekerjn sama dengan perguruan Hnge.

Avar %)

Cukup jclas.
Avar [7)

Cukup jclas.
Avat [H]

Cukup jolas.
Avat (4

Cukup jelas.
Avat {10

Cukup jolus.
Avat (1t)

Cukup jolas.

Pasal 188
Ayal (1)
Culknap jelas.
Ayal (2]
Culoap jelas.
Avyat (3]

Yarg dimaksud dengsn “pelayanan borbasis peonclitian” adalah
pelayanan yang dilakukan terhadap Paszien =ebagai subjek
penelitian, terutama pada penelitinn translasional dengan 1juan
unmil peminikiian efekuivilag,

Avat (4] ...
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Aval (4]

Yang dimsksud dengan “kelwbusan sccarn bertanggung jawab™
adalah pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai detigan kaidah
keilmuan  berdasarkan elika, nilai moral, norma agama, dan
peraturan perundang-undangan.

Aval {5)

Pihak lain, antara lain, ialah lembags atau orang persearatiysan
vang memilikd tngas dan fungsi unluk melakukan penelitian darau
rnermiliki kompetensi untuk melakukan penelitian,

DPasal 154G
Aval (1]

SK Mo bs7250 A

Huruf a

Cukup jelas.
Huraf 1z

Yang dimaksud dengan “slandar pelavanan Rumah Sakil”
adalah semua standsr pelayanan vang berlakue di Bumah
Rakit, antara lain, berupa standar prosedur operasional,
slandar pelayanan medis, dan slandar asuhan keperawatan,

Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurul d

Culknap jelas,
Hurul e

Yung dimaksud dengan “masvarakat tidak mampu alao
tskin® adalah Pasien vang memenuhi kriteria tidak mampu
atall mishin sesual dengan kerennian peraturan perundang-
unangan,

Hurul F
Cukup jelas.
[Taraf g

Cukup jelas.

Hurulfh . ..
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Huraf h

Yang dimalesud dengan “menvelenggarakan rekam medis®
adalah penyelenggaraan rekam medis vang Jdilalkukan sesuai
dengan standar yvang secars berlahap divpavakan mencapad
gratidar interosasional.

Huruf' i

Cukap jelas,
Huruf |

Cukup jelus.
lumik

Cukup jelas.
Hharuafl

Cukup jolas.
Hurut tn

Cukup jelas,
Huruf n

Cukup jelas,
Hueul o

kumah Sakit dibangun serta diengkapl dengan sarana,
prasarang, dan peralatan yvang dapat difungsiksn serts
dipclihara sedetnilkian ropas untuk mendapatkan keamanan,
mencegah kebakaran atau bencana dengan  terjamibnva
keamanan, kesclamatan dan Kesehalan Pasien, petugas,
pengunjune, dan linglungan Rumah Sakil.,

Huruf p

Cukup jelas,
Huraf g

Culap jelas.
Hurulr

Yang dimaksud dengan “peratiran inlernal Bumah Salit®
adalah peraluran vang disusun untak intetnal Rumah Sakit
dalam rangka menvelengegarakan tatz kelola Rumah Sakil
vang baik dan tata kelola klinis suang bails.

Huruf s
Cukup jelas.

BHurul L. ..
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Hurnl L
Cukup jelas.
Avat 2]
Cuhup jelas,

Pasal 190
Cukup jolas.

Pasal 191
Cubkup jelas.

Pazal 192
Cukun jelas,

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas,

Fasal 14
Cukup jelas,

Pasal 197
Cukup jclas.

Faszz] 198
Cukup jelas,

Pasal 199
Cukup jelas.

Pazsal 200
Ayat (1)

Tenaga pendukung atau penunjang keschatan, antara  lain,
beripa, tenaga biologl, lenaps administrawf, pramusaji, tenaga
kKellatgan, pelugds pemulassaran jenazah, dan petugas ambulans,

Aval (2] ...
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Ayat [2)
kg jelas,

Masal 201
Culmp jelas,

Pasgal 202
Cukup jclas.

Fasal 203
Avat {1}
Culoup jelas.
Axat 2]

Fihak rerkait, antara lain, berupa asosiasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan asosiasi institusi pendidikan Kesehalan serta

pihuik lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Aval (3]

Cukup jelas.
Ayal (4)

Cukup jelas.

Pa=sal 204
Culup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pa=zal 20
Cukug jelas,

Prasal 207
Cukup jelas,

Pasul 208
Cukup jolas.

Prasal 209
Cukup jelas.

SK No 187253 4
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Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Avat (1]

Yang dimaksud dengan “uji kompetensi”™ adalah penpgukuran
pcngetahuan, keterampilan, dan perilaku peseris didik untuk
mencapal standar kompelensi.

Ayat [2)

Culup jelas.
Avat {3)

Cubkp jelas,
Avat {4}

Cukap jelas,

[Pazal 214
Culup jelas,

Pazal 215

Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jclas.

Pagal 217

Cukup jclas.

Paszal 218
Cukup jolas.
Pazal 2714
Avat (1)
1urat a
Cukup jelas.

Hurufb .. .
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Hurud b

Halt memperpleh wakiu istirshat vang cukup dipereleh
poscrta didike selama proses pendidikan klinis pada lasilitasg
Pelayanan Keseharan.

Huruf ¢

Cukup jelas,
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Aseat (2}

Humt a

Yanp dimaksud dengan “keselamatan Pasien”™ adalah suata
kerangka kerjs yang berupa kegiatan terorpanisssi aniuk
membangun budaya, proses, prosedur, perilaka, Leknolog,
dan  lingkungan  dalam  Pelavanan  Kesehalan aecars
konmislen dan berkelanjutan yang  hermijuan untuk
menurunkan nsiko, mengurangi babays vang  dapal
dibindan, menghindari kemungkinan terjadinga kesalahan,
getta mengurangl dampak ketika rerjadi insiclen pada Pasien.

Huruf b

Cukup jelas,
Hunaf o

Cukup jelas.
Flurf o

Cukup jelas.

Puanul 220
Avat (1)

Yarnp dimaksud dengan "uji kompetensi borstandar nasional”
adalah penpukuran pengotahuvan, keterampilan, dan perilakg
pescrta didik pads  pengelenggara pendidikan 1inggd bidang
Kesehatan vang menyelenggarakan ujlan sesusl dengan standar
nasional dan berlaku secara nastonal.

Aval [2)

Culap jelas.
Avat [3)

Culap jelas,

Avat (4] ...

5K No 187255 A
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Asval {4y
Cukup jelas.
Ayal {3}
Cukup jelas.
Aseat (6]
Cukup jelas.
Pasal 221
Culoup jelas.
Pasal 222
Aval (1)
Huraf a
Yang dimaksud dengan *pendidik vang bukan mernipakan
Tenaga Medis dan Tenags Eesehaltan™ adalah  dosen,
mutruktur, dan fazilitator yang mempunysl lalar belakang
pendidikan di luar medis  dan  Kesehatan  vang
bertugas mentranslotmasikan, mengembangkan,  dan
menyvehbarluaskan ilou pengetahuian, leknaologl penunjang
ilerd medis, dan Keschatan.
Yang ditnaksad dengan Ytenapa kependidikan yang bakan
Tenaga Medis dan Tensgs Keschatan" oadalah  anggata
maosvarakat yang mempunvai latar belakang pendidikan 3
lusr medis don Kesehatan vang mengabdilan diri dan
diangkat  wuntuk  melaksanaksn  tugas  menunjang
penvelenggaraan pendilikan,
Huruf b
Cukup jelas,
[Mmal ¢
Culkup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup jolas.
Ayal [3]
Cukup jelas.

Aval (4. ..

BK No 187256 A
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Avatl (4

Cukup jelas.

Aval [3)

Pasal 223

Cukiip jelas,

Cukup jelas.

Pasal 224

Culop jelas.

Paszal 225

Culbup jelas.

Pasal 226

Cukup jotas.

Pasal 237
Avat {1}

Cukup jolas.

Avat {2)

Cukun jelas,

Avat (3]

SK No 187257 A

Yang ditmaksud dengan "aspek permecataan” adalah distrdbusi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan gesusi dengan kebutuhan
rrelalul proses relkrutmen, seleksi, dan pencmpatan.

Yang dimaksad dengan faspek pemanfaalan™  adalah
pemberdavaan Tenapa Meodis dan Tenaga Kesehalan scsuai
dengan kompetensl dan kewenangannys,

Yang dimaksud dengan “aspck pengembangan®  adalah
pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersilat
multtidisiplin dan linlas sckior =erta lintas propram wnluk
meralakun dan meningkatlkan koalitas Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehalan,

Pauwal 228 _ _ .



PRESICEN
REPUALIK iNDCMESIA

- 0f) -

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 230

Culkip jelas,

Panal 231

Avat (1}

Penempatan Tenaga Medis dan Tenagy Keschatan dimaksudkan
untuk mendavagunakan Tenaga Mediz dan Tenaga Kesehatan
pada daerab yang dibutuhkan, terutama dacrah  terpencil,
tertinggal, perbatasan, dan kepulavan, scrta daerah bermasalah
Kesebatan,

Selekst  dilakukan  dengan memperhalikan  berbagai  [akeor
schingga Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan tersebut dapat
memberikan manfaal kepada masvarakat dan dapat berlembang
sedunl dengan kemajuan ilmu pengetalhinan den teknokogi.

Avat (2}

5K No 187258 A

Huruf a
Cukup jelas.
Huiruf b

Yang dimeksud dengan “penogasan khusus®  adalah
pendavaplinaan secarda khoasus Tenapa Medis dan Tonaga
Kesehatan dalam kurun waktn tertentn guna meningkatkan
akses doan mutu Polayanan  Kesehatan pada  Fasilitas
Pelayanan HKeschatan di dacrah  tertinggsl, perbatasan,
kepulauan, scrta daerah bermasalah Kesehatan dan Rumah
Sakit pomerintah yang memerlakan pelavanan medik
spesialis, serta memenmahi Kebutohan Pelayanan Kesehalan
lmin nleh Tenaga Medis dan Tenspa Keaehatan,

Huruf ¢

Cukup jelas.

Awat (3},
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Aydl [3)

Cukup jelas,
Ayatl (4

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukuy jelas,
Ayal [6)

Cukup jelas.

Pasaul 232

Yang  dimaksud  dengan "upaya retensi”™  adalah upaya
mmempertshankan Tenaga Medis dan g alau Tenaga Kesehatan di suata
lempatl untuk periode terrentu dalam ranghka menjapa kesinambungan
Pelayanan  Kesehatan,  Upsaya  retensi,.  antara lain, herups
perpanjangan  penupssan, pemberian insentif, penerapan jenjame
karier, dan pemberlakuan sistcin rermunerasi.

Pasgl 233
Culouanp jetas,

Pasal 234
Cukup jelas,

Pasal 232
Aval (1)
Cukup jclas.
Ayat (2

Yang thmaksud dengan “dacrah tidak dimimat™ adalab daerah
yang mengalami kesulican pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan dalam waoldo tertentu,

Avat (3]

Cukup jelas,
Aval (4

Cukup jelas,

Pasal 236 ...
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Pasal 236
Cukup jolas.

Pa=al 237
Cukp jelas,

Pasul 238
Avat (1)
Cukup jrlas
Avar {2}
Cukup jclas
Ayal (3]

Tenaga cadangan Kesehatan herupa non-Tenags Keschatan yang
lelaly mendapatkan pelatihan terkait dengan penanpgidangan
KL}, Wabah, dan darural bencana, antara lain, ialnh peserta
didily, dasen, dan lenaga yang sudah tidak berpraktik sebagai
Tenaga Medis dan Tenaga Keselhatan.

Avat (4]
Culup jelas.

Puasal 239
Cukup jelas,

[Pasal 240
Cukup jclas.

Pazal 241

Ayal (1]

Culoap jclas.
Aval (2

CLukup jelas,
Aval (3]

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Aval {3) ...
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Ayat [3)
Cukup jetas,
Ascar {o)
Cukup jelas.
Aoval 7)

Yang dimaksud dengan “adaptrasi” adalah serangkaian legiatan
penycsualan komperens] dan kemampuan Tenaga Medis dan
Tenaga kesehatan wargs negara Indoncsia lulusan luar nepen
vang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

vt (8)
Culup jelas.

Pasal 2472

Cukup jelas.

Pagal 2423
Cukup jelas.

Pagal 244
Cukup jelns.

Pazal 245
Cukup jclas.

Pagral 246
Cukup jelas.
Faszal 247
Cukiun jelas,

Pasal 248

Cukuge jelas,

Pusal 249
Cukup jeilas.

Pasal 250 . ..
SK No 187261 A
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Fasal 250
Thirul «
Culmp jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang ungpualan  terientu  dalam
Pelayanan Keschatan” adalah bidang Pelayanan Kesehatan vang

=

menjsdl prioritaz atay dibulubkan, tetapl tenaganya  masih
lerbatas dan/atau belum ersedia di Indonesia, seperti bidang
bedah dengan teknolog robot [robotic surgery.

Pasal 2351
Cukup jelas,

Pusal 252
Culup jelas.

Pasal 253

Fendidikan dan pelalihan Lahasa Indonesia bagi Tenapa Medis dun
Tenaga Kesehalan wargs negara  asing  ditjukan agar  vang
hersangkitan bisa berkomunikasi dengan Pasien dengan baik.

Pasal 264
Cubkup jelas,

Paszal 255
Avar (1]

Kegiatan lain, antara lain, berupa latihan pabungan bersama,
balti sosisl, kegiatan olahraga internasional, dan  kegiatan
tAngEap darurt boneana.

Ayar (2]
Cukup jelas,
Ayal (3]

Yang dimaksud dengan “wakiu Llerientu” adalah paling lama
3 [tiga) bulan dan dapat diperpanjang,

Pa=al 236 . ..

SK No 187262 A
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Pasal 256
Ketentuan perallran perundang-undangan, antara lain, berupa
ketentuan peraluran perundang-undangan di bidang ketenagakeraam
dan keimigrasian,
Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Culup jelas.

Pagsal 260
Cukup jelas,

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jclas.

Paaal 263
Ayat (1]

Yang dimaksul dengan “Tenspga Mediz dan Tenaga Kesehatan
tertenty” adalah Tenags Meodis dan Tenage Kesehatan vang
memberikan  Pelayanan Keschatan sccara langsung  kepada
Pasien,

Ayat (3]

ki jelas,
Ayal [3)

Cukup jelas.
Aval (4]

Kondisi  tertentu,  antara lain,  Berips keadsan yvang
membulubkan pereepatan pemcnuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan pada Pelavanan Kesehatan,

Avat (5]
Cukup jelas.

Pazal 274 _ ..

SK Nag 187263 A
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Clukup jelas.

Panal 263

Kandisi terlentu, antara lain, bemipa:

Mmoo T

lrakii susind/ kemanusiaan,
Migas kenepsraon,

penangeulangan KLE, Wabah, atau benceana lainnva,

memnbenan pereolongan dararat lainnya; dan/atau

pemberian Pelayanan Kesehatan lainnya yang bersifat insidentil

dan Lersitar sementara.

Pa=mal 26
Cukoap jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukuye jelas,

Pasal 264
Chukup jelas.

Fasal 270
Cukup joelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272

Culkmp jelas.

Pagal 273
Cukup jelas,

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275
Cudoap jelas,

3K Mo 187204 A

Tasal 276 . . .



Pa=al 27

Huruf a
Cukup jelas.
Hurut b

Yang dimaksud dengan

FREZIDEM

REPUBLIK 'NOLOMESIA

"vang memadai® adalah pemberian

keteranpan yang disampaikan secara lengkap dengan bahasa

yang mudah dipaharri,

Huruf e

Culoap jelas,
Huruf d

Culaap jelas,
Huruf e

Cukup jelas,
Huruf F

Culaap jelas,
Hunif g

Culap retas,

Pasal 277

Cukup jclas.

IPasal 27H

Cukup jelas,

Pasgl 2749

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukcup jokas.

Pasal 241

Culaup jelas,

Praual 282

Cukup jelas.

SK No 187265 A
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Pasal 283
Culup jelas,

Pasal 254
Cukup jelas.

Puzal 285
Culnip jelas,

Pa=zal 28
Culup jelos.

Masal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas,

Pasal 289
Cukup jclas.

Fasal 290
Avar (1)

Culp jelas,

Avyat (2]

Yang dimaksud dengan “pelimpahan secara mandat® adalah
pelimpahan Kevwenanean dan Tenaga Medis ke Tenaga Medis ataul
Tenaga Keschatan tertentu atay antar-Tenaga Kesehatan tertentu
dengan tanggung jawab dan tanppung gugat totap berada pada
petiiben mandat,

PRESIDEM
REPUEBLIK INDONESIA

- b -

Yang dimaksud dengan “pelimpahan sccara dclegatif® adalah
pelimpahan kewenangan dari Tenaga Medis ke Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan tertentu atau antar-Tenaga Kesehatan rerlentu
dengan tanggung jawal dan tanpeung gupat boralih scpenuhnya
kepada peneting delegasi.

Ayt (3

Cukup jelas,

Avat (4]

SK No 187266 A

Cukup jelas,

Pasal 291 ...
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FPasal 291
Cukup jelas.

FPrsal 292
Cukup jelas,

Pamsul 293
Ayal (1)

Pada prinsipnva vang berhak moemberikan persenijuan adalah
Pasiern yung bersangkutan. Apabily Pasien tidak cakap atau
herada di bawsah pengampuoan (under curatele], persetujuan atau
penolakan tindakan Pelayanan Kesehatan diterikan oleh keluarga
lerdckat, antara lain, aleh suamifistri, ayahyibu kandung, anak
Kandung, alau saudara kandung vang wlkah dowasa. Dalam
keadaan Gawal Darurat, untuk menyvelamatkan nvawa Pasicn,

tidak diperhilan perselujuan.
Asrar {2}

Cukup jelas,
Avar (3)

Culkup jelas,
Avat (4}

Culup jelas.
Avat (5]

Culup jelas.
Ayat (6]

Cukup jelas,
Ayat (7]

Yang dimaksud dengan “yang mewakili’, antara lain, adalah
suamifistri, anak Kandung vang cakap, avah/ibu kandung, atau

salldara kandung.
fval [B)

Cubkiap jelas,
Aseat (9

Culkup jelas,

5K No 187267 A
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Avat {10)
Cukup jclas.
Avar {11]
Culoup jelas.
Avat {13
Culnip jelas.

Pasal 2494
Cukup jelas,

Pasal 295

Cukup jelas,

Pasal 296
Avat {1}
Culp jelas.
Avat (2}
Culap jelas.
Avar {3}

Culoup jelas.

Avart {4)
Tarnda tangan, antara lain, beriapa tanda langan manual, landa
tangan clektronik, atau bentuk lain yang =ejenis sesuval dengan

kelenluan peralursn perundang-undangan.
Avat (3]

Cukup jelas.,

Pasmnl 297
Avat {1}
Culkup jelas.
Avat (2]

Alses informasi terbedep dakumen relam medis, antara lain,
berups rekam medis atan poygelasan lisan Tenaga Medis
dan/atal Tenaga Kesehatan atan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (3] ..
SK No 137268 A



FRES!IDEN
REPLUBLIK INEONESIA

- 71 -
Avat (3}
Cukup jrlas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 2G4
Cukup jclas.

Pusal 300
Cukap jelas,

Pasal 201
Avar (1)

Yang dimaksud dengan “rehasia Kesehatan™ adalah riwesgat,
kondisi dan perawatan, penpobslan Keschatan fisik, serta psikis
gescorany, lermasok data pribadi Pasien.

Avar (2]

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukup jelas.

FPazal 302
Cukup jelas,

Pasal 33
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2]

Yang dimaksud dengan "audit Pelavanan Kesehatan™ adalah
proses  evaluas)  sistemnatis terhadap kualitas Pelayonan
Keschatan  untuk memastikan  DPelayanan  Keschatan  yang
diberikan sesuai dengan standar,

Avat (3]

Cukup jelas,
Avyat (4]

Cukup jolas.

Pawal 304 . ..

K No 187269 A



Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jefas

Pazal 306
Culmp jelas

Pasal 307
Cukup jelas.

Pasal 303
Culup jelas.

[Fa=al 230G
Culoap jelas.

Paszal 310
kg jelus.,

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Culoap jelas.

Fa=zal 313
Cukup jelas,

Pasal 214
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelas.

fvar (3]

Culoap jelas,

Aval (4]

Cukup jelas.

SK No 187270 4
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AvAL (D)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pengelolsan  kefarmasian®
adalah sarana penpelola Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
milik Pemerinraly Pusat, termasuk Tentars Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indanesia, Pemerindah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah,
dalamn rangka kctorsediaan, pemeratasn, serla keterjangkauen
Sediaan Furmasi dan Alat Kesehatan.

Avat (6]

Kcbijakan khusus, anlara lain, lalah pemberlakuan mekanisme
jalur khusus [special aecess scheme] dan pongecualian terhadap
kelenluan paten berdasarkan peraluran perundang-undangan
¥Aang meneatur mengenai paten.

Avat (7]
Cukup jelas,

[Pa=al 2145
Cukup jelas,

Paszal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “Obal csensial® adalab Obar vaog paling
dibutuhkan dalam Pelayanan Kesehalan, lermasuk Obat generils,
Dbat generik bermerck, dan Obat originator,

Aovat [2)

Cukup jelas.
Avar [3)

Cukup jclas.

Pasal 314
Cukup jelas.

Pasal 319
Avat (1}
Cukup jelas.
Asvat {2 . _ .

S No 187271 A
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Avat [2)

Perbekalan Kesehatan yang hamis didistribuosikan sesuai dengan
card disinbust vang baik, anlara lam, alah Obat, Bahan Obat,
dan Alar Keschatan.

Aval [3)

Laparan kegiatan pendistribusian, antara lain, islah laporan
mengenal ketersediaan, hargs, dan jumnlah Perbelkalan Kesehatan
yvang didistnbusikan yang menggunshkan sislem inlormast yang
terintegrasl dengan Sistem [nformas Keschatan Nasional,

Pazal 320

Ayat (1]

Cubup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas,
Avat (3}

Cukup jelas.
Agat (4)

Cukup jelas,
Avat {3

Yang dirmnsksud dengan “Ohat keras tertentua® adalab jenis Obat
keras yang terdapal pembatasan indikasi danyatau jumlah yang
dapat discrabhkan olch apoteker tanpa resep.,

Aval (5]

Yang dimaksud dengan *fasilitus lain” adalah fasilitas di loar
fagilitns  peloyanan kefarmasian, sepeti hypermaricet,
supermarket, dan minimarlket,

Aval (7]

Cukup jelas.
Aval {8}

{lukup jelas.

Pasal 3271 . ..
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Fasal 321
Axvat [1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “jamu” adalah Obal Bahan Alam
berupa  bahan  atau  ramuan  vang  borsumber  dari
rengetahuan tradisional atall warisan budaya Tndoncsia
yang  digunakan untuk petneliharasn Keachatan,

petiingkatan Keschatan, pencegahan penyakil, pengobatan,
darfatau pemulihan Kesehatan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan "obat herbal terstandar™ adalat Obal
Frhan Alam vang telah dipunakan secara tumin-temurun di
[hdonesia vang dipunakan untuk pemeliharaan Kesehalan,
peningkatan Kesehalan, pencegahan penvakit, pengobatan,
dan/alau pemulihan Keschatan yang dibukrikan Eeamatan
dan khasisinyva secara ilmish dengan uji praklinik serta
bl bakn yang telah distandardisasi.

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan “fitofarmaka” adalah Obat Bahan
Alam wyang digunekan untuk pemelibaraan Kesehatan,
peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakil, penpobetarn,
danfatan pemulihan  Kesehatan yang (elah  dibuktilean
kkcamnanan dan khasiatnya secars ilmiah dengan )i praddinik
dan w1 klinik serta bahan baliy dan produk jadinya Lelah
distandardizasi.

Huraf d

Obat Bahan Alam lainnya, antara lain, berupa produk (et
Pahan Alam inovast bara, produk Obat Bahao Alam impor,
dun produk Obat Bahan Alam  hisensi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetabuan dan tebnolog.

Axvat [2)

Cukup jclas.
Axvat [3)

Cukup jelas.

Pasal 322
Culup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Posal 324 . .

S No 187273 A
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Fasal 324
Cleup jelas.
Pasal 325
Cuakup jelas,
Pasal 226
Avat (1)
Cukap jelas.
Ayal (2
Cukup jclas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Huraf a
Yanp dimaksod dengan “insentif” adalabh dukungsn dlao
fazilitas dari Pemnerintah Pusar dan Pemerintah Daerah vang
diberikan kepada pelaku usaha alau kegiatan berupa fiskal
dan nomfiskal,
Insentif fiskal seperli penpurangan pajak dan penghapisan
bea masuk.
Insentif nanfiskal seperti kemudahan dalsm perizinan
berusaha, pengutamaan penggunaan produk dalam negeri
dualam pengadaan barang/jrsa pemerintah, dan kemudahan
dalam tata kelola perdagangan.
tlharud &
Crdoup jelas.
Huewd «
Cuhkup jelas,
Huruaf J
Cukup jelas.
Huruf ¢

SK No 137274 A

Industri farmasi dan Alar Kesehatan dalam neger termasuk
indusln fsrmasi dan Alat Kesshatan dengan penanhaman
tnadal asing vatig memdlika Fasililas produks: di dalam negeri.

Hurull. ..
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Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas,
Avyat (5]
Culaap jelas,

Pasal 327
Cukup joelas.

Pa=al 328
Culup jelas.

Pasal 329
Avat [1)

Yang dimaksud dengan “hilinsaszi peneliian nasional® adalah
upaya meningkatkan nilai tambal hasil penclitian vang sejalan
dengan pricritas ketahanan nasional dari semula skala penelitian

lahoratorium roenjudi skala komersial agar dapat dimanlasikan
olch masvarakat.

Ayar (2]

Cukup jelas
Aoval (3]

Cukup jelas
Avat (4]

Culap jelas
Ayat (5]

Bentuk dukungan, antara lain, ialah dukungan kebijalian untulk
metnpermudah penelitan kefarmasinn dan Alat Kesehalan dan
dukungan finansial vang diperlulean,

Pasal 330
Cukup jelas.

M'asal 331
Cukup jelas.

Pasal 334 . . .
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Prsal 332
Ayat (1)
Cukuyp jelas,
Asat [2)

Menetapkan  kebijakan, termasuk  uniuk  pengadaan dan
pemanfaatan Hediaan Farmasi, Alat Kesehatan, duan Perbokalan
Kegehatan laimnya.

Pasal 333
Cukup jelas,

Pazal 334
Avat (1]
Culoap jelas.
Ayal (2

Perangkat lunak tefinlergrasi denpan Sistem lnformeasi Keschatan
Nasiwonal.

Ayal (3]

Cukup jelas.
Aval [4)

Cukup jelas,

Pasal 333
Avat 11}

Tang dimaksid denpan “penelitian®  adalah kegiatan  vang
dilakukan menurul kaidah dan mecade fliniah sceara sistematis
unfuk  memperoleh  informasi, data, dan  keterangan  vang
berkhailan dengan pemahaman dan pembukeian kebenaran atau
Ketidakbenaran suatu asumsi dan/alau hipatesis di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologl scrta menarik simpulan ilmish bag
kcperluan kemaguan ilimua pengetahuoan dan teknwlog,

Avar [

Yang dimaksud dengan “kaidabh etik" adalat syarul penelitisn
vang mongatur perilaku dan lindaskan peneliti dalam melakukan
poenclitian.

Yang . ..

SK No 187276 A
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Yang dimaksud dengan *kaidaeh ilmal” adalah syarat penelitian
vang bersilat  analitis,  rasional, objcktif, empirs, dan
menghasitkan hasil vang sama ketika dilakukan oleh orang lain
dengan cara ¥YRNg Sarma,

Yang dimaksud dengsn "metodologl ilmiah™ adalah suatu cara
sislemans yang digunakan uniuk memecahkan masalal vang
dihadapi. Memade ini menggunakan langkah-langkah vang
sistematis, feralur, dan terkontrol serta dilaksanaksn sesuai
denpgan kaidah ilmiah yvang analitis, logis, objoktif, kenseptual,
dart empiris.

Avat (3]

Cukup jclas.

Ayat (4]

Penclitian yang mengikutscrtakan manusia haris  dilakcokan
dengan  memperhatikan  Kesehatan  dan kesclamaltan yang
hersangliutan. Penclitisn dan pengembangan vang menggunakan
manusia sebagal subjek harus mendaput porsetujuan tindakan
(informed conseny).  Sebelum  meminta  persengjuan  subjek
pcnelitian, peneliti harus memberikan informas mengenai tujuan
poeuclitian dan pengembangan  Kesehatan  serly penggunaan
hasilnya, jaminan kerahastaan tentang kentitas dan data pribacdi,
melode yang digunakary, risiko yvang munegkin timhul, dan hal lain
yvang perlu diketghui cleh yang bersangkutan dalatm rangka
penelitian dan pengembangan Kesehatan,

Aval |3}

Semud. ponelitian wang  mengikulzertakan  manusia  sebagsd
sUbjek penchtian wajib didasarksn pada 3 (tiga) prinsip etik
umum, yailu menghommati harkat martabal manusia (respect for
persons] vang berlujuan menghaormati olonomi dan melindung;
MAanusia vang dannominys  Lergangoe/kurang,  becbual  baik
(bengficence] dan  Udel merugikan  [(nonwtalsfficence),  scrta
berkeadilan (justice).

Aval [5)

3K No 157277 A

Vang dimaksud dengan "memperhatikan kescjahteraon hewan”
adalah penelitisn hewan coba dilakukan dengan menerapkan
o (lima) prinsip kebebasan hewan dalam kesejahteraan hewan,
walni;

a.  Dhebas duar masa lapar dan haus;

b.  bebas dari rasa sakir, cidera, dan penyakit;

<, bchas . ..
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. bebas  dan  ketidaknvamanan, penganiayaan, dan
penyvalahguna:an;

e, Twebas darl rasd lakul dan tertekan: dan

e.  bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Hewan oohba harus dipidih dengan mengutamakan hewan dengan
sensitivitas  neurolisiclogis wang paling rendah  [(ronsentient
orgeznism) dan hewan yang paling rendab pada shkala evolust,
keberhali-halian yang wajar harus diterapkan pada penelitian
vang dapar mempengaruhi lingkunsan dan kesehatan hewan
vang digunakan dalam penelitian harus dihormati.

Avat (7]

Culup jclas.

Pasal 234
Cukup jclas.

Paunl 327
Avat (1]

Culnp jelas.

Avat (2]

Penctapan kehijakan, antara lain, berups pendallaran, pengujian,
dan pengsaasan.

faal (3]

Cukup jelas,

Pasal 338
Avat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi homedis™ adalah penerapan
sains dan rekayasa sistem biologis dalam rangka peninglatan
Pclavanan Kesehatan.

Avat (2]

SK Mo [B7T278 A

Yang dimaksud dcngan “genomik” adalabh  analisis  terkait
DMA (asatt deoksiribormlkles ).

Yang cdimaksad dengan "ransknoplomik” adalah analisis terkair
ENA [asam ribonukleat).

Yaurz o . .
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Yang dimaksud dengan “proteomik” adalah uanalisis terkair
prolein,

Yang dimaksud dengan "metabolik® adalab analisis  terkait
melubolt,

Avat (3]

Yang dimakzud dengan “data terkail” melipull data analisis
primer, sckunder, dan tersier sesual dengan kertenlusn peralurarn
perinidang-undangan di bidang penelitian dan pengembangarn,

Yahg dimaksud dengan "pelavanan kedokteran presisi” adalah
pendekaran haru uniuk penocgahan dan pengobatan penyalit
denganr mempertimbanglan pgetl, lingkungan, dan pola hidup
secrane Pasien,

Avral [4)

Cualup jelas,

Avat [3)

Hurul a

Yang dimaksud dengan “yang udak dapat  ditclosuori
wWenlitasnya®™ adalah material dalam enik spesimen klinik
tlatt malenn biologl, muatan informasi, dao data tersionpan
yvang zejak awal lidak diketahw identitasnya dan bukan
bahan tersimpan vang tidak teridentilicasi {deidentified).

Hurmif b

Cukup jelas.
Hurul ©
Cukup jelas.
Pasal 339
Avar (1)

Yane dimaksoad denpsn "bliobank atau  Blarepasicnei™ acdalah
fasilitas untule kegiatan pengumpulan, peonyimpansan janpgka
panjang, dan pengelolaan spesimen vang berasal dari manusia
atall spesimen yang terkaat denpan Keschatan beserta data terkanr
sccara sistermatis vang  ditgjuksn uniuk  penchtian,
pengembanpsn, dan Pelavanan Kesehatan.

Aval (2]

SK No 187279 A

Cukug jelas.

Avar [3) . ..
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Avat (3]

Cukup jelas.

Avat (4]

SK Na I872R0 A

Ifuruf a

Yang timaksud dengan "kesclamatan hayati®™ adalah usaha
untuk menjaga Keselamalun pekera dan pengpuna fasilitas
laboratorium  serta  lingkungan darl agen biologl  yang
berpolenst membahayaian,

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan atall privasi” adalah
babliwa  penyelenggars bickank danfatau biorepositord
menjamin Kerahasiaan lerhadap identitas individu asal dari
spesimen.

Huiuf ¢

Yang dimaksud dengan "akurtabilitas” adslah pengelenggars
biochank danfatau hioreposilun berlanegung jawab  atas
penpumpulan,  ponyinpanan  jangka  panjeng, dan
pengelolaan apesimen dan data,

Hmaf o

Yatip dinaksud dengan “kemanfaatan” adalabh spesimen
vang dikumpulkan, disimpan, dan dikclola dapat
dimanfaatkan  sebesar besarnya untuk  meningkatkan
huadilus Keschatan.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan armam”  adadab
penvelenggarann  bobank denfateu  hicrepositori vang
dilaksanakan uniik kepenlingan wmum.

Huraf f

Yanp dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi
manusia® adalal  pousumpualan,  penyimpanan jangka
panjang, dan penpelolaan spesimen dan dalta odak
bertentangan dengan penvelenggaraan hak asasi manilsia.

Huraf g

Yang dimaksud dengan "etika, hukum, dan medikolegal”
adalah penyclenggaraan biobank dan/etasu  binrepositori
dilaksanakan dengan memperhalikan cuka, hukoam, dan
medikalegal vang berlaks,

Huruth . ..
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Huruf h
Yang dimaksud  denpan  "sosial  budava®  adalah
penvelenggaraan biokhank dan/atau binrepositori

dilaksanakan dengan memperhalkan praktik cmpiris di
negara  lain dengan memperhatikan  sosial badava di
[ndonesia,

Avat [5)

Cukup elas,

Avat [

Cukup jelas,

Pasal 340
Avat {1}
Culkup jelas,
Avar {2}
Hurul =
Cukip jelas,
Hurud b
Vang dimaksad dengan “tujuan utama penelitian® adalah
alasan utama dilaksanakannya penelitian untuk menjawab
pertanyaan utama penelitian baik berupa identilikasi serta
penjelasan konscp atan memprediksi situasiysolusl alas
petriasHlahan tertentu,
Huruf ¢
Cudkcap jelas,
Byal (3]

Yunp dimaksud dengan “perjanjian alih  material® adalah
perjanjian lentang porpihdahtanganan suaty material, mulatan
informasi, danfatau data antara dua penyelenewara alau
lermbaga, derpan pihak perlama scbapgal pengirim, penvedia,
pcmbawa, atau negara asal dan pihal kedua sebagal penerime,
penpeguna, pengelah, vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari perjanjian kerja sama pencliban danfataun kerja sama
lainnva.

Avat (4]

SK Na I872%] A

Culup jclas.

Pa=al 341 . . .
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Pagal 341
Ayat [1)

Yang dimaksud dengan “tenaga pendukunyg alau penunjang
kesehatan® adalah tonaga dengan latar belakang pendidikan
tinggl i rumpun ilmu alam seportd biologi.

Avat [d)
Culouape jelas,

Paszal 342
Cukup jclas.

Paszal 343
Cukup jelas,

Fasal 344
Cukup jelas,

Pasal 345

Movar (1)
Culkup jelas.

Movar (2)
Cukup jelas.

Movar ()
Culkup jelus,

Avar (4]
Yang dimalksi dengan "dukungan” adalah bantuan toknis vang
diberiktan kepada penvelenppara Sistcm Infonnasi Kesehatan,

aniara lain, dalam bentuk pelatihan dan lasililast perangkatl
lunal.

Pasal 346
Aval (1)
Cukup jolas.

Avat (2] . ..

SK No 1872H2 A
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Aval (2]

Culup jelas.

Avar (3]

Yang dimaksud dengan "arsitekiur” adalah keranphs dasar vang
endeskripsikan, antara lam, proses bisnis, data dan intormasi,
inlrasirukiur, aplikasi, keamanan, dan lavanan yang terintegras
yvang dilerapkan sccara nasional

Avat (1)

Cukup jeluas.

Avyat (0]

Cukap jelas,

Aval (8]

Yang dimaksud denguan “pemrosesan” adalah kesiatan yang
reljfrati:

d. pemerolehan dan pengumpualan;
k. pengolahan dan penganalisisan;
£, penyimpanan,
d. perhaikan dan permbargan;
£, penampilan, penguinuman, transicr, pomycbartuasan, atau
pengungkapan; dan/fatan
. penghapuzan artau pemusnaban,
Aval (7]

Pomroscsan data dan informasi Kesehatan di hiar wilayah
Indoncsia, antara lain, ialah dalam benmak  transfer dan

ECNWlmpanan.

Peratitan petundanp-undangsan, anlara lain, ialash o peraluran
perunddang-undangan vane mengalur mengenal informasl dan
lransakst clekironik, penvelenggarasn sislem dan transaksi
clekrronik, dan pelindungan data prnibadi.

Pasal 347
Cukup jrlas.

Pasal 345
Aval (1]

SK No 187283 A

Cukup jelas.

Axal {2}, .,
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Avat 2]

Cukup jelas.

Avat (3}

Yanp dimaksud dengon "kctenouan peraturan perundang-
undangan®™ adalalh  pereturan perandang-atdangan vang
mengatllr tata kelola data, ardars lain, peraturan  lerkail

pelittdunpan dala pribadi, Sistem [nformasi Kesehakan, dan satn
dala Indonceia.

Pasal 344
Avat (1}

Cukup jclas.

Avar (2}

Cukup jelas.

Aad (3]

Culup jelas.

Aval (4]

Culup jclas.

Avar (3}

Culkup jelas.

Aval )

Transter lertnasuk pensmpilsn, peopumuman, penycbarluasan,
dldu pengunpkoapor.

Ayat (7]

Yang dimaksud dengan "spesifik dan terbatas" adalah alasan
transter data dan  informast Kesehalan uniuk kepentingan
terenil misalnyva dalarm ranghka penanggulangan KLB, Walsah,
1badah haji, perjanjian «lih mutenal (materal transfer agreement),
ataun kerja sama internasiocnal di bidang Kezehatan.

Avar |H)

Cukup jclas.

Avat 1)

SK No 1372R4 A

Yang dimaksud dengan "pemusnahan” adalah tindalan untuk
menghilanglkarn, melenyaplkan, atan menghancurkan data dan
inlorinasi Kesehalan pribadi sehinges Lidak dapar lagi digunakan
untuk mcengidentifikasi subjck data dan informasi Keschatan
pribaddi.

Avat {10} . . .
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Ayal (LY
Cukup jelas.
Avat [11)
Cudiup jelas,
At [12)
Culkup jelas,

Pasal 330

Cukup jelas.
Pasal 33.

Cukup jclas.

Pasal 352
Cukup jelas.

FPasal 353
Cukup jelas.

Pasgal 354
Cakoay jelas,

Pazmual 352
Cukup jclas.

Pasal 354G
Cukup jclas.

Pa=sal 357

Cukup jelas,

Pasnl 358
Culkup jelas,

Pasal 359

YTang dimaksod dengan *faktor rsike penyvalat yang  berpotensi
menimbulksn Wabah® adalah hal, keadaan, dan/atau peristiwa vang
dapat mempengaruhl kemungkinan timbulnya penyakit pofensial
fabah,

Pazal 360 _ ..
SK No 1372853 A
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Pagal 3640
Avat [1D

Yang dimaksud dengan “alat anglut” adalah kapal, prsawat
udara, dan kendarasn darat yang digunakan dalam melakukan
perjalanan sesuat dengun  ketentusn  peraturan perundang-
uwneclangan.

Yang dimaksud dengan “barang” adalal produk nyvata, hewan,
Turmbnihar, dan jenazah atan abu jenazah vang dibawa dan/alau
dikirim melala perjalanan, lermasuk bendafalat vang dimuanalkan
dalam alat angkut.

Bovar (2)

Yang dimaksod dengan “kapal”™ adalah kendaraan sic dengan
bentuk dan jenis tertentl vang digerakkan dengan tenaga angin,
lernagd mekanik, energl lainnya, ditarik atau ditundas, lermasok
kendaraan vang berdaya dubkung dinamis, kendaraan di bawah
permmukaan ajr, serta alal apung dan bangunan terapung vang
Lidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan "pesawat udara® adalah setiap mesin atau
alat vang dapal lerbang di atmosfor karcna gava anglkat dard
rcaksl udara, tetapi Dukan karena resksi udara terhadap
permukasn bur vang digunakan untuk pernerwangan,

Yang dimuksud dengan fkendaraan derat” adalab suaty satans
angloar di daral vane lerdinl alas kendaraan bermaotor, termasuk
kendaraan wang herjalan di alas rel dan kendaraan tidalk
bormotor.

Yang dimalesud dengan "angiitan sipil” adatah alal sogkul yang
membawsa orang dan barang.

Avat (3)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkail™ adalah
kemerntetian lembaga yvang tugas fungsinva terkait urusan laar
ncgeri, pertahanan dan keamtanat, serta intelijen,

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayal (2]

SK Mo 187286 A

Huraf &

Tang dimaksud denpasn “i1solasi” adalah pemisahan antara
aratg sakic dat orang sehal untuk mendapalkan pengobiatan
dan porawatan.

Yarg . ..
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Yang dimaksud dengan “Karantina” adalsh pembatasan
kegiatan danfatan pemisahan orang fterjangkit meskipun
belum menunjukkan gejala apa pun aran sedang herada
dalarm masa inkubuasi dan pemisahan petl kemas, alat
angkut, atan barang aps pun vang diduega terkontaminasi
dan orang danjatau barang yang mengandung penyebab
penyakil  atamu kentaminan lein antuk mencessh
kemungkinan penyebaran ke orang danfatau barang i
sekitarnya.

Hurul 1z

Cukup jelas.

Hurul ¢

Avat [6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avat {7

Yang  dimaksidd  denwgan “penwolulsan”  adalaly tidak
diikutsertaltannya arang terselnil sebapal penumpanyg dulam alat
anpkul yang akan diberangkatlean.

Avar {8}

Cukup jelas.

Axal {9)

Cukup jelas.

Prusal 34l

Cukup jelas,

Puasal 362

Cukup jclas.

Praual 363
Avat (1}

Yang dimaksud dengan *nakheda® adalah zalah scorang dar
awak kapal vanp menjadl pemnimpin lerlingg di kapal dan
mempunyal wewenang den tanggpaing jawab rertentu sesuai
denean ketentuan peraturan perundang-undangan.

3K MNa 18TZET A

Yunpg . . .
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Yang cdimaksud derwan “kapten ponerbang® adalah penerbang
yang ditugaskan aleh perusahasn alau pemnilik pesawat udara
untuk memimpin penerbangan dan berlangeung jawsh penuh
terhadap kesclamalan  penerbangan  selama  pengoperasian
pesawat udara sesual dengan ketentuan peramiran perundang:
undangan.

Yang dimaksud dengan “pos lintas batas negara” adalah Pipm
Masuk orang, harang, dan alat angkul melalui darat lincas negara.

Axat [2)

Cukup jelas.
Axear {3)

Cukup jclas.

Paszal 364
Cakolpr jelas,

Masal 365
Cukup jelas,

[Fasal 366
Culoap jelas,
Pawal 367
Cukup jclas.

Pagal 368
Cukup jelas.

Pa=ul 369

Cukup jelns.

Pasal 370
Cukup jelas.

Paszal 37)
Cukuap jelas,

Pasal 272
Cuktag jedas,

Paszal 373 ...

SK No 157188 A
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Pazal 373
Culup jelas.

Pazal 374
Crloap jelas.

Pasal 375
Cukup jclas.

Tfasal 376
Cukoap jelas.

Pazal 377

Ayal (1]
Cukup jelas.
Avat [2)
Humit a
Cukup jelas.
Huraf B
Yanp dimaksud dengan 'profilaksis’ adalab suaty tmdakan
medis  pembensn Obal lerenlu untuk memberiloan
pelindungan dari penvakit menudar teriesiu dalam jangka
waktu tertentu.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "pembalazan kegialan  sasial
kemasyarakatan” adalah membatas=i atauv mengawasi secara
ketar setiap adda kepalan herkumpulnys manuasia yang
diduga dapet menjadi sumber penveharan penyakit, seperti
hegialan  kespsmrasn, posta raloyat, upacarn adat, dan
hajatan.
Avat [3)
Cukunp jelas.
Pasal 378
Culkup jolas.
Pasal 370
Cukup jelas,

SK Na [ET289 A
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Pasad 380
Culoap jelas,

Pasal 351
Culoap jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 383
Avat {1}

Limbah dan kegiatan penanggulangan KLE dan Wabah berupa
limbah medis dan limbah nonmedis,

Limbiah medis, scperti darah, serum, belas hungks Obal, bekas
jarum suntik, beckas baml vaksin, bekas kunlung darsh, kasa
bekas pakal, serta masker belas pakal Tenugs Modiz dan Tenaga
Kezschatan vang melayani Pasien, alau masker Pasion.

Limbah nonmedia seperti sisa makanan dari pengunjung uwmum,
masker hekas pakal masyarakat vang sehot, serta batol bekas dan
plastik siza dar keglatan domestik.

Avat (2]
Culorp jelas.
Fasal 384
Cukup jclas.

Fasal 383
Culiup jelas,

Paszal 386
Culouap jelas,

FPasal 387
Culiup jelas,

Pasal 383
Culkup jelas.

Pasal 384
Culkap jelas,

Pasal 390 _ . .
SK Mo 137290 8
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Pagal 340
Cukap jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Fasal 393
Cukup jelas.

Pasal 204
Culkiup jelas,

Pazal 395

Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pazai 397

Cukup jclas.

Pamal 398

Cukup jelus.

Pazal 395

Hurufl a

SK No 187291 A

Yang dimaksud dengan “kepgiatan menyebarluaskan” adalah
kemaran yang dimjukan untuk menimbulikan KB dan tidak
ertnasuk keglatan penyebarluasan dalam rangks pencgakan
diagnosiz atal konfirmasi laboratoriam.

Yang dimalksud dengan “bahan yang mengandung penvebaly
penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan
KLI3" adalah unsur atau zat kimia, fizika, dan radicaktil dengan
kadar di ates hatas kewajuran stau batas nonmal vang
diperbolehkan  schingga dapat menimbulkan penvakil  dan
masalah Kesehalan vanp berpotens] menimbullkarn KILE.

Humifb. ..
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Hurul b

veang dimaksud dengan *kegiatan menyeharluaskan” adalah
kegiatan yvang ditujukan untuk menimbnilkan KLB dan Wabah
gerta tidak lermasuk leglatan penvebarhiasan dalam rangks
penegakan diaghesis atau konficmasi laboraloriovm,

Yang dimaksud dengan fagen biologi penyebab penyakit vang
Lerpolenst meonimbulkan KLR dan Wabah™ adalah virus, bakten,
jamur, dan parasit, baik hidup maupun matl, vang dapat
menyebabkan/menularkan poiyyakit vang Lerpotensl
menimbilkan KLB dan Wabah, misalnva, =ampel dan/atau
spesinen yang dikelola oleh Humah Sakil, laborslernom, dan
letnbags, penclitian, dan bewan atau daping yang mengandung
apen biologl penvebab penvaleit.

Pasal ()

Menghalang-halangl petaksanaan upaya peniangeulangan KLE dan
Wabah, antara lain, beripa lidsk mematuhi  ketontuan  yang
ditetapkan dalam rangka pelaksansan penangmulangan KLE dan
Walbwh, sepert Ldak berscdia dilakubean karanting ataul isolasi, atau
ldak mengimnkan dilaltukan penanggulangan dunfslau pemusnahan
[aktor nislko terbadap alat angkut, barang, dan lingkungan yang
terpapar, termasink hewan lernak /peliharaan.

Pagal 401
Cukup jelas.

Pasal 4002
Cukup jelas,

Pasal 403
Culuep jelas.

Paszal 404
Culkup jelas.

Pasal 4035 .., .,
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Pasal 405
Anval {14

Fihak swasta terkait, antara lain, ialah indusir] Sediaan Farmasi
vang memproduksi Bediaan Farmasi vang digunakan dalam
kegiatan pemberian Obat pencegaban massal dun imunisasi.

Avat ()
Hurf a

Yang dimaksud dengan "audit kausalitas” adatah suatu
kajian sislemalis mengenai kasus kejadian iutan aldbat
pemberian  pengobalan  massal  dan imunisasi vane
dilaperkan berdasarkan data dan literotur medis dari parg
ahll di hidangnya serta yang dilakukan oleh lembags
indepenidens untuk menentukan kemuingkinan kelerkaitan
antara kejadian ikuran dan Obat dan/atsu vaksin yvang
dibenlkan.

Huruf b

Felavanan Kesehatan, fermasuk rehabilitusi medis, antara
lain, berupa pengobatan dan perawatan yang dilakukan pada
kasus  kejadian  ikutan  pascapengobaran  massal dan
imunisasi sesual dengan  indikssi medis dan protokol
punipobe b,

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan “santunan terhadap korban™ adalah
kommpensast boerupa santunan disabilitas alal santunan
kematian vang diberiksn kepada sesecrang yang mengalami
kejadian ikutan pascapemmberian Obat pencegahan massal
dan imumsasi berdasarkan hasil audit kausalitas,

IPa=al 406

Cukup jelas,

Fasal 407
Avat (1}
Bantuan pendanaan, antara lain, berupa:

a. bantuan atau kompensasi bagl masyvarakat vang terdampal
kegiatan penanggulangan KLEB atan Wabah, dan

b, bunlusn untuk peondansan Rumah Bakit sesual dengan
kebutuhan,

Aval (2] ...
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Avat [

Cukuop jclas.

Pa=zal A0

Cukup jelas.

Pasal 4019

Aval ]

Culnap jelas,

Ayal (2]

Culup jelas,

Avatl [3)

Eencana induk hidang Kesehalan ditetaplkan aleh Pemeriniah
Pusal yang penyusunannya dikoordinasikan olch Menteri secelah
dikonsullasikan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Raloat Republik Indonesia vang membidangi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “penganggaran herbasis kinerja” adalah
prinsip dan kaidah penganpesaran scsual dengan keteniuan
peraluran perundang-undangan di Bidang keusnpsn negara.

Avar (4]

Pengalokasian  anggaran  Kesehatan  yanyg  bersumber  dard
anggaran pendapalan dan belanja daerah dilakukan  sesaal
dengan kebijakan keuangan duerah dan sinkronizasi hubungan
kevdangsn antara pusat dan dasral,

Yang dimaksud dengan “pengatgesarsn berbasis kinerja® adalah
prinsip dan kaidah penganggaran sesual dengan ketentuan
PEratIran perundang-undangan, termasuk di Indang
perimbangan keuangan pusal dan daerah.

Avat (5]

Cukup jclas.

Ayat [G)

Cukup jelas,

Paszal 410
Cukup jclas.

SK Na tRT204 A
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Puasal 411

Cukup jelas.

Pa=al 412

Cukup jclas.

Pagal 412

Cukup jelus.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pazal 415

Cukup jelas.

Pasul 416

Cukup jelas.

Pasal 417
foval {1}

Culiap jelas,

Aval {2)

Culup jelas,

Avat (3)

Culuap jelas,

Myval (9)

Partisipasi roasyarakal, lermiasuk dalam penvelengearaan Lpsva
Keschatan untuk mewujudkan derajat Kesehatan vang setinggi-

PRES'OEM
RERPLELIE 'NDONESLA

S .

tingginya, antara laln, 1alah:

Lo oE

keikulsertasn dalam penyelenggaraan Upava Kesehatan;
dukunpgan penvediaan sumber Daya hesehalan;

penelitian pengembangan Teknologl Kesehatan,
porocncanaan dan ponctapan kebijakan stratcgl nasional

pembangunan Resehatun,

™ ¢h
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permbinaan dan pengawasan; dan/fatan
partisipasi masyarakat lainnya.

Pasal 4148, ..



Pazal 4158
Culiap jelas,

Pasal 419
Culup jelas.

Pasal 420
Cukup jelas.

[Fasal 421
Culnap jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.
Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424
Avar (1}

Culoup jelas.,

Avart 12}

Cukup jolas.

Aval (3}

Huruf a

FREZIDITM
REPUBLIK :NODOMNESHA
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Cukup jelas.

Humil b

Cukup jelas,

TTharmal o

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Culkup jelas,
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Humaf f

Cukup jelas,
Huruf g

Cukup jelas,
Fluruf h

Cukup jelas,
Huraf i

Cukup jelas,
Bl |

Cukap elas,
Hurul k

Cukup jelas.
Huruafl i

Culup jolas.
Hurul m

Melakukan tindakan lain, antara lein, kerapa penanglapan,
penahangn, serla penegambilan oto dan sidik jar.

Bantuan pernyidikan, danlara lain, berupa bantuan teknis,
bantuan taktis, dan bantuian upayva palkesa,

Avyat (4]
Culoap jelas.
Avat [5)
Culnap jelas.
Avat (6]
Culaap jelas,
Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas,

Puzal 427
Cukup jelas.

Pasal 428, .,
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Posal 428

Culoup jelas.

Pasal 420
Culaip jelas.

Pasal 430
Culkup jelas.

Pasgal 437
Culkup jelas.

Pa=zal 432
Cukup jelas.

Passl 433
Cukun jelas,

Pazal 434
Cukup jclas.

Pasal 435
Crkun jelas,

Fasal 436
Cukup jclas.

Passal 437
Cruop elas,

Pasal 423
Cukup jelas.

Pusal 439
Culoup jelas,

Pasal 44{)
Avat {1}

Kealpasn yany mengakibatkan luka berat termasuk dizabilitas
scumur hidup.

Avat (4] . ..
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Avat (2]

Culup jelas.

Pasal 441
Culkup jelas,

Pasal 442
Cukup jelas.

Panal 443
Cukup jelas,

Paszal 444
Culkup jelas.

Pasal 445
Ol jelas,
Pasal 4456
Cukup jelas.

Pasal 447
Cukup jelas,

Pasal 418
Cukup jelas.

Pasal 444
Cukup jelas,

Pasal 450
Cukup jelas,

Pasal 451
Cukup jelas,

Pazsal 452
Cukup jelas.
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Pasal 453
Cukup jelas,

Pasal 454
Cukuap jelas,

Pazal 455
Cukup jelas.

Pasal 4356
Culkup jelas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 434
Culoap jelas.
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